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2.2 Aspek Kesejahteraan Masyarakat
2.2.1 Aspek Kesejahteraan Ekonomi

2.2.1.1 Laju Pertumbuhan Ekonomi

Trend laju pertumbuhan ekonomi Indonesia dan Provinsi Riau sangat
berfluktuatif dan cenderung menurun dari tahun 2010 hingga 2020. Tahun 2023
ekonomi Indonesia kembali tumbuh sebesar 5,05% dan lebih tinggi dibandingkan
dengan capaian tahun 2022 yang mengalami pertumbuhan sebesar 4,69%.
Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau masih dibawah pertumbuhan nasional, namun
perekonomian Provinsi Riau berkontribusi sebesar 5,00% terhadap perekonomian
nasional sehingga Provinsi Riau merupakan provinsi dengan PDRB terbesar ke-6 di
Indonesia atau terbesar ke-2 di luar Pulau Jawa.

6,22 6,20 6,00
>50 5,17 531 505

500 4,88 5,03 5,07

4,94

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2021 2022 2023

0,22 2,07 1,13

==0==RIAU ==@==NASIONAL

Gambar 2.14 Trend Pertumbuhan Ekonomi Nasional dan Riau
Tahun 2010-2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik

Gambar dibawah ini menggambarkan bahwa pertumbuhan ekonomi
Provinsi Riau dengan migas tahun 2023 tumbuh positif namun melambat dibanding
tahun 2022. Pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau ini meningkat pada semua
lapangan usaha namun peningkatan hanya terjadi di sebagian komponen

pengeluaran.
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Gambar 2.15 Pertumbuhan Ekonomi dengan Migas dan
Tanpa Migas di Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Apabila melihat kondisi per tahun, terjadi fluktuasi yang cukup besar dalam
laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau, khususnya pada tahun 2020. Hal ini
berkaitan dengan fluktuasi produksi barang dan jasa di daerah ini terutama migas
yang mengalami penurunan harga hingga 70% dan kondisi tersebut menyebabkan
tidak berjalannya investasi pada sektor migas sementara 14 sektor lainnya juga
mengalami penurunan akibat pembatasan aktivitas pergerakan manusia akibat
Pandemi Covid-19. Tetapi laju pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2020
masih ditunjang oleh 8 (delapan) sektor ekonomi yang mengalami pertumbuhan
positif. Pada tahun 2022 peningkatan pertumbuhan ekonomi yang signifikan tidak
terlepas dari upaya penanggulangan pandemi sehingga sektor yang berpengaruh
langsung terhadap pergerakan manusia dapat meningkat, selain itu peningkatan
nilai pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tahun 2022 disebabkan oleh kenaikan
harga migas, kenaikan transportasi dan pergudangan serta peningkatan listrik dan
gas juga mempengaruhi kenaikan pertumbuhan ekonomi Riau. Meningkatnya
investasi Riau dan juga besarnya konsumsi rumah tangga berpengaruh siginifikan
pada pertumbuhan Riau.

Sementara itu jika ditinjau pertumbuhan ekonomi menurut kabupaten/kota
tahun 2023 tergolong positif dibanding tahun sebelumnya dimana pertumbuhan
ekonomi tertinggi adalah Kota Pekanbaru sebesar 6,06% dan terendah Kabupaten
Bengkalis sebesar 2,77%. Pertumbuhan ekonomi di Kota Pekanbaru didominasi
oleh sektor perdagangan besar dan eceran, sedangkan di Kabupaten Bengkalis
sektor pertambangan dan penggalian. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada

gambar dibawah ini.
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Gambar 2.16 Laju Pertumbuhan Ekonomi Menurut Kabupaten/Kota
Provinsi Riau Tahun 2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

2.2.1.2 Indeks Gini

Di negara-negara berkembang, indikator keberhasilan pembangunan
ekonomi akan bias bila hanya dilihat dari besarnya kenaikan pendapatan per kapita
penduduk, tetapi perlu juga dilihat dari pemerataan pendapatan, Distribusi
pendapatan dapat diukur menggunakan indeks gini yang merupakan ukuran
ketidakmerataan atau ketimpangan (pendapatan/kesejahteraan) agregat (secara
keseluruhan) yang angkanya berkisar antara nol (pemerataan sempurna) hingga
satu (ketimpangan yang sempurna). Lebih lanjut Todaro (2000) menyatakan bahwa
untuk negara-negara sedang berkembang, distribusi pendapatan sangat tidak
merata jika angka indeks gini terletak antara 0,5 sampai dengan 0,7. Distribusi
pendapatan dengan ketidakmerataan sedang jika angka indeks gini terletak antara
0,36 sampai dengan 0,49. Distribusi pendapatan relatif merata jika angka indeks

gini antara 0,20 sampai 0,35.
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Gambar 2.17 Gini Rasio Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2010-2024
Sumber: BPS Provinsi Riau
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Gini rasio Provinsi Riau lebih kecil dibandingkan nasional dan terjadi
penurunan yang signifikan selama periode 2010 hingga 2024. Gini rasio Provinsi
Riau berkisar antara 0,326-0,307, hal ini memberi arti bahwa distribusi pendapatan
di Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan relatif merata. Klasifikasi kategori
menjadi merata perlu menjadi catatan perbaikan pendapatan di Provinsi Riau dan
menjadi perhatian dalam pembangunan Provinsi Riau ke depan agar dapat
dipertahankan. Artinya pembangunan yang dijalankan selama periode tersebut
dapat memperbaiki ketimpangan pendapatan antara kelompok masyarakat. Oleh
karena itu program pembangunan kedepan yang mengarah pada pengembangan
ekonomi dan pembangunan infrastruktur yang dapat meningkatkan kegiatan
ekonomi masyarakat khususnya masyarakat bawah baik yang berada di perkotaan
maupun dipedesaan harus menjadi prioritas sehingga pendapatan masyarakat
bawah dapat meningkat dan mampu mengurangkan perbedaan tingkat pendapatan
antara kelompok masyarakat tersebut.

Pencapaian indeks gini Provinsi Riau tahun 2024 sebesar 0,307 sudah
termasuk kategori relatif merata dengan penurunan pertumbuhan -0,017 persen
jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Perbaikan kondisi pemerataan
pendapatan di Provinsi Riau tidak terlepas dari besaran anggaran pemerintah pusat
dalam pembangunan di pedesaan dan pola pembangunan (self services
development). Dibandingkan dengan Indeks Gini Nasional, Provinsi Riau memiliki
angka yang lebih rendah, yang mengindikasikan bahwa ketimpangan secara
nasional lebih tinggi dibanding Provinsi Riau.

Berikutnya jika dilihat dari pencapaian indeks gini kabupaten/kota se-
Provinsi Riau tahun 2018 sampai dengan tahun 2023, keseluruhan kabupaten/kota
mengalami trend fluktuatif menurun sebagaimana ditunjukkan pada tabel dibawah
ini yang menunjukkan bahwa angka indeks gini ini menyatakan distribusi
pendapatan di kabupaten/kota se-Provinsi Riau berada pada kategori pendapatan
relatif merata. Gini rasio di tingkat di kota cenderung lebih tinggi dibandingkan
dengan kabupaten. Ini dapat dilihat trend gini rasio Kota Pekanbaru dan Kota
Dumai yang memiliki ketimpangan lebih tinggi dari kabupaten lainnya di Provinsi

Riau.
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Tabel 2.24 Indeks Gini Rasio Kabupaten-Kota di Provinsi Riau
Tahun 2018-2023

Kode Kabupaten/ Tahun

Kota 2018 | 2019 | 2020 2021 2022 | 2023
14.01 | Kab. Kampar 0,293 0,3 0,306 | 0,281 | 0,311 | 0,302
14.02 | Xab. Indragiri 0,315 | 0,295 |0,276| 0,305 |0,268 | 0,282

Hulu

14.03 | Kab. Bengkalis 0,272 0,288 0,28 0,273 0,265 | 0,296

14.04 gi?r Indragiri 0311 | 0303 | 031 | 0207 |029 0279

14.05 | Kab. Pelalawan | 0,283 | 0,28 | 0,325| 0,294 [ 0,282 | 0,267

14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,298 0,306 0,314 0,296 0,268

14.07 | Kab. Rokan Hilir 0,323 0,306 0,281 0,285 | 0,316
14.08 | Kab. Siak 0,3 0,298 0,279 0,295 0,29 | 0,325
14.09 | Kab. Kuantan 0,321 | 0,317 |0,291| 0,264 |0,281 0,264
Singingi
14.10 Kab. Kgpulauan
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru
14.12 | Kota Dumai 0,339

Sumber: BPS Provinsi Riau
Ket.

2.2.1.3 Angka Kemiskinan

Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya dan berkomitmen untuk
mengentaskan kemiskinan melalui berbagai program dan kegiatan. Koordinasi
antar pemerintah provinsi dan kabupaten/kota juga diperlukan untuk mendukung
sinergi dan harmonisasi kebijakan kemiskinan. Hal ini dapat dilihat dari kemajuan
yang dicapai Provinsi Riau dalam penanggulangan kemiskinan yang selaras dengan
capaian SDG’s, dimana terjadi penurunan yang cukup signifikan. Meski pemerintah
Provinsi Riau telah berhasil menurunkan kemiskinan dalam satu dekade terakhir,
namun perlu diperhatikan bahwa persoalan kemiskinan bukan hanya sekedar
berapa jumlah dan persentase penduduk miskin, tetapi juga memperhatikan
indikator kemiskinan lainnya. Perkembangan indikator kemiskinan Provinsi Riau
tahun 2018-2024 dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.
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Tabel 2.25 Perkembangan Indikator Kemiskinan Provinsi Riau
Tahun 2018-2024

Kondisi Kemiskinan
q : Indek Indek
No Tahun FPenduduk  Tingkat Garis Kedalaman Keparahan
Miskin |Kemiskinan Kemiskinan LT e
q o . Kemiskinan Kemiskinan
(Jiwa) (%) (Rp/Kapita/Bln) (P1) (P2)
1 2018 500.440 7,39 479.944 1,20 0,30
2 2019 490.720 7,08 500.612 1,13 0,27
3 2020 483.390 6,82 544.057 1,14 0,28
4 2021 500.810 7,12 565.937 1,06 0,24
5 2022 485.030 6,78 605.912 1,10 0,27
6 2023 485.660 6,68 658.611 1,00 0,24
7 2024 492.250 6,67 740.222 0,97 0,21

Sumber: BPS Provinsi Riau

Permasalahan kemiskinan tidak hanya sekedar berapa jumlah dan
persentase penduduk miskin. Dimensi lain yang perlu diperhatikan adalah tingkat
kedalaman kemiskinan (poverty gap index-P1) dan tingkat keparahan kemiskinan
(poverty severity index-P2). Indeks kedalaman kemiskinan adalah ukuran rata-rata
kesenjangan pengeluaran penduduk miskin terhadap garis kemiskinan. Indeks
keparahan kemiskinan lebih menggambarkan penyebaran pengeluaran di antara
penduduk miskin.

Indeks kedalaman kemiskinan (P1) Provinsi Riau tahun 2024, yakni
sebesar 0,97 mengalami penurunan dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.
Hal ini berarti bahwa rata-rata pengeluaran penduduk miskin di perkotaan dan
perdesaan cenderung mendekati garis kemiskinan. Untuk indeks keparahan
kemiskinan (poverty severity index-P2) juga mengalami penurunan yaitu sebesar
0,24 pada tahun 2023 menjadi 0,21 pada tahun 2023.

Persoalan penanggulangan kemiskinan selain harus mampu mengurangi
jumlah dan persentase penduduk miskin, kebijakan kemiskinan sebaiknya harus
bisa juga mengurangi tingkat kedalaman dan keparahan kemiskinan serta
ketimpangannya antara kota dan pedesaan. Sejalan dengan perkembangan capaian
penurunan indikator kemiskinan Provinsi Riau sangat dipengaruhi oleh capaian
penurunan kemiskinan di kabupaten/kota Provinsi Riau. Berikut disajikan data
indikator kemiskinan kabupaten/kota Provinsi Riau tahun 2022-2023.
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Indikator Kemiskinan
Provinsi/ Jumlah Persentase Indeks Indeks
Kode Kabupaten Penduduk Penduduk Kedalaman Keparahan | Garis Kemiskinan
/ Klt))ta Miskin Miskin Kemiskinan | Kemiskinan |(Rp/Kap/ Bulan)
(Ribu Jiwa) (%) (P1) (P2)
2022 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 | 2022 | 2023 2022 2023
14 | RIAU 485,03 | 485,66 | 6,78 | 6,68 | 1,10 | 1,00 | 0,27 | 0,24 |605.912 658.611
1406 | Kampar 63,55 63,84 | 7,12 7,04 1,1 0,72 0,29 0,14 | 502.670 | 547.696
1402 gflrjgm 27,46 | 27,4 | 6,14 | 6,06 | 1,01 | 1,14 | 0,29 | 0,33 |584.910 |626.671
1408 | Bengkalis 36,03 | 36,1 | 6,32 | 6,31 | 0,81 | 1,03 | 0,15 | 0,23 |648.933 |713.826
1403 I}r;iiiagm 43,22 | 40,86 | 598 | 5,64 | 0,73 | 0,68 | 0,13 | 0,13 |568.879 |597.122
1404 | Pelalawan 47,84 45,3 8,97 8,15 1,23 1,05 0,28 0,28 | 655.641 | 689.786
1407 | Rokan Hulu| 73,81 74,38 9,95 9,72 1,51 1,54 0,34 0,38 | 585.225 | 647.599
1409 | Rokan Hilir | 49,59 | 53,04 | 6,73 | 7,07 | 1,34 | 1,22 | 0,36 | 0,29 |465.614 |511.610
1405 | Siak 25,71 | 26,99 | 5,07 | 5,23 | 0,77 | 0,66 | 0,18 | 0,14 |518.768 |558.867
1401 | Kuantan 26,61 | 26,1 | 824 | 807 | 1,18 | 1,17 | 0,26 | 0,25 |638.678 | 693.493
Singingi
1410 | Kepr 4525 | 43,82 | 23,84 | 22,98 | 3,54 | 3,86 | 0,87 | 1,06 |568.639 | 623.576
Meranti
1471 | Pekanbaru | 35,96 | 37,67 | 3,06 | 3,16 | 0,33 | 0,38 | 0,07 | 0,09 |655.389 |712.000
1473 | Dumai 10 10,15 3,2 3,21 0,36 0,36 0,06 0,06 |543.182 | 601.348
Sumber: Berita Resmi Statistik, Riau Dalam Angka 2024 — BPS Provinsi Riau
Bila dianalisis lebih mendalam dengan membandingkan antara
kabupaten/kota di Provinsi Riau menunjukkan bahwa jumlah penduduk miskin,
persentase tingkat kemiskinan, angka indeks kedalaman dan keparahan

kemiskinan dan garis kemiskinan di Provinsi Riau berbeda cukup signifikan antar
wilayah pada tahun 2023, Secara umum jumlah penduduk miskin, tingkat
kemiskinan, indeks kedalaman dan keparahan kemiskinan di desa jauh lebih tinggi
dibandingkan di kota, yang memberi arti bahwa kedalaman dan keparahan
kemiskinan di pedesaan jauh lebih besar dibanding perkotaan, Oleh karena itu,

kebijakan penanggulangan kemiskinan masih perlu terus dilakukan dengan

memperkuat wilayah pembangunan ekonomi dan infrastruktur pedesaan
khususnya pedesaan wilayah pesisir.
Penduduk miskin merupakan penduduk yang memiliki rata-rata

pengeluaran per kapita per bulan dibawah garis kemiskinan. Garis kemiskinan
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sendiri merupakan representasi dari jumlah rupiah minimum yang dibutuhkan
untuk memenuhi kebutuhan pokok minimum makanan yang setara dengan 2100
kilokalori per kapita per hari dan juga kebutuhan pokok bukan makanan.

Nilai garis kemiskinan di Provinsi Riau tahun 2023 sebesar Rp 658.611 per
kapita/bulan. Pada tabel diatas menunjukkan bahwa garis kemiskinan tertinggi
terdapat di Bengkalis sebesar Rp713.826 per kapita/bulan dan terendah terdapat di
Kabupaten Rokan Hilir sebesar Rp511.610 per kapita/bulan. Terdapat empat
kabupaten dengan angka garis kemiskinan diatas Provinsi Riau yaitu Kabupaten
Kuantan  Singingi, Bengkalis, Pekanbaru, dan Pelalawan. Sementara
kabupaten/kota lainnya dibawah rata-rata garis kemiskinan Provinsi Riau. Garis
kemiskinan digunakan sebagai perangkat ekonomi yang dapat digunakan untuk
mengukur rakyat miskin dan mempertimbangkan pembaharuan sosial ekonomi,
seperti program peningkatan kesejahteraan dan asuransi pengangguran untuk

menanggulangi kemiskinan.

2.2.1.4 Angka Kemiskinan Ekstrem

Angka kemiskinan ekstrem pada tingkat kabupaten/kota yang secara
reguler dirilis oleh Badan Pusat Statistik, untuk Maret 2023 diestimasikan dan
dirilis oleh Satgas Data Penyasaran Percepatan Penghapus Kemiskinan Ekstrem
(PSKE) di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan
Kebudayaan.

Tabel 2.27 Angka Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota
Tahun 2022-2023

Persentase Penduduk Jumlah Penduduk
Kode Provinsi/ Miskin Ekstrem Miskin Ekstrem
Kabupaten/Kota (Persen) (Ribu Jiwa)
2022 2023 2022 2023
14 Provinsi Riau 1,40 0,67 100,33 48,73
14.01 | Kab. Kampar 1,73 0,36 15,45 3,25
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 2,49 1,63 11,15 7,37
14.03 | Kab. Bengkalis 0,6 0 3,4 0
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 0,69 0,4 5,02 2,91
14.05 | Kab. Pelalawan 1,81 1,22 9,65 6,8
14.06 | Kab. Rokan Hulu 1,9 1,39 14,08 10,65
14.07 | Kab. Rokan Hilir 2,06 0,29 15,16 2,17
14.08 | Kab. Siak 1,27 0,54 6,42 2,79
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Persentase Penduduk Jumlah Penduduk
Kode Provinsi/ Miskin Ekstrem Miskin Ekstrem
Kabupaten/Kota (Persen) (Ribu Jiwa)
2022 2023 2022 2023
14.09 | Kab. Kuantan 1,51 0,58 4,88 1,87
Singingi
14.10 | Kab- Kepulauan 5,53 4,48 10,5 8,55
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 0,34 0,2 4,01 2,38
14.12 | Kota Dumai 0,2 0 0,62 0

Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024
Keterangan warna: Diatas capaian provinsi

Posisi relatif capaian angka kemiskinan ekstrem di Provinsi Riau yakni
terdapat empat kabupaten dengan capaian persentase kemiskinan ekstrem di atas
capaian Provinsi dan Nasional yakni Kabupaten Kepulauan Meranti, Indragiri Hulu,
Rokan Hulu dan Pelalawan. Delapan kabupaten/kota memiliki capaian angka
kemiskinan ekstrem di bawah nasional dan provinsi yaitu Kabupaten Kuantan
Singingi, Kabupaten Siak, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kampar,
Kabupaten Rokan Hilir, Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis, Kota Dumai. Posisi
relatif capaian persentase dan jumlah penduduk miskin ekstrem di Provinsi Riau

pada tiap kabupaten/kota sebagaimana tergambar pada grafik berikut.

== == Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Kab/Kota (%) —Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Prov Riau (0,67%)
—Persentase Penduduk Miskin Ekstrem Indonesia (1,12%) ® Jumlah Penduduk Miskin Ekstrem (Jiwa) | Riau = 48.730 jiwa
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o
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el -
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Kepulauan Indragiri Rokan Pelalawan Kuantan Siak Indragiri Kampar Rokan Hilir Kota Bengkalis Kota
Meranti Hulu Hulu Singingi Hilir Pekanbaru Dumai

Gambar 2.18 Posisi Relatif Tingkat Kemiskinan Ekstrem Provinsi Riau Menurut
Kabupaten/Kota, Tahun 2023
Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024
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Mengacu pada capaian angka kemiskinan pada tiap daerah kabupaten/kota
sebagaimana dijelaskan di atas, maka terhadap angka kemiskinan dari sisi bentuk
maupun bobot dari akar masalah kemiskinan sangat mungkin berbeda antar
daerah. Peta sebaran masalah antar wilayah dapat berupa grafik empat kuadran,
dimana setiap kuadran akan meunjukkan posisi relatif wilayah dalam suatu
konstalasi masalah yang dibentuk oleh pasangan indikator yang menjadi tujuan.
Sebagai gambaran masalah tingkat kemiskinan di Provinsi Riau, wilayah-wilayah
yang berada pada kuadran yang dimana capaian kedua indikator tersebut relatif
buruk harus menjadi wilayah prioritas. Pengelompokan wilayah berdasarkan empat
kuadran ini dapat pula diterapkan pada determinan kemiskinan pada dimensi lain
seperti dimensi pendidikan, kesehatan, ketenagakerjaan, infrastruktur dasar,
ketahanan pangan, pembangunan desa, sosial, serta sektor lain yang mendukung

upaya penanggulangan kemiskinan.
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Gambar 2.19 Pengelompokan Wilayah Berdasarkan Persentase Penduduk
Miskin (%) dan Jumlah Penduduk Miskin (Jiwa) di Provinsi Riau, Tahun 2023
Sumber: BPS, Satgas Data P3KE di Kementerian Koordinator Bidang Pembangunan
Manusia dan Kebudayaan Tahun 2024

Pencapaian kesejahteraan penduduk terutama di Provinsi Riau secara makro
salah satunya tergambar dari penurunan tingkat kemiskinan sebesar 6,68 persen
(Maret 2023). Meski penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan, di

lain kondisi masih terdapat penduduk yang memiliki tingkat kerentananan untuk
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jatuh miskin. Kondisi kerentanan dapat menjadi buruk dengan adanya pengucilan
sosial (social exclusion) sebagai akibat distribusi pendapatan dan akses layanan
dasar yang belum dapat dijangkau oleh seluruh penduduk. Salah satu kelompok
rentan yang mengalami marginalisasi dan eksklusivitas adalah Penyandang
Disabilitas.

Menurut catatan Dinas Sosial Provinsi Riau, data penyandang disabilitas di
Provinsi Riau tahun 2022 sebanyak 10.174 jiwa. Berdasarkan data Kependudukan
dan Pencatatan Sipil di Provinsi Riau tahun 2023, dari total penduduk Provinsi Riau
yang tercatat sebanyak 6.794.944 jiwa, terdapat 8.890 diantaranya adalah
penyandang disabilitas. Penyandang disabilitas fisik terdapat 1.065 jiwa, disabilitas
netra sebanyak 705 jiwa, disabilitas wicara 1.545 jiwa, disabilitas mental 3.851
jiwa, disabilitas fisik dan mental 182 jiwa, dan disabilitas lainnya sebanyak 1.542
jiwa. Sementara, data terakhir hasil pendataan Registrasi Sosial Ekonomi (Regsosek)
yang dilakukan oleh BPS menyebutkan bahwa jumlah penduduk disabilitas (sedang
dan berat) di Provinsi Riau total berjumlah 85.953 jiwa.

Penyandang disabilitas, berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016
tentang Penyandang Disablitas, memiliki hak-hak yang dilindungi oleh peraturan
perundang-undangan. Penghormatan, Pelindungan, dan Pemenuhan hak
Penyandang Disabilitas merupakan kewajiban negara. Pemerintah berkewajiban
untuk merealisasikan hak penyandang disabilitas, melalui penyesuaian peraturan
perundang-undangan, termasuk menjamin Pemenuhan hak Penyandang Disabilitas
dalam segala aspek kehidupan seperti pendidikan, kesehatan, pekerjaan, politik
dan pemerintahan, kebudayaan dan kepariwisataan, serta pemanfaatan teknologi,
informasi, dan komunikasi.

Undang-Undang Penyandang Disabilitas menjadi pondasi yang menggeser
paradigma penyandang disablitas, dari hanya sekedar objek, sekarang menjadi
subjek pembangunan. Dari yang hanya menerima bantuan (charity based) menjadi
pemenuhan hak (human right based), dari yang hanya sektor sosial menjadi
multisektor. Untuk itu, kebijakan terkait kelompok rentan tidak hanya dibentuk
oleh instansi tertentu, namun dilaksanakan oleh seluruh elemen terutama di

lingkup pemerintah daerah provinsi dan kabupaten/kota.
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2.2.1.5 Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)

Setiap masyarakat yang membutuhkan pelayanan dasar khususnya
rehabilitasi sosial maka pemerintah wajib memberikan pelayanan tersebut.
Pelayanan dasar tersebut untuk di bidang sosial terdiri dari rehabilitasi sosial dan
perlindungan dan jaminan sosial. Untuk rehabilitasi sosial sendiri sesuai dengan
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah terdiri dari
Rehabilitasi Sosial Dasar dan Rehabilitasi Sosial Lanjutan.

Pemerintah Provinsi bertanggungjawab dalam memberikan layanan
rehabilitasi sosial dasar bagi setiap pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
khususnya disabilitas terlantar, lanjut usia terlantar, gelandangan pengemis, dan
anak terlantar di dalam panti. Sarana pelayanan sosial seperti sarana rehabilitasi
sosial seperti panti bagi lansia, panti bagi anak terlantar menjadi tanggung jawab
pemerintah untuk menyediakan, memberikan dan melakukan pembinaan kepada
sarana pelayanan tersebut. Berikut sebaran lembaga kesejahteraan sosial pada
tabel dibawah ini.

Tabel 2.28 Jumlah Lembaga Kesejahteraan Sosial
di Provinsi Riau Tahun 2023

Kode Kabupaten/Kota K:s:?;l;; ;‘;r:b; og:ial Jumlah Klien
14 Provinsi Riau 4 259
14.01 | Kab. Kampar ) 234
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 10 459
14.03 | Kab. Bengkalis 3 51
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 2 78
14.05 | Kab. Pelalawan S 149
14.06 | Kab. Rokan Hulu 25 864
14.07 | Kab. Rokan Hilir 9) 151
14.08 | Kab. Siak 7 329
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 2 55
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 1 40
14.11 | Kota Pekanbaru 21 698
14.12 | Kota Dumai 11 430
Jumlah 102 3.797

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2024
Lembaga Kesejahteraan Sosial selanjutnya disebut LKS adalah organisasi
sosial atau perkumpulan sosial yang melaksanakan penyelenggaraan kesejahteraan

sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang
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tidak berbadan hukum. Keberadaan Lembaga Kesejahteraan Sosial berbentuk Panti
di Provinsi Riau tahun 2023 khususnya yang berbadan hukum milik masyarakat
secara keseluruhan berjumlah 98 panti, terdiri dari panti yang menangani anak
terlantar sebanyak 94 panti, panti yang melaksanakan pelayanan bagi disabilitas
sebanyak 3 panti, dan yang melayani lanjut usia terlantar milik masyarakat
sebanyak 1 panti.

Keberadaan Panti Sosial yang tersedia bila dibanding dengan Pemerlu
Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) khususnya anak balita terlantar, anak
terlantar, anak nakal, dan lanjut usia terlantar yang memerlukan panti, masih jauh
dari mencukupi. Fakta di lapangan menunjukkan bahwa keberadaan panti sosial
belum dapat sepenuhnya menampung PPKS yang memerlukan layanan di dalam
panti. Adapun jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dari tahun 2018
sampai dengan 2023 dapat dilihat pada tabel dibawah.

Tabel 2.29 Jumlah Pemerlu Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS)
Provinsi Riau Tahun 2018-2023

q Tahun (Jiwa)
No ~ JenisPPKS 5018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Anak Nakal 262 379 297 297 456 330
Anak yang
o  Memerlukan 142 4 154 154 91 99
Perlindungan
Khusus
Pekerja Migran
3  Bermasalah 118 1 58 58 80 22
Sosial (PMBS)
Keluarga
4 | Bermasalah 11.156 2 - - 37 49
Sosial Psikologis
5 Korban Tindak 84 4 9 9 63 55
Kekerasan
Korban
6 Trafficking 43 43 29 29 1 13
e 59 59 8 8 20 5
Minoritas
8 | Anak Jalanan 96 91 142 142 125 43
9 | Pengemis 104 316 153 153 132 145
10| Gelandangan 0678 316 263 263 186 250
11 | Pemulung 429 429 160 160 6 352
12 Bekas BWBLP 400 497 91 91 15 380
Orang Dengan
13 HIV/AIDS (OD 233 611 555 555 158 892
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o | . | Tahun (Jiwa)
No JenisPPKS ;518 2019 2020 2021 2022 2023
HA)
Korban
14 | Penyalahgunaan 999 648 83 83 90 418
NAPZA
Korban Bencana
15 : 357 774 817 2.419 1.156 579
Sosial
16| Tuna Susila 269 1.019 211 211 43 104
flp) LGOI A Gt 8.646 2405 5914 5914 20775  1.198
Terpencil
Anak Dengan
18 Kedisabilitasan 1.309 2.706 1.477 1.477 1.001 1.970
(ADK)
o e 4563  4.441 14 14 32 6.190
Terlantar
Penyandang
20 Cacat 8.731 7.829 10.561 10.561  11.275 7.659
(Disabilitas)
o1 wanmitaRawan 5995 10999 - - 43 2.665
Sosial Ekonomi
22 Kf;;an Bencana 8.034  33.807 4.520 27.458  32.933  17.728
23 Anak Terlantar 37.869  36.152 751 751 4.977 35.047
o4 Lanjut Usia 27.722  59.523  33.895 33.895 5.710  32.253
Terlantar
25 Fakir Miskin *) = 500.440 490.720 483.390 500.810 485.030 485.660
26 Keluarga ) ) ) ) 37 49
Rentan
Total Populasi  612.754 653.768 539.484 571.069 545.914 594.155

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau Tahun 2024
*) BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah PPKS di Provinsi Riau tahun
2023 adalah sebanyak 594.115 jiwa. Jumlah ini meningkat sebesar 29.683 jiwa

atau sekitar 5 persen bila dibandingkan dengan tahun sebelumnya. Dari sejumlah

PPKS ini ada yang diberikan layanan di dalam panti dan di luar panti. Pelayanan di

dalam panti khususnya untuk rehabilitasi sosial dasar sesuai kewenangannya

menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dilaksanakan oleh Pemerintah

Provinsi, sedangkan untuk dinluar panti dilaksanakan oleh pemerintah daerah

kabupaten/kota. Untuk PPKS yang dilayani di dalam panti adalah anak terlantar,
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lanjut usia terlantar, disabilitas terlantar, dan gelandangan pengemis. Sedangkan
PPKS lainnya dilayani di luar panti.

Disamping perlunya penyediaan panti untuk pemerlu pelayanan sosial
tertentu, kehadiran pemerintah dalam memberikan pelayanan bagi pemerlu
pelayanan sosial lainnya perlu terus dioptimalkan. Hal ini terlihat dari
meningkatnya jumlah pemerlu pelayanan sosial dari tahun 2018 sampai dengan
tahun 2022. Jumlah PPKS yang terbesar terlihat dari jenis PPKS Fakir Miskin. Data
fakir miskin yang ada di Provinsi Riau merupakan data yang berasal dari Sistem
Informasi Kesejahteraan Sosial Next Generation (SIKS-NG) yaitu Data Terpadu
Kesejahteraan Sosial. Sejumlah warga masyarakat yang masuk dalam database
tersebut ada yang sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat berupa
bansos PKH dan Bantuan Sembako ataupun bantuan lainnya, namun ada juga
yang belum tersentuh sama sekali dari bantuan manapun, dalam hal ini statusnya
masih berupa daftar tunggu atau bahkan tidak masuk dalam DTKS yang artinya
tidak terjangkau sama sekali dengan informasi dan pendataan. Hal ini dikarenakan
kuota bantuan sosial tidak berbanding lurus dengan jumlah masyarakat miskin
yang ada di dalam DTKS. Selain hal tersebut permasalahan inclusion error dan
exclusion error masih menjadi isu utama dalam penerimaan bantuan sosial di
berbagai daerah sehingga pemerataan bantuan yang tepat sasaran masih belum
dapat dicapai.

Angka PPKS yang begitu besar selain dari faktor jumlah masyarakat miskin
sebagaimana disebutkan di atas juga disebabkan akibat kebencanaan. Provinsi
Riau merupakan daerah yang rawan bencana seperti banjir dan kebakaran hutan
sehingga masyarakat mudah terpapar bencana dan menjadi korban bencana. Selain
itu tingginya angka migrasi yang masuk ke Riau berpotensi meningkatkan angka
pemerlu pelayanan social, hal ini patut menjadi pertimbangan kebijakan dalam
penanganan masalah sosial ini kedepan.

Indikator dalam menangani PPKS adalah dengan melihat jumlah PPKS yang
terlayani dengan membandingkan jumlah pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial
yang dilayani melalui rehabilitasi sosial, perlindungan dan jaminan sosial serta
pemberian modal kerja dan pelatihan pengembangan keterampilan usaha dengan
jumlah masyarakat pemerlu pelayanan kesejahteraan sosial dengan jumlah
keseluruhan PPKS yang ada. Jumlah PPKS yang tertangani dapat dilihat pada tabel
berikut:
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Tabel 2.30 Persentase Jumlah PPKS yang Tertangani di Provinsi Riau
Tahun 2018-2023

No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 ;:rrlrgat‘?rgi}{gim*) - - - 205.524 199.820 208.388

o Jumlah PPKS 1 g10 754 653768 539.484 571.069 545914 594.155

yang ada

3 | Persentase PPKS

yang tertangani - 35,99 36,60 35.07

Sumber: Dinas Sosial Provinsi Riau, 2023
*Tahun 2021 dan 2023, termasuk bantuan PKH dari Pemerintah Pusat,
Tahun 2018 — 2020 hanya bantuan Pemda

Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa persentase PPKS yang tertangani
bersifat fluktuatif. Hal ini disebabkan jumlah PPKS tergantung dari jumlah jenis
PPKS yang tidak semuanya bersifat tetap. Untuk jenis PPKS seperti fakir miskin,
korban bencana, anak terlantar, lansia terlantar dan gelandang pengemis
jumlahnya bisa bertambah dan bisa berkurang. Hal ini tidak dapat diprediksi
karena permasalahan sosial yang terjadi dan dialami masyarakat tidak dapat
dikendalikan. Namun yang menjadi fokus pelayanan adalah bagaimana seharusnya
kualitas pelayanan tersebut semakin meningkat dan pemerintah selalu ada
memberikan pelayanan Ketika dibutuhkan. Upaya ini salah satunya adalah dengan

menerapkan Standar Pelayanan Minimal dalam pelayanan sosial.

2.2.1.6 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT)

Tingkat Pengangguran Terbuka adalah persentase jumlah pengangguran
terhadap jumlah angkatan kerja. Kegunaan dari indikator pengangguran terbuka ini
baik dalam satuan unit (orang) maupun persen berguna sebagai acuan pemerintah
bagi pembukaan lapangan kerja baru. Selain itu, perkembangannya dapat
menunjukkan tingkat keberhasilan program ketenagakerjaan dari tahun ke tahun.
Lebih penting lagi, indikator ini digunakan sebagai bahan evaluasi keberhasilan

pembangunan perekonomian, selain angka kemiskinan.
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Tabel 2.31 Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) Berdasarkan Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2018-2023

Provinsi/
Kode 2018 2019 2020 2021 2022 2023
Kabupaten/Kota
14 | Provinsi Riau 5,98 5,76 6,32 4,42 4,37 | 4,23
14.01 | Kab. Kampar 5,19 5,65 6,15 4,27 3,62 | 3,38
14.02 | Kab. Indragiri 4,53 4,79 491 3,32 2,53 2,47
Hulu

14.03 | Kab. Bengkalis

14.04 | Kab. Indragiri Hilir |

14.05 | Kab. Pelalawan 2,26
14.06 | Kab. Rokan Hulu 3,45
14.07 | Kab. Rokan Hilir 4,42
14.08 | Kab. Siak 5,82
14.09 gﬁ%}fgﬁmaﬂ 5,79 2,49
14.10 | Kab. Kepulauan 6,47 5,93 7,94 | 4,43 | 55 | 5,17
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 8,11 7,74 856 829 64 62
14.12 | Kota Dumai 5,87 6,3 8,19 6,29 5,38 5,15

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023

Ket. | Rendah Sedang

Pada tabel diatas dapat dilihat pada tahun 2023 bahwa Kabupaten
Bengkalis mendominasi tingginya angka pengangguran sebesar 7,09% dan yang
terendah adalah Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 1,71%. Penduduk yang bekerja di
Kabupaten Bengkalis didominasi oleh penduduk dengan latar pendidikan
SMA/MA/SMLB/ Paket C dan tingkat SD/MI/SDLB/Paket A.

Pada tahun 2023, tingkat pengangguran di Provinsi Riau sebesar 4,23
persen, yang berarti bahwa dari 100 orang angkatan kerja terdapat 4 orang yang
masuk kategori pengangguran. Dimana terdapat perubahan estimasi data oleh
Badan Pusat Statistik dengan menggunakan estimasi populasi penduduk
berdasarkan hasil Survei Penduduk Antar Sensus (SUPAS 2015) dan tidak lagi
menggunakan proyeksi hasil Sensus Penduduk 2010 (SP2010). Pencapaian tingkat
pengangguran terbuka Provinsi Riau jauh lebih rendah dibandingkan dengan
nasional sebesar 5,32% di tahun 2023.
2.2.1.7 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)

Dari data indeks pembangunan manusia dapat terlihat bahwa pembangunan

kualitas hidup masyarakat Provinsi Riau meningkat dari tahun ke tahun. Analisis
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kinerja terhadap IPM dilakukan dengan memperhatikan indikator pembentuk IPM
antara lain umur harapan hidup, rata-rata lama sekolah, harapan lama sekolah dan
pengeluaran riil per kapita oleh karena itu upaya percepatan peningkatan IPM
harus dilakukan melalui optimasi program terkait dengan indikator pembentuk IPM
yaitu umur harapan hidup melalui kegiatan perbaikan kesehatan masyarakat, rata-
rata lama sekolah dan harapan lama sekolah melalui kegiatan perbaikan
pendidikan masyarakat dan pengeluaran riil per kapita melalui kegiatan
peningkatan pendapatan masyarakat.

Rilisnya hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 maka perhitungan dasar
jumlah penduduk mempengaruhi data IPM dan komponennya khususnya
komponen umur harapan hidup. IPM Provinsi Riau dari tahun ke tahun mengalami
peningkatan, namun pada 2020 terjadi penurunan IPM akibat pandemi Covid-19
dimana penurunan ini diakibatkan menurunnya pengeluaran riil per kapita
penduduk. IPM terus mengalami peningkatan hingga tahun 2023, jika
dibandingkan dengan IPM nasional, IPM Riau rata-rata lebih tinggi 0,35 poin. Dan
IPM Riau termasuk wilayah dengan kategori IPM yang tinggi dibandingkan provinsi
lainnya. Dimana Riau menempati peringkat ke tujuh dari 34 provinsi serta

peringkat kedua dari 10 provinsi di Sumatera setelah Kepulauan Riau.

74,95
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73,67 73,89

73,00

72,44

66,53
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IPM Riau ==@==|PM Nasional

Gambar 2.20 IPM Provinsi Riau dan Nasional, 2010-2023
Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023
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Program perbaikan kesehatan masyarakat, peningkatan rata-rata lama
sekolah dan peningkatan pendapatan per kapita harus menjadi prioritas utama
dalam rangka peningkatan nilai IPM karena hanya tumbuh sebesar 0,68% per
tahun. Salah satu faktor pendukung peningkatan IPM adalah dengan terjadinya
perbaikan kinerja ekonomi Riau dan terus menguatnya perekonomian yang
berdampak positif terhadap komponen pengeluaran riil per kapita.

Tabel 2.32 IPM Menurut Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun 2023

Provinsi/ Indikator IPM
Umur Harapan Rata- Peng.eluaran
Kode Kabupaten/Kota Hara L Rata Riil Per
rapan ama Lama Kapita IPM
Hidup Sekolah Sekolah
(Tahun) (Tahun) (Tahun) (Rp000)
Nasional 71,88 13,15 8,77 11.890 74,39
14 Provinsi Riau 74,18 13,3 9,32 11.448 74,95
14.01 | Kab. Kampar 74,29 13,6 9,4 11.662 75,59
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 73,38 12,59 8,42 10.957 72,28
14.03 | Kab. Bengkalis 73,88 13,34 9,73 12.153 75,96
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 72,27 12,2 7,31 10.659 69,64
14.05 | Kab. Pelalawan 74,37 12,9 8,73 12.399 74,69
14.06 | Kab. Rokan Hulu 73,59 12,88 8,81 10.055 72,28
14.07 | Kab. Rokan Hilir 73,64 12,88 8,52 10.097 71,98
14.08 | Kab. Siak 73,72 12,86 9,88 12.637 75,97
14.09 | Kab. Kuantan 72,68 13,37 8,9 10945 | 73,35
Singingi
14.10 | Kab. Kepulauan 72,14 12,86 7,99 8.613 68,96
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 75,55 15,58 11,94 14.983 83,67
14.12 | Kota Dumai 73,31 13,33 10,16 12.457 76,45

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023
: Merupakan kabupaten dengan capaian dibawah provinsi

Pada tabel diatas terdapat 5 (lima) kabupaten/kota yang memiliki IPM lebih
tinggi dari IPM Provinsi Riau, yakni Pekanbaru, Dumai, Siak, Bengkalis, dan
Kampar. Sedangkan IPM paling rendah adalah Kabupaten Kep. Meranti diikuti
Indragiri Hilir, yang masih dibawah 70 poin. Oleh karena itu, agar tidak terjadi
kesenjangan yang cukup tinggi, maka kebijakan dan program yang terkait dengan
peningkatan IPM lebih diprioritaskan pada kedua kabupaten yang memiliki IPM
terendah ini dengan memperhatikan atau fokus pada komponen pembentukan IPM,
yaitu umur harapan hidup, harapan lama sekolah, rata-rata lama sekolah dan

pengeluaran riil per kapita.
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a) Umur Harapan Hidup (UHH)

Umur harapan hidup merupakan ukuran terhadap peningkatan
kesejahteraan penduduk umumnya dan derajat kesehatan pada khususnya. Setelah
rilisnya hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 maka perhitungan dasar jumlah
penduduk mempengaruhi data UHH mulai pada tahun 2020 hingga tahun 2023.
UHH di Provinsi Riau lebih tinggi capaiannya dibandingkan nasional dengan
peningkatan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,43% dari tahun 2010
hingga 2023.

74,18
73,66 73,72 /39
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Gambar 2.21 Umur Harapan Hidup Nasional dan Provinsi Riau
Tahun 2010 - 2023 (Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pemerintah berperan penting dalam meningkatkan umur harapan hidup
dengan berbagai usaha yang melibatkan peningkatan kualitas layanan kesehatan,
perbaikan infrastruktur, dan kebijakan sosial. Usaha pemerintah Provinsi Riau
dalam meningkatkan umur harapan hidup melibatkan pendekatan multi-sektor
yang mencakup peningkatan akses dan kualitas layanan kesehatan, peningkatan
gizi dan pola hidup sehat, peningkatan kesejahteraan sosial dan ekonomi,
penanggulangan dan pencegahan penyakit, serta pengembangan dan penelitian
kesehatan. Kolaborasi antara pemerintah, masyarakat, dan sektor swasta sangat
penting untuk mencapai hasil yang optimal dalam meningkatkan kualitas hidup

dan umur harapan hidup.
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Tabel 2.33 Umur Harapan Hidup Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Tahun
Provinsi/

Kode b

Kabupaten/Kota |5910 (2011 2012 2013 2014 2015 |2016 2017 2018 2019 [2020 2021 2022 2023
14 | RIAU 70,15 | 70,32 | 70,49 | 70,67 | 70,76 | 70,93 | 70,97 | 70,99 |71,19 | 71,48 | 73,66 | 73,72 | 73,95 | 74,18
14.01| Kab. Kampar 69,58 |69,65 |69,72 |69,77 | 69,8 | 70 |70,08 |70,16 |70,35 |70,64 |73,74 |73,77 | 74,03 | 74,29
14.02 gﬁl‘llndmgm 69,51 |69,53 | 69,6 |69,63 |69,64 |69,74 |69,79 |69,83 |69,97 | 70,2 |72,76 |72,97 |73,17 | 73,38
14.03| Kab. Bengkalis 70,32 | 70,36 | 70,38 | 70,38 | 70,38 | 70,58 | 70,63 | 70,69 | 70,85 | 71,11 |73,39 | 73,4 |73,62 | 73,88

14.04| Kab. Indragiri Hilir

14.05| Kab. Pelalawan 69,46 |69,78 |69,86 | 70,04 | 70,13 | 70,23 | 70,39 | 70,54 |70,74 | 71,03 | 73,81 | 73,84 | 74,16 | 74,37

14.06| Kab. Rokan Hulu |68,33 | 68,6 | 68,7 |68,85 |68,93 |69,03 (69,17 |69,31 |69,55 |69,89 | 73,52 |73,54 |73,56 | 73,59

14.07| Kab. Rokan Hilir 68,98 |69,07 |69,16 | 69,23 |69,27 | 69,47 |69,57 |69,66 69,87 |70,17 | 73,13 | 73,19 | 73,46 | 73,64

14.08| Kab. Siak 70,31 70,39 |70,45 | 70,51 | 70,54 | 70,54 | 70,59 | 70,64 |70,79 | 71,03 | 73,31 | 73,32 | 73,52 | 73,72

14.09 gﬂ;ﬁamaﬂ 67,54 |67,57 |67,61 | 67,64 | 67,66 |67,86 |67,92 |67,99 |68,17 |68,44 [72,39 | 72,41 | 72,45 | 72,68

Kab. Kepulauan

14.10 Meranti

14.11| Kota Pekanbaru

14.12| Kota Dumai 69,93 169,95 |70,02 | 70,04 | 70,05 | 70,25 | 70,31 | 70,37 |70,55 | 70,82 | 72,88 | 72,9 |73,18 | 73,31

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Ket. - Sedang

Pada tingkat kabupaten/kota hanya Kota Pekanbaru yang memiliki UHH
diatas UHH Provinsi Riau pada tahun 2023, yakni sebesar 75,55. Hal ini dapat
dilihat banyaknya pelayanan kesehatan yang terpusat di Kota Pekanbaru sehingga
memudahkan masyarakat untuk mengakses layanan kesehatan. Kabupaten yang
perhatian dan prioritas pemerintah adalah pada Kepulauan Meranti, Indragiri Hilir,
dan Kuantan Singingi yang memiliki UHH terendah dibandingkan kabupaten/kota

lainnya.

b) Harapan Lama Sekolah (HLS)

Harapan Lama Sekolah (Expected Years of Schooling) adalah rata-rata
jumlah tahun pendidikan yang diharapkan dapat dicapai oleh seorang anak yang
baru lahir, berdasarkan tingkat partisipasi pendidikan saat ini. Ini mencerminkan
jumlah tahun pendidikan formal yang diharapkan dapat diterima oleh anak-anak

jika kondisi pendidikan tetap seperti sekarang.
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Gambar 2.22 Harapan Lama Sekolah per Kabupaten/Kota Provinsi Riau Tahun
2010 - 2023 (Tahun)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Capaian HLS Provinsi Riau berada diatas HLS nasional dengan rata-rata
pertumbuhan per tahun sebesar 0,96% dari tahun 2010 hingga tahun 2023.
Pencapaian angka rata-rata harapan lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023
yaitu 13,30 tahun sudah di atas wajib belajar 9 tahun. Hal ini memberikan
gambaran peningkatan kualitas dan aksesibilitas pendidikan serta peran sistem
pendidikan dalam meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Upaya pemerintah
Provinsi Riau dalam meningkatkan HLS melibatkan perbaikan infrastruktur
pendidikan, peningkatan kualitas pengajaran, program akses dan partisipasi,
reformasi kebijakan pendidikan, pengembangan pendidikan non-formal dan
keterampilan, serta peningkatan data dan sistem informasi pendidikan. Semua
langkah ini bertujuan untuk memastikan bahwa semua anak memiliki kesempatan
untuk menerima pendidikan yang berkualitas dan mencapai potensi penuh mereka,
yang pada akhirnya akan meningkatkan HLS dan kualitas hidup secara

keseluruhan.
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Tabel 2.34 Harapan Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Tahun

Provinsi/
Kode| . bupaten/Kot

upaten/Kota |50910 2011 2012 2013 2014 2015|2016 2017|2018 2019 2020 2021 2022 2023
14 | RIAU 11,76 (11,78 | 11,79 | 12,27 | 12,45 | 12,74 | 12,86 | 13,03 | 13,11 | 13,14 | 13,2 |13,28 |13,29 | 13,3
14.01| Kab. Kampar 11,65 |11,93 |12,22 | 12,51 | 12,72 | 12,86 | 12,87 | 13,2 | 13,21 |13,45 |13,46 | 13,55 | 13,59 | 13,6
14.02 gi?ﬁlndragiri 10,8 | 11,2 |11,25|11,29 | 11,51 | 11,92 | 12,24 | 12,29 | 12,32 | 12,35 | 12,36 | 12,46 | 12,58 | 12,59
14.03| Kab. Bengkalis 12,12 |12,16 |12,19 | 12,22 12,35 | 12,39 | 12,72 | 12,73 | 12,83 | 12,86 | 12,87 | 12,88 | 13,16 | 13,34
14.04| Kab. Indragiri Hilir | 10 |10,49 |10,49 | 10,5 |10,67 | 11,38 | 11,58 | 11,88 | 11,89 | 11,9 [11,91 |11,93 |12,19 | 12,2
14.05| Kab. Pelalawan 10,75 | 10,78 | 10,81 | 10,84 | 11,02 | 11,56 | 11,68 | 11,89 | 12,16 [ 12,17 | 12,24 [ 12,41 | 12,68 | 12,9

14.06| Kab. Rokan Hulu 10,62 |10,87 |11,3512,09 |12,36 (12,39 (12,59 | 12,81 12,82 112,83 |12,84 | 12,85 12,86 | 12,88

14.07| Kab. Rokan Hilir 10,89 (10,94 | 11 |11,06|11,42|11,75|12,06|12,25|12,63 12,67 |12,68|12,76]12,83 12,88

14.08| Kab. siak 11,41 |11,49 | 11,5 | 11,64 [ 11,81 12,26 [ 12,56 | 12,72 | 12,73 | 12,75 | 12,76 | 12,81 | 12,85 | 12,86
14.09 gﬁ:’gﬁ;ﬂmaﬂ 11,31 |11,47 | 11,63 | 11,79 | 11,96 | 12,64 | 12,81 | 13,26 | 13,27 | 13,32 | 13,33 | 13,34 | 13,36 | 13,37
14.10 ﬁiﬁéﬁpma“an 11,17 |11,53 11,89 | 12,23 12,34 | 12,41 | 12,74 | 12,77 12,78 | 12,81 | 12,82 | 12,83 | 12,84 | 12,86

14.11| Kota Pekanbaru 13,64 13,74 |13,83 | 13,93 | 14,07 | 14,86 | 14,87 | 14,93 | 15,34 | 15,37 | 15,54 | 15,55 | 15,56 | 15,58

14.12| Kota Dumai 11,67 |11,87 |12,07 | 12,27 | 12,4 |12,46|12,75]12,97 12,98 | 13,1 |13,12|13,31]13,32|13,33

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Ket. | Tinggi Sedang Rendah

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan bahwa Indragiri Hilir merupakan
kabupaten dengan HLS terendah dibandingkan kabupaten/kota lainnya yakni
sebesar 12,2 tahun pada 2023. Hal ini berarti bahwa anak usia 7 tahun di
Kabupaten Indragiri Hilir memiliki peluang untuk bersekolah selama 12 tahun,
yaitu hanya tamat pendidikan sekolah menengah atas (SMA/SMK). Sedangkan Kota
Pekanbaru dengan HLS sebesar 15,58 tahun telah menggambarkan bahwa peluang
anak usia 7 tahun dapat bersekolah hingga tingkat pendidikan sekolah menengah
atas (SMA/SMK) bahkan Diploma III dan hampir ke tingkat pendidikan tinggi

(universitas).

c) Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)
Rata-rata Lama Sekolah (Average Years of Schooling) adalah indikator yang
mengukur jumlah rata-rata tahun pendidikan formal yang telah dicapai oleh

penduduk berusia 25 tahun ke atas dalam suatu negara atau wilayah. Ini
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memberikan gambaran tentang tingkat pendidikan yang telah dicapai oleh populasi
dewasa dan menunjukkan pencapaian pendidikan dalam masyarakat secara
keseluruhan.

Capaian RLS Provinsi Riau lebih baik dibandingkan dengan capaian nasional
dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 0,94% yang menunjukkan tren

peningkatan dari tahun 2010 hingga tahun 2023.
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Gambar 2.23 Rata-Rata Lama Sekolah Per Kabupaten/Kota

Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Pencapaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga tahun 2023 yaitu
9,32 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Upaya peningkatan angka rata-rata
lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan sumberdaya
manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program peningkatan wajib belajar
15 tahun dan didukung pendidikan universal. Selain itu pemerintah dapat
melaksanakan berbagai upaya yang berfokus pada peningkatan akses, kualitas

pendidikan, dan dukungan bagi individu untuk menyelesaikan pendidikan.
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Tabel 2.35 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Tahun

Provinsi/
Eode Kab ten/Kota

upa 2010 2011 2012 2013 |2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14 | rRiAU 825 [8,29 834|838 |847 849|859 876892903914 ]919(9,22]0932
14.01| Kab. Kampar 8,08 | 8,56 | 856 | 862 862|884 885|909 91 |925|9,26]927]939] 94
14.02 gitl’ﬁlndragm 72 731|738 | 746 | 7,55 | 7,82 | 7,83 | 7,89 | 8,16 | 8,17 | 838 | 839 | 84 | 842
14.03| Kab. Bengkalis 814 [834 | 864 | 876 | 88 | 882|883 889 [9,21]941 96997 |[971]973

14.04| Kab. Indragiri Hilir | 6,54 | 6,66 | 6,7 | 6,74 | 6,81 | 6,82 | 6,94 | 7,18 | 7,29 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,26 | 7,31

14.05| Kab. Pelalawan 694 | 72 |741 7,74 |782 |817 |8,18 | 8,19 | 8,44 | 8,49 | 85 8,7 | 872|873

14.06| Kab. Rokan Hulu 7,18 | 7,24 1731|738 |783 784|797 |818 | 837 | 838 | 8,39 | 8,54 | 855 | 8381

14.07| Kab. Rokan Hilir 72473 |736|742 762|762 |788|789 |815]8,24 8,25 (8,26 | 828 | 852

14.08| Kab. Siak 86 |872 (877 881|905 92 [921] 94 |96s 965|966 986|987 |9,zs8
14.09| Kab. Kuantan 7,19 | 7,46 [ 7,68 | 7,7 [ 817 | 818 | 819 | 82 | 831 | 858|859 [875 [876]| 89
Singingi
Kab. Kepulauan

14.10 6,12 | 6,27 | 68 | 733|744 | 745|746 |747 748|751 | 7,7 |7,84 | 7,88 | 799

Meranti

14.11| Kota Pekanbaru 10,67 |10,84 [10,88 | 10,93 | 10,95 | 10,97 | 11,2 |11,21 |11,22|11,43 |11,68 |11,92 [11,93 [11,94

14.12| Kota Dumai 9,36 | 9,42 | 9,48 | 9,54 | 9,56 | 9,57 | 9,58 | 9,67 | 9,84 | 9,85 |10,07 | 10,14 10,15 [10,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Ket. | Tinggi Sedang Rendah

Kabupaten Indragiri Hilir tetap menjadi prioritas pendidikan dimana HLS
dan RLS di kabupaten tersebut merupakan yang paling rendah se-Provinsi Riau.
Hal ini dapat dilihat sejak tahun 2012 hingga tahun 2023 yakni sebesar 7,31 tahun.
Artinya, penduduk usia 25 tahun ke atas di Kabupaten Indragiri Hilir secara rata-
rata hanya menempuh pendidikan selama 7 tahun, yaitu kelas VII (1 SMP) dan
tidak lulus pada kelas VII (2 SMP). Untuk Kota Pekanbaru dengan capaian RLS
tertinggi menggambarkan bahwa secara rata-rata penduduk usia 25 tahun ke atas
telah menempuh pendidikan selama hampir 12 tahun, yaitu kelas XII (3 SMA).

Rendahnya capaian RLS hampir di seluruh kabupaten/kota harus menjadi
prioritas pemerintah dalam meningkatkan pendidikan di Provinsi Riau yang dapat
dilakukan dengan melibatkan berbagai strategi yang terintegrasi, mulai dari
meningkatkan akses dan kualitas pendidikan, memberikan dukungan finansial dan

sosial, hingga merumuskan kebijakan pendidikan yang inklusif. Dengan
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pendekatan yang komprehensif ini, diharapkan dapat meningkatkan pencapaian

pendidikan di seluruh lapisan masyarakat dan akhirnya meningkatkan RLS.

d) Pengeluaran Riil Per Kapita

Pengeluaran riil per kapita merujuk pada rata-rata jumlah uang yang
dikeluarkan oleh individu dalam suatu negara atau wilayah untuk konsumsi dan
belanja, termasuk barang dan jasa. Ini sering kali diukur sebagai Pendapatan
Nasional Bruto (PNB) per kapita atau Pendapatan per Kapita.

Pengeluaran riil per kapita mencerminkan standar hidup dan kesejahteraan
ekonomi, serta berkontribusi pada penilaian kualitas hidup secara keseluruhan.
Angka ini memberikan wawasan tentang kemampuan ekonomi penduduk untuk
membeli barang dan jasa yang memadai, dan berhubungan erat dengan indikator
lain dalam IPM seperti kesehatan dan pendidikan.

Program peningkatan pendapatan masyarakat menjadi salah satu prioritas
dalam pembangunan Provinsi Riau karena dengan peningkatan pendapatan akan
berdampak positif pada peningkatan pengeluaran riil per kapita. Peningkatan
pengeluaran riil per kapita juga dapat mengindikasikan terjadinya peningkatan
pendapatan per kapita di samping berkontribusi pada peningkatan PDRB Provinsi

Riau.
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Gambar 2.24 Pengeluaran Riil Per Kapita per Kabupaten/Kota

Provinsi Riau Tahun 2010-2023 (Ribu Rupiah)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045




Gambaran Umum | Il - 67

Capaian pengeluaran riil per kapita di Provinsi Riau masih dibawah capaian
nasional dengan rata-rata pertumbuhan per tahun sebesar 1,18% dari tahun 2010-
2023. Tahun 2023 mencapai angka Rp11,45 juta per tahun yang artinya rata-rata
penduduk Riau menghabiskan uang Rpl11,45 juta per tahun untuk memenuhi
kebutuhan sehari-hari termasuk kebutuhan dasar seperti makanan, perumahan,
pendidikan, kesehatan, serta barang dan jasa lainnya.

Tabel 2.36 Pengeluaran Riil Per Kapita Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Ribu Rupiah)

Tahun
Provinsi/

Kode| . bupaten/Kot
abupaten/Kota 2910 (2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (2019 2020 (2021 2022 2023
14 | RIAU 9.857 |9.957 [10.058 |10.180 [10.262 |10.364 |10.465 [10.677 |10.968 [11.255 [10.675 |10.736 [11.158 |11.448
14.01| Kab. Kampar 10.433 |10.513 [10.593 [10.624 [10.651 [10.710 [10.765 [10.912 [11.128 [11.232 |10.796 |10.858 |11.394 [11.662
14.02 gﬂfl’llndragm 9.043 [9.270 | 9.636 |9.656 |9.726 | 9.776 |10.068 [10.223 |10.481 |10.738 |10.202 |10.260 [10.472 |10.957
14.03| Kab. Bengkalis 10.172 |10.300 |10.429 [10.598 |10.661 [10.965 [11.325 |11.530 [11.640 [11.753 |11.331 [11.415 |11.857 [12.153
14.04 gi?r Indragiri 9.168 |9.269 [9.370 | 9.680 |9.738 | 9.787 |9.911 [10.041 |10.254 [10.382 | 9.954 |9.945 [10.234 |10.659

14.05| Kab. Pelalawan 10.326 |10.440 |10.788 |11.342 |11.391 |11.422 |11.641 |11.725 |11.894 |12.149 |11.606 |11.672 |12.163 |12.399

14.06| Kab. Rokan Hulu |10.874 [11.046 |11.220 |11.397 |11.531 |11.604 |11.826 [11.898 |12.119 |12.347 |11.799 |11.807 |12.230 |12.637

14.07| Kab. Rokan Hilir 8.380 | 8.490 | 8.603 |8.717 |8.786 |8.942 |9.065 | 9.303 | 9.608 |9.979 |9.374 | 9.406 [9.841 |10.055

14.08| Kab. Siak 8.281 | 8.656 | 8.784 |8.962 |9.051 |9.176 |9.181 |9.250 | 9.316 |9.672 |9.362 | 9.417 |9.906 |10.097
14.09 Is(ilag.irlf;liantan 9.329 | 9.437 |9.546 |9.676 |9.719 |9.770 |9.892 |10.274 |10.476 |10.820 |10.243 |10.309 |10.647 |10.945
14.10 ﬁaezfgpulaua“ 6.818 | 6.849 |6.863 |6.876 |6.945 |7.030 [7.194 |7.673 [7.978 |8.358 |7.790 |7.780 |8.246 |8.613
14.11) Kota Pekanbaru  |13.633 [13.719 [13.805 [13.891 |14.023 |14.126 [14.225 |14.497 [14.778 [15.206 [14.433 [14.360 [14.804 [14.983
14.12| Kota Dumai 9.593 ]10.162 |10.499 |10.735 |10.870 |11.058 |11.531 |11.699 |12.063 |12.453 |11.751 |11.818 |12.249 |12.457
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Ket. | Tinggi Sedang Rendah

Dari tabel diatas diketahui bahwa Kepulauan Meranti merupakan
kabupaten dengan pengeluaran riil per kapita yang terendah yakni sebesar Rp8,6
juta per tahun yang dikeluarkan oleh masyarakatnya untuk memenuhi kebutuhan
barang dan jasa. Hal ini sejalan dengan tingginya kemiskinan yang ada pada
kabupaten tersebut. Sedangkan Kota Pekanbaru telah mencapai pengeluaran riil
per kapita sebesar Rp14,98 juta per tahun lebih tinggi dari capaian Provinsi Riau.

Upaya peningkatan pengeluaran riil per kapita suatu daerah memerlukan

pendekatan yang holistik dan terpadu, melibatkan berbagai sektor mulai dari
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ekonomi, pendidikan, kesehatan, hingga kebijakan pemerintah. Upaya-upaya
tersebut bertujuan untuk meningkatkan pendapatan, memperbaiki standar hidup,
dan mendukung pertumbuhan ekonomi yang Dberkelanjutan. Dengan
mengimplementasikan langkah-langkah ini, pemerintah dapat mendorong
peningkatan kesejahteraan masyarakat dan mendukung pembangunan daerah

secara menyeluruh.

2.2.1.8 Laju Inflasi

Inflasi adalah suatu keadaan di mana harga barang-barang secara umum
mengalami kenaikan dan berlangsung dalam waktu tertentu dan umumnya 1
tahun. Berdasarkan keparahan, inflasi dikategorikan (i) inflasi ringan: di bawah
10% setahun; (ii) inflasi sedang: antara 10 - 30% setahun; (iii) inflasi berat: antara

30 - 100% setahun; dan (iv) hiperinflasi: di atas 100% setahun.

8,83 8,65

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 2.25 Perkembangan Laju Inflasi Provinsi Riau
Tahun 2010-2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Gambar diatas terlihat bahwa selama periode 2010-2023 trend inflasi di
Provinsi Riau cenderung menurun dari 7% pada tahun 2010 menjadi 2,5% pada
tahun 2023. Namun terjadi beberapa peningkatan inflasi pada tahun 2013, 2014
dan 2022. Pada tahun 2022 peningkatan inflasi terjadi karena disebabkan oleh
kenaikan harga pada sebagian besar kelompok pengeluaran kecuali kelompok
informasi, komunikasi, dan jasa keuangan. Kontribusi terbesar yang menyebabkan
terjadinya inflasi adalah transportasi dimana disebabkan oleh kebijakan pemeritah

terkait kenaikan harga bahan bakar minyak.
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Menurunkan inflasi memerlukan pendekatan yang komprehensif dan
terkoordinasi, melibatkan kebijakan moneter, fiskal, harga, serta peningkatan
produksi dan investasi. Dengan menerapkan langkah-langkah ini, pemerintah dapat
mengurangi tekanan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan meningkatkan

kesejahteraan masyarakat.

2.2.1.9 Nilai Tukar Petani (NTP)

Nilai Tukar Petani (NTP) adalah salah satu indikator ekonomi yang
digunakan untuk mengukur kesejahteraan petani dan efektivitas kebijakan
pertanian di suatu wilayah. NTP memberikan gambaran tentang daya beli petani
berdasarkan harga yang mereka terima untuk hasil pertanian dibandingkan dengan
biaya yang mereka keluarkan untuk produksi.

Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau pada Desember 2023 sebesar 156,29
atau naik sebesar 8,4% dibanding NTP Tahun 2022 sebesar 144,19. Terjadi
kenaikan indeks harga konsumsi rumah tangga pertanian di Provinsi Riau sebesar
0,26 persen. Hal ini disebabkan adanya kenaikan harga pada tujuh kelompok
pengeluaran konsumsi rumah tangga. Adapun kelompok pengeluaran dengan
kenaikan indeks konsumen perdesaan tertinggi adalah kelompok Makanan,
Minuman dan Tembakau. Nilai Tukar Usaha Rumah Tangga Pertanian (NTUP)
Provinsi Riau juga mengalami kenaikan sebesar 1,42 persen, yaitu dari 150,92 pada
November 2023 menjadi 153,07 pada Desember 2023. Perkembangan NTP Provinsi
Riau Tahun 2018-2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.37 Perkembangan Nilai Tukar Petani (NTP) Provinsi Riau
Tahun 2018-2023

Tahun

No Uraian
2018 2019 2020 2021 2022 2023

1 Indeks yang diterima petani (It) [ 124,49 | 129,81 | 124,78 | 149,01 | 162,29 | 183,81

2 | Indeks yang dibayar petani (lb) | 132,16 | 135,81 | 105,05 | 107,42 | 112,55 | 117,38

3 | NTP 94,20 95,58 | 118,78 | 138,68 | 144,19 | 156.29

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2024
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2.2.1.10 Dana Pihak Ketiga (DPK) dan Kredit Terhadap Produk Domestik
Regional Bruto (PDRB)

Dana Pihak Ketiga (DPK) merupakan total dana yang dihimpun oleh bank
dari pihak ketiga, yaitu masyarakat dalam bentuk tabungan, giro, dan deposito.
DPK merupakan salah satu sumber utama pembiayaan bagi bank dan mencakup
berbagai jenis simpanan dari masyarakat. Secara keseluruhan, DPK berfungsi
sebagai pilar penting dalam sistem perbankan dan ekonomi regional. Dengan
memfasilitasi pinjaman, investasi, dan pengeluaran, DPK berperan dalam
mendorong pertumbuhan ekonomi, meningkatkan produktivitas, dan berkontribusi
pada pertumbuhan PDRB di suatu daerah. Berikut disajikan total DPK terhadap
PDRB Provinsi Riau tahun 2019-2023.

Tabel 2.38 Perkembangan Rasio Dana Pihak Ketiga (DPK) Terhadap PDRB ADHB
Provinsi Riau Tahun 2010-2023

. Tahun
Lt it 2010[2011 ] 2012 [ 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
36,87 | 44,88 52,41 55,84| 64,69| 62,83| 67,10| 7321| 76,57 | 82,44| 91,59|109,52 (116,63 | 119,70
1 DPK (Rp Juta)
2 [KREDIT Rp Juta) 42,38[51,09| 60,03| 67,00 74,75| 85,96| 88,40| 89,82|104,67 |110,51|112,99 116,64 |140,58| 146,75

PDRB ADHB (Rp Juta)388,58 485,65 558,49 607,50 |679,40 652,76 |681,70| 704,71 | 752,26 | 760,25 | 727,60 | 839,00 | 991,61 1.026,47

w

4 |%DPK/PDRB 9,49| 9,24| 9,38 9,19 9,52| 9,63 9,84 10,39| 10,18 | 10,84| 12,59 | 13,05| 11,76 11,66
0
S ;;%?BDIT 10,91|10,52| 10,75| 11,03| 11,00 13,17 | 12,97| 12,75| 13,91 | 14,54| 15,53| 13,90| 14,18 14,30

Sumber: Bank Indonesia Wilayah Provinsi Riau

Persentase DPK terhadap PDRB ADHB Provinsi Riau selama tahun 2010-

2023 menunjukkan perkembangan yang fluktuatif namun cenderung mengalami

kenaikan dari 9,49 persen tahun 2010 menjadi 11,66 persen tahun 2023 atau naik

2,17 persen. Untuk persentase total kredit terhadap PDRB ADHB juga mengalami

kenaikan 3,39 persen dari 10,91 persen pada tahun 2010 menjadi 14,3 persen pada
tahun 2023.

Rendahnya persentase DPK dibandingkan persentase kredit terhadap PDRB

ADHB di Provinsi Riau tersebut mengindikasikan bahwa dana yang dihimpun dari

masyarakat relatif kecil dibandingkan dengan total output ekonomi di Provinsi Riau,

yang bisa menjadi indikasi lemahnya kapasitas perbankan dalam memberikan

kredit dan mendanai investasi. Selain itu menggambarkan kurangnya kepercayaan
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masyarakat dalam menyimpan dana di bank atau keterbatasan kapasitas bank
dalam menarik dana.

Dengan demikian pemerintah Provinsi Riau diharapkan mampu
meningkatkan persentase DPK terhadap PDRB yang berimplikasi terhadap

likuiditas yang baik dan peningkatan potensi sumber pembiayaan berbasis ekonomi

syariah.
14,30
10,91
11,66
9,49
2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
==@==%DPK/PDRB  ==@==%KREDIT/PDRB

Gambar 2.26 Jumlah Dana Pihak Ketiga dan Jumlah Kredit Provinsi Riau
Tahun 2010-2023 (Juta Rupiah)
Sumber: Bank Indonesia Wilayah Provinsi Riau

2.2.2 Aspek Kesejahteraan Sosial Budaya
2.2.2.1 Indeks Kualitas Keluarga (IKK)

Indeks Kualitas Keluarga merupakan suatu kebutuhan mendasar bagi
pemerintah dalam rangka mengidentifikasi permasalahan keluarga dan selanjutnya
mempersiapkan penyusunan intervensi kebijakan peningkatan kualitas keluarga
dalam mewujudkan kesetaraan gender dan pemenuhan hak anak. IKK merupakan
salah satu ukuran keberhasilan pembangunan kualitas keluarga di Indonesia dan
menjadi tolak ukur basis perencanaan dan indikator keberhasilan pembangunan
kualitas keluarga di tingkat pemerintah pusat, pemerintah daerah provinsi, dan
pemerintah daerah kabupaten/kota. Penghitungan IKK dimulai pada tahun 2020
dilakukan atas kerjasama Kemennterian Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak (PPPA) dan Badan Pusat Statistik (BPS). Perkembangan Indeks

Kualitas Keluarga Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.39 Indeks Kualitas Keluarga (IKK) Provinsi Riau Tahun 2020-2022

Tahun

iz 2020 2021 2022

Riau 71,36 74,36 77,07

Sumber: Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA)
Capaian IKK Provinsi Riau dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2022

mengalami peningkatan rata-rata sebesar 2,39 poin, namun capaian IKK Provinsi
Riau pada tahun 2022 masih dibawah rata-rata Nasional sebesar 0,31 poin. Strategi
yang dapat dilakukan untuk meningkatkan capaian indeks kualitas keluarga dapat
antara lain sebagai berikut:

a) Peningkatan pemberdayaan perempuan dalam kewirausahaan

b) Peningkatan peran ibu dan keluarga dalam pendidikan/ pengasuhan anak

c) Penurunan kekerasan terhadap perempuan dan anak

d) Penurunan pekerja anak

e) Pencegahan perkawinan anak

2.2.2.2 Indeks Pembangunan Keluarga (IBangga)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga merupakan suatu pengukuran
kualitas keluarga yang ditunjukkan melalui ketenteraman, kemandirian dan
kebahagiaan keluarga dan menggambarkan peran dan fungsi keluarga untuk
semua wilayah di Indonesia. Dimensi Ketenteraman adalah kondisi keluarga yang
didalamnya memiliki rasa aman, tenang, baik hati maupun pikiran dalam
kehidupan berkeluarga. Dimensi Kemandirian adalah kemampuan keluarga untuk
bertindak sesuai dengan keadaan dan mampu memenuhi kebutuhan hidup tanpa
meminta atau tergantung pada keluarga lain. Adapun dimensi Kebahagiaan adalah
kondisi keluarga yang didalamnya terdapat unsur kasih sayang, menerima kondisi
keluarga dan lingkungannya serta mampu mengaktualisasikan diri (Hurlock: 2014,
Seligmen :2002, Chaplin :2008)

Indeks Pembangunan Keluarga atau IBangga digunakan untuk
mengklasifikasikan suatu wilayah dengan status pembangunan keluarga rentan,
berkembang atau berkualitas. Nilai Indeks Pembangunan Keluarga berkisar antara
0-100 dengan kategori sebagai berikut: a) kurang baik (rentan) nilainya di bawah
40; b) cukup baik (berkembang) nilainya antara 40-70; c) baik (berkualitas di atas
70).




Gambaran Umum J Il - 73

63,7

53,01 56,74

2021 2022 2023

Gambar 2.27 Capaian IBangga di Provinsi Riau Tahun 2021-2023
Sumber: PK 2021-2023, Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
Provinsi Riau

Pada gambar diatas diketahui bahwa capaian [IBangga Provinsi Riau dari
tahun 2021 sampai dengan 2023 terus mengalami peningkatan. Pada tahun 2021
IBangga Provinsi Riau mencapai angka 53,01 kemudian meningkat menjadi 56,74
pada tahun 2022 dan kemudian meningkat lagi menjadi 63,7. Ini berarti capaian

[Bangga di Provinsi Riau sudah mencapai tahap cukup baik (berkembang).

2.2.2.3 Modern Contraceptive Prevalence Rate (mCPR)

Program Keluarga Berencana (KB) merupakan salah satu program
pemerintah yang bertujuan untuk menekan laju pertumbuhan penduduk,
mengurangi angka kelahiran anak dan kematian ibu serta meningkatkan kesehatan
reproduksi. Salah Program KB dilakukan dengan penggunaan alat kontrasepsi/KB
yang berbagai jenis/macamnya. Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana
Nasional (BKKBN) merupakan instansi pembina program KB yang berkomitmen
meningkatkan cakupan akseptor KB, terutama untuk kesertaan KB Modern. Metode
Kontrasepsi Modern terdiri dari Intrauterine Divice (IUD), implant, Metode Operasi
Wanita (MOW) dan Metode Operasi Pria (MOP), pil, suntik juga kondom. Dengan
cakupan kesertaan KB yang terus meningkat diharapkan laju pertumbuhan
penduduk dapat dikendalikan, angka kematian ibu dan bayi diturunkan sehingga
Norma Keluarga Kecil Bahagia dan Sejahtera (NKKBS) dapat diwujudkan.

Prevalensi Kontrasepsi Modern atau Modern Contraceptive Prevalence Rate
(mCPR) adalah proporsi wanita kawin usia 15-19 tahun (Pasangan Usia Subur/PUS)
yang sedang menggunakan metode kontrasepsi modern saat pengumpulan data

dilakukan dengan tujuan untuk menunda, mengatur jarak kelahiran, atau

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045



Gambaran Umum | Il - 74

membatasi jumlah kelahiran dibandingkan dengan jumlah seluruh PUS. Provinsi
Riau telah melakukan berbagai strategi dalam upaya-upaya meningkatkan capaian
mCPR, yaitu dengan memperluas jaringan kemitraan atau jaringan pelayanan KB
hingga ke pelosok desa wilayah terpencil dan perbatasan, mengoptimalkan KB
pasca persalinan dan pasca keguguran, memberikan pelayanan KB gratis,
melakukan pembinaan ke kelompok-kelompok kegiatan (Poktan) untuk
meningkatkan kesetaraan ber-KB, mempermudah akses dan cakupan pelayanan
KB.

Tabel 2.40 Capaian Modern Contraceptive Prevalence Rate (nCPR) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kode Kabfl;oa‘::l::/l{{o ta 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

14 | Riau 64,14 | 66,89 | 71,29 | 51,39 | 63,48
14.01 | Kab. Kampar 58,02 | 62,76 | 80,97 | 50,69 | 60,91
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 71,01 69,89 69,02 58,41 73,37
14.03 | Kab. Bengkalis 63,68 | 68,25 | 69,92 | 43,86 | 63,45
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 61,9 64,1 64,74 56,31 64,85
14.05 | Kab. Pelalawan 59,45 | 60,24 | 71,49 | 56,21 | 66,21
14.06 | Kab. Rokan Hulu 66,68 | 74,33 | 74,87 | 50,17 | 57,95
14.07 | Kab. Rokan Hilir 74,82 | 76,51 | 73,24 | 46,31 | 53,14
14.08 | Kab. Siak 62,45 | 64,26 | 68,04 | 53,34 | 63,54
14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 74,34 74,31 78,76 62,3 69,23
14.10 | Kab. Kepulauan 65,95 | 69,25 | 70,44 | 50,74 | 62,53

Meranti

14.11 | Kota Pekanbaru 58,81 | 61,31 | 65,05 | 46,89 | 66,37
14.12 | Kota Dumai 71,9 | 75,51 | 75,12 | 53,83 | 65,72

Sumber : Perwakilan BKKBN Provinsi Riau (diolah)

Keterangan warna: = Dibawah capaian provinsi

Pada tabel di atas dapat diketahui bahwa capaian mCPR di Provinsi Riau
mengalami fluktuatif. Tahun 2019 capaian mCPR Provinsi Riau sebesar 64,14
persen kemudian naik menjadi 66,89 persen pada tahun 2020. Kemudian pada
tahun 2021 angka tersebut mengalami kenaikan sebesar 71,29 persen kemudian
turun secara signifikan menjadi 51,39 persen pada tahun 2022 dan kemudian naik
lagi menjadi 63,48 persen pada tahun 2023.

Terjadinya penurunan yang signifikan pada tahun 2021 ke tahun 2022

besar kemungkinan lebih disebabkan sumber data yang digunakan dalam
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penghitungan mCPR di Provinsi Riau. Jika pada tahun sebelum tahun 2022
penghitungan mCPR di Provinsi Riau menggunakan cakupan data dari statistik
rutin atau yang sering disebut data R/R di mana data ini adalah hasil rekapan
pelayanan KB dari lini lapangan secara manual maka tahun 2022 sumber data
bermigrasi dengan menggunakan data mCPR bersumber dari aplikasi Siga dimana
data ini bersifat real time dan bisa diupdate kapan saja. Jadi penurunan data
terutama pada tahun 2021 ke tahun 2022 tersebut lebih disebabkan belum semua
hasil pelayanan KB masuk atau terintrikan ke dalam aplikasi Siga karena masih
merupakan aplikasi yang baru.

Mengacu pada capaian mCPR Provinsi Riau pada tabel diatas dimana pada
tahun 2023 capaiannya adalah sebesar 63,48 persen atau setara dengan sekitar 63
dari 100 pasangan usia subur telah menggunakan alat kontrasepsi modern untuk
perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau mengatur jarak kehamilan.
Lebih dari separuh PUS di Provinsi Riau yang telah menggunakan metode
kontraspsi modern untuk perencanaan kehamilan, mengakhiri kehamilan atau
mengatur jarak kehamilan memberi bukti bahwa program KB saat ini sudah banyak
diterima masyarakat.

Berdasarkan tabel di atas juga diketahui bahwa pada tahun 2023 masih
terdapat 5 (lima) kabupaten di Provinsi Riau dengan capain rendah yaitu capaian
mCPR di bawah rata-rata capaian Provinsi. Kelima kabupaten tersebut adalah
Kabupaten Kampar dengan capaian sebesar 60,91 persen, Kabupaten Rokan Hulu
dengan capaian sebesar 57,95 persen, Kabupaten Bengkalis dengan capaian
sebesar 63,45 persen, Kabupaten Rokan Hilir dengan capaian sebesar 53,14 persen
dan Kabupaten Kepulauan Meranti dengan capaian sebesar 62,53 persen. Masih
rendahnya mCPR di lima kabupaten tersebut dapat disebabkan oleh beberapa
faktor antara lain keterbatasan akses ke tempat pelayanan KB, pengetahuan yang
masih rendah mengenai manfaat KB, kondisi geografis, ketersediaan alat dan obat
kontrasepsi yang terbatas, SDM serta sarana dan prasarana yang kurang hingga ke
faktor budaya dan agama.

Adapun seseorang mempunyai pilihan untuk menggunakan jenis alat/cara
KB tertentu dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain faktor keamanan,
frekuensi pemakaian dan efek samping, terjangkau harganya, cara penggunaan

yang dianggap paling praktis, efisien, minim resiko kegagalan dan minim resiko efek



Gambaran Umum [ Il - 76

samping terhadap kesehatan pemakaian dan memberikan kenyamanan bagi
penggunanya.
2.2.2.4 Unmet Need (Kebutuhan Keluarga Berencana yang Tidak Terpenuhi)
Unmet Need atau permintaan KB tetapi tidak terpenuhi didefinisikan sebagai
Pasangan Usia Subur (PUS) yang ingin menjarangkan kehamilan atau membatasi
kelahiran tetapi tidak memakai kontrasepsi. Para ibu yang mengalami unmet need
beresiko mengalami kehamilan yang tidak diinginkan yang dikhawatirkan pada
rendahnya kepedulian akan perawatan kehamilan dan perawatan bayi yang
dilahirkan dan tumbuh kembang anak. Kehamilan yang tidak diinginkan dapat
dikategorikan menjadi 2 (dua) tipe yakni kehamilan yang belum waktunya
(mistimed) dan kehamilan yang tidak diinginkan sama sekali (unwanted). Baik
kejadian unmet need maupun kejadian yang tidak diinginkan mengindikasikan
kegagalan perencanaan kehamilan dan tentunya ini menjadi perhatian serius bagi

para pengelola program.

24,09 25,600
18,300
16,200
I I i
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Gambar 2.28 Unmet Need di Provinsi Riau Tahun 2019-2023
Sumber data: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2019-2023

Dari data pada gambar tersebut di atas diketahui bahwa angka unmet need
di Provinsi Riau sealama 5 (lima) tahun terakhir mengalami fluktuasi. Pada tahun
2019 angka unmet need di Provinsi Riau sebesar 24,09 persen kemudian turun
menjadi 16,20 persen pada tahun 2020. Sementara itu angka unmet need di
Provinsi Riau pada tahun 2021 sempat mengalami kenaikan menjadi sebesar 25,60
persen namun turun lagi menjadi 18,30 persen pada tahun 2022 dan kemudian

turun lagi menjadi 13,90 persen pada tahun 2023.
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Meningkatnya angka unmet need pada tahun 2022 disebabkan oleh
pandemi Covid-19 dimana mengakibatkan pelayanan KB terhambat karena harus
melaksanakan social distancing, kebijakan work from home, dan juga ketakutan
atau kekhawatiran (panic bullying) baik pada pemberi pelayanan maupun yang
akan dilayani mengenai untuk datang ke fasilitas kesehatan. Hal ini mengakibatkan
makin meningkatkan angka unmet need di Provinsi Riau.

Upaya menurunkan angka unmet need yang tepat sasaran melalui
pemenuhan permintaan KB yang berkualitas akan menghindarkan kehamilan yang
tidak diinginkan atau tidak tepat waktu (mistimed). Selain untuk menjaga
kesehatan ibu dan menghindari terjadinya kematian ibu hamil, secara makro

penurunan unmet need berdampak pada penurunan Total Fertility Rate.

2.2.2.5 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun

Angka Kelahiran Menurut Umur (ASFR) adalah banyaknya kelahiran selama
setahun per 1000 wanita pada kelompok umur tertentu. Kegunaan indikator ASFR
merupakan dasar untuk mengembangkan proyeksi penduduk, mengetahui jumlah
penduduk menurut umur dan jenis kelamin di masa yang akan datang. Manfaat
lain adalah untuk mengetahui jumlah kelahiran menurut kelompok umur tertentu
sehingga diketahui apakah kelahiran pada kelompok umur tertentu tersebut
beresiko atau tidak. Khusus untuk ASFR usia 15-19 tahun juga dapat
dimanfaatkan untuk melihat keberhasilan program pendewasaan usia perkawinan
dan juga untuk mengetahui mengenai kesehatan reproduksi remaja khususnya

perempuan usia di bawah 20 tahun.

18,90
15,10 15,00
] I I
2020 2021 2022 2023

Gambar 2.29 Age Specific Fertility Rate (ASFR) Usia 15-19 Tahun
di Provinsi Riau Tahun 2020-2023
Sumber: LAKIP Perwakilan BKKBN Provinsi Riau 2020-2023
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Pada gambar di atas diketahui bahwa angka Age Specifik Fertility Rate
(ASFR) 15-19 tahun di Provinsi Riau kurun waktu 2020-2024 mengalami fluktuatif.
Pada tahun 2020 angka ASFR usia 15-19 tahun adalah sebesar 8 kelahiran per
1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Angka kemudian naik menjadi 15,1 kelahiran
per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2021 kemudian naik lagi
menjadi 18,9 kelahiran per 1.000 perempuan usia 15-19 tahun pada tahun 2022.
Sementara itu pada tahun 2023 angkanya menurun lagi menjadi 15 kelahiran per
1.000 perempuan usia 15-19 tahun. Meningkatnya angka ASFR 15-19 tahun pada
tahun 2021 dan pada tahun 2022 kemungkinan diakibatkan oleh pandemic covid
19 yang dapat mengakibatkan akses perempuan terhadap pendidikan menjadi
terbatas atau meningkatnya angka putus sekolah, perlambatan pertumbuhan
ekonomi yang berdampak pada menurunnya pendapat per kapita keluarga sehingga
hal ini berdampak pada meningkatnya kejadian pernikahan dini pada usia remaja.

Upaya yang dapat dilakukan untuk menurunkan angka ASFR usia 15-19
tahun antara lain meningkatkan perluasan akses pendidikan kepada kaum
perempuan, meningkatkan sosialisasi dan pemahaman kepada generasi muda
mengenai pentingnya Pendewasaan Usia Perkawinan (PUP) dan juga meningkatkan
kesadaran orang tua atau keluarga untuk tidak mengawinkan anaknya pada usia di

bawah 19 tahun.

2.2.2.6 Indeks Perlindungan Anak

Indeks Perlindungan Anak adalah indikator yang menggambarkan
pencapaian Pemehunan Hak Anak dan Perlindungan Khusus Anak yang menjadi
acuan dalam peningkatan pembangunan perlindungan anak. Perkembangan Indeks
Perlindungan Anak Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.41 Indeks Perlindungan Anak Provinsi Riau
Tahun 2018-2022

Provinsi Jahun
ovins 2018 2019 2020 2021 2022
Riau 63,11 64,31 65,76 61,59 62,78

Sumber: Kementerian PPPA
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2.2.2.7 Indeks Pembangunan Gender

Pemberdayaan perempuan dilakukan untuk mempercepat tercapainya
kualitas hidup dan mitra kesejajaran laki-laki dan perempuan. Untuk mewujudkan
hal tersebut dilaksanakan melalui kegiatan sosialisasi/advokasi pendidikan dan
latihan bagi kaum perempuan yang bergerak dalam seluruh bidang atau sektor.

Keberhasilan pembangunan perempuan dapat dilihat dari Indeks
Pembangunan Gender (IPG). IPG merupakan indeks pencapaian kemampuan dasar
pembangunan manusia yang sama seperti IPM dengan memperhatikan
ketimpangan gender atau yang difokuskan kepada perempuan. IPG digunakan
untuk mengukur pencapaian dalam dimensi yang sama dan menggunakan
indikator yang sama dengan IPM, namun lebih diarahkan untuk mengungkapkan
ketimpangan antara laki-laki dan perempuan. Perkembangan Indeks Pembangunan
Gender Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.42 Indeks Pembangunan Gender Provinsi Riau
Tahun 2018-2023

Kode Provinsi/ Indeks Pembangunan Gender
Kabupaten/Kota | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
14 | Riau 88,37 | 88,43 | 88,14 | 88,38 | 88,71 | 88,98
14.01 | Kab. Kampar 89,29 | 89,83 | 89,52 | 89,79 | 89,81 | 89,87
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 86,61 | 87,33 | 86,94 | 86,69 | 86,73 | 87,07
14.03 | Kab. Bengkalis 89,96 | 90,08 | 90,07 | 90,1 | 90,11 | 89,94
14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 82,37 | 82,57 | 82,34 | 82,37 | 82,74 | 83,2
14.05 | Kab. Pelalawan 88,5 | 88,51 | 88,06 | 88,73 | 88,94 | 89,37
14.06 | Kab. Rokan Hulu 81,85 | 82,13 | 81,88 | 82,12 | 82,44 | 82,72
14.07 | Kab. Rokan Hilir 84,86 | 85,22 | 84,91 | 84,65 | 85,13 | 85,38
14.08 | Kab. Siak 88,52 | 88,58 | 88,62 | 88,69 | 88,79 | 88,93
14.09 | Kab. Kuantan 90,06 | 90,57 | 90,16 | 90,06 | 90,48 | 90,47
Singingi
14.10 | Kab. Kepulauan 859 | 862 | 863 | 86,45 | 86,97 | 87,35
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 92,97 | 93,12 | 93,01 | 93,27 | 93,63 | 93,89
14.12 | Kota Dumai 90,82 | 90,86 | 90,66 | 90,72 | 90,74 | 90,92

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023
Keterangan warna:  Dibawah capaian provinsi

2.2.2.8 Indeks Ketimpangan Gender
Ketimpangan gender Provinsi Riau selama lima tahun terakhir dari tahun

2019 hingga 2023 membaik ditandai dengan turunnya nilai indek setiap tahunnya.
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Indeks Ketimpangan Gender (IKG), turun rata-rata 0,02 poin per tahun. Penurunan
ini terutama dipengaruhi oleh menurunnya ketimpangan dalam pasar tenaga kerja.

Tabel 2.43 Indeks Ketimpangan Gender Provinsi Riau
Tahun 2018-2023

Provinsi/

Kode Kabupaten/Kota 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

14 Riau 0,5 0,52 0,5 0,48 0,47 0,46
14.01 | Kab. Kampar 0,52 0,56 0,53 0,5 0,53 0,49
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 0,52 0,63 0,64 0,62 0,62 0,57
14.03 | Kab. Bengkalis 0,53 0,53 0,49 0,48 0,45 0,49
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 0,64 0,61 0,59 0,59 0,58 0,57
14.05 | Kab. Pelalawan 0,61 0,85 0,63 0,63 0,64 0,59
14.06 | Kab. Rokan Hulu 0,57 0,62 0,6 0,55 0,59 0,56
14.07 | Kab. Rokan Hilir 0,63 0,58 0,57 0,55 0,52 0,53
14.08 | Kab. Siak 0,55 0,59 0,6 0,54 0,54 0,54
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 0,62 0,65 0,61 0,6 0,58 0,54
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 0,52 0,54 0,49 0,48 0,5 0,49
14.11 | Kota Pekanbaru 0,34 0,25 0,23 0,29 0,15 0,13
14.12 | Kota Dumai 0,38 0,39 0,31 0,41 0,46 0,41

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2023
Keterangan warna: | Diatas capaian provinsi

Tingkat partisipasi angkatan kerja perempuan menurun tahun 2023 per
Februari sebesar 44,01 persen dibandingkan tahun 2022 sebesar 45,85 persen,
sementara tingkat partisipasi angkatan kerja laki-laki mengalami peningkatan
85,44 persen pada tahun 2023 dari 85,20 persen tahun 2022.

Tahun 2023 masih terdapat ketimpangan antara laki-laki dan perempuan
dalam tiga dimensi, tapi capaian ini lebih baik dibandingkan tahun-tahun
sebelumnya. Penurunan Indeks Ketimpangan Gender (IKG) Provinsi Riau tahun
2023 dipengaruhi besaran perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dan dimensi
pemberdayaan. Perbaikan dimensi kesehatan reproduksi dipengaruhi oleh
perbaikan indikator wanita melahirkan tidak di fasilitas kesehatan, dimana Provinsi
Riau mengalami penurunan 20,4 persen tahun 2021 menjadi 15,9 persen pada
tahun 2022, baik belum memadainya fasilitas kesehatan, akses ke fasilitas
kesehatan maupun perilaku masyarakat untuk melakukan pengecekan kehamilan

(K6) di fasilitas kesehatan.
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2.2.2.9 Indeks Pembangunan Pemuda

Investasi pada peningkatan kualitas pemuda menjadi prioritas dalam
pembangunan sumber daya manusia (SDM). Masa depan bangsa ditentukan oleh
kualitas generasi muda yang merupakan ujung tombak kemajuan dan
Pembangunan bangsa. Membangun pemuda tidak hanya membangun individu
pemuda tetapi juga membangun lingkungan sumber penghidupan pemuda. Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP) merupakan instrumen penting untuk memberikan
gambaran kemajuan pembangunan pemuda di Indonesia, dan digunakan sebagai
alat ukur pembangunan pemuda yang terdiri dari lima domain dasar yaitu
pendidikan, kesehatan dan kesejahteraan, lapangan dan kesempatan kerja,
partisipasi dan kepemimpinan, serta gender dan diskriminasi. Berikut disajikan

data perkembangan IPP Provinsi Riau tahun 2019 sampai dengan 2023.
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Gambar 2.30 Perkembangan Indeks Pembangunan Pemuda
Provinsi Riau Tahun 2019-2023
Sumber : Bappenas Tahun 2024
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Pada tahun 2023, Provinsi Riau memiliki jumlah pemuda sebesar 24,03 persen
(Statistik Pemuda Indonesia, 2023) dan mengalami peningkatan nilai Indeks
Pembangunan Pemuda (IPP) sebesar 3 poin dari 52,17 pada 2022 menjadi 55,17
pada 2023. Nilai ini berada sedikit di bawah IPP Nasional (56,33). Peningkatan nilai
IPP Provinsi Riau disebabkan oleh peningkatan yang signifikan pada domain
kesehatan dan kesejahteraan dari 52,50 menjadi 62,50 pada 2023. Capaian domain
lapangan dan kesempatan kerja juga meningkat dari 45,00 menjadi 50,00. Begitu
pula dengan domain gender dan diskriminasi yang meningkat dari 53,33 menjadi
56,67. Hanya domain partisipasi dan kepemimpinan yang mengalami penurunan
dari 40,00 menjadi 36,67, domain ini menjadi tantangan besar yang dihadapi oleh
Pemerintah Provinsi Riau.Sedangkan domain pendidikan mengalami stagnasi

sebesar 70,00 selama 5 tahun berturut-turut.

2.2.2.10 Organisasi Pemuda yang Aktif di Provinsi Riau

Organisasi pemuda merupakan wadah bagi pemuda wuntuk melatih
kepemimpinan. Oleh sebab itu pembinaan terhadap organisasi pemuda harus
senantiasa dilakukan untuk melahirkan pemimpin-pemimpin yang berkualitas.
Persentase jumlah organisasi pemuda yang aktif di Provinsi Riau selama tahun
2019-2023 dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.44 Persentase Organisasi Pemuda yang Aktif
di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023
1 | Jumlah ?rganlsas1 pemuda 546 546 138 546 546
yang aktif
2 | Jumlah seluruh organisasi 530 530 1.692 530 530
pemuda
3 Persenta§e organisasi pemuda 94.14% | 94,14% | 8,16% | 94,14% | 94,14%
yang aktif

Sumber: Dinas Pemuda dan Olahraga Provinsi Riau Tahun 2024

Organisasi Pemuda yang aktif di Provinsi Riau pada tahun 2019 sampai
dengan tahun 2023, tidak mengalami perubahan, artinya organisasi pemuda masih

berjumlah 546 organisasi setiap tahunnya dengan persentase sebesar 94,14 persen.
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2.2.2.11 Indeks Pembangunan Kebudayaan

Tahun 2023, skor Indeks Pembangunan Kebudayaan (IPK) Riau mengalami
peningkatan dari tahun 2022 sebesar 58,52 menjadi 58,99. Skor IPK berhasil
meningkat sebanyak 0,47 poin, diiringi dengan meningkatnya hampir seluruh
dimensi pembentuk, kecuali Dimensi Ekonomi Budaya yang mengalami sedikit
penurunan.

Tabel 2.45 Indeks Pembangunan Kebudayaan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Bobot Nilai Nilai Nilai Nilai Nilai

Kode Dimensi Dimensi 2019 2020 2021 2022 2023

pj | Ekonomi 0,10 | 48,32 | 42,45 | 26,35 | 39,34 | 30,73
Budaya

D2 | Pendidikan 0,20 | 77,23 | 7529 | 74,27 | 76,22 | 78,03

p3 | Ketahanan 0,20 | 75,41 | 75,64 | 70,07 | 73,88 | 75,30

Sosial Budaya

D4 | Warisan Budaya 0,25 45,91 48,00 47,47 51,75 53,02

D5 | Ekspresi Budaya 0,10 36,13 36,05 22,31 25,39 26,54

D6 | Budaya Literasi 0,10 61,90 | 65,25 56,39 61,92 63,46

D7 | Gender 0,05 60,24 | 58,82 | 59,20 | 57,91 | 60,03
IPK Provinsi Riau 57,47 59,65 59,65 | 59,50 @ 54,20
IPK Nasional 53,74 55,91 5591 | 54,65 51,90

Sumber Data : Ditjen Kebudayaan - Kemendikbudritek RI
2.2.2.12 Objek Pemajuan Kebudayaan (OPK) Melayu Riau

Budaya Melayu menjadi ciri khas dari Provinsi Riau yang dihasilkan dalam
kehidupan orang-orang Melayu yang mendiami hampir seluruh wilayah Provinsi
Riau. Hasil budaya ini membentuk karakter dan jati diri Melayu Riau yang dapat
diklasifikasi ke dalam 11 OPK. Perhitungan OPK dilakukan per lima tahun, terakhir
dilakukan pada tahun 2018 dimana secara keseluruhan dari hasil pendataan
terhadap 11 jenis OPK di Provinsi Riau terdapat 3.810 OPK yang tumbuh dan
berkembang di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau. Untuk lebih jelas disajikan
pada tabel berikut ini.
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Tabel 2.46 Objek Pemajuan Kebudayaan Melayu Riau Tahun 2018

No | Obyek Pemajuan Kebudayaan Jumlah Terawat Ku?;i; 1:: ak
1. Tradisi Lisan 160 77 83
2. Manuskrip 43 39 4
3. Adat Istiadat 65 45 20
4. Ritus 273 212 61
5 Pengetahuan Tradisional 385 321 64
6. Teknologi Tradisional 189 184 S
7. Kesenian 370 313 57
8. Bahasa 74 71 3
9. Permainan Rakyat 219 20 199
10. | Olahraga Tradisional 44 27 17
11. | Cagar Budaya 1.988 1.603 385

Jumlah 3.810 2.617 1.193

Sumber: Data Olahan Pokok Pikiran Kebudayaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2019

2.2.2.13 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda (WBTB) dan Cagar Budaya
Provinsi Riau

Pemerintah Provinsi Riau dalam upaya pemajuan kebudayaan telah
mengusulkan dan menetapkan warisan budaya baik secara nasional, provinsi, dan
kabupaten/kota dalam upaya pelindungan status OPK sebagai bagian dari
kebudayaan Melayu Riau. Adapun jumlah penetapan WBTB dan Cagar Budaya
selama kurun waktu tersebut serta perbandingan persentasinya terhadap jumlah
OPK yang ada, lebih jelas disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.47 Penetapan Warisan Budaya Tak Benda dan
Cagar Budaya Provinsi Riau Tahun 2016-2020

No Uraian Tahun
2020 2021 2022 2023
1 OPK Non Bendawi 42 OPK
Penetapan Warisan Budaya
Tak Benda (WBTB) 57 S 8 2
- Persentase (%) 3,12 50 80 40
2 OPK Bendawi 27 OPK
- Penetapan Cagar Budaya 0 22 47 62
- Persentase (%) 0,00 1,11 2,36 2,47

Sumber: Data olahan Dinas Kebudayaan Provinsi Riau
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Penetapan WBTB dan Cagar Budaya di Provinsi Riau bila dibandingkan dari
jumlah OPK yang telah tercatat masih sangat rendah. Perlu strategi dan kebijakan
yang tepat untuk dapat mendorong pengusulan dan penetapan WBTB dan Cagar
Budaya. Upaya dokumentasi dan pengkajian OPK non bendawi serta pembentukan
Tim Ahli Cagar Budaya, merupakan langkah konkret dalam menggesa pengusulan

dan penetapan WBTB dan Cagar Budaya di 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.

2.2.2.14 Cagar Budaya yang Dilestarikan di Provinsi Riau

Cagar budaya perlu dilestarikan dan dikelola secara tepat melalui upaya
perlindungan, pengembangan, dan pemanfaatan dalam rangka memajukan
kebudayaan nasional untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Provinsi Riau
memiliki berbagai cagar budaya baik bergerak maupun yang tidak bergerak.
Adapun jumlah cagar budaya yang sudah dilestarikan di Provinsi Riau dapat dilihat
pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.48 Persentase Jumlah Cagar Budaya yang Dilestarikan
di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

No e 2016 | 2017 @ 2018 | 2019 | 2020
1 ;zri‘;lzl;:;gajfk};idaya 91 91 91 155 155
 Tlomiivons oo o s s
3 gi:iﬁ:ny??;g 100| 100 100 100 100

Sumber: Dinas Kebudayaan Provinsi Riau

Pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 jumlah cagar budaya yang
dilestarikan sebanyak 91 cagar budaya, dengan seluruh cagar budaya yang dimiliki
daerah dilestarikan. Selanjutnya jumlah cagar budaya yang dilestarikan pada tahun
2022 sampai dengan tahun 2023 mengalami peningkatan menjadi 155 cagar

budaya dengan seluruh cagar budaya yang dimiliki daerah dilestarikan.
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2.3 Aspek Daya Saing Daerah
2.3.1 Daya Saing Ekonomi Daerah

2.3.1.1 Produk Domestik Regional Bruto (PDRB)

Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) adalah salah satu indikator makro
yang dapat menunjukkan perkembangan kondisi ekonomi regional setiap tahun.
PDRB pendekatan produksi menunjukkan jumlah nilai barang dan jasa yang
dihasilkan oleh berbagai unit produksi di Provinsi Riau dalam satu tahun. Unit
produksi tersebut dikelompokkan ke dalam 17 sektor yaitu (1) Pertanian,
Kehutanan, dan Perikanan; (2) Pertambangan dan Penggalian; (3) Industri
Pengolahan; (4) Pengadaan Listrik dan Gas; (5) Pengadaan Air, Pengelolaan Sampabh,
Limbah dan Daur Ulang; (6) Konstruksi; (7) Perdagangan Besar dan Eceran,
Reparasi Mobil dan Sepeda Motor; (8) Transportasi dan Pergudangan; (9) Penyediaan
Akomodasi dan Makan Minum; (10) Informasi dan Komunikasi; (11) Jasa Keuangan
dan Asuransi; (12) Real Estate; (13) Jasa Perusahaan; (14) Administrasi
Pemerintahan, Pertahanan dan Jaminan Sosial Wajib; (15) Jasa Pendidikan; (16)
Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial; dan (17) Jasa lainnya.

Kontribusi Provinsi Riau terhadap perekonomian nasional pada tahun 2023
sebesar 5,00 persen sehingga Provinsi Riau menjadi provinsi dengan PDRB terbesar
ke-6 di Indonesia atau PDRB terbesar kedua di luar Pulau Jawa. Nilai PDRB harga
berlaku Provinsi Riau periode 2019-2023 mengalami peningkatan pertumbuhan
dengan rata-rata sebesar 8,18% per tahun. Sektor yang memberikan nilai produksi
barang dan jasa tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor pertambangan dan
penggalian senilai Rp184.47 triliun, kemudian mengalami kenaikan pada tahun
2023 menjadi Rp203 triliun dengan rata-rata pertumbuhan 6,11% per tahun. Pada
tahun 2023 terjadi perubahan dimana sektor industri pengolahan merupakan
sektor dengan nilai produksi barang dan jasa tertinggi sebesar Rp282.78 triliun
dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang memberikan nilai
terendah pada tahun 2019 adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar
Rp46,39 milyar dan pada tahun 2023 naik menjadi Rp47,19 milyar dengan
pertumbuhan 1,62% per tahun.

Nilai PDRB harga berlaku pada setiap sektor produksi tahun 2023 di
Provinsi Riau rata-rata mengalami kenaikan namun, jika berdasarkan harga

konstan terdapat beberapa sektor yang mengalami penurunan per tahunnya,
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contohnya sektor Pertambangan dan Penggalian. Adapun sektor yang memberikan
nilai produksi barang dan jasa tertinggi pada tahun 2019 adalah sektor industri
pengolahan senilai Rp194.25 triliun dan meningkat menjadi Rp282.78 triliun pada
tahun 2023 dengan pertumbuhan 9,93% per tahun. Sedangkan sektor yang
memberikan nilai terendah adalah sektor jasa perusahaan dengan nilai sebesar
Rp46,39 milyar pada tahun 2019 kemudian naik menjadi menjadi Rp47,19 milyar
pada tahun 2023 dengan kontraksi sebesar 1,62% per tahun.

Untuk menjaga kestabilan pertumbuhan nilai PDRB dapat dilakukan dengan
membangun semua sektor dengan baik terutama dengan memperdalam struktur
sektor sehingga menghasilkan nilai tambah yang semakin tinggi. Untuk lebih
jelasnya perkembangan nilai dan pertumbuhan PDRB Harga Berlaku dan Harga
Konstan menurut lapangan usaha Provinsi Riau dari tahun 2019-2023 dapat dilihat
pada beberapa tabel dibawah ini.

Tabel 2.49 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Atas Dasar Harga Berlaku

Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023
PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) Rata-rata
2019 2020 2021 2022* 2023** Pertumbuhan

No Kategori PDRB

Pertanian,
A Kehutanan, 174.297,88 194.660,94 225.489,33 253.079,27 269.938,04 11,60
dan Perikanan

Pertambangan

X 184.471,87 129.020,59 165.084,24 225.118,96 203.007,68 6,11
dan Penggalian

C Industri 194.254,53 207.301,21 235.379,36 270.307,27 282.789,05 9,93
Pengolahan

Pengadaan

Liotote don Gas 546,30 628,11 655,96 776,41 830,00 11,17

Pengadaan Air,
Pengelolaan

E Sampah, 83,23 84,01 88,36 93,72 102,47 5,38
Limbah dan
Daur Ulang

F | Konstruksi 72.673,62 70.553,91 75.516,71 84.970,04 99.415,70 8,41

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

81.728,71 74.931,46 82.995,89 97.084,95 105.304,32 6,97

Transportasi
H dan 6.905,12 5.304,76 5.670,42 7.343,71 8.544,10 7,39
Pergudangan
Penyediaan

1 Akomodasi dan 4.196,30 3.333,29 3.978,27 4.521,22 4.823,51 4,78
Makan Minum

R iasmasi dan 5.710,94 6.420,32 6.915,27 7.530,84 8.192,72 9,46
Komunikasi

pesgieeuanzan 6.915,54 7.170,82 7.954,98 9.144,24 9.692,46 8,89
dan Asurans

L Real Estate 6.866,31 7.025,35 7.321,90 7.992,86 8.531,36 5,61

Jeea 46,39 35,99 36,55 42,82 47,19 1,62
Perusahaan

O | Administrasi 11.402,50 11.375,33 11.562,58 12.379,51 13.223,71 3,82
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PDRB ADHB Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah) Rata-rata
No  Kategori PDRB 2019 2020 2021 2022+ 2023  Pertumbuhan
Pemerintahan,
Pertahanan
dan Jaminan
Sosial Wajib
p | Jasa 4.223,00 4.406,44 4.585,18 4.832,17 5.077,05 4,71
Pendidikan
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 1.636,75 1.941,49 2.188,00 2.287,70 2.514,01 11,44
Sosial
?’S Jasa lainnya 4.288,54 3.405,44 3.579,44 4.109,70 4.438,68 1,83
Jumlah 760.247,51 727.599,47 839.002,42 991.615,38 1.026.472,05 8,18

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
* Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.50 Nilai dan Rata-Rata Pertumbuhan PDRB Sektoral Atas Dasar Harga
Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Kategori PDRB

PDRB ADHK Lapangan Usaha Tahunan (Milyar Rupiah)

2019

2020

2021

2022*

2023**

Rata-rata
Pertumbuhan

Pertanian,
Kehutanan,
dan Perikanan

129.690,41

135.124,21

140.717,73

144.691,04

149.361,11

3,60

Pertambangan
dan Penggalian

85.631,56

80.190,79

77.687,79

78.744,07

80.730,23

-1,40

Industri
Pengolahan

153.155,80

156.073,85

162.436,92

170.116,90

176.290,06

3,58

Pengadaan
Listrik dan Gas

323,17

370,41

385,54

440,82

447,20

8,62

Pengadaan Air,
Pengelolaan
Sampah,
Limbah dan
Daur Ulang

66,47

66,95

70,26

73,41

77,47

3,92

Konstruksi

42.898,58

41.491,52

42.630,30

44.659,75

48.756,79

3,35

Perdagangan
Besar dan
Eceran;
Reparasi Mobil
dan Sepeda
Motor

48.418,47

42.612,68

46.853,89

52.427,97

55.636,27

3,99

Transportasi
dan
Pergudangan

4.240,48

3.204,23

3.347,98

3.969,95

4.300,02

1,74

Penyediaan
Akomodasi dan
Makan Minum

2.335,94

1.841,07

2.162,17

2.397,73

2.498,89

2,84

Informasi dan
Komunikasi

4.725,66

5.317,97

5.704,89

6.094,46

6.561,69

8,58

Jasa Keuangan
dan Asurans

4.591,23

4.781,68

5.028,14

5.277,31

5.491,87

4,58

Real Estate

4.606,62

4.695,02

4.840,83

5.106,22

5.307,41

3,61
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MmN | Jasa 29,98 22,59 22,93 25,87 27,58 -0,93
Perusahaan
Administrasi
Pemerintahan,
o Pertahanan 8.597,34 8.309,17 8.374,82 8.875,52 9.354,72 2,20
dan Jaminan
Sosial Wajib
Jasa
P o 2.533,15 2.586,21 2.672,26 2.777,13 2.881,48 3,28
Pendidikan
Jasa Kesehatan
Q dan Kegiatan 1.020,00 1.182,51 1.318,95 1.351,71 1.445,97 9,23
Sosial
R,S
Jasa lainnya 2.742,11 2.124,82 2.216,44 2.503,04 2.659,74 0,25
T,U
Jumlah 495.607,05 | 489.995,75 | 506.471,90 A 529.532,97 | 551.828,49 2,75

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
* Angka Sementara

**Angka Sangat Sementara
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Tabel 2.51 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar Harga
Berlaku Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

No LAPANGAN USAHA Tahun (%)
2019 | 2020* | 2021 | 2022* | 2023**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 22,93 26,75 26,88 25,52 26,30
B Pertambangan dan Penggalian 24,26 17,73 19,68 22,70 19,78
C Industri Pengolahan 25,55 28,49 28,05 27,26 27,55
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,09 0,08 0,08 0,08
E EZEg;jiirb llji,gPengelolaan Sampah, Limbah 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
F Konstruksi 9,56 9,70 9,00 8,57 9,69
G gzld;i::g:nMi::r dan Eceran; Reparasi Mobil 10,75 10,30 9,89 9.79 10,26
H Transportasi dan Pergudangan 0,91 0,73 0,68 0,74 0,83
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,55 0,46 0,47 0,46 0,47
J Informasi dan Komunikasi 0,75 0,88 0,82 0,76 0,80
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,91 0,99 0,95 0,92 0,94
L Real Estate 0,90 0,97 0,87 0,81 0,83
M,N | Jasa Perusahaan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
o ?;i:nnll;l;:r;; izleaf;iigtahan, Pertahanan dan 1,50 1,56 1,38 1,05 1,29
P Jasa Pendidikan 0,56 0,61 0,55 0,49 0,49
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,22 0,27 0,26 0,23 0,24
R,S,T,U | Jasa lainnya 0,56 0,47 0,43 0,41 0,43
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
* Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Tabel 2.52 Kontribusi Pertumbuhan Sektoral dalam PDRB Atas Dasar
Harga Konstan Dengan Migas Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Tahun (%)
No LAPANGAN USAHA
2019 2020 2021 2022* | 2023**
A Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 26,17 27,58 27,78 27,32 27,07
B Pertambangan dan Penggalian 17,28 16,37 15,34 14,87 14,63
C Industri Pengolahan 30,90 31,85 32,07 32,13 31,95
D Pengadaan Listrik dan Gas 0,07 0,08 0,08 0,08 0,08
Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah,
E Bl bidan Dot Ulang 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01
F Konstruksi 8,66 8,47 8,42 8,43 8,84
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Tahun (%)
No LAPANGAN USAHA
2019 2020 2021 2022* | 2023**
Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi
G Mobil%:lar;gSepeda Motor ’ 9,77 8,70 e %322 LOTE
H Transportasi dan Pergudangan 0,86 0,65 0,66 0,75 0,78
I Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum 0,47 0,38 0,43 0,45 0,45
J Informasi dan Komunikasi 0,95 1,09 1,13 1,15 1,19
K Jasa Keuangan dan Asuransi 0,93 0,98 0,99 1,00 1,00
L Real Estate 0,93 0,96 0,96 0,96 0,96
M,N Jasa Perusahaan 0,01 0,00 0,00 0,00 0,00
O | Gan Jaminan Sooal Wagly | 178170 | 165 | 168 | 170
P Jasa Pendidikan 0,51 0,53 0,53 0,52 0,52
Q Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 0,21 0,24 0,26 0,26 0,26
R,S,T,U | Jasa lainnya 0,55 0,43 0,44 0,47 0,48
Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00 | 100,00

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
* Angka Sementara
**Angka Sangat Sementara

Lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi terhadap produksi
barang dan jasa pada PDRB ADHB dengan migas pada tahun 2019 adalah sektor
Industri Pengolahan sebesar 25,55% kemudian Kembali meningkat pada tahun
2023 menjadi 27,55%. Dan lapangan usaha yang memberikan kontribusi tertinggi
terhadap produksi barang dan jasa PDRB ADHK dengan migas pada tahun 2019
adalah industri pengolahan sebesar 30,90% dan pada tahun 2023 industri
pengolahan ini kembali meningkat menjadi 31,95%.

Dilihat dari kontribusi terbesar pada PDRB baik harga berlaku maupun
harga konstan diketahui bahwa manufaktur memiliki kontribusi yang sangat besar
dalam ekonomi Provinsi Riau. Berdasarkan International Standard Industrial
Classification (ISIC), manufaktur ini merupakan gabungan dari beberapa sektor
yakni Pertambangan dan Penggalian, Industri Pengolahan, Pengadaan Listrik dan
Gas, Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, serta Limbah dan Daur Ulang,
Konstruksi.

Dalam memperkuat perekonomian Provinsi Riau diperlukan adanya
transformasi ekonomi yang merupakan titik kunci untuk meningkatkan
produktivitas dengan mengubah struktur perekonomian dari produktivitas rendah

ke produktivitas tinggi. Transformasi ini menjadikan sektor jasa lebih banyak
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dibandingkan sektor industri. Provinsi Riau masih didominasi oleh sektor
manufaktur/industri sedangkan sektor jasa belum terlalu berkembang di Provinsi
Riau. Untuk menjadikan Provinsi Riau daerah maju diperlukan penguasaan
teknologi, modal, dan skill serta menciptakan lebih banyak entrepreneur selain itu
diperlukan juga kebijakan pemerintah dalam mengubah perekonomian lebih baik.
Berdasarkan Gambar dibawah menunjukkan bahwa kontribusi PDRB
dengan migas ADHB dan ADHK untuk tiga lapangan usaha utama dari tahun 2019
hingga 2023. Kontribusi lapangan usaha pertanian pada PDRB ADHB tahun 2019
sebesar 22,93% kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 26,3%. Kontribusi PDRB
ADHK lapangan usaha pertanian juga mengalami peningkatan dari 26,17% pada
tahun 2019 kemudian tahun 2023 meningkat menjadi 27,07%. Peningkatan
tersebut masih dapat dilakukan jika lapangan usaha pertanian dan manufaktur
menjadi pendukung utama lapangan usaha jasa-jasa. Secara umum ketiga

lapangan usaha utama tersebut akan meningkatkan lapangan usaha lainnya.
PDRB Atas Dasar Harga Berlaku PDRB Atas Dasar Harga Konstan

17,62 16,3 15,86 16,58

16,3 17,14 17,42

59 11 51

22 ,3 26 07
2019 2020 2021 2022 2023 2019 2020 2021 2022 2023
M Pertanian W Manufaktur Jasa-jasa M Pertanian B Manufaktur Jasa-jasa

Gambar 2.31 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga Konstan
Menurut Lapangan Usaha Utama di Provinsi Riau 2019-2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau (Diolah Kembali)

Perekonomian Riau juga ditopang oleh peningkatan permintaan domestik
terutama konsumsi rumah tangga dan tetap terjaganya kinerja ekspor. Terjaganya
permintaan domestik serta eksternal terhadap komoditas ekspor utama Riau antara
lain CPO, pulp dan kertas, serta minyak bumi dapat menjadi stimulus peningkatan
daya beli masyarakat serta investasi oleh sektor swasta. Hal ini dapat dilihat dari
kontribusi terbesar PDRB Harga Berlaku dan Harga Konstan menurut pengeluaran

berikut ini.
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Gambar 2.32 Kontribusi PDRB Atas Dasar Harga Berlaku dan Harga
Konstan Menurut Pengeluaran di Provinsi Riau 2010-2023 (%)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Pada tahun 2010-2015 pengeluaran ekspor impor masih mendominasi

kemudian mulai terjadi penurunan hingga tahun 2023. Kenaikan ekspor luar negeri

dua tahun terakhir (2021-2022) disebabkan naiknya ekspor nonmigas terutama

ekspor pertanian dan industri pengolahan dengan golongan barang ekspor terbesar

yakni lemak dan minyak hewan/nabati, berbagai produk kimia, kertas dan karton,

serta bubur kayu (pulp). Tiongkok, India, dan Malaysia merupakan negara tujuan

ekspor utama di Riau. Komoditas utama yang diekspor ke Tiongkok adalah minyak

kelapa sawit dan fraksinya, pulp kayu kimia, serta berbagai produk kimia.

Komoditas utama yang diekspor ke India adalah minyak sawit mentah, fraksi cair

dari minyak sawit, minyak sawit olahan, dan lain-lain. Ke negara Malaysia, Riau

mengekspor bahan bakar minyak, asam lemak monokarboksilat industri, minyak

sawit olahan, dan lain-lain.
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Tabel 2.53 PDRB Atas Dasar Harga Konstan 2010 Menurut Kabupaten/Kota Di
Provinsi Riau Termasuk Minyak Bumi dan Gas
Tahun 2010-2023 (Triliun Rupiah)

Tahun =
X
Y
"U’ PrOVinSi/ o - < n O b~ o\ o - ﬁ 5
o |Kabupaten/ ~ - 2 2 - - - - 2 - o o g 8 &l.g
¥ | Kota ©Q ©|/ @/ ©| @ © © © o o o o o o vE
N N N N N N N N N N N N N N ¢ =
E
-1
14 RIAU 3,89| 4,1 |4,26/4,36/4,48/4,49/4,59|4,71|4,82|4,96| 4,9 |5,06| 5,3 |5,52| 2,75
14.01 Kab. Kampai10,38 |0,39 |0,42 |0,44 |0,46 |0,46 |0,48 [0,49 0,5 |0,52 0,51 0,53 (0,56 |0,58 | 3,38
Kab.
14.02 [ndragiri ~ |0,21 /0,22 /0,24 |0,25 0,27 |0,26 |0,27 [0,28 0,29 (0,3 (0,3 |0,31|0,33(0,34 | 3,89
Hulu
14.03 [K&b- 15 8510,92(0,91 0,88 0,85 0,83 0,81(0,79 0,78 0,76 0,74 0,74 0,76 0,78 | -0,64
Bengkalis
Kab.
14.04 [ndragiri  |0,28 10,3 |0,32 /0,35 /0,37 |0,38|0,4 [0,41|0,43|0,45 (0,45 0,47 |0,49 (0,51 | 4,72
Hilir
14.05 [Kab- 0,24 (0,25 0,26 /0,27 (0,29 /0,3 0,31 /0,32 (0,33 0,34 |0,35 |0,37 |0,38 |0,4 4,07
Pelalawan
14.06 Ilflf‘l]f{lROkan 0,16 /0,17 0,18 /0,19|0,2 0,21 0,22 10,23 |0,24 0,25 |0,25 |0,27 |0,28 (0,29 | 4,8
14.07 ﬁ‘;"l‘fr Rokan 1o 4 104 (0,41 0,42 0,44|0,45 0,46 0,46 0,46 0,46 0,46 0,47 0,48 0,49 | 1,64
14.08 Kab. Siak 0,52 0,52 /0,53 |0,52 |0,51 |0,51 |0,52 0,52 (0,53 /0,53 /0,53 0,55 0,57 [0,59 | 0,94
Kab.
14.09 Kuantan 0,17 0,17 /0,18 (0,19 (0,2 |0,2 |0,21(0,22 (0,23 0,24 |0,24 0,25 0,26 (0,27 | 3,73
Singingi
Kab.
14.10 Kepulauan |0,09 |0,09|0,1 (0,1 |0,11/0,110,11(0,12/0,12(0,13(0,130,13|0,13 (0,14 | 3,79
Meranti
14.11 [fota 0,42 /0,45 0,48 |0,51 (0,55 /0,58 0,61 |0,65 |0,68 [0,72 |0,69 |0,73 |0,78 (0,82 | 5,41
Pekanbaru
14.12 Kota Dumai |0,17 0,18 |0,19 0,2 |0,2 |0,21|0,21|0,22|0,24 |0,25 0,25 |0,26 |0,28 |0,29 | 4,09

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Sebaran rata-rata pertumbuhan per tahun PDRB harga konstan pada
kabupaten/kota di Riau menunjukkan Kota Pekanbaru memiliki pertumbuhan
tertinggi sebesar 5,41% per tahun. Sedangkan pertumbuhan terendah terdapat
pada Kabupaten Bengkalis sebesar -0,64% per tahun. Walaupun Kabupaten
Bengkalis memiliki rata-rata pertumbuhan terendah namun yang memiliki
kontribusi PDRB cukup tinggi bagi Provinsi Riau pada tahun 2023 dengan nilai
PDRB sebesar 0,78 triliun rupiah setelah Kota Pekanbaru yang memiliki kontribusi

PDRB tertinggi yakni sebesar 0,82 triliun rupiah.
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Perkembangan PDRB harga konstan terjadi akibat perubahan harga
produksi atau indikator produksi. Perubahan ini menyebabkan sumbangan nilai
tambah setiap sektor terhadap PDRB juga akan mengalami perubahan. Jika
perkembangan setiap sektor tidak proporsional, misalnya beberapa sektor tertentu
berkembang lebih cepat dibandingkan dengan sektor lainnya, maka dalam jangka
panjang akan terjadi perubahan secara nyata sumbangan di setiap sektor yang
dikenal sebagai perubahan struktur ekonomi.

Tabel 2.54 Sumbangan Terbesar PDRB Kabupaten/Kota Terhadap PDRB
Provinsi Riau Tahun 2010-2023

Kabupaten Tahun (%)
Kode
/Kota 2010 |2011 (2012 (2013 (2014 [2015 [2016 [2017 |2018 |2019 |2020 |2021 |2022 (2023
14.01 | Kab. Kampar 9,73 | 9,6 | 9,79 [10,16 [10,23 [10,32 [10,38 |10,41 [10,36 [10,47 [10,49 | 10,5 [10,53 10,53
14.02 | Kab. Indragiri 535 | 5,33 |5,57 | 5,77 | 5,93 | 5,74 | 5,83 | 5,9 | 5,97 | 6,03 | 6,00 | 6,14 | 6,15 | 6,16

Hulu

14.03 Kab. Bengkalis

Kab. Indragiri

14.04 Hilir

722 | 7,33 | 762|797 | 83 |845]|865)|8,81|892|9,03|9,18 |9,27 | 9,34 | 9,24

14.05 | Kab. Pelalawan | 6,12 | 6,13 | 6,09 | 6,27 | 6,49 | 6,63 | 6,68 | 6,77 | 6,86 | 6,93 | 7,17 | 7,21 | 7,2 | 7,24

14.06 gﬁ{lROkan 4,1 | 4,15 | 4,25 | 4,39 | 4,55 | 4,63 | 4,75 | 4,88 | 4,96 | 5,06 | 52 | 528|531 5,3
14.07 gf‘llfr Rokan 10,28 | 9,74 | 9,73 | 9,72 | 9,92 | 9,95 | 9,93 | 9,82 | 9,57 | 9,37 | 9,38 | 9,23 | 9,06 | 8,94
14.08 | Kab. Siak 13,49 [12,71 12,51 [11,92 [11,49 [11,44 [11,24 11,05 [10,91 [10,77 [10,88 |10,77 [10,69 | 10,7
14.09 gﬁ'féﬁ;aman 4,28 | 422 | 4,31 | 4,43 | 4,54 | 4,43 | 4,51 | 4,58 | 4,68 | 4,76 | 4,87 | 4,89 | 4,89 | 4,83

14.11 Kota Pekanbaru

10,73 (10,93 11,36 | 11,7 12,18

14.12 | Kota Dumai 45 | 4,45 | 4,44 | 4,49 | 4,49 | 4,58 | 4,66 | 4,74 | 4,88

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Ket. _ Sedang

Pada tabel diatas menunjukkan bahwa kabupaten/kota yang memberikan
sumbangan PDRB tertinggi untuk Provinsi Riau adalah Kota Pekanbaru didukung
oleh tingginya perdagangan besar dan eceran. Kemudian Kabupaten Bengkalis juga
memberikan sumbangan yang tinggi melalui minyak bumi dan gas yang ada di
Kecamatan Duri. Sedangkan Kepulauan Meranti memberikan sumbangan yang
terendah untuk Provinsi Riau sejak tahun 2010 hingga tahun 2023, karena

Kepulauan Meranti hanya ditopang oleh sektor pertanian.
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2.3.1.2 PDRB Per Kapita

Pembangunan ekonomi merupakan suatu proses yang akan meningkatkan
PDRB per kapita penduduk suatu negara dalam jangka panjang. Salah satu
indikator keberhasilan pembangunan ekonomi dilihat dari besarnya kenaikan PDRB
per kapita penduduk. Struktur perekonomian Provinsi Riau telah bergeser sejak
tahun 2014 dari sektor pertambangan dan penggalian menjadi sektor industri
pengolahan.

Pergeseran kontribusi tersebut mempengaruhi penurunan nilai PDRB sektor
pertambangan dan penggalian, namun tidak mempengaruhi terhadap nilai PDRB
ADHB dan ADHK yang tetap mengalami kenaikan hal yang sama juga terhadap
PDRB ADHB dan ADHK per kapita penduduk Provinsi Riau. PDRB ADHB per kapita
meningkat dari tahun 2019-2023 yaitu Rp111,23 juta per kapita tahun 2019
kemudian meningkat menjadi Rp154,52 juta per kapita tahun 2023. Sementara
PDRB ADHK per kapita per tahun selama periode 2019-2023, naik dari Rp72,51
juta tahun 2019 meningkat menjadi Rp83,07 juta per kapita tahun 2023. Untuk
lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar dibawah ini.

151,25 154,52
129,74
111,23 114,11
I 72,51 I 76,85 I 78,32 80,77 83,07
2019 2020 2021 2022 2023

m PDRB ADHB m PDRB ADHK

Gambar 2.33 Perkembangan PDRB Per Kapita Provinsi Riau
Tahun 2019-2023 (Rp. Juta)
Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau

Periode tahun 2019-2023, PDRB ADHK per kapita kabupaten/kota yang
menunjukkan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu
sebesar 8,33% per tahun sedangkan terendah terjadi di Kabupaten Kepulauan
Meranti sebesar -1,16% per tahun. Periode yang sama, PDRB ADHB per kapita

dengan rata-rata pertumbuhan tertinggi terjadi di Kabupaten Rokan Hulu sebesar
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16,14% dan terendah terjadi di Kabupaten Bengkalis sebesar 5,00%. Kondisi ini
menunjukkan bahwa secara umum perkembangan PRDB per kapita Provinsi Riau
mengalami kenaikan, sehingga dapat diindikasikan bahwa tingkat pembangunan

dan kemakmuran di Provinsi Riau mengalami peningkatan. Untuk lebih jelasnya

dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.55 PDRB Per Kapita Kabupaten/Kota Provinsi Riau
Tahun 2019-2023 (Juta Rp)

Tahun Pertumbuhan/
Kode | Kabupaten/ Kota 2019 2020 2021 2022 2023 tahun (%)
ADHK | ADHB | ADHK | ADHB ADHK | ADHB | ADHK | ADHB ADHK | ADHB | ADHK |ADHB
14 | RIAU 71,06 [109,05 | 76,65 113,79 | 78,00 |129,21 | 79,99 |149,91 | 81,81 |152,40 3,61 | 8,89
14.01 | Kab. Kampar 59,57 | 88,7 | 61,12 | 86,77 | 62,02 | 100,79 | 63,5 | 117,91 | 64,66 | 118,96 | 2,07 | 7,96
14.02 Ei?ﬁmdragm 67,6 | 94,15 | 67,11 | 95,49 | 68,62 | 105,32 | 70,13 | 116,76 | 71,52 | 118,91 | 1,43 | 6,11
14.03 | Kab. Bengkalis | 133,29 | 244,99 | 130,59 | 202,6 |129,43| 243,44 | 130,16 | 301,85 | 131,63 | 284,67 | -0,31 | 5,29
14.04 Ez?r'lndragm 60,46 | 84,66 | 68,66 | 99,32 | 71,38 | 111,47 | 74,87 | 125,86 | 76,87 | 132 | 6,27 | 11,83
14.05 | Kab. Pelalawan 71 | 98,7 | 90,02 |129,94| 91,52 |144,31| 92,8 | 159,5 | 94,42 [166,75| 7,9 | 14,45
14.06 | Kab. Rokan Hulu | 36,27 | 48,95 | 45,39 | 64,28 | 46,85 | 73,87 | 48,21 | 85,15 | 49,21 | 87,74 | 8,33 | 16,14
14.07 | Kab. Rokan Hilir | 64,99 | 104,39 | 72,16 | 106,55 | 72,24 | 123,85 | 72,85 | 145,93 | 73,61 | 141,4 | 3,26 | 8,26
14.08 | Kab. Siak 108,91 167,56 |116,41| 168,16 |116,87| 192,07 |118,53| 224,05 | 120,92 |225,02 | 2,68 | 7,91
14.09 | Xab- Kuantan 72,14 | 97,37 | 71,22 |100,57 | 72,81 | 114,02 | 74,93 | 129,85 | 75,81 |135,45| 1,26 | 8,71
Singingi
Kab. Kepulauan
14.10 X 68,08 | 99,15 | 61,54 | 87,65 | 62,11 | 100,7 | 62,86 | 116,59 | 64,65 | 117,68 | -1,16 | 5
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru | 63,13 | 103,87 | 70,17 | 117,44 | 73,01 | 127,21 | 76,96 | 143,48 | 80,6 |156,78| 6,33 | 10,86
14.12 | Kota Dumai 80,49 | 117,05 | 77,65 | 114,63 | 80,59 | 123,5 | 83,55 | 135,77 | 86,4 |144,09| 1,84 | 543

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau

2.3.1.3 Indeks Ekonomi Hijau

Ekonomi Hijau merupakan model pembangunan yang menyinergikan
pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kualitas lingkungan dengan pembangunan
rendah karbon sebagai “tulang punggung”. Strategi Ekonomi Hijau ini diharapkan
dapat membantu Indonesia menjadi salah satu negara berpendapatan tinggi pada
tahun 2045. Dalam implementasinya, Ekonomi Hijau diharapkan dapat mendukung
promosi investasi hijau, penyediaan modal dan infrastruktur berkelanjutan, serta
lapangan kerja dan keterampilan yang layak untuk mencapai keseimbangan antara
kesejahteraan sosial, kelestarian lingkungan serta pertumbuhan ekonomi. Indeks

Ekonomi Hijau nasional ini terdiri dari 16 (enam belas) indikator di bawah 3 (tiga)
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pilar, yaitu pilar lingkungan, ekonomi, dan sosial. Ke-16 indikator tersebut antara
lain luas tutupan hutan, bauran Energi Baru dan Terbarukan (EBT) primer,
sampah terkelola, penurunan emisi kumulatif, penurunan tutupan lahan gambut,
intensitas emisi, intensitas energi final, GNI/kapita, produktivitas pertanian,
produktivitas tenaga kerja sektor industri, produktivitas tenaga kerja sektor jasa,
rata-rata lama sekolah, angka harapan hidup, tingkat kemiskinan, dan tingkat
pengangguran terbuka.
Tabel 2.56 Indeks Ekonomi Hijau Provinsi Riau Tahun 2015-2023

Tahun

Uraian
2015 | 2016 | 2017 |2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023

Indeks Ekonomi Hijau | 51,38 | 50,45 54,02 | 51,5 [50,72 |50,03 |51,77 |[50,99* |50,88*

Sumber: Bappenas, 2024
*Angka proyeksi dari data realisasi 2015-2021

Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2018-2021 berfluktuatif. Indeks
ekonomi hijau tahun 2021 sebesar 51,77, angka ini meningkat sebesar 3,5% dari
tahun 2020. Beberapa parameter yang sudah sangat baik (nilai 75-100) diantaranya
tingkat pengangguran, angka harapan hidup, produktivitas perikanan budidaya,
produktivitas tenaga kerja sektor industri, intensitas energy final dan kualitas udara
pada parameter NO,. Sedangkan parameter yang berada dalam kategori kurang
(nilai 0-25) antara lain kualitas air permukaan pada parameter BOD, persentase
penurunan emisi kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas
tenaga kerja sektor jasa. Hal yang perlu menjadi catatan untuk indikator ini adalah
beberapa parameter dalam tujuh tahun terakhir berada pada kategori kurang,
seperti: bauran energi, kualitas air permukaan, persentase penurunan emisi
kumulatif dari baseline, produktivitas padi dan produktivitas tenaga kerja sektor
jasa. Indeks ekonomi hijau Provinsi Riau tahun 2022 dan 2023 diproyeksi dari data
realisasi tahun 2015-2021, sehingga diperoleh angka proyeksi tahun 2022 sebesar
50,99 poin dan tahun 2023 sebesar 50,88 poin.

2.3.1.4 Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan
Prevalensi Ketidakcukupan Konsumsi Pangan/ Prevalence of

Undernourishment (PoU) merupakan proporsi populasi penduduk yang mengalami
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ketidakcukupan konsumsi pangan yang diukur dari asupan energy di bawah
kebutuhan minimum untuk dapat hidup sehat, aktif dan produktif terhadap
populasi penduduk secara keseluruhan.

Tabel 2.57 Prevalence of Undernourishment (PoU) Provinsi Riau
Tahun 2019-2023

. Tahun Pertumbuhan
Uraian o
2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 (%)
Prevalence of
Undernourishment 8,32 9,16 10,61 | 15,12 | 12,33 12,48
(PoU)

Sumber: BAPANAS, 2024

Berdasarkan tabel di atas, PoU Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 12,33,
berada pada peringkat 12 se-Indonesia, dengan jumlah penduduk yang mengalami
ketidakcukupan konsumsi pangan sebesar 895.700 jiwa, dimana besaran PoU
tertinggi berada di Kabupaten Indragiri Hilir sebesar 17,06%, dan terendah berada
di Kabupaten Rokan Hulu sebesar 9,32%. Secara umum kabupaten/kota di Provinsi
Riau mengalami peningkatan pertumbuhan PoU, dengan pertumbuhan terbesar
berada di Kabupaten Pelalawan dan yang terkecil di Kabupaten Bengkalis. PoU
kabupaten/kota di Provinsi Riau tahun 2019-2023 dapat dilihat pada tabel d bawah
ini.

Tabel 2.58 Prevalence of Undernourishment (PoU) Kabupaten/Kota di Provinsi
Riau Tahun 2019-2023

PoU(%) Jumlah

ode Kabupaten Pertumbuhan Penduduk
/Kota 2019 2020 2021 2022 2023 (%) Undernourished
(Jiwa)
1406 | Kampar 7,99 9,34 10,52 14,69 12,01 12,74 129.027
1402 | Indragiri Hulu 8,07 9,11 10,8 15,22 12,31 13,31 70.633
1408 | Bengkalis 10,07 9,45 12 15,75 12,77 8,29 91.831
1403 | Indragiri Hilir 11,53 13,91 14,1 22,03 17,06 13,92 145.550
1404 | Pelalawan 5,56 7,14 9,08 14,42 10,96 22,63 59.262
1407 | Rokan Hulu 6,98 9,64 9,78 14,58 9,32 13,16 84.970
1409 | Rokan Hilir 8,6 8,24 10,19 15,93 12,62 13,77 104.869
1405 | Siak 7,4 7,02 8,75 13,07 10,33 12 62.433
1401 | Kuantan 9,56 | 10,87 | 9,02 | 158 | 13,75 14,72 47.567
Singingi

1410 | Kep. Meranti 9,74 10,41 14,51 18,81 15,95 15,19 40.172
1471 | Pekanbaru 7,42 7,51 10,11 11,81 11,75 13,03 119.014
1473 | Dumai 8,32 8,35 9,59 12,58 12,42 11,27 41.752

Sumber: BAPANAS, 2024
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2.3.1.5 Skor Pola Pangan Harapan (PPH)

Pola Pangan Harapan menunjukkan seberapa besar keragaman konsumsi
penduduk Riau, karena semakin beragam konsumsi penduduk memperlihatkan
tingkat kesehatan penduduk semakin meningkat dan pada akhirnya dapat
mencerminkan tingkat kesejahteraan. Dari tabel dapat dilihat bahwa skor Pola
Pangan Harapan (PPH) penduduk Riau tahun 2018-2019 mengalami peningkatan,
namun tahun 2020-2021 mengalami penurunan dan tahun 2022 mengalami
peningkatan kembali sebesar 5,3 poin. Rata-rata secara keseluruhan terjadi
peningkatan skor PPH, yang dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.59 Skor Pola Pangan Harapan (PPH) Menurut Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2018-2023

d b Tahun
Kode = Kabupaten/Kota . o ' 2010 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023*
14 | RIAU 84,66 | 86,31 | 85,50 84,10 | 89,40 88,90
14.01 | Kab. Kampar 85,5 86,1 86,1 86,2 91,9 90,4
14.02 | Kab. Indragiri Hulu | 86 88,7 87 84,2 82,7 92,7
14.03 | Kab. Bengkalis 79,7 82,4 82,5 83 88,3 89,7
14.04 | Kab. Indragiri Hilir | 81,5 86,4 85 81 81,9 85,3
14.05 | Kab. Pelalawan 86,2 87,8 86 84,6 92,1 90,7
14.06 | Kab. Rokan Hulu 91,3 94,7 90,5 81,9 88,8 91,8
14.07 | Kab. Rokan Hilir 86,6 87,4 86 85,2 92,7 81,4
14.08 | Kab. Siak 87,5 90,5 90,5 85,4 91,8 93,8
14.09 | Kab. Kuantan 81,2 84,9 84,9 84,1 90,7 89,4
Singingi
14.10 | Kab. Kepulauan 83,5 77,2 80 77,7 81,3 86
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 85 87,2 85 81,8 85,6 83,1
14.12 | Kota Dumai 81,9 82,4 82,5 82,9 88,6 87,9

Sumber: Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau, Tahun
2024 (*Angka Sementara)

2.3.1.6 Perkembangan Koperasi

Koperasi adalah sebuah badan usaha yang beranggotakan sekumpulan
orang yang kegiatannya berlandaskan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan
ekonomi kerakyatan yang berasas kekeluargaan. Untuk melihat aktivitas koperasi

dapat dilihat dari koperasi aktif, yaitu koperasi yang dalam 3 (tiga) tahun terakhir
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secara berturut-turut mengadakan RAT (Rapat Anggota Tahunan) dan melakukan
kegiatan usaha untuk melayani anggota.

Pemerintah Provinsi Riau melakukan berbagai upaya yang bertujuan untuk
memperkuat peran koperasi dalam perekonomian, meningkatkan kualitas
manajemen, dan memperluas akses serta partisipasi masyarakat dalam koperasi.
Selain itu penguatan regulasi, pendidikan, dukungan finansial, pengembangan
infrastruktur, peningkatan kualitas, dan kolaborasi juga sangat diperlukan. Dengan
upaya-upaya ini, diharapkan koperasi dapat berkembang lebih baik, berkontribusi
lebih signifikan terhadap perekonomian, dan memberikan manfaat yang lebih besar
bagi anggotanya dan masyarakat secara umum. Perkembangan koperasi di Provinsi
Riau dijelaskan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.60 Perkembangan Koperasi di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Perkembangan Rata-rata
No Koperasi pertumbuhan
2019 2020 2021 2022 2023 per tahun
1 | Jumlah 5.227 5.385 5.630 5.871 6.013 4,04
Koperasi
2 | Koperasi Aktif 2.946 3.130 3.248 3.166 3.220 3,41
3 | Anggota 342.198 246.072 313.939 308.159 341.622 3,01
4 ?g‘;dfjlustzfdm 5.383.714,37 | 1.249.202,63| 1.558.690,60| 2.162.747,43| 2.586.908,11 1,69
5 I\(’Ilgsaﬂi;‘r 1.438.191,34 | 1.464.123,39| 1.779.978,99| 2.444.44595| 3.007.038,22 18,57
6 | VolumeUsaha |5 1331604| 1.882.087,75| 1.931.247,89| 2.119.578,08 | 3.281.777,84 8,25
(Rp. Juta)
7 | SHU (Rp.Juta) | 200.779,40| 114.635,42 157.600,61| 256.579,33 | 323.014,20 20,51

Sumber: Online Data System (ODS) Kemenkop UKM RI Tahun, 2023

Dari data diatas dapat dilihat bahwa jumlah koperasi dari tahun 2019
sampai tahun 2023 mengalami peningkatan sebesar 4,04% per tahun dengan
perkembangan koperasi aktif juga mengalami pertumbuhan sebesar 3,41% per
tahun, dengan jumlah koperasi aktif yang memiliki Nomor Induk Koperasi (NIK)
sebanyak 888 koperasi atau 27,87% (sumber: Kementerian Koperasi) yang
menjalankan manajemen perkoperasian sesuai dengan aturan yang berlaku.
Namun dilihat dari dua tahun terakhir peningkatan jumlah koperasi tidak diikuti
dengan peningkatan jumlah koperasi aktif atau terjadi peningkatan terhadap
koperasi tidak aktif sebesar 13,56%.

Terhadap modal sendiri terjadi penurunan sebesar 1,69% per tahun,
penurunan yang signifikan terjadi pada tahun 2020 diindikasi karena dampak dari
pandemi Covid-19. Namun terhadap Sisa Hasil Usaha (SHU) berfluktuatif dengan

persentase peningkatan per tahun sebesar 20,51%.
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Melihat perkembangan koperasi di Provinsi Riau saat ini dan potensi sumber
daya alam yang mendukung aktivitas perkoperasian, maka untuk meningkatkan
kesejahteraan masyarakat pada kelompok komoditi unggulan Provinsi Riau menjadi

tantangan dan potensi sendiri untuk ditingkatkan.

Pertumbuhan koperasi yang ada di Provinsi Riau dapat dilihat juga
sebarannya berdasarkan kabupaten/kota, dimana jumlah anggota, modal, volume
usaha dan Sisa Hasil Usaha per tahun dapat dilihat pada tabel di bawah berikut ini.

Tabel 2.61 Koperasi Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Kinerja Koperasi
Kabupaten / Jumlah Modal Modal Volume SHU
Kode Kota Jumlah Koperasi Anggota Sendiri Luar Usaha (Milyar
Koperasi AKktif g8 (Milyar (Milyar (Milyar R;,)
Rp) Rp) Rp)
14.01 | Kab. Kampar 559 360 50.316 | 243,12 87,6 | 410,02 20,35
14.02 E’i};’lmdragm 286 146 39.163 | 720,46 | 486,19 | 364,02 64,13
14.03 | Kab. Bengkalis 1.003 323 25.701 30,66 | 344,95 24,17 3,22
14.04 Eilfr Indragiri 377 241 5.431 42,89 13,79 75,3 3,02
14.05 | Kab. Pelalawan 265 214 23.462 90,68 | 168,71 141,89 11,49
14.06 | Kab. Rokan Hulu| 319 154 9.112 37,5 60,3 62,85 5,12
14.07 | Kab. Rokan Hilir 442 394 35.582 86,79 | 144,75 178,38 14,23
14.08 | Kab. Siak 325 167 16.188 195,26 79,8 | 234,15 37,08
14.09 | Kab- Kuantan 233 140 25.047 | 104,07 | 114,65 | 122,61 10,19
Singingi
14.10 | Kab- Kepulauan 292 66 1.001 3 4,83 38,65 4,46
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 1.150 521 22.715 | 241,26 | 716,21 144,13 21,48
14.12 | Kota Dumai 283 175 9.261 72,66 22,85 146 12,71
Binaan Provinsi 212 163 39.807 | 257,28 | 195,53 | 165,02 48,30
Binaan Nasional 125 122 5.373 37,13 2,30 12,38 0,81
Jumlah 5.871 3.186| 308.159|2.162,75 | 2.444,45 | 2.119,58 | 256,58

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau

Kabupaten/kota dengan jumlah koperasi terbanyak di Provinsi Riau
terdapat di Kota Pekanbaru yaitu sebanyak 1.150 koperasi, diikuti oleh Kabupaten
Bengkalis sebanyak 1.003 koperasi, sedangkan koperasi aktif terbanyak di Kota
Pekanbaru dan Kabupaten Rokan Hilir. Volume usaha terbesar yang menandakan
aktivitas koperasi terdapat di Kampar dan Indragiri Hulu dengan jumlah koperasi

aktif masing-masing sebanyak 360 dan 146 koperasi.
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2.3.1.7 Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM)

Usaha Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) diklasifikasikan tersendiri
berdasarkan modal usaha sesuai dengan Pasal 35 (ayat 3) Peraturan Pemerintah
No. 7 Tahun 2021, dimana usaha mikro adalah usaha produktif milik orang
perorangan dan atau badan usaha perorang yang memiliki modal usaha sampai
dengan 1 milyar, sedangkan Usaha Kecil adalah usaha ekonomi produktif yang
berdiri sendiri, yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang
bukan merupakan anak perusahaan atau bukan cabang perusahaan yang dimiliki,
dikuasai, atau menjadi bagian baik langsung maupun tidak langsung dari usaha
menengah atau usaha besar yang memiliki modal usaha 1 milyar sampai 5 milyar.
Selanjutnya usaha menengah adalah usaha ekonomi produktif yang berdiri sendiri,
yang dilakukan oleh orang perorangan atau badan usaha yang bukan merupakan
anak perusahaan atau cabang perusahaan yang dimiliki, dikuasai, atau rnenjadi
bagian baik langsung maupun ticlak langsung dengan Usaha Kecil atau usaha
besar yang memiliki modal usaha 5 milyar sampai 10 milyar. Perkembangan UMKM
di Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.62 Perkembangan UMKM di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Perkembangan Rata-rata
No Investasi pertumbuhan
2019 2020 2021 2022 2023 per tahun
1 | Usaha Mikro 104.774 | 133.684 | 137.128 | 277.869 | 278.342 27,63
2 | Usaha Kecil 24.660 3.257 2.565 5.891 5.909 4,77
3 | Usaha Menengah 2.321 132 560 701 702 51,21

Sumber: Dinas Perdagangan, Koperasi dan UKM Provinsi Riau Tahun 2023

Perkembangan UMKM di Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir dengan rata-
rata pertumbuhan tertinggi pada Usaha Menengah (51,21%), Usaha Mikro (27,63%)
dan Usaha Kecil (4,77%). Jika dibandingkan dengan perkembangan UMKM 2 tahun
terakhir di semua kelompok jenis usaha mengalami peningkatan, baik peningkatan
kelas jenis usaha maupun penambahan usaha baru.

Sedangkan terhadap usaha yang telah difasilitasi legalitas usahanya melalui
Pusat Layanan Usaha Terpadu (PLUT) Dinas Perindagkop dan UKM Provinsi Riau

diantaranya sertifikasi halal sebanyak 41 unit usaha, Nomor Induk Berusaha (NIB)
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sebanyak 110.127 unit usaha dan sertifikat Pangan Industri Rumah Tangga (PIRT)
sebanyak 51 unit usaha. Legalitas usaha ini dibutuhkan oleh UKM untuk bermitra

dengan pengusaha menengah dan besar.

2.3.1.8 Lokasi Kawasan Industri

Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 142 Tahun 2015 tentang
Kawasan Industri, kawasan industri adalah kawasan tempat pemusatan kegiatan
industri yang dilengkapi dengan sarana dan prasarana penunjang yang
dikembangkan dan dikelola oleh perusahaan kawasan industri. Sarana dan
prasarana yang dimaksud di atas meliputi jalan, pengolahan air bersih dan air
limbah terpadu, perumahan, jaringan energi dan listrik, jaringan telekomunikasi,
dan sebagainya, sehingga pabrik (disebut dengan perusahaan industri) yang masuk
ke kawasan industri akan mendapatkan sarana/prasarana ini. Pembangunan dan
pengembangan kawasan industri bertujuan untuk mempercepat penyediaan dan
pemerataan pembangunan industri, meningkatkan upaya pembangunan industri
yang berwawasan lingkungan, meningkatkan daya saing investasi dan daya saing
industri, serta memberikan kepastian lokasi sesuai tata ruang. Berikut lokasi
kawasan industri di Provinsi Riau.

Tabel 2.63 Lokasi Kawasan Industri di Provinsi Riau Tahun 2023

No  Wilayah Industri Luas (ha) Lokasi Keterangan
1 | Kawasan Industri 1.731 Ha | Kota Dumai Sudah memiliki Pengelola
Dumai Pengelola : PT. Kawasan
- Pelintung Industri Dumai
- Lubuk Gaung
- Dock Yard
- Pelindo (BK)
2 | Kawasan Industri 600 Ha Kab. Siak |Sudah memiliki Pengelola;
Tanjung Buton Pengelola PT. Kawasan
Industri Tanjung Buton
3 | Kawasan Industri 1.550 Ha Kota Sudah memiliki Pengelola;
Tenayan Raya Pekanbaru Pengelola PT. Sarana

Pembangunan Pekanbaru

Sumber: Dinas Perindustrian Perdagangan Koperasi Usaha Kecil dan Menengah,
2024
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2.3.1.9 Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai
kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan, yang merupakan unsur
penting dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) karena
merupakan sumber penerimaan yang dapat digunakan untuk penenuhan
kebutuhan keuangan di daerah. Pendapatan daerah berperan untuk melaksanakan
perencanaan pemerintah daerah sebagai upaya untuk mengembangkan
pembangunan dan meningkatkan perekonomian suatu daerah. Unsur-unsur
pendapatan daerah meliputi Pendapatan Asli Daerah (PAD), Pendapatan Transfer
dan Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah. Untuk melihat realisasi pendapatan

Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.64 Realisasi Komponen Pendapatan Terhadap Total Pendapatan Daerah Provinsi Riau
Tahun Anggaran 2019-2023 (Ribu-Rupiah)
Tahun
ertumbuhan
No Jenis Penerimaan
2019 2020 2021 2022 2023 /Tahun (%)
1 | Pendapatan Asli Daerah 3.558.210.585.339,97 3.332.148.976.452,57 | 4.050.486.932.385,44 | 4.696.769.079.910,17 | 5.891.605.742.972,21 14,15
A | Pajak Daerah 2.989.749.791.033,00 2.783.416.736.343,00 | 3.327.500.336.694,85 | 4.054.918.904.730,36 | 4.412.361.453.766,84 10,83
Pajak Kendaraan Bermotor 1.129.336.200.214,00 1.109.848.684.824,00 1.224.094.546.237,00 1.317.737.567.028,00 1.592.655.758.668,00 9,27
Pajak Kendaraan Di Atas Air 13.374.300,00 0 0 9.730.650,00 10.024.950,00
Bea Balik Nama Pajak
Kendaraan Bermotor dan Bea 802.194.810.924,00 558.925.504.891,00 887.056.639.195,00 1.145.692.491.863,00 1.119.636.295.006,00 13,82
Balik Nama Pajak Kendaraan di
Atas Air
Pajak Bahan Bakar KB 713.227.575.843,00 645.163.654.363,00 764.782.831.375,85 1.045.239.690.323,36 1.158.048.093.972,84 14,12
Pajak Air Permukaan 32.089.318.423,00 34.691.079.876,00 45.830.123.643,00 45.714.182.867,00 48.945.378.190,00 11,76
Pajak Rokok 312.888.511.329,00 434.787.812.389,00 405.736.196.244,00 500.534.972.649,00 493.075.927.930,00 13,54
B | Retribusi Daerah 15.741.302.452,00 12.474.391.250,00 13.790.515.597,00 16.684.961.995,00 17.145.487.538,50 3,39
Retribusi jasa umum 1.852.280.000,00 1.864.294.150,00 2.312.141.000,00 2.453.392.000,00 2.618.462.500,00 9,38
Retribusi jasa usaha 13.566.150.452,00 10.102.787.100,00 11.023.990.297,00 13.999.536.345,00 13.984.066.788,50 2,62
Retribusi perizinan tertentu 322.872.000,00 507.310.000,00 454.384.300,00 232.033.650,00 542.958.250,00 32,94
c | Hasil Pengelolaan Kekayaan 118.530.642.555,72 88.442.501.751,00 117.417.430.069,00 101.607.146.246,00 048.660.382.439,65 206,89
Daerah yang Dipisahkan
D | Lain-Lain PAD yang Sah 434.188.849.299,25 447.815.347.108,57 591.778.650.024,59 523.558.066.938,81 513.438.419.227,22 5,46
2 | Dana Perimbangan 5.136.706.027.820,00 5.286.397.816.405,00 | 3.451.144.289.446,00 | 4.113.106.484.205,00 | 4.109.295.808.506,00 -3,18
A | Dana Bagi Hasil Pajak/SDA - - X 1.664.531.062.715,00 1.536.866.672.146,00
DBH Pajak - - B 1.664.531.062.715,00 1.536.866.672.146,00
DBH Bukan Pajak/SDA - - -
B | Dana Alokasi Umum - - 1.455.383.959.000,00 | 1.452.245.879.000,00 | 1.506.286.541.167,00
C | Dana Alokasi Khusus - - 1.995.760.330.446,00 956.328.413.490,00 | 1.044.594.949.193,00
D g}g‘;\ INSENTIF  DAERAH - - - 40.001.129.000,00 21.547.646.000,00
3 ;’:il“g'l;:’; Blaliin wachiin 8.315.997.000,00 3.251.000.000,00 7.422.160.004,00 8.794.200.000,00 9.078.040.000,00 22,28
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PENDAPATAN HIBAH o o 7.422.160.004,00 8.794.200.000,00 9.078.040.000,00

PENDAPATAN HIBAH DARI
PEMERINTAH PUSAT
SUMBANGAN PIHAK KETIGA /
SEJENIS

= o = 2.780.040.000,00 2.857.140.000,00

- = - 6.014.160.000,00 6.220.900.000,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Provinsi Riau
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Pendapatan Asli Daerah dari tahun 2019-2023 tumbuh sebesar 14,15% per
tahun dengan pertumbuhan tertinggi pada kelompok Hasil Pengelolaan Kekayaan
Daerah yang Dipisahkan sebesar 206,89% per tahun, tingginya rata-rata
pertumbuhan ini merupakan kontribusi dari Participating Interest yang
direalisasikan tahun 2023. Pertumbuhan tertinggi kedua pada kelompok pajak
daerah sebesar 10,83% terhadap total pendapatan asli daerah. Sedangkan
pendapatan yang bersumber dari dana transfer mengalami penurunan sebesar 3,18%
per tahun. Proporsi Pendapatan Asli Daerah terhadap total pendapatan tahun 2023

sebesar 58,39%, lebih tinggi dari proporsi dana transfer.

2.3.1.10 Rasio Kewirausahaan Daerah

Rasio kewirausahaan daerah merupakan perbandingan jumlah orang yang
berusaha dibantu buruh tetap di masing-masing daerah dengan total angkatan kerja
daerah pada tahun yang sama. Dengan peningkatan rasio kewirausahaan,
pemerintah dan pemangku kepentingan dapat merancang kebijakan dan program
yang efektif untuk mendukung pengembangan kewirausahaan, meningkatkan
pertumbuhan ekonomi, dan menciptakan lapangan kerja.
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== Jumlah Berusaha Dibantu Buruh Tetap (Juta Jiwa)

Gambar 2.34 Rasio Kewirausahaan Daerah Provinsi Riau Tahun 2010-2023
Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau (Diolah Kembali)

Meningkatnya rasio kewirausahaan di Provinsi Riau dari 4,38 pada tahun
2010 menjadi 6,46 pada 2033. Hal ini didukung oleh meningkatnya jumlah penduduk

yang bekerja dan dibantu oleh buruh tetap serta meningkatnya keterampilan dan
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pengetahuan dalam berwirausaha. Dukungan dari buruh tetap membantu
menciptakan lingkungan yang lebih stabil dan mendukung bagi pengusaha. Dengan
adanya tenaga kerja yang terampil dan loyal, pengusaha dapat lebih fokus pada
pertumbuhan dan inovasi, yang pada gilirannya dapat meningkatkan rasio

kewirausahaan.

2.3.2 Daya Saing Sumber Daya Manusia (SDM)

2.3.2.1 Indeks Pendidikan

Indeks pendidikan merupakan salah satu komponen pengukur pendidikan.
Indeks pendidikan adalah cerminan dari hasil pembangunan dibidang pendidikan
yang mempunyai kedudukan strategis, mengingat kualitas Sumber Daya Manusia
(SDM) yang tercermin didalamnya sangat menentukan tingkat produktivitas suatu
negara. Pendidikan itu penting untuk meningkatkan human capital. Oleh karena itu,
pemerintah terus berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, memfasilitasi dan
mendorong masyarakat untuk mendapatkan pendidikan Indeks pendidikan
digunakan untuk mengukur dimensi pengetahuan sebagai salah satu variabel
pembangunan manusia yang merupakan penggabungan dua indikator pendidikan
yaitu rata-rata lama sekolah (RLS) dan Angka Harapan Lama Sekolah (HLS). Berikut
ini disajikan indeks Pendidikan Provinsi Riau selama tahun 2019 sampai dengan
2023.

Tabel 2.65 Indeks Pendidikan Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kode Provinsi/Kabupaten/ Indeks Pendidikan (Poin)
Kota 2019 | 2020 2021 2022 2023

14 | RIAU 68 68 68 68 68
14.01 | Kab. Kampar 69 65 69 69 65
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 63 63 63 63 63
14.03 | Kab. Bengkalis 68 69 68 68 69
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 57 58 37 57 58
14.05 | Kab. Pelalawan 63 65 63 63 65
14.06 | Kab. Rokan Hulu 64 65 64 64 65
14.07 | Kab. Rokan Hilir 63 64 63 63 64
14.08 | Kab. Siak 69 69 69 69 69
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 66 67 66 66 67
14.10 | Kab. Kepulauan 62 62 62 62 62

Meranti

14.11 | Kota Pekanbaru 83 83 83 83 83
14.12 | Kota Dumai 71 71 71 71 71

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan
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Perkembangan Indeks Pendidikan Provinsi Riau periode 2019-2022
mengalami stagnan, selama 5 tahun berturut-turut tidak mengalami peningkatan.
Capaian indeks Pendidikan Kabupaten/Kota yang melebihi capaian Provinsi Riau
tahun 2023 yakni Kota Pekanbaru (83), Kota Dumai (71), Kabupaten Bengkalis (69)
dan Kabupaten Siak (69). Sedangkan capaian indeks Pendidikan dibawah rata-rata
provinsi Riau tahun 2023 yakni Kabupaten Indaragiri Hilir (58), Kabupaten Meranti
(62), Kabupaten Indragiri Hulu (63) Kabupaten Rokan Hilir (64), Kabupaten Rokan
Hulu (65), Kabupaten Kampar 65), Kabupaten Pelalawan (65), dan Kabupaten
Kuansing (67).

2.3.2.2 Angka Literasi/Numerasi

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 32
tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan pada pasal 11
yang menyatakan bahwa kualitas hasil belajar peserta didik mencakup Literasi dan
Numerasi. Kemampuan Literasi dianggap sebagai kemampuan seseorang dalam
menggunakan informasi untuk mengembangkan pengetahuan sehingga
mendatangkan manfaat bagi masyarakat. Literasi merujuk pada kemampuan
sesorang untuk membaca, menulis dan memahami teks tertulis, sementara
numerasi merujuk kepada kemampuan seseorang untuk memahami, menggunakan,
dan memanipulasi angka. Literasi dan numerasi sangat penting dalam kehidupan
modern karena hampir semua aspek kehidupan memerlukan keterampilan ini.
Misalnya, untuk memahami instruksi dokter, membaca label makanan, atau
mengelola keuangan pribadi seseorang harus memiliki kemampuan literasi dan
numerasi yang baik. Kemampuan literasi dan numerasi juga sangat penting dalam
pendidikan. Siswa yang memiliki keterampilan literasi numerasi yang baik memiliki
keunggulan dalam memahami pelajaran dan memecahkan masalah. Oleh karena itu
literasi numerasi adalah dua keterampilan dasar yang harus dipelajari dan dikuasai
oleh semua orang terutama anak-anak di usia sekolah.
Berikut ini disajikan angka literasi/numerasi Provinsi Riau selama tahun 2021

sampai dengan 2023.
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Tabel 2.66 Angka Literasi/Numerasi Provinsi Riau Tahun 2021-2023

. Capaian (%)

Kelompok Indikator 2021 ‘ 2022 | 2023
Kemampuan Literasi
SMA 62,84 63,27 69,23
SMK 60,71 60,41 65,94
SMALB 57,63 57,48 64,80
SMPLB 67,68 69,58 65,96
SDLB 57,43 57,09 69,45
Kemampuan Numerasi
SMA 50,47 52,89 58,64
SMK 49,64 50,94 55,81
SMALB 58,30 54,86 59,56
SMPLB 55,38 60,26 65,75
SMALB 48,15 52,70 58,90

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2024

Rata- rata kemampuan literasi pada setiap jenjang pendidikan di Provinsi
Riau masih berkisar pada angka 60 persen pada tahun 2023, sedangkan untuk
kemampuan numerasi masih berkisar 50-60 persen dan dilihat dari trend dari tahun

ketahun mengalami peningkatan rata- rata 2-4 persen.

2.3.2.3 Rata-Rata Lama Sekolah (RLS)

Perkembangan angka rata-rata lama sekolah tahun 2019-2023 Provinsi Riau
memiliki trend meningkat. Pencapaian rata-rata lama sekolah Provinsi Riau hingga
tahun 2023 yaitu 9,32 tahun sudah diatas wajib belajar 9 tahun. Upaya peningkatan
rata-rata lama sekolah minimal 9 tahun tetap menjadi prioritas pembangunan
sumberdaya manusia di Provinsi Riau ke depannya melalui program pembangunan
Pendidikan. Terdapat 7 kabupaten yang perlu mendapatkan prioritas utama dalam
peningkatan RLS karena berada di bawah rata-rata RLS Provinsi yaitu kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Indragiri Hulu, kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten
Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten

Kepulauan Meranti.
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Tabel 2.67 Rata-Rata Lama Sekolah Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2010 - 2023 (Tahun)

Provinsi/ Tahun
Kode Kabupaten/
Kota 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 /2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023
14 RIAU 8,25]| 8,29 8,34 | 8,38 | 8,47 | 8,49 | 8,59 8,76 | 8,92 | 9,03 | 9,14 | 9,19 | 9,22 | 9,32
14.01 | Kab. Kampar 8,08|8,56|8,56]8,62|8,62]|884]8,85]9,09| 9,1 |9,25/9,26|9,27]9,39| 9,4

Kab. Indragiri
Hulu

14.03 | Kab. Bengkalis | 8,14 | 8,34 | 8,64 | 8,76 | 8,8 | 8,82 8,83 8,89 9,21[9,41|9,69| 9,7 [ 9,71 9,73

14.02 72 | 7,31 7,38 7,46 | 7,55 7,82 | 7,83 7,89 | 8,16 | 8,17 | 8,38 | 8,39 | 8,4 | 8,42

Kab. Indragiri
Hilir
14.05 | Kab. Pelalawan | 6,94 | 7,2 | 7,41|7,74|7,82|8,17|8,18|8,19|8,44|8,49| 85 | 8,7 | 8,72 18,73

14.04 6,54 | 6,66 6,7 | 6,74 | 6,81 6,82 6,94 | 7,18 | 7,19 | 7,22 | 7,23 | 7,24 | 7,26 | 7,31

14.06 gﬁf"kan 718|724 731|7,38|7,83|7,84|7,97|8,18]8,37|8,38]8,39]8,548,55] 8,81

14.07 g’fl’r Rokan 724 7,3 | 7,36 | 7,42 | 7,62 | 7,62 7,88 | 7,80 | 8,15 | 8,24 | 8,25 | 8,26 | 8,28 | 8,52

14.08 | Kab. Siak 8,6 |8,72]8,77]881]905]| 92921 9,4 |9,64]9,65|9,66|9,86[9,87|9,88

14.09 | Kab. Kuantan 719|746 7,68 7,7 | 8,17 8,18 8,19 8,2 |8,31|8,58(8,50]|8,75|8,76 | 8,9
Singingi

14.10 ﬁiﬁéﬁpm"‘u“ 6,12 6,27| 6,8 | 7,33 | 7,44 | 7,45 | 7,46 | 7,47 | 7,48 | 7,51 | 7,7 | 7,84 | 7,88 | 7,99

14.11 | Kota Pekanbaru |10,67]|10,84/10,88/10,93/10,95/10,97| 11,2 |11,21|11,22]|11,43]11,68/11,92]11,93|11,94

14.12 | Kota Dumai 9,36|9,42|9,48| 9,54 | 9,56 | 9,57 | 9,58 9,67 | 9,84 | 9,85 |10,07]|10,14|10,15| 10,16

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Riau
Ket. Dibawah capaian provinsi

2.3.2.4 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat

Angka Partisipasi Kasar (APK) pada pendidikan Sekolah Menengah diartikan
sebagai persentase dari jumlah siswa yang terdaftar di sekolah menengah
dibandingkan dengan jumlah total populasi usia sekolah menengah. Perkembangan
APK Sekolah Menengah sederajat yang meliputi SMA, SMLB, SMK, Paket C, Salaf
Ulya, Bimas non islam pada penduduk usia 16-18 tahun di Provinsi Riau selama
tahun ajaran 2018/2019 hingga 2022/2023 secara rinci dapat dilihat pada tabel di

bawah ini.
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Tabel 2.68 Angka Partisipasi Kasar (APK) Sekolah Menengah Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Provinsi/ Tahun Ajaran Pertumbuhan
Kode Kabupaten/Kota 2018/ | 2019/ | 2020/ | 2021/ | 2022 / Tahun (%)
2019 | 2020 2021 | 2022 | /2023

14 | RIAU 76,65 | 86,65 | 90,11 | 90,11 | 90,44 4,35
14.01| Kab. Kampar 62,12 | 75,53 | 82,92 | 82,92 | 85,41 8,59
14.02| Kab. Indragiri Hulu 79,67 | 91,74 | 94,53 | 94,53 | 94,67 4,58
14.03| Kab. Bengkalis 79,43 | 87,73 | 88,35 | 88,35 | 86,78 2,34
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 47,15 | 66,68 | 69,67 | 69,67 | 70,86 11,9
14.05| Kab. Pelalawan 85,91 | 88,32 | 94,06 | 94,06 | 91,81 1,73
14.06| Kab. Rokan Hulu 86,64 | 91,7 | 96,74 | 96,74 | 97,84 3,12
14.07| Kab. Rokan Hilir 68,8 | 76,43 | 77,03 | 77,03 | 76,88 2,92
14.08 | Kab. Siak 87,4 | 93,81 | 96,91 | 96,91 | 98,35 3,03
14.09| Kab. Kuantan Singingi | 86,21 | 94,62 | 96,58 | 96,58 | 85,41 0,07
14.10| Kab. Kepulauan Meranti| 69,23 | 86,59 | 76,83 | 76,83 | 76,48 3,34
14.11| Kota Pekanbaru 94,13 | 98,78 | 107,82| 107,82| 108,57 3,7
14.12| Kota Dumai 93,82 | 102,78 107,1 | 107,1 | 103,38 2,57

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan 2018-2023

Selama kurun waktu 2018/2019 hingga 2022 /2023 terjadi peningkatan APK
jenjang Sekolah Menengah sederajat Provinsi Riau dari 76,65% menjadi 90,44%
dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 4,35 persen. Hal ini menunjukkan terjadi
peningkatan partisipasi sekolah pada jenjang Sekolah Menengah Sederajat selama
kurun waktu 5 tahun. Bila dilihat sebarannya pada masing-masing kabupaten/kota
terdapat 6 kabupaten yang APK Sekolah Menengah Sederajat di bawah capaian
Provinsi Riau pada tahun ajaran 2022/2023, yaitu: Kuantan Singingi, Indragiri Hilir,

Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti.

2.3.2.5 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat

Peningkatan rata-rata lama sekolah juga dipengaruhi oleh peningkatan Angka
Partisipasi Murni (APM). APM yaitu proporsi anak sekolah pada suatu kelompok
tertentu yang bersekolah pada tingkat yang sesuai dengan kelompok umurnya. Angka
Partisipasi Murni (APM) lebih spesifik dan hanya mencakup usia yang sesuai untuk
jenjang pendidikan tersebut.

APM tinggi menunjukkan bahwa sebagian besar dari kelompok usia yang

sesuai untuk pendidikan menengah terdaftar di sekolah menengah. Ini

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045



Gambaran Umum || 11 - 114

mengindikasikan bahwa hampir semua individu dalam kelompok usia tersebut
mendapatkan akses ke pendidikan menengah. Sedangkan APM rendah menunjukkan
bahwa hanya sebagian kecil dari kelompok usia yang sesuai terdaftar di sekolah
menengah. Ini bisa mengindikasikan adanya masalah dalam akses pendidikan atau
kualitas pendidikan yang rendah, yang mungkin mengakibatkan banyak anak usia
sekolah menengah tidak bersekolah. Secara rinci angka partisipasi murni sekolah
menengah sederajat dapat dilihat di bawah ini.

Tabel 2.69 Angka Partisipasi Murni (APM) Sekolah Menengah Sederajat
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Provinsi/ Tahun Ajaran Pertumbuhan
Kode T e TR 2018/ |2019/ |2020/ |2021/ 2022 / Tahun (%)
2019 2020 2021 2022 |/2023

14 | RIAU 63,80 56,36 66,90 66,02 (66,43 1,59
14.01| Kab. Kampar 58,27 47,43 57,5 61,75 [64,08 3,45
14.02| Kab. Indragiri Hulu 64,42 55,73 69,39 67,58 |67,73 2,16
14.03| Kab. Bengkalis 62,68 56,59 69,24 64,42 (62,41 0,64
14.04| Kab. Indragiri Hilir 47,54 33,9 49,72 51,58 (50,41 4,86
14.05| Kab. Pelalawan 65,67 63,51 66,53 66,22 |67,98 0,91
14.06| Kab. Rokan Hulu 70,1 64,02 65,41 69,67 |72,59 1,05
14.07| Kab. Rokan Hilir 54,32 48,78 59,85 54,51 54,57 0,92
14.08| Kab. Siak 71,82 65,67 73,05 72,41 72,82 0,59
14.09| Kab. Kuantan Singingi 72,49 63,44 73,01 74,52 70,78 -0,09
14.10| Kab. Kepulauan Meranti | 60,07 48,33 67,16 59,5 53,32 -0,59
14.11| Kota Pekanbaru 76,51 71,57 80,67 80,35 (81,77 1,91
14.12| Kota Dumai 71,56 68,83 81,53 74,68 |72,92 0,97

Sumber: Pusat Data dan Statistik Kementerian Pendidikan Tahun 2018-2023

APM Sekolah Menengah Sederajat Provinsi Riau selama 5 tahun terakhir
menunjukkan kecenderungan meningkat. Pada tahun 2018/2019 sampai dengan
tahun 2022/2023 capaian APM sebesar 63,8 persen menjadi 66,43 persen atau
pertumbuhan sebesar 1,59 persen. Kecuali pada tahun 2019/2020 terjadi penurunan
terjadi sebesar 56,36 persen. Jika dilihat sebaran Sekolah Menengah Sederajat pada
masing-masing kabupaten/kota terdapat 5 kabupaten/kota yang capaian APM
dibawah capaian provinsi pada tahun ajaran 2022/2023 antara lain Kabupaten
Indragiri Hilir, Kampar, Bengkalis, Rokan Hilir, dan Kepulauan Meranti. Keadaan ini
patut menjadi perhatian serius mengingat kewenangan pendidikan Sekolah

Menengah Sederajat sudah menjadi tanggungjawab pemerintah provinsi.
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2.3.2.6 Angka Partisipasi Sekolah

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun
2020-2022. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional,
khususnya pada jenjang SD / sederajat, SMA/sederajat dan perguruan tinggi. Nilai
tertinggi Angka Pertisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 tahun atau
tingkat SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur
19-24 tahun atau tingkat pendidikan tinggi, yang mengindikasikan bahwa hanya
28.35-28,65 % yang melanjutkan pendidikan ke perguruan tinggi. Secara rinci angka
partisipasi sekolah di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.70 Angka Partisipasi Sekolah (APS) Provinsi Riau dan Indonesia
Sesuai Jenjang Pendidikan Tahun 2021-2023

Angka Usia (Tahun)
Partisipasi 7-12 13-15 16-18 19-24
Sekolah 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023 | 2021 | 2022 | 2023
RIAU 99,65 | 99,61 | 95,65 | 95,66 | 95,72 | 95,89 | 77,81 | 77,32 | 78,15 | 28,79 | 28,65 | 30,07
INDONESIA 99,19 | 99,10 | 99,16 | 95,99 | 95,92 | 96,10 | 73,09 | 73,15 | 73,42 | 26,01 | 25,99 | 26,85

Sumber: Badan Pusat Statistik

Perkembangan angka partisipasi sekolah Provinsi Riau meningkat dari tahun
2021-2023. Angka partisipasi sekolah di Provinsi Riau secara umum diatas nasional,
khususnya pada jenjang SD/sederajat (usia 7-12 tahun), SMP/sederajat (usia 13-15
tahun) SMA /sederajat (usia 16-18 tahun) dan perguruan tinggi (usia 19-24 tahun).
Nilai tertinggi Angka Pertisipasi sekolah berada pada jenjang umur 7-12 atau tingkat
SD/Sederajat. Angka partisipasi sekolah terendah berada pada jenjang umur 19-24
tahun atau tingkat pendidikan tinggi. Sedangkan Angka partisipasi sekolah jenjang
SMP/sederajat lebih tinggi dibandingkan dengan angka partsipasi sekolah jenjang
SMA, artinya banyak anak yang tamatan SMP tidak melanjutkan lagi ke sekolah
jenjang SMA, begitu juga anak yang jenjang SMA/sederajat banyak tidak
melanjutkan sekolah ke perguruan tinggi. Hal tersebut bisa disebabkan beberapa
faktor, antara lain anak tersebut sudah bekerja membantu orang tua, menikah pada

usia sekolah atau sekolah yang tidak dapat diakses.
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2.3.2.7 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM)

Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) adalah alat ukur yang
digunakan untuk menilai tingkat literasi di masyarakat suatu daerah atau negara.
Literasi dalam konteks ini tidak hanya merujuk pada kemampuan membaca dan
menulis, tetapi juga mencakup keterampilan lain yang berhubungan dengan
kemampuan individu untuk memahami, menganalisis, dan menggunakan informasi
dalam kehidupan sehari-hari. IPLM biasanya digunakan untuk mengukur
keberhasilan program-program pendidikan dan pembangunan dalam meningkatkan
keterampilan literasi masyarakat.

Pencapaian nilai Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Provinsi
Riau sebesar 66,88 dan masuk ke dalam kategori sedang. Empat kabupaten/kota
dengan pencapaian IPLM diatas Provinsi Riau yaitu Kota Pekanbaru 70,77;
Kabupaten Siak 70,06; Kota Dumai 68,42; Kabupaten Pelalawan 66,96. Sedangkan,
tiga kabupaten/kota yang terendah yaitu Kabupaten Indragiri Hilir 48,99; Kabupaten
Rokan Hilir 50,36; dan Kabupaten Rokan Hulu 52,69.

Tabel 2.71 Indeks Pembangunan Literasi Masyarakat (IPLM) Kabupaten/Kota di
Provinsi Riau Tahun 2023

Kode Provinsi/ Unit Pengelola Literasi Masyarakat (UPLM) Skor
Kabupaten/Kota | UPLM 1| UPLM 2 |UPLM 3|UPLM 4|UPLM 5(UPLM 6| UPLM 7 IPLM
14 RIAU 0,3518 | 0,2753 1 0,0543 1 1 1 66,88
14.01 | Kab. Kampar 0,3344 | 0,2978 1 0,0199] 0,3168 1 1 56,7
Kab. Indragiri 0,2912 | 0,251 1 0,0524 | 0,6669 1 1 60,88
14.02
Hulu
14.03 | Kab. Bengkalis 0,2976 | 0,1213 | 0,3045 | 0,0467 1 1 1 53,86
Kab. Indragiri 0,1832 | 0,0766 | 0,8029 | 0,037 | 0,2396 1 1 48,99
14.04 Hilir
14.05 | Kab. Pelalawan 0,3252 | 0,5023 1 0,0915] 0,7684 1 1 66,96
14.06 | Kab. Rokan Hulu | 0,2608 | 0,2457 | 0,1416 | 0,0402 1 1 1 52,69
14.07 | Kab. Rokan Hilir 0,1416 | 0,2422 | 0,1063 | 0,0349 1 1 1 50,36
14.08 | Kab. Siak 0,6055 | 0,2804 1 0,0871] 0,9314 1 1 70,06
14.09 Kgb.. Kgantan 0,4915| 0,281 1 0,0328] 0,7294 1 1 64,78
Singingi
Kab. Kepulauan 0,2323 | 0,3011 1 0,0632] 0,8271 1 1 63,19
14.10 .
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 0,7958 | 0,4211 1 0,0856] 0,6515 1 1 70,77
14.12 | Kota Dumai 0,5065 | 0,2299 1 0,0533 1 1 1 68,42

Sumber : Perpustakaan Nasional RI Tahun 2023
Ket. Dibawah capaian provinsi
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2.3.2.8 Indeks Literasi Digital

Literasi digital sangat penting dalam era digital saat ini karena teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) telah menjadi bagian integral dari kehidupan sehari-
hari. Literasi digital adalah kemampuan seseorang untuk menggunakan teknologi
informasi dan komunikasi (TIK) dengan efektif untuk mencari, menganalisis,
mengevaluasi dan menyebarkan informasi. Pengukuran dilakukan menggunakan
empat pilar, yaitu kecakapan digital (digital skills), etika digital (digital ethics),
keamanan digital (digital safety), dan budaya digital (digital culture). Indeks Digital
Provinsi Riau pada tahun 2022 sebesar 3,33 poin dan masih dibawah rata-rata
nasional sebesar 3,54 poin. Adapun keempat faktor pembentuk digital Riau adalah
(1) Digital skills atau indikator kecakapan digital 3,55 poin. Pilar ini mengukur
kecakapan pengguna internet dalam menggunakan komputer atau gawai,
mengunggah /mengunduh data, mengecek ulang informasi dari internet, dan
sebagainya. (2) Digital budaya atau indikator budaya digital 3,71 poin. Pilar ini
mengukur kebiasaan pengguna internet seperti mencantumkan nama
penulis/pengunggah asli saat melakukan reposting dan sebagainya. (3) Digital Etica
atau indikator etika digital 3,55 poin. Pilar ini mengukur kepekaan pengguna internet
dalam mengunggah konten tanpa izin, berkomentar kasar di media sosial,
menghargai privasi di media sosial, dan sebagainya. (4) Digital Safety atau indikator
keamanan 2,84 poin. Pilar ini mengukur kemampuan pengguna internet dalam
mengidentifikasi dan menghapus spam/malware/virus di komputer atau gawai

pribadi, kebiasaan mencadangkan data, pelindungan data pribadi.

2.3.2.9 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan Perempuan
Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) adalah persentase banyaknya
angkatan kerja terhadap banyaknya penduduk yang berumur sepuluh tahun ke atas.
TPAK ini merupakan indikator yang mengindikasikan besarnya persentase penduduk
usia kerja yang aktif secara ekonomi di suatu negara/provinsi/ kabupaten/kota.
Interpretasinya, semakin tinggi TPAK kota, menunjukkan bahwa semakin tinggi pula
pasokan tenaga kerja (labour supply) yang tersedia untuk memproduksi barang dan
jasa suatu perekonomian di kota tersebut. Di Provinsi Riau TPAK laki-laki lebih besar
bila dibanding perempuan dengan perbangangan 2 : 1, dan perkembangannya
meningkat setiap tahunnya. Secara rinci perkembangan TPAK laki - laki dan

perempuan dari tahun 2021 hingga 2023 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.72 Tingkat Partisipasi Angkatan Kerja (TPAK) Laki-Laki dan

Perempuan Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2021-2023

Provinsi/ Jenis Kelamin (%)

Kode Kabupaten/Kota Laki-Laki Perempuan
2021 2022 2023 2021 2022 2023
14 RIAU 82,15 83,59 83,77 47,14 43,28 44,27
14.01 | Kab. Kampar 83,13 | 82,19 | 81,83 | 42,2 | 39,82 | 36,42
14.02  Kab. Indragiri Hulu 83,7 | 85,46 @ 85,43 52,51 45,63 48,74
14.03 Kab. Bengkalis 83,32 | 82,04 82,13 | 49,48 | 41,07 | 40,41
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 85,4 86,03 | 82,19 | 50,85 | 40,79 | 37,61
14.05 | Kab. Pelalawan 86,9 87,77 | 89,76 | 50,22 | 39,35 | 46,5
14.06 | Kab. Rokan Hulu 85,13 | 84,93 | 88,48 | 46,94 | 42,22 | 44,06
14.07 | Kab. Rokan Hilir 83,1 84,36 | 86,64 | 37,35 | 43,79 | 44,29
14.08 Kab. Siak 83,09 @ 88,01 @ 86,86 44,19 @ 42,4 | 43,19
14.09 Kab. Kuantan Singingi 82,24 @ 83,04 82,17 @ 51,34 41,64 @ 45,24
14.10 Kab. Kepulauan 79,46 81,14 82,54 51,2 | 47,93 47,58

Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 74,3 78,59 | 78,66 | 48,54 @ 48,81 | 53,5
14.12 | Kota Dumai 79,6 84,42 | 84,99 | 49,55 | 45,64 | 46,19
Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.2.10 Tenaga Kerja Asing

Tenaga Kerja Asing (TKA) adalah tiap orang bukan warga Negara Indonesia

yang mampu melakukan pekerjaan, baik di dalam maupun di luar hubungan kerja,

guna menghasilkan jasa atau barang untuk memenuhi kebutuhan masyarakat. Ada

2 (dua) aspek yang menjadi dasar pertimbangan dalam mempekerjakan TKA di

Indonesia, yaitu:

a. Aspek manfaat (prosperity): mempekerjakan TKA harus membawa manfaat

terhadap peningkatan kualitas tenaga kerja Indonesia melalui alih teknologi

dan alih keahlian, mendorong investasi dan perluasan lapangan usaha, serta

penyediaan kesempatan kerja bagi tenaga kerja Indonesia.

b. Aspek keamanan (security): kebijakan penggunaan TKA terkait kebijakan lalu

lintas orang asing. Masuknya tenaga kerja asing harus selektif dan

dilaksanakan melalui kebijakan satu pintu dengan tetap memperhatikan

kepentingan keamanan Negara.

Penggunaan TKA dilaksanakan melalui Pengesahan Rencana Penggunaan

Tenaga Kerja Asing (RPTKA) yang bersifat wajib. Adapun kewajiban Pemberi Kerja

TKA dalam memperkerjakan TKA antara lain menunjuk TKI sebagai Tenaga Kerja

Pendamping TKA yang dipekerjakan untuk alih teknologi dan alih keahlian dari TKA,
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melaksanakan pendidikan dan pelatihan kerja bagi Tenaga Kerja Pendamping TKA
sesuai dengan kualifikasi jabatan yang diduduki oleh TKA, memfasilitasi pendidikan
dan pelatihan Bahasa Indonesia kepada TKA, dan memulangkan TKA ke negara
asalnya setelah perjanjian kerjanya berakhir. Jumlah TKA yang mengurus izin
bekerja di Provinsi Riau dalam kurun waktu tahun 2008 - 2023 dapat dilihat pada

tabel dibawah ini.

617 632 659
527 507

22 230 204

2008 200920102011 201220132014 201520162017 2018 2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 2.35 Jumlah Tenaga Kerja Asing yang Mengurus Izin Kerja di Provinsi
Riau Tahun 2008-2023
Sumber: Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Riau
Dari tabel di atas dapat dilihat bahwa jumlah tenaga kerja asing yang
mengurus izin kerja di Provinsi Riau mengalami penurunan dari 617 orang pada
tahun 2008 menjadi 204 orang pada tahun 2023. Penurunan ini mengindikasikan
investasi yang membutuhkan tenaga kerja asing semakin berkurang dan masih

terdapat perusahaan yang tidak mendaftarkan pekerja asingnya.

2.3.2.11 Angka Ketergantungan

Angka ketergantungan (dependency ratio) dapat digunakan sebagai
indikator yang secara kasar dapat menunjukkan keadaan ekonomi suatu negara
apakah tergolong negara maju atau negara yang sedang berkembang. Dependency
ratio merupakan salah satu indikator demografi yang penting. Semakin tingginya
persentase dependency ratio menunjukkan semakin tingginya beban yang harus
ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai hidup penduduk yang
belum produktif dan tidak produktif lagi. Sedangkan persentase dependency
ratio yang semakin rendah menunjukkan semakin rendahnya beban yang

ditanggung penduduk yang produktif untuk membiayai penduduk yang belum
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produktif dan tidak produktif lagi. Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun

2023 dapat dilihat pada tabel berikut.

Rasio ketergantungan Provinsi Riau tahun 2023 sebesar 46,03%, ini

berarti bahwa untuk setiap 100 orang usia kerja, ada sekitar 46 orang yang berada

dalam kelompok usia bergantung (baik usia muda maupun usia tua). Rasio ini

memberikan gambaran tentang beban ekonomi yang harus ditanggung oleh

penduduk usia kerja untuk mendukung mereka yang tidak aktif secara ekonomi.

Hampir setengah dari populasi usia kerja harus menanggung beban dari mereka

yang tidak aktif secara ekonomi. Ini dapat mencerminkan tingkat ketergantungan

yang moderat, di mana penduduk usia kerja memiliki tanggung jawab untuk

mendukung populasi yang lebih muda dan lebih tua.

Tabel 2.73 Rasio Ketergantungan Provinsi Riau Tahun 2023

Kelompok Umur Laki-laki | Perempuan | Jumlah Dls:;‘;um

0-4 318.806 304.059 | 622.865 9,25

5-9 311.729 298.453 [ 610.182 9,06

10-14 303.698 287.383 [ 591.081 8,78

15-19 293.483 275.089 | 568.572 8,44

20-24 293.570 279.526 | 573.096 8,51

25-29 290.498 281.806 | 572.304 8,50

30-34 281.507 272.862 | 554.369 8,23

35-39 267.099 260.499 | 527.598 7,83

40 - 44 248.680 240.255 | 488.935 7,26

45 -49 226.091 216.079 | 442.170 6,56

50 - 54 189.994 180.058 | 370.052 5,49

55-59 152.166 143.125 | 295.291 4,38

60 - 64 114.200 106.788 | 220.988 3,28

65-69 77.279 72.266 | 149.545 2,22

70-74 43.958 42.062 | 86.020 1,28

75+ 29.741 32.520 | 62.261 0,92

Jumlah Penduduk 3.442.499 | 3.292.830 ,735.329 100,00
Usia Produktif 2.357.288 2.170.210 }.527.498 67,22
Usia Belum Produktif 934.233 874.644 |.808.877 26,86
Usia Tidak Produktif 150.978 124.012 | 274.990 4,08
Usia Non Produktif (BP+TP) 1.085.211 998.656 }.083.867 30,94
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Kelompok Umur Laki-laki | Perempuan | Jumlah Dls::/ﬂ;us‘

(o)
Persentase Usia Produktif 68,48 65,91 67,22 0,00
Persentase Usia Belum Produktif 27,14 26,56 26,86 0,00
Persentase Usia Tidak Produktif 4,39 3,77 4,08 0,00
Rasio Ketergantungan 46,04 46,02 46,03 0,00

Sumber: BPS Provinsi Riau

2.3.2.12 Fasilitas dan Pelayanan Kesehatan

Salah satu komponen untuk meningkatkan kualitas sumberdaya manusia
adalah upaya meningkatkan pelayanan kesehatan. Berkenaan dengan itu
pembangunan bidang kesehatan menjadi prioritas baik pemerintah pusat, provinsi
maupun kabupaten/kota. Dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 urusan
kesehatan merupakan urusan pemerintah wajib pelayanan dasar, artinya wajib
diselenggarakan oleh semua kabupaten/kota dan harus menjadi prioritas dalam
pengalokasian anggaran. Salah satu upaya meningkatkan pelayanan kesehatan
adalah meningkatkan sarana dan prasarana kesehatan yang indikatornya adalah
semakin baiknya rasio antara sarana dan prasarana dengan jumlah penduduk.
Adapun perkembangan sarana dan prasarana pelayanan kesehatan dan rasio
pelayanan kesehatan di Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.74 Jumlah Fasilitas dan Rasio Pelayanan Kesehatan
di Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

N Uraian fabun

o 2019 2020 2021 2022 2023

1 Jumlah Penduduk (jiwa) 6.971.74 6.394.087 | 6.493.603 | 6.614.384 | 6.642.874
5

2 Jumlah Balita (jiwa) 743.920 748.154 640.238 640.001 641.043

3 Jumlah Posyandu (unit) 5.519 5.569 5.707 5.701 5.667

3 Jumlah Puskesmas (unit) 228 228 234 238 239

4 Jumlah Puskesmas Pembantu (unit) 981 981 1.000 1.069 1.069

5 Jumlah Rumah Sakit (unit) 74 74 75 76 79

6 Jumlah Tempat Tidur Rumah Sakit (unit) 6.790 6.847 7.960 8.144 9.205

7 Tingkat Keterisian Tempat Tidur RS (BOR) (%) 46 44 29 51 35

8 Rasio Puskesmas (per 30.000 penduduk) 0,98 0,96 0,99 0,99 1,08

9 Rasio Tempat Tidur RS (per 1000 penduduk) 0,97 0,96 1,13 1,15 1,39

Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2020-2024
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Bila dicermati data tabel diatas, prasarana kesehatan dalam kurun waktu
lima tahun terakhir (2019-2023) mengalami peningkatan, hal ini dapat dilihat dari
jumlah Puskesmas dan Rumah Sakit. Rasio tempat tidur rumah sakit per 1000
penduduk mengalami peningkatan namun jumlah tempat tidur rumah sakit tidak
seimbang dengan pertambahan penduduk dapat dilihat pada tahun 2023 dimana 1
tempat digunakan untuk 1.390 penduduk.

2.3.2.13 Prevalensi Balita Gizi Buruk

Menurut Panduan Indikator Program Gizi Dan Kesehatan Ibu Dan Anak yang
diketalurkan oleh Direktorat Gizi dan Kesehatan Ibu dan Anak Kementerian
Kesehatan tahun 2023, prevalensi balita wasting (gizi kurang dan gizi buruk) adalah
persentase balita umur O sampai 59 bulan dengan kategori status gizi berdasarkan
indeks Berat Badan menurut Panjang Badan (BB/PB) atau Berat Badan menurut
Tinggi Badan (BB/TB) memiliki Z-score kurang dari -2 SD. Balita gizi buruk adalah
anak usia 0-59 bulan yang memiliki tanda klinis gizi buruk dengan indeks berat
badan menurut tinggi badan (BB/TB) atau berat badan menurut panjang badan
(BB/PB) dengan nilai Z-Score kurang dari -3 SD atau Lingkar Lengan Atas (LILA)
kurang 11,5 cm dan atau ditemukan tanda-tanda klinis marasmus, kwashiorkor dan
marasmus-kwashiorkor.

Kekurangan gizi, terutama pada anak usia dini akan berdampak pada tumbuh
kembang anak, rendahnya kemampuan kognitif dan kecerdasan anak. Oleh karena
itu pemerintah Provinsi Riau harus terus melakukan upaya perbaikan kesehatan
balita kedepan. Sesuai rekomendasi World Health Organization (WHO), perbaikan
status gizi balita gizi buruk dilakukan mulai dari memperbaiki asupan zat gizi makro
dan mikro dengan pemberian suplemen dan makanan formula sebagai makanan
terapi secara bertahap, pengobatan penyakit penyerta atau penyulit, dan
penatalaksanaan gizi buruk dilakukan secara rawat inap maupun rawat jalan bagi

balita tanpa komplikasi, dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.75 Balita Gizi Buruk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Kode Provinsi/ Jumlah Balita Jumlah Balita Prevalensi Balita
Kabupaten/Kota Gizi Buruk Gizi Buruk (%)
14 | RIAU 781 237.168 0,33
14.01 | Kab. Kampar 77 47.317 0,16
14.02 | Kab. Indragiri 83 15.901 0,52
Hulu
14.03 | Kab. Bengkalis 103 7.579 1,36
AL || Sl ety 14 17.688 0,08
Hilir
14.05 | Kab. Pelalawan 34 11.864 0,29
14.06 | Kab. Rokan Hulu 147 21.506 0,68
14.07 | Kab. Rokan Hilir 82 25.966 0,32
14.08 | Kab. Siak 123 20.162 0,61
14.09 | Kab. Kuantan 55 16.056 0,34
Singingi
14.10 | Kab. Kepulauan 30 7.719 0,39
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 24 29.183 0,08
14.12 | Kota Dumai 9 16.227 0,06

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau (EPPGBM), Tahun 2024

Sebaran prevalensi gizi buruk pada kabupaten/kota di Provinsi Riau dapat
dilihat pada tabel di atas. Mencermati data pada tabel diatas terlihat bahwa
Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis, dan
Kepulauan Meranti merupakan daerah terjadinya kasus balita gizi buruk diatas rata-
rata gizi buruk Provinsi Riau Tahun 2023 sebesar 0,33 persen. Kenyataan ini menjadi

referensi dalam penanganan gizi buruk ke depan di Provinsi Riau.

2.3.2.14 Prevalensi Balita Gizi Kurang

Menurut WHO, penyebab gizi kurang pada anak balita adalah karena
kurangnya asupan gizi sesuai usianya dan penyakit infeksi yang sering dialami anak.
Jika masalah kekurangan gizi ini tidak segera diatasi, maka anak-anak akan
mengalami masalah gizi buruk. Prevalensi gizi kurang di Provinsi Riau selama tahun
2019-2023 menunjukkan tren yang semakin menurun dari 6,61 persen pada Tahun
2019 menurun menjadi 2,40 persen pada Tahun 2023. Prevalensi gizi kurang di

Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.
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Tabel 2.76 Persentase Balita Gizi Kurang di Provinsi Riau
Tahun 2019-2023

. Pertumbuhan

No Uraian 2019 2020 2021 2022 2023 /Tahun (%)
1 Jumlah balita kurang 9.863 | 12.785 | 14.909 4.310 5.690 1,79
%) Jumlah balita 149.280 |348.340 |352.428 |364.039 (237.168 25,74
3 Persentase Balita Gizi Kurang 6,61 3,7 4,2 1,18 2,40 0,24

Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Menurunnya prevalensi gizi kurang ini tidak bisa dilepaskan dari upaya-

upaya yang dilakukan untuk memperbaiki status kurang gizi pada anak seperti

pemberian tambahan gizi dalam asupan makanan. Namun demikian, besaran angka

kasus balita gizi kurang masih cukup signifikan dan memerlukan penanganan

khusus ke depannya. Sebaran prevalensi gizi kurang pada kabupaten/kota di

Provinsi Riau dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.77 Persentase Balita Gizi Kurang Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2023

. . Jumlah Persentase
Kode T Balita Gizi =~ """ | Balita Gizi
Kabupaten/Kota Balita
Kurang Kurang
14 | RIAU 5.690 237.168 2,40
14.01 | Kab. Kampar 871 47.317 1,84
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 558 15.901 3,51
14.03 | Kab. Bengkalis 424 7.579 5,59
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 515 17.688 2,91
14.05 | Kab. Pelalawan 110 11.864 0,93
14.06 | Kab. Rokan Hulu 630 21.506 2,93
14.07 | Kab. Rokan Hilir 416 25.966 1,6
14.08 | Kab. Siak 1.002 20.162 4,97
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 424 16.056 2,64
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 293 7.719 3,8
14.11 | Kota Pekanbaru 365 29.183 1,25
14.12 | Kota Dumai 82 16.227 0,51
Sumber: Dinas Kesehatan Provinsi Riau

Data di atas memperlihatkan terdapat 7 kabupaten yang angka prevalensi gizi

kurang di atas rata-rata Provinsi yaitu Kuantan Singingi, Indragiri Hulu, Indragiri
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Hilir, Siak, Rokan Hulu, Bengkalis dan Kep. Meranti, hal ini perlu mendapat

perhatian khusus.

2.3.2.15 Angka Kematian Ibu (AKI)

Angka Kematian Ibu (AKI) didefinisikan sebagai jumlah kematian maternal
selama periode waktu tertentu per 100.000 kelahiran hidup pada waktu yang sama.
Menurut Kementerian Kesehatan, kematian maternal adalah kematian perempuan
pada saat hamil atau selama 42 hari sejak terminasi kehamilan tanpa memandang
lama dan tempat persalinan, yang disebabkan karena kehamilan atau
penanganannya, dan bukan karena sebab-sebab lain, per 100.000 kelahiran hidup.

Berdasarkan hasil Long Form SP 2020 BPS Provinsi Riau, AKI di Provinsi Riau
adalah 158 (BPS, 2023). Hal ini menunjukkan penurunan dibandingkan dengan Hasil
Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas, 2018) sebesar 305. Berdasarkan Profil Kesehatan
Provinsi Riau tahun 2024, jumlah kematian ibu yang dilaporkan pada tahun 2023
meningkat dibandingkan tahun 2022 yaitu dari 114 kasus menjadi 122 kasus
kematian ibu. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.78 Jumlah Kematian Ibu (Kehamilan, Kelahiran, Nifas) Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Provinsi/ Jumlah Kematian Ibu (Jiwa)
Bees Kabupaten/Kota
2019 2020 2021 2022 2023
14 | RIAU 125 129 180 114 122
14.01 | Kab. Kampar 11 11 7 20 11
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 11 10 12 16 12
14.03 | Kab. Bengkalis 14 21 20 10 15
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 7 10 17 8 15
14.05 | Kab. Pelalawan 10 8 8 6 7
14.06 | Kab. Rokan Hulu 7 7 14 6 3
14.07 | Kab. Rokan Hilir 13 14 18 11 9
14.08 | Kab. Siak 12 9 22 7 15
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 10 14 11 10 8
14.10 | Kab. Kepulauan 7 8 7 10 5
Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 13 14 22 5 13
14.12 | Kota Dumai 10 3 22 ) 9
Sumber: Profil Kesehatan Provinsi Riau Tahun 2024 - Dinas Kesehatan

Provinsi Riau
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Upaya penurunan AKI dapat digambarkan dari pendekatan program cakupan
pemeriksaan kehamilan (ante natal care), penyediaan fasilitas pelayanan persalinan
dan pengelolaan pelayanan Kesehatan ibu nifas. Mencegah kematian ibu, khususnya
saat persalinan telah menjadi perhatian baik secara global dan nasional. Salah satu
target dalam SDGs adalah untuk mengurangi Angka Kematian Ibu (AKI) menjadi 70
kematian per 100.000 kelahiran hidup pada tahun 2030 (target 3,1). Memastikan
seluruh wanita memiliki akses terhadap kontrasepsi, menyediakan perawatan untuk
melahirkan, serta akses perawatan darurat yang tepat waktu pada ibu hamil ketika
akan melahirkan dinilai menjadi upaya terbaik dalam upaya mencapai target AKI.

Data kematian ibu di Provinsi Riau adalah bersumber dari fasilitas pelayanan
kesehatan yang melaporkan kematiannya (facility based) bukan berrsumber dari
masyarakat berdasarkan hasil survay (comunity based) sehingga sulit untuk
membandingkan trend kematian antar kab/kota maupun dari tahun ke tahun,
karena provinsi Riau selama ini belum mendapatkan laporan yang valid terkait
jumlah kelahiran hidup per tahun

Kematian Ibu di Provinsi Riau fluktuatif dari tahun ke tahun kecuali di tahun
2021 terjadinya peningkatan yang signifikan disebabkan Pandemi Covid 19 dimana
dari total 180 kematian ibu 60 kasus disebabkan terpapar Covid-19 ( 33,3% dari
total kematian)

Salah satu penyebab terjadinya peningkatan kematian ibu di Provinsi Riau
mulai tahun 2022 disebabkan adanya Surat Edaran dari Kementerian Kesehatan No.
HK.02.02/D/7767/2023 tentang Kewajiban Fasilitas Pelayanan Kesehatan Untuk
Melakukan Pelaporan kelahiran hidup dan Kematian Ibu maupun Perinatal Melalui
Aplikasi Maternal Perinatal Death Notification (MPDN), dimana dalam edaran ini
dinyatakan apabila fasilitas pelayanan kesehatan tidak melaporkan kelahiran hidup
maupun kematian ibu dan perinatalnya setiap bulan akan mendapat sanksi
pengurangan point dalam penilaian akreditasi, hal ini berdampak positif untuk
kepatuhan fasilitas pelayanan kesehatan melaporkan kelahiran hidup dan kematian
di fasilitas pelayanan kesehatan masing-masing sehingga terkesan di tahun 2023

terjadi jumlah kematian ibu maupun perinatal.
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Selain dalam sistem pencatatan dan pelaporan kematian yang belum tercatat
maupun terlaporkan dengan baik selama ini, banyak faktor masih tingginya kematian
ibu di Provinsi Riau antara lain:

1. Akses ibu hamil, bersalin dan nifas ke fasilitas pelayanan kesehatan untuk
mendapatkan pelayanan kesehatan sesuai standar berdasarkan Permenkes No.
21 Tahun 2021 tentang Pelayanan Kesehatan Masa Sebelum Hamil, Masa Hamil,
Persalinan, dan Masa Sesudah Melahirkan, Penyelenggaraan Kontrasepsi,
Pelayanan Kontrasepsi, serta pelayanan Kesehatan Seksual masih sangat sedikit
belum memenuhi mutu berdasarkan Permenkes No. 6 Tahun 2024 (terkait mutu
barang/peralatan dan SDM Kesehatan) yang belum terpenuhi terutama didaerah
perifer dan DTPK (daerah terpencil perbatasan dan kepulauan terluar sehingga
pelayanan yang dilakukan masih belum memenuhi mutu (belum berkualitas)

2. Sistem rujukan yang masih belum terencana dengan baik dimana belum adanya
sistem rujukan terpadu yang terkelola dengan baik dari fasilitas kesehatan
tingkat pertama ke fasilitas rujukan tingkat lanjut

3. Masih belum optimalnya kompetensi bidan di desa dalam mengenal faktor resiko
ibu hamil di desa

4. Masih belum semua puskesmas melakukan pertolongan persalinan di
Puskesmas (persalinan masih di Polindes atau bidan desa)

5. Masih belum terpenuhi sarana dan prasarana yang mendukung pelayanan
kesehatan Ibu dan Anak di Puskesmas (Buku KIA, USG, alat resusitasi,dll)

6. Belum semua tenaga kesehatan di Puskesmas terampil dalam melakukan
pelayanan pada ibu hamil, bersalin dan nifas, untuk itu butuh peningkatan

kapasitas dengan Pelatihan/Orientasi.

2.3.2.16 Prevalensi Stunting Balita

Beberapa faktor yang mempengaruhi terjadinya kekurangan gizi pada balita
antara lain masih kurang baiknya praktik pemberian makan bayi dan anak. Stunting
mengacu pada kondisi anak yang terlalu pendek untuk anak seusianya. Kondisi ini
menggambarkan kekurangan gizi kronis yang terjadi karena buruknya kualitas

nutrisi sejak di dalam kandungan, di masa anak-anak, dan/atau disebabkan infeksi
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atau penyakit. Stunting begitu menjadi perhatian karena efek jangka panjangnya
yang menyebabkan anak tidak dapat mencapai kapasitas penuh dari pertumbuhan,
cenderung memiliki kemampuan kognitif yang lebih rendah, serta lebih rawan
terserang penyakit (UNICEF, 2020). Di masa depan, hal tersebut akan memengaruhi
produktivitas kerja dan kemampuan bekerja, yang dapat berakibat pada rendahnya
pendapatan rumah tangga secara mikro dan perkembangan ekonomi nasional secara
makro.

Penanganan stunting telah menjadi target prioritas baik secara global dan di
Indonesia temasuk di Provinsi Riau. Dalam Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2019 - 2024, penurunan prevalensi stunting pada
balita telah menjadi salah satu program prioritas dengan target sebesar 14 persen di
tahun 2024. Pencapaian target tersebut membutuhkan kerja keras oleh pemerintah
dan berbagai pihak. Walaupun telah menunjukkan penurunan yang cukup signifikan
dibandingkan prevalensi stunting hasil Riset Kesehatan Dasar (Riskesdas) tahun
2013 yang sebesar 36,8 persen. Hasil Survei Kesehatan Indonesia (SKI) tahun 2023
menunjukkan prevalensi stunting pada balita di Provinsi Riau menurun 3,4 poin dari
tahun sebelumnya, yaitu dari 17 persen menjadi 13,6 persen.

Dalam rangka mencapai target stunting 2024, pemerintah telah
mengeluarkan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2021 tentang
Percepatan Penurunan Stunting. Dalam Perpres tersebut dijelaskan bahwa
percepatan penurunan stunting di Indonesia dilakukan secara holistik, integratif, dan
berkualitas melalui koordinasi antar pihak.

Tabel 2.79 Prevalensi Stunting Balita Menurut Kabupaten/Kota Di Provinsi
Riau Tahun 2013-2023

_ Provinsi/ Prevalensi Balita Stunting (%)

oce Kabupaten/Kota 2013* 2018* 2019 2021 2022 2023

14 | RIAU 36,8 27,4 | 23,95 | 22,3 | 17,0 | 13,6
14.01 | Kab. Kampar 32,1 32,1 23,07 | 25,7 14,5 7,6
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 40,5 32,2 29,67 | 23,6 16,7 12,7
14.03 | Kab. Bengkalis 26,9 32,3 | 21,07 | 21,9 8,4 17,9
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 39,9 32,2 27,43 | 28,4 | 28,5 18,8
14.05 | Kab. Pelalawan 44 4 25,5 22,97 | 21,2 11,2 10,1
14.06 | Kab. Rokan Hulu 58,9 27,3 | 24,37 | 25,8 22 15,9
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Kod Provinsi/ Prevalensi Balita Stunting (%)
ode

Kabupaten/Kota 2013* | 2018* | 2019 2021 2022 2023
14.07 | Kab. Rokan Hilir 27,3 38,1 | 28,87 | 29,7 | 14,7 16,6
14.08 | Kab. Siak 24,4 21 27,43 19 22 10,4

14.09 | Kab. Kuantan Singingi 38,7 24,6 29,55 | 22,4 17,8 23

14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 37 29,9 25,1 23,3 17,5 19,6
14.11 | Kota Pekanbaru 34,7 16 18,58 | 11,4 16,8 8,7
14.12 | Kota Dumai 34,1 17,3 11,59 23 12,8 14,9

(*) Hasil Riskesdas
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2024

Pada tabel di atas, dapat dilihat bahwa capaian Prevalensi Stunting Balita
Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah 13,6% menurun sebesar 3,4% dari tahun 2022
dan Provinsi Riau berada pada peringkat terendah ke-3 Nasional setelah Provinsi Bali

(7,2%) dan Provinsi Jambi (13,5%).

2.3.2.17 Pengendalian Penyakit Tuberkulosis

Indonesia merupakan negara peringkat ke-2 penderita TBC tertinggi di dunia
setelah India dengan proporsi kasus baru sebesar 13% dibandingkan seluruh kasus
di dunia. Secara global, diperkirakan 10,6 juta orang menderita TBC pada tahun
2021. (WHO, Global Tuberculosis Report, 2022). Sekitar 75% penderita TBC
merupakan usia produktif (15-50) tahun. Pada tahun 2022 jumlah semua kasus
Tuberkulosis yang ditemukan sebanyak 677.464 kasus, meningkat cukup tinggi bila
dibandingkan semua kasus Tuberkulosis yang ditemukan pada tahun 2021 yang
sebesar 397.377 kasus. Jumlah kasus tertinggi dilaporkan dari provinsi dengan
jumlah penduduk yang besar yaitu Jawa Barat, Jawa Timur, dan Jawa Tengah. Kasus
Tuberkulosis di ketiga provinsi tersebut menyumbang angka sekitar 47% dari jumlah
seluruh kasus Tuberkulosis di Indonesia.

Di Provinsi Riau jumlah semua kasus Tuberkolosis yang ditemukan dan
diobati pada tahun 2023 mencapai 12.858 dan cakupan ini meningkat dibandingkan
dengan tahun 2022 dimana jumlah semua kasus Tuberkulosis mencapai 8.934

orang.
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Tabel 2.80 Jumlah Semua Kasus Tuberkulosis yang Ditemukan dan Diobati
Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Kode Kabzll')oavtlel:ls/l{{o ta Jumlah Semua Kasus
14 RIAU 12.858
14.01 | Kab. Kampar 1.204
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 551
14.03 | Kab. Bengkalis 1.097
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 924
14.05 | Kab. Pelalawan 767
14.06 | Kab. Rokan Hulu 1.136
14.07 | Kab. Rokan Hilir 1.204
14.08 | Kab. Siak 580
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 442
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 226
14.11 | Kota Pekanbaru 3.834
14.12 | Kota Dumai 893

(*) Hasil Riskesdas
Sumber : Dinas Kesehatan Provinsi Riau, 2024

Kota Pekanbaru merupakan wilayah dengan jumlah semua kasus
Tuberkulosis yang ditemukan dan diobati paling tinggi yaitu 3.834 orang mengingat
Kota Pekanbaru merupakan daerah dengan jumlah penduduk terbanyak di Provinsi
Riau sekaligus jumlah terduga Tuberkulosis yang mendapatkan pelayanan sesuai
standar.

Treatment Coverage (TC) adalah jumlah kasus TBC yang tercatat dan
dilaporkan pada tahun tertentu dibagi dengan perkiraan jumlah insiden kasus TBC
pada tahun yang sama dan dinyatakan dalam persentase. TC menggambarkan
seberapa banyak kasus Tuberkulosis yang terjangkau oleh program. Treatment
Coverage di Provinsi Riau pada tahun 2023 mencapai 55,397% meningkat
dibandingkan dengan tahun 2022 yang baru mencapai 44,92% (SITB Kemenkes RI,
2023). Jika dibandingkan dengan rata-rata Treatment Coverage pengobatan

Tuberkulosis di Indonesia, Provinsi Riau masih dibawah capaian nasional yaitu 87%.
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2.3.2.18 Cakupan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)

Dasar hukum untuk Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) adalah Undang-
Undang Nomor 40/2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional (SJSN). JKN adalah
program jaminan sosial yang diselenggarakan secara nasional berdasarkan prinsip
asuransi sosial dan prinsip ekuitas dengan tujuan menjamin agar peserta
memperoleh manfaat pemeliharaan kesehatan dan perlindungan dalam memenuhi

kebutuhan dasar kesehatan.

Pada Tahun 2023 kepesertaan Jaminan Kesehatan di Provinsi Riau mencapai
6.499.166 jiwa dengan cakupan sebesar 96,38% meningkat dibandngkan dengan
tahun-tahun sebelumnya.

Tabel 2.81 Capaian Universal Health Coverage (UHC) Provinsi Riau
Tahun 2019 - 2023

No Tahun Kepesertaan
Jiwa (%)
1 2023 6.499.166 96,38
2 2022 5.686.029 85,55
3 2021 5.142.247 79,67
4 2020 4.870.805 78,30
S 2019 4.680.215 76,73

Sumber: BPJS Kesehatan Tahun 2024

Sebagai komitmen Pemerintah Provinsi Riau melalui skema Budget Sharing
yaitu Peserta Penerima Bantuan Iuran PBI yang didaftarkan oleh kabupaten/kota,
untuk iuran kepesertaannya sebesar 55% (Rp19.250,-)/jiwa iurannya dibayarkan
oleh Pemerintah Provinsi Riau sedangkan 45% (Rpl15.750,-)/jiwa dibayarkan oleh
Pemerintah Kabupaten/Kota dan berbagai upaya-upaya yang dilakukan dalam
mewujudkan Jaminan Kesehatan Semesta (UHC) di Provinsi Riau.

Hal tersebut terbukti sampai tahun 2023 di Provinsi Riau sudah 10
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau sudah mencapai UHC, sedangkan untuk
Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Rokan Hulu ditargetkan sudah UHC pada
tahun 2024. Capaian Provinsi Riau sudah mencapai 96,38% menempatkan Provinsi

Riau dengan peringkat 29 dari 38 Provinsi se Indonesia dengan total jumlah
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penduduk yang sudah terdaftar dalam Program Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)
sebanyak 6.499.166 Jiwa.

2.3.2.19 Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS Provinsi Riau
Keberadaan perpustakaan merupakan sarana untuk mencerdaskan
kehidupan bangsa. Oleh sebab fasilitas perpustakaan terutama buku baik
menyangkut keragaman koleksi maupun jumlah koleksi buku yang tersedia harus
menjadi perhatian disamping fasilitas lainnya. Hal ini karena masing-masing
pengunjung mempunyai kepentingan referensi yang berbeda dengan buku yang ingin
dicari dan memanfaatkan fasilitas peminjaman buku. Adapun pengunjung
pengunjung di Perpustakaan Soeman HS dapat dilihat pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.82 Jumlah Pengunjung dan Dokumen Perpustakaan Soeman HS
Provinsi Riau Tahun 2019-2023

X Tahun Pertumbuhan
No Uraian
2019 2020 2021 2022 2023 /Tahun (%)
Jumlah
1 pengunjung | 416.277 114.075 97.031 144.184 220.614 3,52
(orang)
Jumlah
orang dalam
2 | populasi 6.971.745 |6.394.087 |6.574.932 |6.614.380 | 6.642.870 -1,11
yang harus
dilayani
3 | Rasio 0,06 0,02 0,01 0,02 0,03 8,33

Sumber: Dinas Perpustakaan dan Kearsipan Provinsi Riau Tahun 2023

Jumlah pengunjung di Perpustakaan Soeman HS selama kurun tahun 2019-
2023 meningkat rata-rata 3,52 persen/tahun. Sementara itu, jumlah orang dalam
populasi yang harus dilayani dari tahun 2019-2023 mengalami penurunan dengan
rata-rata -1,11 persen/tahun. Hal ini disebabkan oleh perhitungan sensus penduduk
oleh BPS tahun 2020. Penurunan signifikan jumlah pengunjung terjadi pada tahun
2021, dimana pada tahun tersebut terjadi pandemi Covid-19 dan pemberlakuan
pembatasan sosial, sehingga pengunjung perpustakaan mengalami penurunan yang

tinggi.
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2.3.3 Daya Saing Fasilitas/Infrastruktur Wilayah
2.3.3.1 Kondisi Jalan dan Transportasi

a) Kondisi Jalan Provinsi

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah.
Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan
memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta
orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi
panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat
digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.

Pemerintah harus memperhatikan berbagai aspek kondisi jalan provinsi,
termasuk kualitas permukaan, struktur, keamanan, konektivitas, pemeliharaan,
dampak lingkungan, fasilitas pendukung, dan efisiensi anggaran. Dengan perhatian
yang tepat pada faktor-faktor ini, pemerintah dapat memastikan bahwa jalan provinsi
mendukung pertumbuhan ekonomi, meningkatkan kualitas hidup masyarakat, dan
memastikan keselamatan serta kenyamanan berkendara.

Tabel 2.83 Kondisi Jalan Provinsi di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Jalan Provinsi

Kondisi

No Jalan 2019 2020 2021 2022 2023
Panjang o q o q o q o . o
(km) (%) Panjang (km (%) Panjang (km| (%) Panjang (km (%) Panjang (km| (%)
Mantap | 1.641,53 58,63 | 1.773,17 63,33 1.763,18 62,97 1.818,15 64,94 1.795,19 | 66,64
1 Baik 1.320,26 47,16 1.514,07 54,08 1,474.68 52.67 1.447,80 51,71 1.486,37 55,18
2 Sedang 321,27 11,47 259,10 9,25 292.40 10.44 370,36 13,23 308,82 11,46
Tidak 1.158,28 41,37 | 1.026,64 36,67 1.036,63 37,03 981,66 35,06 898,69 33,36
Mantap
Rusak
1 - 109,65 3,91 70,52 2,52 589.67 21.06 60,59 2,16 17,49 0,65
Ringan
2 g:rsaatk 1.048,63 37,45 956,12 34,15 443.06 15.82 921,07 32,90 881,20 32,71
Total 2.799,81 100 | 2.799,81 100 2.799,81 100 2.799,81 100 2.693,88 100

Sumber: Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan, Kawasan
Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau, Tahun 2024
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MALAYSIA

PROVINSI KEPULAUAN RIAU
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—— Beton

Kerikil
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S
“~d ' PROVINSI JAMBI

Gambar 2.36 Sebaran Kondisi Ruas Jalan Kewenangan Provinsi

Panjang jaringan jalan Provinsi berdasarkan Keputusan Gubernur Riau
Nomor KPTS. 7464/X/2023 tanggal 31 Oktober 2023 adalah 2.693,88 km. Pada
tahun 2023, kondisi jalan mantap pada jalan kewenangan provinsi sepanjang
1.795,19 km atau 66,64% dari panjang keseluruhan.

Adapun kondisi jalan tidak mantap pada tahun 2023 sepanjang 898,69 km
atau 33,36%. Kondisi jalan tiak mantap ini memerlukan perhatian serius, mengingat
kondisi jalan sangat berpengaruh terhadap kelancaran arus barang dan jasa yang
mendorong stabilitas dan mengurangi disparitas harga antar daerah, serta
peningkatan pertumbuhan ekonomi daerah.

Peran dan fungsi jalan darat adalah sebagai sarana penghubung antar daerah.
Jalan ini penting untuk meningkatkan kegiatan perekonomian di daerah dan
memperlancar distribusi perdagangan barang dan jasa angkutan darat, serta

orang/penumpang. Mengingat pentingnya jalan darat ini, perlu diketahui proporsi
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panjang jalan dalam kondisi baik. Proporsi panjang jalan dalam kondisi baik dapat
digunakan untuk mengidentifikasi kualitas jalan dari keseluruhan panjang jalan.
Total panjang jalan di Provinsi Riau sepanjang 24.614,13 km yang terbagi
sesuai kewenangan sebagai berikut :
1. Kewenangan Provinsi sepanjang 2.693,88 km (Keputusan Gubernur Riau
Nomor : KPTS. 7464 /X /2023 tanggal 31 Oktober 2023);
Kewenangan Pemerintah Kabupaten/Kota sepanjang 20.477,69 km,;
Kewenangan Nasional sepanjang 1.336,63 km.

Tabel 2.84 Panjang Jalan di Provinsi Riau Menurut Kabupaten/Kota dan
Tingkat Kewenangan Pemerintahan (Km) Tahun 2023

Tahun 2023
Kode Kabupaten/Kota Negara Provinsi | Kabupaten/Kota Jumlah
14.01 |Kab. Kampar 161,26 349,84 2.073,10 2.633,32
14.02 |Kab. Indragiri Hulu 193,33 241,63 1.593,61 2.126,32
14.03 | Kab. Bengkalis 103,16 157,95 1.257,11 1.442,87
14.04 |Kab. Indragiri Hilir 163,32 373,81 1.190,59 1.634,06
14.05 |Kab. Pelalawan 114,33 218,17 1.985,80 2,333,72
14.06 |Kab. Rokan Hulu 0 438,66 2.140,36 2.643,94
14.07 |Kab. Rokan Hilir 193,78 226,12 1.961,53 2.373,29
14.08 |Kab. Siak 128,13 110,34 2.880,19 3.163,32
14.09 |Kab. Kuantan Singingi 123,42 137,44 1.989,85 2.302,97
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 0 156,3 929,42 1.060,66
14.11 | Kota Pekanbaru 65,25 161,57 1.277,90 1.488,86
14.12 | Kota Dumai 72,45 122,04 1.198,24 1.410,81
Jumlah 1.336,63 | 2.693,88 20.477,69 24.614,13

Data belum termasuk jalan tol
Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau
b) Transportasi

Provinsi Riau memiliki aksesibilitas darat, sungai, laut, dan udara yang
menghubungkan Provinsi Riau dengan wilayah luar sekitar provinsi. Aksesibilitas
darat dihubungkan dengan jaringan jalan nasional dan jaringan jalan bebas
hambatan serta terminal Antar Kota Antar Provinsi.

Salah satu jaringan jalan bebas hambatan yang telah operasional adalah
Jalan Tol Pekanbaru — Dumai. Jalan Tol Pekanbaru — Dumai merupakan bagian dari

Jalan Tol Trans-Sumatera sepanjang 2.878 km yang membentang dari Lampung
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hingga Aceh. Jalan Tol Pekanbaru — Dumai akan meningkatkan konektivitas antara
Ibukota Provinsi Riau dengan Kota Dumai sebagai kota pelabuhan dengan industri
perminyakan dan agribisnis yang maju, serta kawasan industri dan perkebunan
lainnya. Jalan Tol Pekanbaru - Dumai juga memperpendek jarak tempuh Kota
Pekanbaru-Dumai, dari sebelumnya 200 km jika melewati jalan nasional, menjadi
131 km jika ditempuh melalui jalan tol ini.

Tol Pekanbaru — Dumai memiliki enam seksi ruas. Di antaranya, seksi I
Pekanbaru — Minas (9,5 km), Seksi II Minas — Petapahan (24,1km), seksi IIIl Petapahan
— Kadis Utara (16,9 km). Lalu seksi IV Kandis Utara — Duri Selatan (27,23 km), seksi
V Duri Selatan — Duri Utara (27,23), dan Seksi VI Duri Utara — Dumai (24,65 km).
Nantinya, Jalan Tol Trans Sumatera akan menyambungkan Aceh hingga Lampung
sepanjang 2.765 km. Tol ini juga akan tersambung dengan kota lain yakni Padang

dan Bengkulu.

>

Gambar 2.37 Gerbang Tol Pekanbaru, Gerbang Tol Dumai, dan Gerbang Tol
Bathin Solapan

Gambar 2.38 Kondisi Jalan Tol Pekanbaru-Dumai, Jalan Tol Duri dan Jalan Tol
Bathin Solapan-Dumai
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Gambar 2.39 Kondisi Jembatan Menuju Jambi

Saat ini, proses pembangunan Jalan Tol Pekanbaru - Padang, yaitu seksi
Pekanbaru — Bangkinang telah selesai dan operasional, sedangkan seksi Bangkinang
— Pangkalan masih dalam proses pembangunan. Perkembangan pembangunan ruas
jalan tol tersebut dapat berdampak pada peningkatan aksesibilitas darat di Provinsi
Riau dengan wilayah di sekitar Provinsi Riau, khususnya akses antara Provinsi Riau
dan Provinsi Sumatera Barat.

Aksesibilitas darat di Provinsi Riau juga dilayani oleh empat hub/simpul
transportasi jalan (terminal) kelas A yang melayani pergerakan regional Antar Kota
Antar Provinsi (AKAP) dari dan menuju Provinsi Riau. Sementara, transportasi sungai
dan penyeberangan merupakan sarana penghubung jaringan prasarana jalan yang
terputus akibat adanya hambatan berupa sungai untuk menghubungkan dua
wilayah daratan/pulau yang berseberangan. Transportasi sungai di Provinsi Riau
banyak digunakan untuk perhubungan antar kecamatan dan antardesa yang
sifatnya pergerakan lokal. Aksesibilitas laut menuju Provinsi Riau didukung oleh
pelabuhan dengan berbagai tipe yang tersebar di berbagai lokasi. Provinsi Riau
memiliki jaringan transportasi laut berupa pelabuhan yaitu pelabuhan utama,
pelabuhan pengumpul, dan pelabuhan pengumpan regional. Aksesibilitas udara
menuju dan dari Provinsi Riau dilayani oleh prasarana bandar udara (bandara) yang
dapat melayani pergerakan penumpang dan barang, baik domestik maupun
internasional, yakni Bandara Sultan Syarif Kasim II yang terletak di Kota Pekanbaru,
serta juga terdapat beberapa bandara lainnya dengan hirarki yang berbeda.

Selain itu, aksesibilitas di dalam wilayah Provinsi Riau yang menghubungkan
kabupaten/kota didominasi oleh aksesibilitas darat berupa jaringan jalan dan

terminal, yang dilengkapi oleh ketersediaan pelabuhan penyeberangan
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antarkabupaten dalam provinsi dan dalam kabupaten. Namun, pelayanan
transportasi penyeberangan belum berfungsi secara optimal. Hal ini ditunjukkan
dengan terdapatnya antrian panjang masyarakat yang ingin menyeberang di kedua
sisi pada waktu-waktu tertentu, khususnya yang menggunakan kendaraan roda
empat maupun lebih. Keterpaduan aksesibilitas adalah konektivitas yang dibangun
untuk memadukan aksesibilitas menuju dan di dalam wilayah Provinsi Riau.
Keterpaduan aksesibilitas juga perlu dibangun antara aksesibilitas udara, laut, dan

darat.

2.3.3.2 Daerah Irigasi Permukaan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
Nomor 14 tahun 2015 tentang Kriteria dan Penetapan Status Daerah irigasi dimana
kriteria pembagian tanggungjawab pengembangan dan pengelolaan sistem irigasi
didasarkan pada keberadaan jaringan irigasi terhadap strata luasan jaringan irigasi
meliputi:

a. Kewenangan pemerintah, yakni pada Daerah Irigasi yang luasnya lebih dari

3000 ha;

b. Kewenangan provinsi, yakni Daerah Drigasi yang luasnya 1000 ha - 3000 ha;
dan

c. Kewenangan pemerintah kab/kota, yakni Daerah Drigasi yang luasnya
kurang dari 1000 ha.

Luas daerah daratan rendah/rawa yang potensi untuk prasarana pengairan
Provinsi Riau adalah seluas 426.325 Ha. Agar lahan tersebut dapat difungsikan,
diperlukan suatu program peningkatan/Rehabilitasi dan operasi pemeliharaan yang
berkelanjutan. Sedangkan luas lahan rawa yang masih tersedia (reklamasi) yang
masih dapat dikembangkan adalah seluas 289.836 Ha. Dengan adanya penanganan
lahan irigasi dan rawa dimaksudkan, maka akan dapat meningkatkan perekonomian
masyarakat melalui program peningkatan produksi, produktifitas dan mutu tanaman
untuk mencapai Swasembada dan Swasembada Berkelanjutan Provinsi Riau.

Daerah irigasi kewenangan Provinsi Riau sebanyak 8 daerah irigasi
permukaan dan 50 daerah irigasi rawa. Total luas daerah irigasi permukaan

kewenangan provinsi yaitu 10.035 ha serta luas daerah irigasi rawa kewenangan
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Provinsi Riau yaitu 106.936 ha. Daerah irigasi permukaan kewenangan Provinsi Riau

terdapat di 3 kabupaten yaitu Kabupaten Kampar, Kabupaten Kuantan Singingi dan

Kabupaten Rokan Hulu. Dimana ada 6 daerah irigasi di Kabupaten Kampar, 1 daerah

irigasi di Kabupaten Kuantan Singingi serta 1 daerah irigasi di Kabupeten Rokan

Hulu. Sedangkan Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau terdapat 6

Kabupaten yaitu Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Bengkalis, Kabupaten

Indragiri Hulu, Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Rokan Hilir, dan Kabupaten

Siak. Dimana ada 6 daerah irigasi rawa di Kabupaten Kepulauan Meranti, 3 daerah

irigasi rawa di Kabupaten Bengkalis, 3 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri

Hulu, 31 daerah irigasi rawa di Kabupaten Indragiri Hilir, 6 daerah irigasi rawa di

Kabupaten Rokan Hilir, dan 1 daerah irigasi rawa di Kabupaten Siak.

Se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Tabel 2.85 Kondisi Daerah Irigasi Permukaan Kewenangan Provinsi

Indeks
Kondisi
Total Sistem o
Panjang Irigasi | Penilaia
- Luas Luas Sal_uran (%) n I_nde_ks Tahu
No. Nama Daerah Irigasi Baku Fungsiona | (Primer ; Jumla Kinerja n
(Ha) | (Ha) Tersier ; h Sistem IKSI
Sekunder BT Irigasi
) (m) Nilai
Maks
100%
DAERAH IRIGASI KEWENANGAN 116.97
PROVINSI 1 13.677 | 2.432.663
DAERAH IRIGASI PERMUKAAN 10.035 5.040 169.916
KABUPATEN KAMPAR 6.588 1.901 96.279
1 D.l | Bancah Labi Sei Silam 1.063 195 26.028 49,50 | JELEK 2023
2 D.l | Muara Jalai Sei Tanang Sawah 1.065 250 7.485 52,29 | JELEK 2023
Ranah Singkuang Sei Sirah
3 D.l Penyesawan 1.203 130 16.009 22,38 | JELEK 2023
4 D.l | SeiPaku 1.123 15.091 21,85 | JELEK 2021
5 D.l | Sei Tibun Petapahan 1.105 486 14.856 25,26 | JELEK 2023
6 D.I | Uwai Pangoan 1.029 840 16.810 30,28 | JELEK 2023
KABUPATEN KUANTAN SINGINGI 1.293 1.093 25.849
7 \ D.l \ Seberang Gunung Paing 1.293 1.093 25.849 2516 | JELEK 2021
KABUPATEN ROKAN HULU 2.154 2.046 47.788
8 | D.I [ Kaiti Samo 2.154 2.046 47.788 28,97 | JELEK | 2019

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

Dapat kita lihat pada tabel diatas bahwa daerah irigasi permukaan

kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu Daerah Irigasi Kaiti Samo di

Kabupaten Rokan Hulu. Apabila dilihat berdasarkan kondisi eksisting kinerja Daerah
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Irigasi Permukaan kewenangan Provinsi dapat disimpulkan bahwa seluruhnya dalam

kondisi jelek.

2.3.3.3 Daerah Irigasi Rawa (DIR)

Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau yang paling luas yaitu daerah

irigasi rawa Tanjung Lajau dengan luas 2.918 ha di Kabupaten Indragiri Hilir. Kondisi

eksisting kinerja Daerah Irigasi Rawa kewenangan Provinsi Riau sebagian besar

dalam kondisi sedang dan rusak.

Tabel 2.86 Kondisi Daerah Irigasi Rawa (DIR) Kewenangan Provinsi

se-Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2023

Indeks
Total Kondisi Penilaia
Panjang Sistem n
Luas Luas Saluran Irigasi Indeks Tahu
No. Nama Daerah Irigasi Baku Fungsiona (Primer; (%) Kineria n
(Ha) I (Ha) Tersier; Jumlah inery IKSI
e Sistem
Sekunder) Nilai Irigasi
(m) Maks
100%
DAERAH IRIGASI
KEWENANGAN PROVINSI 116.971 13.677 2.432.663
DAERAH IRIGASI RAWA 106.936 8.637 2.262.747
KABUPATEN BENGKALIS 4.493 1.365 116.203
1| PR siak kecil AR CY 1.341 62 23.080 21,03 | JELEK | 2021
2 | PR T giak kecil AB.CD 1.262 388 26.455 2292 | JELEK 2021
D.ILR | Siak Kecil
3 | BRHLIK 1.890 914 66.668 2151 | JELEK 2021
KABUPATEN INDRAGIRI HILIR 68.868 5.125 1.180.580
12 | PR Belantaraya 2.100 - 40.890 40,99 | JELEK 2022
13 | PR Belaras 2,670 - 44.893 4530 | JELEK | 2022
14 | DIR Ee”te”glpesanggraha 1.794 610 33.672 40,56 | JELEK 2022
15 | PR kampung Baru 1.200 - 29.790 4857 | JELEK 2022
16 | PR | kempas 2.900 157 44,580 5379 | JELEK | 2022
17 | PR Kotabaru Reteh 2.769 462 76.669 5314 | JELEK | 2022
DIR Kuala Cinaku
18 " Il/Harapan & Bayas 2.892 373 36.925 50,41 JELEK 2022
Jaya
19 | PR kuala Lemang 2873 483 25817 3403 | JELEK | 2022
20 | PR Mumpa 1.454 161 20.954 3092 | JELEK | 2022
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21 | PR pebenaan 2.801 411 44,043 4506 | JELEK | 2022
22 | 'R pekan Arba 1.243 45 14.957 3617 | JELEK | 2022
23 | PR | pulau Burung 2500 . 20,509 4628 | JELEK | 2022
24| PR 1 putau kecil 1.900 427 61.824 4252 | JELEK | 2022
25 | PR pulau Kijang 2.706 140 40.948 4786 | JELEK | 2022
26 | PR | pulau palas 2,032 191 30,400 3874 | JELEK | 2022
27 | PIR ggﬁgn'g)ka' (Sei 1.207 320 44,001 4507 | JELEK | 2022
28 D'!'R Sanglar 2.908 641 89.378 3681 | JELEK | 2022
2 | PR fgyzi””g [ Tasik 2792 4 27.582 3415 | JELEK | 2022
30 | PR sei salak 2,073 157 54.180 3402 | JELEK | 2022
st | MR seipusun 2,007 89 37.275 3513 | JELEK | 2022
2 | MR seiperak 1.007 56 17.348 3663 | JELEK | 2022
33 | PR seipiyai 1.905 5 31.710 4125 | JELEK | 2022
34 | PMR seiTeritip 1.750 ; 32077 3922 | JELEK | 2022
35 'R | simpang Kateman 2.240 ; 23.070 4677 | JELEK | 2022
36 | PR Tanjung Lajau 2,918 ; 44632 3098 | JELEK | 2022
37 | PR Teluk Dalam 2,054 - 33.234 4391 | JELEK | 2022
38 | MR Teluk Kelasa 2784 222 49528 4205 | JELEK | 2022
39 | PMR ] Teluk Kiambang 2.054 170 34.721 4400 | JELEK | 2022
40 | PMR 1 Teluk sungka 2769 . 45317 3134 | JELEK | 2022
a1 DM Terusan Kempas 2703 ; 27.052 4305 | JELEK | 2022
a2 | PR 1ogaraja 1.683 ; 22,604 3144 | JELEK | 2022
KABUPATEN INDRAGIRI HULU 7.202 340 208.148

43 | PR | bagang 2.902 120 60.132 1805 | JELEK | 2021
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Indeks
Total Kondisi .
Panjang Sistem Penr|]la|a
Luas Luas Saluran Irigasi Indeks Tahu
No. Nama Daerah Irigasi Baku Fungsiona (Primer; (%) Kineria n
(Ha) | (Ha) Tersier; Jumlah Iner) IKSI
— Sistem
Sekunder) Nilai Irigasi
(m) Maks
100%
44 | PIR g:lfl's Mulya /Rawa 2.793 140 46.983 18,82 | JELEK 2023
45 | PIR | pengat 1.507 80 92.033 1502 | JELEK | 2021
KABUPATEN KEPULAUAN
Vvl 10.495 879 119.276
46 | PR Anak setatah 1.235 118 9.404 5239 | JELEK | 2022
47 | PR centai 7 semukut 1.010 77 3.060 3802 | JELEK | 2022
48 | PR kedabu Rapat 2.400 172 18.156 s5.24 | “URAN | 2023
49 | PR Melai 2.900 323 67.724 2033 | JELEK | 2023
50 | PIR | seicina 1.450 183 10.885 3106 | JELEK | 2023
51 | PIR | seiTohor 1.500 7 10.047 5374 | JELEK | 2022
KABUPATEN ROKAN HILIR 13.008 728 547.614
52 | DIR '(-eN“g%ada' Mukti Jaya 1.750 9% 36.469 2651 | JELEK | 2021
53 | DIR Eafg”;aran('\"”' 2.082 146 100.122 13,05 | JELEK 2021
54 | PIR | parit Aman 2,015 164 84.625 2385 | JELEK | 2021
55 | PIR | peyaitan 2,500 66 64.869 2569 | JELEK | 2021
56 | DIR Lel‘ék)Bano”(N'ls' 1.876 188 215.865 2204 | JELEK | 2021
57 | PR Teluk pula 2.785 68 45.664 1532 | JELEK | 2023
KABUPATEN SIAK 2.870 200 90.926
Siak Kiri Pake A
5g | D-MR | (Langkat Permai, Jati 2,870 200 90.926 2259 | JELEK | 2023
. Baru dan Dayang Suri
TOTAL 2.432.663 3540 | JELEK

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

2.3.3.4 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi

Lahan sawah sangat membutuhkan jaringan irigasi untuk kebutuhan
tanaman baik padi maupun komoditi lainnya, sawah dapat diartikan sebagai usaha
pertanian yang dilaksanakan pada tanah basah dan memerlukan air irigasi.

Sedangkan irigasi adalah usaha penyediaan air untuk menunjang pertanian yang
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jenisnya meliputi irigasi air permukaan, irigasi air bawah tanah, irigasi pompa dan
irigasi rawa. Luas lahan sawah yang teraliri irigasi di Provinsi Riau, dapat dilihat pada
tabel dibawah ini.

Tabel 2.87 Penggunaan Lahan Sawah Irigasi di Provinsi Riau

Tahun 2023
Realisasi Dalam Satu Tahun (Ha)
Ditanami Padi Tidak ditanami padi Luas Lahan
Kode Kabupaten/ Jumlah SK. BPN /ATR
Satu Dua > Tiga l:ai::la:::n'li Tidak ditanami 2019
Kali Kali Kali lainnya apapun
14.01| Kab. Kampar 1.032 1.457 77 195 352 3.113 3.220,42
14.02| Kab- Indragiri 875 173 0 379 1.297 2.724 2.667,29
Hulu
14.03| Kab. Bengkalis| 1.354 1.291 0 0 348 2.992 2.992,42
14.04 ﬁi?r Indragiri | g5, 4.348 567 60 4.121 17.846 19.020,55
14.05 Kab- 4.344 676 0 779 1.795 7.593 6.718,24
Pelalawan
14.06 Kab- Rokan 118 1.198 0 8 505 1.829 1.683,64
Hulu
14.07 gi?r Rokan 7.886 1.808 0 1.638 2.440 13.772 | 12.185,64
14.08| Kab. Siak 326 3.220 467 553 250 4.816 4.331,71
14.00) Kab. Kuantan |, qqq 429 15 138 976 6.244 6.212,58
Singingi
Kab.
14.10| Kepulauan 2.308 60 0 110 1.044 3.522 3.436,23
Meranti
14.11| Kota 0 0 0 0 0 0 3,27
) Pekanbaru ?
14.12| Kota Dumai 178 55 0 15 0 248 217,36
JUMLAH 31.857 | 14.715 | 1.126 3.874 13.129 64.700 | 62.689,40

Sumber : Dinas Pangan, Tanaman Pangan dan Hortikultura Provinsi Riau 2024

Lahan sawah yang ditanami padi dua kali setahun seluas 14.715 ha (23,47%)
dari jumlah total luas pemanfaatan sawah Provinsi Riau 62.689,4 ha. Untuk
mengurangi ketergantungan kebutuhan beras Provinsi Riau, peran irigasi dan benih
unggul sangat dibutuhkan untuk meningkatkan produksi dan produktifitas, baik

untuk meningkatkan indeks pertanaman maupun perluasan areal sawah beririgasi.

2.3.3.5 Pengamanan Pantai di Pulau Terluar
Pengamanan Pantai di Pulau Terluar adalah langkah-langkah yang diambil
untuk melindungi pantai-pantai di pulau-pulau yang berada di batas wilayah negara,

khususnya yang terletak jauh dari pusat-pusat aktivitas. Pulau terluar sering kali
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memiliki tantangan unik yang memerlukan perhatian khusus untuk melindungi
mereka dari ancaman lingkungan, keamanan, dan kepentingan strategis.

Pengamanan pantai di pulau terluar memerlukan usaha yang kompleks dan
multifaset yang melibatkan perlindungan lingkungan, keamanan, pembangunan
infrastruktur, pengelolaan sumber daya alam, kesejahteraan masyarakat,
penanggulangan bencana, dan kerjasama internasional. Pendekatan yang holistik
dan terkoordinasi diperlukan untuk memastikan bahwa pulau-pulau terluar tetap
terlindungi dan dapat berfungsi dengan baik sebagai bagian dari wilayah negara.

Terjadinya abrasi yang ada di Provinsi Riau saat ini sudah cukup
memprihatinkan, mengingat panjangnya garis Pantai Provinsi Riau sementara
tutupan vegetasi di pesisir sudah mengalami degradasi. Tingginya tingkat abrasi di
wilayah pesisir dengan panjang abrasi pantai di 3 pulau terluar (Rupat, Bengkalis,
dan Rangsang) ialah 287,15 km, dengan tingkat kekritisan tinggi sepanjang 167,22
km. Berikut adalah kondisi penanganan pengaman pantai di pulau terluar Provinsi
Riau sampai tahun 2023.

Tabel 2.88 Rekapitulasi Pengaman Pantai di Pulau Terluar Provinsi Riau

Panjang Penanganan Abrasi Tahun
Total Sisa
Abrasi
Uraian Kegiatan| Kabupaten Lokasi Penanganan ([Penanganan
Pantai 2021 2022 2023
(Km) (Km)
(Km)
Pembangunan Bengkalis 95,17 Pulau Rupat [Pantai Pantai Pantai 0,16 95,01
Seawall dan Tanjung |Ketapang |Ketapang
Bangunan Lapin Kec. |[Pulau Pulau
Pengaman Rupat Rupat (7 |[Rupat (86
Pantai Lainnya Utara m) m)
(62,2 m)
95,34  |[Pulau Bengkalis Pantai Pantai 0,22 95,12
Sekodi Sekodi
(33,85 m) |(185,19
m)
Kep. Meranti| 96,64 |Pulau Rangsang Pantai 0,47 96,17
Pulau
Rangsang
Kec.
Rangsang
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Panjang Penanganan Abrasi Tahun
Total Sisa
Abrasi
Uraian Kegiatan Kabupaten . Lokasi Penanganan Penanganan
Pantai 2021 2022 2023
(Km) (Km)
(Km)
Barat
(470,33
m)

Sumber: Bidang Sumber Daya Air Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2024

Berdasarkan data di atas diketahui bahwa penanganan abrasi secara
struktural melalui pembangunan seawall dan bangunan pengaman pantai lainnya
masih sangat terbatas. Oleh sebab itu Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang,
Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan Provinsi Riau saat ini terus

berupaya mendapatkan bantuan Pemerintah untuk mengatasi abrasi.

2.3.3.6 Akses Sumber Air Minum Bersih dan Air Minum Layak

Salah satu kebutuhan hakiki manusia adalah kebutuhan air minum bersih
yang dapat dimanfaatkan untuk air minum maupun memasak. Kondisi pemenuhan
kebutuhan air minum masyarakat dilihat dari persentase rumah tangga berdasarkan
sumber air minum bersih dan persentase rumah tangga yang mempunyai akses
terhadap air minum layak.

Sumber air minum bersih adalah sumber air minum yang terdiri atas air
kemasan, air isi ulang, leding dan sumur bor atau sumur pompa, sumur terlindung
serta mata air terlindung dengan jarak ke tempat penampungan limbah/kotoran/
tinja terdekat = 10 m. Adapun yang dimaksud dengan akses air minum layak adalah
jika sumber utama air yang digunakan untuk minum berasal dari air leding, sumur
bor atau sumur pompa, sumur terlindung, mata air terlindung, dan air hujan
termasuk juga ketika sumber air utama air yang digunakan oleh rumah tangga

berasal dari kemasan bermerk atau air isi ulang.
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Mempunyai Akses terhadap Air Minum Layak Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Tahun 2018 - 2023

Kode Kabupaten/Kota Sumber Air Minum Bersih Akses Air Minum Layak
2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
14 | Provinsi Riau 68,43 | 69,56 | 71,68 | 71,56 | 70,15 | 72,70 | 79,68 | 87,42 | 88,25 | 89,76 | 90,07 | 90,47
14.01 | Kab. Kampar 69,66 | 67,51 | 71,73 | 73,85 | 69,9 | 7533 | 69,13 | 88,49 | 90,07 | 90,41 | 91,37 | 94,18
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 7761 | 78,39 | 76,66 | 79,78 | 79,39 | 83,66 | 632 | 655 | 73,93 | 64,84 | 72,86 | 7331
14.03 | Kab. Bengkalis 61,7 | 61,35 | 67,69 | 60,4 | 5557 | 63,12 | 83,51 | 91,19 | 93,73 | 93,26 | 94,2 | 9564
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 20 | 2515 | 30,44 | 29,11 | 30,41 | 26,88 | 94,32 | 93,16 | 86,04 | 89,6 | 88,76 | 90,27
14.05 | Kab. Pelalawan 78,48 | 86,63 | 8578 | 80,33 | 81,45 | 86,37 | 67,98 | 7568 | 79,7 | 83,61 | 86,09 | 82,81
14.06 | Kab. Rokan Hulu 76,39 | 66,59 | 74,81 | 77,84 | 80,3 | 843 | 72,08 | 82,49 | 8532 | 92,17 | 91,12 | 90,75
14.07 | Kab. Rokan Hilir 57,21 | 61,1 | 63,73 | 63,94 | 63,86 | 62,72 | 73,87 | 83,91 | 81,13 | 87,52 | 86,38 | 86,56
14.08 | Kab. Siak 83,95 | 8595 | 83,11 | 86,98 | 8529 | 90,1 | 82,81 | 94,18 | 92,3 | 93,13 | 91,62 | 93,76
14.09 | Kab. Kuantan Singingi | 70,54 | 71,34 | 73,49 | 74,56 | 68,1 | 71,06 | 70,13 | 79,33 | 88,19 | 85,78 | 82,49 | 83,02
14.10 ,\K/Iae?érﬁiep”'a”a” 977 | 7,79 | 12,06 | 7,71 | 554 | 10,42 | 89,99 | 84,18 | 87,78 | 88,69 | 94,62 | 93,37
14.11 | Kota Pekanbaru 93,56 | 96,48 | 94,16 | 93,86 | 89,99 | 92,17 | 93,31 | 983 | 97,09 | 98,76 | 98,57 | 99,17
14.12 | Kota Dumai 86,74 | 87,9 | 90,7 | 90,39 | 94,05 | 86,9 | 84,31 | 89,76 | 91,49 | 92,86 | 89,96 | 89,81

Sumber: Publikasi Statistik Kesejahteraan Provinsi Riau — BPS Provinsi Riau Tahun 2024
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Pada tabel diatas dapat dilihat sampai dengan Tahun 2023 baru 72,70
persen Rumah Tangga di Provinsi Riau yang mempunyai sumber air minum bersih,
dan 90,47 persen Rumah Tangga yang mempunyai akses terhadap sumber air
minum layak. Persentase Rumah Tangga yang mempunyai sumber air minum
bersih Tahun 2023 meningkat 6,24 persen dari kondisi pada Tahun 2018, yang
sebesar 68,43 persen. Adapun Persentase Rumah Tangga yang mempunyai akses
terhadap air minum layak pada Tahun 2023 meningkat sebesar 13,54 persen dari
Tahun 2018. Hal ini menunjukkan relatif lambatnya pertumbuhan penyediaan
sumber air bersih, dan akses terhadap air minum layak di Provinsi Riau

Dari 12 Kabupaten/Kota di wilayah Provinsi Riau, persentase rumah tangga
yang mempunyai sumber air bersih terendah pada periode Tahun 2018 - Tahun
2023 adalah Kabupaten Kepulauan Meranti, dengan kondisi yang menurun sampai
dengan Tahun 2022, yaitu 9,77 persen pada Tahun 2018 dan menjadi 5,54 persen
pada Tahun 2022. Namun pada Tahun 2023 terjadi perbaikan, dimana persentase
rumah tangga yang memiliki sumber air minum bersih menjadi 10,42 persen.
Kabupaten dengan persentase rumah tangga dengan sumber bersih yang paling
rendah pada perioede Tahun 2018 — 2023 berikutnya adalah Kabupaten Indragiri
Hilir, Kabupaten Rokan Hilir dan Kabupaten Bengkalis, dengan persentase masing-
masing sebesar 26,88 persen, 62,72 dan 63,12 persen pada Tahun 2022.

Upaya penyediaan sumber air minum bersih dilakukan pemerintah dengan
pembangunan SPAM perpipaan maupun SPAM non perpipaan. Pembangunan
SPAM Non Perpipaan telah dilakukan oleh Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi
dan juga Pemerintah Kabupaten/Kota dalam bentuk penyediaan sumur bor di
daerah permukiman, dan penyediaan air minum berbasis masyarakat di daerah
perdesaan. Namun sejauh ini belum tersedia data yang lengkap terkait hal ini SPAM
Non Perpipaan, ditambah lagi dengan berakhirnya Program Pamsimas pada Tahun
2023, menyebabkan tidak tersedia lagi data PAMSIMAS di website Kementerian
PUPR.

a) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan

Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 122 Tahun 2015 tentang Penyediaan
Air Minum menerangkan bahwa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) adalah suatu
kesatuan sarana dan prasarana air minum. Penyelenggaraan SPAM merupakan

serangkaian kegiatan dalam melaksanakan pengembangan dan pengelolaan sarana
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dan prasarana yang mengikut proses dasar manajemen untuk penyediaan air
minum kepada masyarakat.

Untuk meningkatkan penyediaan air minum bersih terutama di daerah
perkotaan, Pemerintah Provinsi Riau dan Pemerintah Kabupaten/Kota di wilayah
Provinsi telah berupaya membangun Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM)
Jaringan Perpipaan. Dari data yang dipublikasi oleh Balai Prasarana Permukiman
Wilayah Provinsi Riau, diketahui terdapat 129 Unit SPAM Perpipaan yang dikelola
oleh 12 Kabupaten/Kota, 17 diantaranya tidak berfungsi, 2 unit belum berfungsi, 1
unit berfungsi tapi belum operasional, dan 2 unit membutuhkan rehabilitasi. Selain
itu di Provinsi Riau juga terdapat 2 SPAM Regional, yaitu SPAM Regional Durolis
dan SPAM Regional Pekan Kampar, yang keduanya belum berfungsi secara optimal.

Seluruh SPAM perpipaan yang ada di Provinsi Riau mempunyai total
kapasitas sebesar 3.617,55 liter/detik. Kapasitas tersebut setara untuk melayani
289.404 Sambungan Rumah Tangga. Namun sampai dengan Tahun 2023, masih
terdapat idle capacity sebesar 1.550,00 liter/detik atau 42,85 persen dari kapasitas
terpasang. Adapun jumlah Sambungan Rumah Tangga yang telah terpasang baru
mencapai 99.339 Sambungan Rumah Tangga atau 34,35% dari kapasitas layanan.
Waktu produksi rata-rata seluruh SPAM adalah 13,89 jam/hari, sedangkan jam
distribusi 12,83 jam/hari dari target seharusnya 24 jam per hari. Tingkat
kehilangan air rata-rata dari seluruh SPAM yang ada lebih kurang 32,62 persen.
Data terkait SPAM yang ada di Provinsi Riau pada Tahun 2023, dapat dilihat pada
Tabel di bawah ini.
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Tabel 2.90
Kondisi Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023

14.01 | Kab. Kampar 14 - 307,05 174,15 148 132,9 43,28 10,11 10,11 18,19 10.538

14.02 gitl’l'llndragm 15 - 375 276,6 272,72 98,4 26,24 13,44 13,44 37,98 15.238

14.03 | Kab. Bengkalis 6 1 347,5 134,69 129,37 212,81 61,24 14 12,17 27,17 13.293

14.04 g‘jﬁ’r Indragiri 22 7 380 163,61 158,05 216,89 57,08 9,47 9,33 53,9 11.642

14.05 | Kab. Pelalawan 12 - 92,5 56,5 56 36 38,92 10,33 10,08 20-30 3.396

14.06 gﬂf{lR"kan 16 3 420 208 231 122 29,05 6 5,92 25,5 5.428

14.07 | Kab. Rokan Hilir] 5 5 100 - 100 100 100 - - - -

14.08 | Kab. Siak 14 - 375 230 200,5 145 38,67 11,43 9,21 30,7 12.472

14.09 | Kab. Kuantan 9 1 140 10 110 30 21,43 9 8,33 36 4.792
Singingi

14.10 | Kab. Kepulauan 8 2 58,5 47,5 30 11 18,8 8 2 28,57 2.063
Meranti

14.11 | Kota 2 - 580 277 225 303 52,24 24 24 66 13.455
Pekanbaru

14.12 | Kota Dumai 6 - 442 300 90 142 32,13 24 22,5 34,8 7.022

Sumber: Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau, 2024 (diolah)
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b) Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Perpipaan

Untuk meningkatkan pelayanan air minum di wilayah perdesaan,
Pemerintah berupaya menyediakan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non
Jaringan Perpipaan, berupa SPAM yang pengelolaannya diserahkan kepada
kelompok masyarakat dan sumur bor yang berfungsi sebagai hydrant umum.
Pembangunan SPAM Non Jaringan di wilayah Provinsi Riau, terutama di wilayah
pesisir tidak mudah, karena terbatasnya kualitas air permukaan, dan air sumur
dangkal, demikian juga dengan upaya memanfaatkan sumur air dalam. Pada saat
dilakukan pemboran untuk memperoleh air sumur dalam, kualitas air yang
ditemukan cenderung mengandung ferum yang tinggi, atau jumlah air yang
terbatas, akibatnya setelah pemanfaatan dalam jangka pendek sumber air sudah
tekor atau air tidak lagi tersedia. Data jumlah Kepala Keluarga atau Rumah Tangga
yang telah mendapat layanan SPAM Non Jaringan Perpipaan di wilayah Provinsi
Riau dapat dilihat pada Tabel di bawah ini.

Tabel 2.91 Data Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Non Jaringan Perpipaan

I1-150

di Wilayah Provinsi Riau Tahun 2023
Layanan Spam Non Jaringan Perpipaan (Kk)

Kode Kabupaten/Kota SPAM Permukiman SBu:: 1;r
PAMSIMAS o Jumlah

2022 2023 Hidrant

Umum
14.01 | Kab. Kampar 13.162 74 157 - 13.393
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 9.655 45 - - 9.700
14.03 | Kab. Bengkalis 5.498 45 95 - 5.638
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 9.550 78 92 7.469 17.189
14.05 | Kab. Pelalawan 5.325 23 - - 5.348
14.06 | Kab. Rokan Hulu 8.669 48 190 - 8.907
14.07 | Kab. Rokan Hilir 3.149 52 60 - 3.261
14.08 | Kab. Siak 5.336 39 - - 5.375
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 6.916 35 S S 6.951
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 7.240 39 75 - 7.354
14.11 | Kota Pekanbaru 1.280 51 - 1.331
14.12 | Kota Dumai 391 23 55 - 469
JUMLAH 76.171 501 775 7.469 84.916

Sumber: BPPW Provinsi Riau dan Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, 2023, diolah
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2.3.3.7 Akses Terhadap Sanitasi Layak

Pengolahan limbah domestik merupakan salah satu Standar Pelayanan
Minimal untuk Bidang Pekerjaan Umum yang merupakan pelayanan dasar. Salah
satu indikator kinerja dalam pembangunan pengolahan limbah domestik adalah
akses sanitasi layak. Akses sanitasi layak adalah fasilitas sanitasi yang memenuhi
syarat kesehatan, antara lain kloset menggunakan leher angsa, tempat
pembuangan akhir tinja menggunakan tangki septik atau sistem pengolahan air
limbah (SPAL)/ Sistem Terpusat.

Pada tahun 2023, persentase rumah tangga di Provinsi Riau yang
mempunyai akses sanitasi layak mencapai 84,58 persen. Kondisi ini meningkat
sebesar 5,57 persen dari Tahun 2018. Dari 12 Kabupaten/Kota di Provinsi Riau,
terdapat 3 Kabupaten dengan persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak lebih rendah dari Provinsi Riau, yaitu Kabupaten Indragiri
Hilir sebesar 57,13 persen, Kabupaten Kepulauan Meranti sebesar 57,67 persen,
Kabupaten Rokan Hilir sebesar 79,71 persen. Mengingat air limbah domestik
merupakan salah satu Standar Pelayanan Minimal, perlu diupayakan peningkatan
akses sanitasi layak di Provinsi Riau, terutama di 3 kabupaten yang kondisinya
lebih rendah dari Provinsi Riau. Data persentase rumah tangga yang memiliki akses
terhadap sanitasi layak dapat dilihat pada Tabel dibawah ini.

Tabel 2.92 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Sanitasi
Layak Kabupaten/Kota Tahun 2018 - 2023

Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap
Kode | Kabupaten/Kota Sanitasi Layak (Persen)
2018 2019 2020 2021 2022 2023
1401 | Kuantan Singingi 77,53 79,91 82,81 87,98 | 86,98 85,36
1402 | Indragiri Hulu 80,26 77,79 84,16 82,82 | 84,63 85,43
1403 Indragiri Hilir 50,60 46,80 59,33 49,64 | 56,32 57,13
1404 Pelalawan 85,87 83,15 89,18 81,13 | 83,77 85,30
1405 | Siak 88,96 92,48 90,51 95,41 | 93,51 91,15
1406 | Kampar 86,27 90,41 89,47 89,62 | 82,97 86,40
1407 Rokan Hulu 81,06 74,86 81,44 88,85 | 90,10 89,49
1408 Bengkalis 78,47 87,79 89,67 90,34 | 86,99 91,11
1409 Rokan Hilir 72,40 70,99 74,75 73,94 | 81,15 79,71
Sl | Kepulauan 51,63 53,53 57,43 55,98 | 57,03 57,67
Meranti
1471 | Pekanbaru 95,33 93,35 96,73 96,28 | 96,65 95,13
1473 | Dumai 92,39 94,65 95,38 97,03 | 91,44 95,50
Provinsi Riau 80,12 80,04 83,99 83,64 | 84,06 84,58

Sumber: BPS Provinsi Riau, 2024
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2.3.3.8 Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja

Salah satu indikator pembangunan untuk pengolahan limbah domestik adalah
persentase rumah tangga yang mempunyai akses sanitasi aman. Akses sanitasi
aman adalah fasilitas sanitasi yang dimiliki oleh rumah tangga, yang terhubung
dengan septic tank, dan disedot rutin satu kali selama 3-5 tahun dan dibuang ke

instalasi pengolah tinja atau IPLT.
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Tabel 2.93 Kondisi Instalasi Pengolahan Lumpur Tinja di Provinsi Riau

Kabupaten/ el TR Kapasitas Rarest e Fungsiona-
Kode Kpt Nama Iplt | Kecamatan/ (Debit) T P Kkai Kk Teknologi Lisasi Armada
ota Distrik Iplt erpaxai Terlayani Iplt 1sasi
1401 | Kuantan Iplt Sentajo Raya 15 2 M3/Hari 3.600 Solid Berfungsi 1 Unit Truk Tinja Kapasitas
Singingi Kabupaten M3 /Hari Separation 4m3 tahun 2007 (APBD)
Kuantan Chamber (Ssc)
Singigi
1402 | Indragiri Iplt Rengat Barat 10 8 M3/Hari 800 Solid Berfungsi 1 Unit Truk Tinja Tahun
Hulu Kabupaten M3 /Hari Separation 2016 (APBN) Kapasitas SM3
Indragiri Chamber (Ssc)
Hulu
1405 | Siak Iplt Tualang 10 8 M3/Hari 3.500 Solid Berfungsi 1 Unit Truk Tinja Tahun
Kecamatan M3 /Hari Separation 2016 (APBD) Kapasitas 4M3
Tualang Chamber (Ssc)
1406 | Kampar Iplt Bangkinang 10 0 M3/Hari 46.367 Solid Belum 1 Unit Truk Tinja Tahun
Kabupaten M3 /Hari Separation Berfungsi 2020 (APBN) Kapasitas 4M3
Kampar Chamber (Ssc)
1407 | Rokan Hulu Iplt Rambah 10 0 M3/Hari 60.376 Solid Belum 1 Unit Truk Tinja Tahun
Kabupaten M3/Hari Separation Berfungsi 2020 (APBN) Kapasitas 4M3
Rokan Hulu Chamber (Ssc)
1408 | Bengkalis Iplt Kota Duri Bathin 5 M3/Hari | 0 M3/Hari 2.700 Solid Belum Belum mempunya armada
Selopan Separation Berfungsi truk tinja
Chamber (Ssc)
1471 | Pekanbaru Iplt Muara Rumbai 40 0 M3/Hari 100 Tangki Imhoff Tidak 1 Unit Truk Tinja, 2005
Fajar M3/Hari Berfungsi (APBN), sudah beralih fungsi
(Optimalisasi) menjadi armada penyiram
tanaman
1473 | Dumai Iplt Kota Dumai 10 0 M3/Hari 58.332 Solid Belum 1 Unit Truk Tinja Tahun
Dumai Selatan M3 /Hari Separation Berfungsi 2020 (APBN) Kapasitas 4M3
Chamber (Ssc)

Sumber : Balai Prasarana Permukiman Wilayah Provinsi Riau, 2024
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Sampai dengan Tahun 2023, telah dibangun 8 unit IPLT di 8 Kabupaten/Kota, namun 4 unit belum berfungi dan 1 unit, yaitu di
Kota Pekanbaru tidak berfungsi. Belum berfungsinya IPLT, umumnya terkait dengan kelmbagaan, yaitu belum terbentuknya unit

pengelola dan regulasi terkait pengelolaan IPLT. Data terkait IPLT yang telah ada di Provinsi Riau dapat dilihat pada Tabel diatas.
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2.3.3.9 Persampahan

Persentase cakupan area pelayanan persampahan di Provinsi Riau Tahun
2018 sampai dengan 2023 relatif tetap, yaitu 49,59%. Dimana pelayanan
persampahan terendah adalah 10,00% yang berlokasi di Kabupaten Indragiri Hilir
dan 100,00% di Kota Pekanbaru. Untuk kabupaten/kota yang cakupan
pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan
peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah. Capaian
pengelolaan sampah, baik penanganan maupun pengurangan sampah di Provinsi
Riau tahun 2018 - 2023 masih belum bisa mengikuti capaian nasional. Hal ini
karena masih kurangnya sarana prasarana, anggaran pengelolaan sampah dan
kepedulian masyarakat terhadap sampahnya. Disamping itu, timbulan sampah
akan selalu meningkat sesuai dengan pertumbuhan penduduk. Persentase cakupan
area pelayanan persampahan Provinsi Riau tahun 2018-2023 dapat dilihat pada
tabel di bawah ini.

Tabel 2.94 Persentase Cakupan Area Pelayanan Persampahan
Tahun 2018-2023

Kode Kabz;‘;vt::f/l{{ota 2018 2019 2020 2021 2022 | 2023

14 | RIAU 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59 | 49,59
14.01 | Kab. Kampar 21,39 | 17,98 | 17,63 30 30| 33,33
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 56,02 | 56,02 | 56,02 | 42,86 | 42,86 | 42,86
14.03 | Kab. Bengkalis 73,07 | 65,06 | 68,12 90,9 90,9 | 90,91
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 21,32 | 21,32 | 21,99 10 10 10
14.05 | Kab. Pelalawan 26,89 | 32,42 29.4 41,7 41,7 | 41,67
14.06 | Kab. Rokan Hulu 40 | 19,54 | 19,15 25 25 25
14.07 | Kab. Rokan Hilir 51,2 29,4 | 29,66 33,3 33,3 | 33,33
14.08 | Kab. Siak 70,08 | 70,08 | 73,53 | 78,57 | 78,57 | 78,57
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 37,64 | 37,64 | 37,01 60 60 60
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 15 15 15 15 15| 22,22
14.11 | Kota Pekanbaru 70 | 71,64 | 67,77 100 100 100
14.12 | Kota Dumai 82,29 | 82,29 | 90,32 83,1 83,1 | 57,14

Sumber: Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan Provinsi Riau Tahun 2018 — 2023

Dari tabel di atas, cakupan area pelayanan persampahan pada tahun 2023
Kota Pekanbaru mencapai seratus persen. Untuk kabupaten/kota yang cakupan
pelayanannya masih rendah perlu program peningkatan kinerja dinas terkait dan

peningkatan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampabh.
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Jumlah timbulan sampah Provinsi Riau (data dari 10 kabupaten/kota) pada
tahun 2023 sebesar 1.051.298,13 ton, dimana upaya pengurangan sampah sebesar
90.898,22 ton (8,65%), penanganan sampah sebesar 464.561,28 ton (44,19%) dan
timbulan sampah terolah sebesar 555.459,5 ton (52,84%). Perhitungan sampah
sangat dipengaruhi ketaatan kabupaten/kota dalam pelaporan capaian kebijakan
strategi daerah persampahan. Timbulan sampah tertinggi berada di Kota Pekanbaru
sedangkan terendah berada di Kabupaten Kepulauan Meranti. Jumlah timbulan
sampah terolah di fasilitas pengelolaan sampah Provinsi Riau tahun 2019-2023
dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.95 Jumlah Timbulan Sampah Terolah di Fasilitas Pengelolaan Sampah
Provinsi Riau Tahun 2019-2023 (Ton)

N Urai Tahun
° ratan 2019 2020 2021 2022 2023+
1 | Timbulan Sampah | 1.941.104,71 | 2.892.076,5 | 2.955.442,78 | 1.342.018 | 1.051.298,13
o | Pensurangan 191.963,87 | 129.041,38 197.931,1 | 111.092,3 | 90.898,22
Sampah
3 | Penanganan 460.943,3 | 690.007,95 | 510.597,27 | 524.900 | 464.561,28
Sampah
Timbulan Sampah
4 652.907,17 | 819.049,33 | 708.528,37 | 635.992,3 | 555.459,5
Terolah
Keteranean Data 9 Data 11 Data 12 Data 12 Data 10
& kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota kab/kota

Sumber: Kementerian Liangkungan Hidup dan Kehutanan (KLHK)

2.3.3.10 Akses Hunian yang Layak dan Terjangkau

Keberhasilan penanganan Rumah Tidak Layak Huni ditandai dengan
tingginya angka capaian pada indikator "Persentase Rumah Tangga yang Memiliki
Akses terhadap Hunian yang Layak dan Terjangkau". Indikator ini merupakan
indikator yang telah ditetapkan secara Nasional, dengan perhitungan angka yang
dikeluarkan oleh BPS. Angka ini diperoleh dengan memperhatikan pemenuhan 4
(empat) kriteria yaitu: Kecukupan luas tempat tinggal minimal 7,2 m2 per kapita;
Memiliki akses terhadap air minum layak; Memiliki akses terhadap sanitasi layak;
dan Ketahanan bangunan dengan harga yang terjangkau oleh seluruh lapisan
masyarakat, baik untuk dimiliki sendiri maupun untuk disewa. Hunian
didefinisikan terjangkau apabila pengeluaran hunian, baik berupa sewa dan cicilan

rumah, tidak melebihi dari 30%. Saat ini perhitungan keterjangkauan akan



Gambaran Umum | Il - 157

dilakukan terbatas bagi rumah tangga dengan kategori sewa. Sementara, untuk
rumah tangga yang menghuni milik sendiri maka diasumsikan terjangkau

Mulai tahun 2025, terjadi perubahan nomenklatur pada indikator ini yaitu
menjadi “Persentase Rumah Tangga dengan Akses Hunian Layak, Terjangkau dan
Berkelanjutan”. Berdasarkan hasil kesepakatan bersama BPS dan Balai
Pelaksanaan Penyediaan Perumahan (BP2P), formulasi untuk keberlanjutan belum
dapat diperhitungkan karena data yang dibutuhkan berupa Sertifikat Laik Fungsi
(SLF) belum tersedia. Sehingga proyeksi kedepannya masih dengan formulasi
perhitungan yang telah ada yaitu dengan memperhatikan pemenuhan 4 kriteria
yang telah disebutkan di awal pembahasan. Pada tabel berikut ini akan disajikan
data capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian yang
layak dan terjangkau tahun 2019-2023.

Tabel 2.96 Persentase Rumah Tangga yang Memiliki Akses Terhadap Hunian
yang Layak dan Terjangkau Menurut Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

Kode Kabz’;;‘;‘e‘f/‘{{ota 2019 = 2020 2021 2022 2023

14 | RIAU 62,94 | 68,44 | 70,63 | 69,43 | 71,53
14.01 | Kab. Kampar 70,93 72,89 | 75,03 | 69,69 | 73,80
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 53,94 60,74 | 54,71 | 57,67 | 61,83
14.03 | Kab. Bengkalis 70,63 80,49 | 78,99 | 77,66 | 81,43
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 35,57 46,71 | 38,82 | 39,58 | 46,93
14.05 | Kab. Pelalawan 59,47 68,13 | 66,71 | 62,01 | 67,64
14.06 | Kab. Rokan Hulu 57,09 63,33 | 77,76 | 75,92 | 74,40
14.07 | Kab. Rokan Hilir 54,77 53,61 | 62,07 | 62,94 | 62,78
14.08 | Kab. Siak 60,30 66,26 | 72,76 | 78,25 | 75,19
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 62,81 72,35 | 74,71 | 68,53 | 68,96
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 45,87 51,60 | 48,77 | 48,95 | 52,22
14.11 | Kota Pekanbaru 83,70 86,88 | 89,70 | 90,25 | 90,17
14.12 | Kota Dumai 78,61 82,31 | 84,76 | 75,63 | 81,30

Sumber: Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas) Maret Povinsi Riau 2019-2023,
BPS Provinsi Riau (diolah)

Dari tabel di atas diketahui bahwa capaian terendah untuk indikator ini
kebanyakan berada pada kabupaten yang terletak di daerah pesisir seperti
Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kabupaten Rokan

Hilir. Capaian persentase rumah tangga yang memiliki akses terhadap hunian layak
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dan terjangkau di Provinsi Riau cenderung mengalami peningkatan setiap
tahunnya, capaian tahun 2023 naik sebesar 2,1% bila dibandingkan dengan tahun
2022. Namun jika melihat data P3KE (10 Juni 2024) yang merujuk pada 4 kriteria
pembentuk indikator di atas, maka masih terdapat 59.554 unit Rumah Tidak Layak
Huni (RLTH) yang tersebar di 12 Kabupaten/Kota, dimana Kabupaten dengan
jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Indragiri Hilir dengan jumlah RTLH
sebanyak 11.064 unit. Sedangkan menurut data E-RTLH (10 Juni 2024), maka
masih terdapat 76.464 unit Rumah Tidak Layak Huni (RLTH) dimana Kabupaten
dengan jumlah RTLH tertinggi adalah Kabupaten Siak dengan jumlah RTLH
sebanyak 12.198 unit. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel 2.90. Hal
tersebut merupakan tugas bersama (Pemerintah Pusat, Pemerintah Provinsi dan
Pemerintah Kabupaten/Kota) untuk dituntaskan. Penanganan Rumah Tidak Layak
Huni pada dasarnya juga mendapatkan dukungan dari stakeholder lainnya di luar
Pemerintah seperti Basnaz dan CSR, namun tidak terdata secara time series.

Tabel 2.97 Jumlah Rumah Tidak Layak Huni
Berdasarkan Data E-RTLH dan Data P3KE (Tertanggal 10 Juni 2024)

Jumlah RTLH
No. Kabupaten/Kota
Data E-RTLH Data P3KE

14 RIAU 76.464 59.554
14.01 | Kab. Kampar 8.188 5.616
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 733 3.717
14.03 | Kab. Bengkalis 8.922 5.046
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 8.094 11.064
14.05 | Kab. Pelalawan 2.167 3.776
14.06 | Kab. Rokan Hulu 9.581 6.112
14.07 | Kab. Rokan Hilir 9.008 7.108
14.08 | Kab. Siak 12.198 1.175
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 167 3.977
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 7.189 9.616
14.11 | Kota Pekanbaru 9.779 1.776
14.12 | Kota Dumai 438 571

Sumber : Data E-RLTH dan Data P3KE 2024 (diolah)

Selain data P3KE dan E-RLTH, kebutuhan Hunian layak juga dapat dilihat
dari persentase rumah berdasarkan status penguasaan bangunan tempat tinggal.
Untuk lebih detailnya, dapat dilihat pada tabel di bawah ini.
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Tabel 2.98 Persentase Rumah Tangga Berdasarkan Status Penguasaan
Bangunan Tempat Tinggal di Provinsi Riau Tahun 2023

Persentase Rumah Tangga dengan Status Penguasaan Bangunan Tempat Tinggal

Kode Kab;z::en/ Milik Sendiri Kontrak/Sewa Lainnya
2019 2020 | 2021 2022 2023 | 2019 2020 2021 2022 2023 2019 | 2020 2021 2022 2023

14 | RIAU 70,55 /69,78 | 72,52 | 76,52 |77,56 |15,40|13,61|11,82|10,12| 8,31 |14,05|16,61|15,66 13,36 | 14,13

14.01 EZ;par 75,1 |67,75|73,49 80,81 |80,41| 9,31 | 9,59 7,7 | 4,777 | 4,76 | 15,59 | 22,66 | 18,81 | 14,42 | 14,83
Kab.

14.02| Indragiri 82,82 80,42 |76,52 | 86,61 | 85,05 6 6,57 | 6,22 | 3,52 | 3,24 |11,18|13,01|17,27| 9,88 | 11,72
Hulu

14.03 Kab. 77,52 |78,67 | 75,76 | 77,06 | 79,68 | 14,54 | 13,18 | 10,13 | 10,06 | 8,18 | 7,94 | 8,14 | 14,11 |12,88 12,14
Bengkalis
Kab.

14.04| Indragiri 82,11 83 |82,73/86,98/89,47| 6,44 | 466 | 3,66 | 3,2 | 1,84 |11,45|12,34|13,61| 9,81 | 8,69
Hilir

14.05 Kap: 63,91 57,44 69,16 | 66,15 70,02 | 14,01 | 13,18 | 12,45 | 10,52 | 6,74 | 22,08 |29,37 | 18,38 | 23,33 | 23,24
Pelalawan

14.06 II_{I?E{ARokan 79,27 |72,51|73,87|79,93|81,22| 8,49 | 5,94 | 9,01 | 5,98 | 6,23 |12,24|21,55|17,11 | 14,09 | 12,55
Kab. Rokan

14.07 Hilir 70,98 | 76,71 |78,86| 80,7 |79,95| 8,9 6,77 | 4,73 | 4,99 | 5,04 |20,12|16,53|16,41 | 14,31 15

14.08| Kab. Siak 74,73 169,07 | 75,01 | 78,37 | 77,53 | 12,98 | 9,46 | 12,07 | 8,92 | 6,5 |12,28|21,47|12,92|12,71 | 15,97
Kab.

14.09, Kuantan 81,79 81,19 | 82,72 | 88,56 | 86,47 | 4,53 | 5,74 | 6,86 | 2,47 | 3,18 | 13,67 |13,07 | 10,43 | 8,97 | 10,35
Singingi
Kab.

14.10| Kepulauan 90,75 (89,89 |88,55|89,13|90,21| 39 | 336 | 3,5 | 2,51 | 1,87 | 535 | 6,75 | 7,95 | 8,36 | 7,92
Meranti

14.11 Kota 45,81|51,26 54,71 | 58,84 59,66 | 39,64 | 35,35 | 28,2 |28,26|23,73|14,55|13,38|17,09|12,89|16,61
Pekanbaru

14.12| Kota Dumai |56,52 |58,56|65,31|67,52|71,12|28,32|28,52|22,75|18,75|14,84|15,16|12,92|11,94|13,73 | 14,04

Sumber: BPS, Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas)/BPS-Statistics Indonesia,

Maret 2023

Data persentase rumah berdasarkan status penguasaan bangunan tempat

tinggal merupakan angka dasar dalam perhitungan Backlog Perumahan. Backlog

Perumahan adalah kondisi kesenjangan antara jumlah rumah terbangun dengan

jumlah rumah yang dibutuhkan rakyat, atau kuantitas rumah yang belum/tidak
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tertangani. Selain itu, Backlog perumahan diartikan juga sebagai rumah tangga
yang menempati rumah bukan milik sendiri dan tidak memiliki rumah di tempat
lain dengan formulasi sebagai berikut : Persentase Rumah Tangga dengan status
kontrak/sewa + Persentase Rumah Tangga dengan status lainnya - Persentase
Rumah Tangga yang menempati rumah bukan milik sendiri namum memiliki
rumah ditempat lain. Berdasarkan data BPS, angka Backlog perumahan di Provinsi
Riau dari tahun 2019-2023 secara berturut-turut adalah 26,17% (2019); 26,81%
(2020); 24,56% (2021); 21,05% (2022); 20,54% (2023).

Sejak tahun 2017 sampai dengan saat ini, Pemerintah Provinsi Riau telah
berusaha untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni melalui Pembangunan
Rumah Layak Huni bagi masyarakat miskin. Pada tahun 2021, bantuan rumah
Layak Huni (RLH) di Provinsi Riau dilaksanakan melalui mekanisme Bantuan
Keuangan Khusus (BKK) ke 12 Kabupaten/Kota. Dari tahun 2017-2023 telah
dilakanakan pembangunan Rumah Layak Huni sebanyak 8.707 unit dan pada
tahun 2024, berdasarkan SK Bantuan Keuangan Provinsi diketahui bahwa
Pembangunan RLH sebanyak 305 unit. Untuk detailnya dapat dilihat pada tabel
berikut ini.

Tabel 2.99 Pembangunan Rumah Layak Huni Di Provinsi Riau
Tahun 2017 - 2023 (Unit)

TAHUN LdL]

Kode Kabupaten/ Kota Total | TA.

2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024

14.01 | Kab. Kampar 165 226 189 16 224 | 144 96 | 1.060 | 123
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 167 172 180 17 - 90 50 676 12
14.03 | Kab. Bengkalis 172 180 153 17 139 77 54 792 20
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 167 218 160 26 132 70 | 67 840 21
14.05| Kab. Pelalawan 166 167 128 16 - 20 50 547 0
14.06 | Kab. Rokan Hulu 165 155 137 18 266 157 | 70 968 15
14.07 | Kab. Rokan Hilir 166 170 185 15 113 60 | 50 759 63

14.08| Kab. Siak 166 154 172 17 - 75 50 634 S
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TAHUN RLH
Kode Kabupaten/ Kota Total @ TA.
2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024
Kab. Kuantan
14.09 167 161 112 16 - 24 74 554 1
Singingi
Kab. Kepulauan
14.10 167 144 173 15 49 20 46 614 10
Meranti
14.11| Kota Pekanbaru 179 164 104 18 147 90 50 752 15
14.12 | Kota Dumai 167 150 90 16 - 38 50 511 20
Jumlah 2.014 2.061 1.783 207 | 1.070 865 707 | 8.707 | 305

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2024

Selain Pembangunan RLH melalui mekanisme BKK, Provinsi Riau juga
melaksanakan Pembangunan RLH yang menjadi kewenangannya, dimana hal
tersebut juga merupakan bagian dari pelaksanaan SPM Perumahan yaitu
pembangunan RLH untuk korban bencana dan korban relokasi akibat Program
Pemerintah Provinsi. Mulai dari tahun 2021-2023 telah terlaksanan pembangunan
RLH untuk korban bencana sebanyak 119 unit dan pembangunan RLH untuk
korban relokasi Program Pemerintah Provinsi sebanyak 24 unit. Untuk data
detailnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 2.100 Realisasi Rumah Layak Huni Korban Bencana Yang Tertangani
Tahun 2021-2023

No. Kabupaten/Kota Unit Keterangan
TAHUN 2021
1 | Kab. Indragiri Hilir 10 - Lokasi : Kel. Tanjung Baru Kec. Tanah Merah.
- Bencana : Longsor
10 - Lokasi : Kel. Enok Kec. Tanah Merah
- Bencana : Longsor
2 | Kab. Rokan Hilir S - Lokasi : Kel. Bangko Kec. Bagan Kunak.
- Bencana : Kebakaran
3 | Kab. Kampar 21 - Lokasi : Desa Gobah Kec. Tambang.

- Relokasi Program Pemerintah : Pembangunan
Turap
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No. Kabupaten/Kota Unit Keterangan
TAHUN 2022
1 | Kab. Indragiri Hilir 11 - Bencana : Longsor
5 Pekanbaru 3 - Belokas1 ?rogram Pemerintah : Pelebaran
jalan provinsi
TAHUN 2023
1 | Kab. Indragiri Hilir 28 - Bencana : Abrasi Sungai
2 | Kab. Rokan Hilir 54 - Bencana : Abrasi Sungai
3 | Kota Pekanbaru 1 - Bencana : Longsor

Sumber : Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau, Tahun 2024

Meskipun Pemerintah Provinsi Riau dan seluruh Stakeholder telah berupaya
untuk menangani Rumah Tidak Layak Huni sebagai kebutuhan dasar masyarakat,
namun upaya tersebut belum bisa dilaksanakan secara maksimal yang disebabkan
oleh beberapa faktor penghambat diantaranya yaitu : Masih terbatasnya
Kewenangan Pemerintah Daerah; Program Kegiatan Pemerintah belum melayani
seluruh segmentasi masyarakat, terutama bagi masyarakat berpenghasilan rendah
dan pekerja sektor informal;, Kurangnya pengawasan untuk menjamin keandalan
bangunan dan kesesuaian terhadap tata ruang; Belum optimalnya integrasi antara
penyediaan perumahan dengan sarana prasarana khususnya di perkotaan; Pasar
pembiayaan primer dan skunder perumahan yang belum mapan; serta manajemen
dan pemanfaatan lahan untuk perumahan yang belum efektif (ketersediaan lahan,
urban sprawl/tumbuhnya wilayah perkotaan yang tidak terstruktur, dan keamanan
bermukim).

Pemenuhan hunian layak dan terjangkau bagi masyarakat perlu menjadi
perhatian pemerintah karena rumah dan kelengkapannya merupakan kebutuhan
dasar dan juga merupakan salah satu faktor penentu indikator kesejahteraan
rakyat. Dengan meningkatnya kualitas kehidupan yang layak dan bermartabat

melalui pemenuhan kebutuhan papan maka akan terwujud kesejahteraan rakyat.

2.3.3.11 Kawasan Kumuh
Kekumuhan suatu kawasan ditandai pada 7 aspek diantaranya yaitu :
Bangunan Gedung, Jalan Lingkungan, Penyediaan Air Minum, Drainase

Lingkungan, Pengelolaan Air Limbah, Pengelolaan Persampahan dan Proteksi

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045



Gambaran Umum | Il - 163

Kebakaran. Berdasarkan SK Kumuh yang telah ditetapkan oleh 12 Bupati/Walikota
yang ada di Provinsi Riau, diketahui bahwa adanya 3 katagori luas kawasan yang
harus ditangani yaitu : Kawasan Kumuh dengan luas 0-10 Ha yang menjadi
Kewenangan Kabupaten/Kota, Kawasan Kumuh dengan luas 10-15 Ha yang
menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi serta Kawasan Kumuh dengan luas
diatas 15 Ha yang menjadi Kewenangan Pemerintah Pusat. Namun pada Surat
Keputusan (SK) yang telah ditetapkan (periode SK Kumuh sampai dengan tahun
2023), tidak satupun SK yang menampilkan Kondisi kekumuhan tiap kawasan dan
pola penanganan berdasarkan 7 kriteria yang telah disebutkan.

Berdasarkan SK Awal yang menjadi data dasar di tahun 2020 (Penggalan 5
tahun terakhir periode RPJP 2005-2025), diketahui bahwa luasan kawasan kumuh
yang menjadi Kewenangan Pemerintah Provinsi Riau seluas 249,27 Ha, luasan
tersebutlah yang menjadi pedoman dalam melakukan intervensi penanganan
kawasan kumuh. Mulai dari tahun 2017-2023 telah dicapai menanganan kawasan
kumuh seluas 103,07 Ha, sehingga sisa luasan kawasan kumuh yang harus
dituntaskan seluas 146,20 Ha. Untuk lebih detailnya, capaian penanganan
kawasan permukiman kumuh kewenangan Provinsi dari tahun 2017-2023 dapat
dilihat pada berikut.

Tabel 2.101 Capaian Penanganan Kawasan Permukiman Kumuh Kewenangan
Provinsi Riau dari Tahun 2017-2023

Capaian Capaian
Kawasan Luas Luas Penurunan
Provinsi/Kabupaten/ . Kawasan Kawasan Luas
Kode Permukiman .
Kota Kumuh Permukiman Kumuh Kawasan
Kumuh (Ha) | Tertangani Kumuh
(Ha) (Ha)
14 RIAU 20 Kawasan 249,27 102,18 147,09
14.01 | Kab. Kampar - - - -
Sekip Hulu 13,58 10,77 2,81
14.02 | Kab. Indragiri Hulu Kampung 14,89 14,89 0
Dagang
Air Molek 1 13,68 1,02 12,66
Perkotaan
Bengkalis- 11,23 6,13 5,1
Cik Mas Ayu
14.03 | Kab. Bengkalis Perkotaan
Duri -
Batang 13,11 - 13,11
Serosa
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Kode

Provinsi/Kabupaten/
Kota

Kawasan

Permukiman
h 74 1o

»

Luas
Kawasan

Capaian
Luas

I

Capaian
Penurunan

b TP

Permukiman
Nelayan
Tanjung
Medang

2,03

9,78

14.04

Kab. Indragiri Hilir

Pulau Kijang

13,09

Teluk Pinang

2,04

9,81

14.05

Kab. Pelalawan

14.01

Kab. Rokan Hulu

Dusun 1

2,4

9,47

Tulang Gajah

10,22

Petakur
Bawah

14.07

Kab. Rokan Hilir

14.08

Kab. Siak

Kampung
Tualang

14.09

Kab. Kuantan
Singingi

Sawah Taluk

14.10

Kab. Kepulauan
Meranti

Kawasan
Kota Lama
Selat
Panjang

11,56

Kawasan
Kota Lama
Selan
Panang I

14,8

14,8

Kawasan
Kota Lama
Selan
Panang II

13,2

0,52

12,68

14.11

Kota Pekanbaru

Rumbai
Pesisir

14,6

14,6

Lembah
Damai

13

13

0

14.12

Kota Dumai

Pangkalan
Sesai

11,3

1,06

10,24

Dumai
Selatan

10,94

0,69

10,25

Sumber: Dinas PUPRPKPP Provinsi Riau Tahun 2024

I - 164

Dari tabel di atas diketahui bahwa terdapat 3 kabupaten yang tidak di
intervensi penanganan kawasan kumuhnya oleh pemerintah provinsi karena pada
kabupaten tersebut tidak terdapat kawasan kumuh dengan luasan 10-15 ha.
Kabupaten tersebut adalah Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar dan

Kabupaten Rokan Hilir.
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Masih banyaknya luasan kawasan kumuh yang harus dituntaskan
diakibatkan oleh pencegahan dan pengentasan kawasan kumuh belum dilakukan
secara terpadu. Artinya setelah dilakukan penanganan, kekumuhan kawasan
tersebut akan muncul ditahun-tahun berikutnya karena penanganannya tidak
meliputi 7 aspek, hanya menangani sebahagian kecil saja. Selain itu, pembagian
anggaran untuk penanganan kawasan kumuh masih berdasarkan asas sama rata
antar kabupaten/kota, sehingga penanganan tidak dapat dilakukan secara tuntas
serta pola penanganan kawasan kumuh masih diseragamkan untuk seluruh
kabupaten/kota yang ada di Provinsi Riau, belum berdasarkan tingkat
kekumuhannya.

Seiring berjalannya waktu, masing-masing Pemerintah Kabupaten/Kota
mengupdate data luasan kawasan kumuhnya yang mengakibatkan bertambahnya
luas kawasan kumuh baik yang menjadi kewenangan pusat maupun yang menjadi
kewenangan Provinsi. Untuk menertibkan hal tersebut, Balai Prasarana
Permukiman Wilayah Riau melakukan verifikasi terhadap seluruh SK Kumuh yang
ada di 12 Kabupaten/Kota se Provinsi Riau serta membuat format baku yang harus
menampilkan tingkat kekumuhan disetiap kawasan kumuh. Format tersebut
menjadi acuan untuk SK Kumuh di tahun 2024.

Puncak acara verifikasi SK Kumuh kabupaten/Kota dilaksanakan pada
tanggal 1 April 2024 yang menghasilkan output Berita Acara Kesepakatan Bersama
antara pemerintah Kabupaten/Kota se-Provinsi Riau, pemerintah Provinsi Riau dan
Balai Prasarana Permukiman Wilayah Riau yang berisikan tentang penetapan hasil
verifikasi luasan permukiman kumuh pada 12 kabupaten/kota se-Provinsi Riau.
Luasan hasil verifikasi ini akan menjadi angka luasan yang ditampilkan pada SK
Kumuh Kabupaten/Kota di tahun 2024. Untuk lebih jelasnya, data luasan kumuh
Kabupaten/Kota Tahun 2024 dapat dilihat pada tabel berikut.
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Tabel 2.102 Penetapan Luasan Kawasan Kumuh Berdasarkan Berita Acara
Kesepakatan Bersama dan SK Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024

Kabupaten/Kota Luas Kawasan Jumlah Kawasan

No Nomor BA Kesepakatan (1 s/d 3) <10 10-15 > 15 Total <10 10-15 > 15
Nomor SK Kumuh Kab/Kota (4) Hektar Hektar = Hektar ot Hektar Hektar Hektar

1 Kabupaten Kuantan Singingi

- 600/DPKPP-KS/IV/2024 /491

- 517/BA-PKP/IV/2024

- 51/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

- SK Kumuh Nomor :
Kpts.296/VIII/2024 tanggal 07
Agustus 2024

2 Kabupaten Indragiri Hulu

1) 19/BA-KUMUH/DPRKP-
INHU/IV/2024

2) 526/BA-PKP/1V /2024

3) 59/BA.KUMUH/BPPW- 10,13 11,83 77,69 99,65 2 1 4 7
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
Kpts.336/VIII/2024 tanggal 26
Agustus 2024

3 Kabupaten Indragiri Hilir

1) 000.5.7 /PERKIM-SET

2) 520/BA-PKP/IV /2024

3) 53/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
Kpts.629/X/HK-2024 tanggal 03
Oktober 2024

4 Kabupaten Pelalawan

1) 600/DPUPR/2024 /60

2) 519/BA-PKP/1V /2024

3) 52/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
Kpts.000,7/BAPPEDA /2024 /811
tanggal 13 September 2024

5 Kabupaten Siak

1) 600.1.14/DPU-
TARUKIM/BA.KUMUH /2024

2) 527/BA-PKP/IV /2024

3) 60/BA.KUMUH/BPPW- 0,00 10,27 101,75 112,02 0 1 3 4
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
100.3.3.2/941.a/HK/KPTS /2024
tanggal 23 September 2024

6 Kabupaten Kampar

1) 600.1.14/DISPERKIM /670

2) 524/BA-PKP/IV /2024

3) 57/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
522 /PERKIM/VII/2024 tanggal
24 Juli 2024

7 Kabupaten Rokan Hulu

1) 600.2/DPKP-UMPK/ 129

2) 518/BA-PKP/1V /2024

3) 50/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
100.3.3.2/BAPPEDA/650/2024
tanggal 17 Juli 2024
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Total

31,46 | 31,65 | 138,35 | 201,46 5 3 4 12

9,39 58,12 88,70 156,20 3 5 4 12

23,97 10,38 19,28 53,63 4 1 1 6

29,35 27,25 75,04 131,64 4 2 3 9

40,72 56,01 62,36 159,09 10 5 2 17
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No

Kabupaten/Kota
Nomor BA Kesepakatan (1 s/d 3)
Nomor SK Kumuh Kab/Kota (4)

Luas Kawasan

Jumlah Kawasan

<10
Hektar

10-15
Hektar

> 15
Hektar

Total

<10
Hektar

10-15

Hektar

> 15
Hektar

Total

Kabupaten Bengkalis

1) 600.2.1/01-
BA.KUMUH/PERKIMTAN/2024

2) 523/BA-PKP/IV/2024

3) 56/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
528/KPTS/VIII/2024 tanggal 15
Agustus 2024

62,44

11,49

32,06

105,99

11

1.4

Kabupaten Rokan Hilir

1) 600/PRKP-KP?IV /2024 /33

2) 525/BA-PKP/IV /2024

3) 58/ BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
472 /PERKIM /2024 tanggal 27
Juni 2024

46,06

28,49

46,35

120,90

10

10

Kabupaten Kepulauan Meranti

1) 600/DPRKPPLH-
PERKIM/BA.KUMUH/070

2) 528/BA-PKP/IV /2024

3) 61/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
345/HK/KPTS/XII/2024 tanggal
02 Desember 2024

67,09

12,26

53,78

133,13

16

20

11

Kota Pekanbaru

1) 600.1.14/PR/PERKIM/75/2024

2) 521/BA-PKP/1V /2024

3) 54/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
519 Tahun 2024 tanggal 08 Juli
2024

53,75

63,06

61,21

178,02

11

18

12

Kota Dumai

1) 01/BA-
KPLPKK/DISPERKIM/IV/2024

2) 522/BA-PKP/1V /2024

3) 55/BA.KUMUH/BPPW-
RIAU/2024

4) SK Kumuh Nomor :
050.13/576/2024 tanggal 07 Mei
2024

13,59

10,76

140,97

165,32

Total

387,95

331,57

897,54

1617,05

74

28

36

138

Sumber: Berita Acara Kesepakatan Bersama dan SK Kumuh Kabupaten/Kota Tahun 2024

Berdasarkan tabel di atas, diketahui bahwa luasan kumuh kewenangan

Provinsi Riau (katagori 10-15 Ha) seluas 331,57 ha yang terdiri dari 28 Kawasan.

Luasan inilah yang akan menjadi fokus intervensi penanganan pada penggalan

pertama dokumen RPJPD Provinsi Riau.
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2.3.3.12 Jaringan Komunikasi

Kebutuhan jaringan komunikasi di Provinsi Riau berdasarkan pada
kebutuhan internet yang dilakukan oleh provider dibawah koordinasi Kementerian
Komunikasi dan Informatika sampai dengan tahun 2023 dari 382 kelurahan yang
masih terdapat Low Signal dan blankspot wilayahnya. Data kelurahan yang belum
sepenuhnya mempunyai akses terhadap internet dapat dilihat pada tabel dibawah
ini:
Tabel 2.103 Data Low Signal (Sinyal Lemah) dan Blankspot Menurut
Kabupaten/Kota di Provinsi Riau Tahun 2022 dan 2023

I1-168

Data Low Signal dan Blankspot
Provinsi/ Sl

Kode Kelurahan/ 2022 2023

Kabupaten/Kota

Desa Kelurahan/ Kelurahan/
% %
Desa Desa
14 RIAU 1.831 593 32,38 382 20,86

14.01 | Kab. Kampar 250 6 2,4 47 18,8
14.02 | Kab. Indragiri 194 38 19,58 39 20,1

Hulu
14.03 | Kab. Bengkalis 155 111 71,61 27 17,41
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 205 50 24,39 110 49,26
14.05 | Kab. Pelalawan 118 30 25,42 26 22,03
14.06 | Kab. Rokan Hulu 145 22 15,17 22 15,17
14.07 | Kab. Rokan Hilir 184 220 119,57 35 19,02
14.08 | Kab. Siak 131 27 20,61 17 12,97
14.09 | Kab. Kuantan 229 25 10,91 27 11,79

Singingi
14.10 | Xab. Kepulauan 101 31 30,69 34 33,66

Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 83 16 19,27 3 3,61
14.12 | Kota Dumai 36 17 47,22 4 11,11

Sumber : Dinas Komunikasi, Informatika, dan Statistik Prov. Riau, Tahun 2024

Dari data pada tabel diatas dapat dilihat bahwa jumlah low signal dan

blankspot mengalami penurunan sebesar 211 dengan selisih persentase data
berdasarkan kelurahan/desa dari tahun 2022 dengan tahun 2023 sebesar 11,52%.
Kabupaten/kota yang mengalami penurunan pada tahun 2023 dibandingkan tahun

2022 Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kota Dumai,
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Kabupaten Bengkalis dan Kota Pekanbaru. Jumlah low signal dan blankspot yang
tetap adalah Kabupaten Rokan Hulu. Kabupaten yang mengalami kenaikan tahun
2023 yaitu Kabupaten Indragiri Hilir, Kabupaten Kuantan Singingi, Kabupaten
Kepulauan Meranti, Kabupaten Kampar dan Kabupaten Indragiri Hulu. Kenaikan
yang dialami oleh beberapa kabupaten tersebut bisa dikarenakan bertambahnya

jumlah penduduk, ruang publik dan lainnya.
2.3.4 Daya Saing Iklim Investasi

2.3.4.1 Indeks Ketahanan Nasional (IKN)

Ketahanan Nasional adalah kondisi dinamik suatu bangsa meliputi seluruh
aspek kehidupan nasional yang terintegrasi, berisi keuletan dan ketangguhan yang
mengandung kemampuan mengembangkan kekuatan nasional dalam menghadapi
dan mengatasi segala tantangan, ancaman, hambatan dan gangguan, baik yang
datang dari luar maupun dari dalam, yang langsung maupun tidak langsung
membahayakan integritas, identitas, kelangsungan hidup bangsa dan negara serta
perjuangan mengejar tujuan nasionalnya (Lemhanas RI, 2008). Sehingga dapat
dikatakan bahwa Indeks Ketahanan Nasional suatu daerah dapat menjadi faktor
penentu didalam menentukan daya saing investasi suatu daerah. Ketahanan
nasional dapat digolongkan menjadi delapan gatra, meliputi gatra geografi,
demografi dan sumber kekayaan alam sebagai gatra alamiah (natural determinants)
serta gatra ideologi, politik, ekonomi, sosial budaya serta pertahanan dan keamanan
sebagai gatra sosial (social determinants).

Tabel 2.104 Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

Tahun
No Gatra 2019 2020 2021 2022 2023

Status Status Status Status Status
Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi

) Cukup Cukup Cukup Cukup
1 | Geografi 3,19 Tangguh 3,15 Tangguh 3,48 | Tangguh | 3,35 Tangguh 3,35 Tangeuh
Cukup Cukup Cukup Cukup
2 | Demografi | 2,98 Tangguh 2,82 Tangguh 3,54 | Tangguh | 3,03 Tangguh 3,06 el
et Kuran Kuran Kuran, Kuran

3 | Kekayaan | 2,29 T“ € 1 937 |, U408 | 1 44 | Rawan | 2,36 | oral€ | g g5 | furang
Alam angguh Tangguh Tangguh Tangguh

. Cukup Cukup Kurang Cukup Cukup
4 | Ideologi 2,89 f— 3,09 Tl 2,21 G — T 2,93 i 3,00 I
- Cukup Cukup Cukup Cukup
Politik 3,22 Tangeuh 3,20 Tangeuh 1,54 | Rawan 3,24 Tangeuh 3,29 Tangeuh
Ekonomi 2,98 | Cukup | 3,06 | Cukup | 2,67 | Cukup | 3,11 | Cukup | 3,16 | Cukup
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Tahun
No Gatra 2019 2020 2021 2022 2023
Status Status Status Status Status
Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi Skor Kondisi
Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh Tangguh
Sosial dan Kurang Cukup Kurang Cukup Cukup
v Budaya 253 Tangguh 2R Tangguh Zi) Tangguh 28 Tangguh o Tangguh
Cukup
3 Pertahanan 3,15 Cukup 3,36 Cukup 1,78 | Rawan | 3,36 Cukup 3.36 Tangguh
& Tangguh Tangguh Tangguh
Keamanan
Cukup Cukup Kurang Cukup Cukup
Skor IKN 2,92 Tangguh 3,03 Tangguh 2,26 Tangguh 3,05 Tangguh 3,08 Tangguh

Sumber: Lemhanas RI/ Kesbangpol Provinsi Riau

Indeks Ketahanan Nasional (IKN) Provinsi Riau mengalami fluktuatif pada
tahun 2019 hingga 2023. Status kondisi IKN pada tahun 2023 mengalami
peningkatan yakni cukup tangguh dengan skor 3,08 dimana pada tahun 2021
dengan skor 2,26 dengan kondisi kurang tangguh. IKN Provinsi Riau tahun 2022
dengan skor tertinggi sebesar 3,36 pada gatra pertahanan dan keamanan dan skor

terendah sebesar 2,36 pada gatra sumber kekayaan alam.

2.3.4.2 Indeks Demokrasi Indonesia (IDI)

Indeks Demokrasi Indonesia merupakan ukuran untuk memotret kualitas
perilaku demokrasi pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diharapkan
dapat menjadi ukuran demokrasi yang sesuai dengan falsafah Pancasila sehingga
arah pembangunan tidak menyimpang daripolitik Indonesia ideologi bangsa.
Pembangunan demokrasi dan politik merupakan hal yang penting dan terus
diupayakan oleh pemerintah. Namun, untuk mengukur pencapaiannya baik di
tingkat daerah maupun pusat bukan suatu hal yang mudah. Pembangunan
demokrasi memerlukan data empirik untuk dapat dijadikan landasan pengambilan
kebijakan dan perumusan strategi yang spesifik dan akurat. Untuk memberikan
gambaran mengenai perkembangan demokrasi politik di Indonesia sejak tahun
2009, Badan Pusat Statistik (BPS) bersama Kementerian Koordinator Bidang Politik
Hukum dan Keamanan (KEMENKOPOLHUKAM), Badan Perencanaan Pembangunan
Nasional (BAPPENAS), dan Kementerian Dalam Negeri (KEMENDAGRI) merumuskan
pengukuran IDI.
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IDI merupakan ukuran untuk memotret kualitas perilaku demokrasi
pemerintah dan masyarakat di sebuah wilayah. IDI diukur khusus untuk Indonesia
sehingga cara pengukurannya berbeda dengan indeks-indeks lain yang unit
analisisnya negara. IDI 2009-2020 telah menjadi rujukan pembangunan politik
nasional dan daerah. IDI memiliki keunggulan berupa data dan informasi yang
detail karena yang dikumpulkan adalah kasus dan data riil. Sejak tahun 2021
perhitungan IDI menggunakan metoda baru tetap menggunakan triangulasi, yakni
mengombinasikan antara metode penelusuran kuantitatif dan kualitatif, dengan
rancangan tertentu sehingga data yang didapat dari metode yang satu akan
memvalidasi (cross validate) data yang didapat dengan metode yang lain. Aspek
yang dinilai dengan metoda baru yaitu: Aspek 1. Kebebasan dengan 7 indikator;
Aspek 2. Kesetaraan dengan 7 indikator; Aspek 3. Kapasitas Lembaga Demokrasi
dengan 8 indikator.

Tabel 2.105 Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi Riau
Tahun 2019 - 2023

No Uraian 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023
1 Kebebasan 85,15 | 86,08 - -
2 | Hak-hak Politik 61,68 | 65,40 - - -
3 Lembaga Demokrasi 84,19 | 83,48 - - -
4 Kebebasan - - 88,40 | 84,46 | 79,39
S Kesetaraan - - 75,88 | 70,53 | 80,13
6 Kapasitas Lembaga Demokrasi - - 62,83 | 66,69 | 66,30
Indeks Demokrasi Indonesia Provinsi 75,21 | 76,86 | 75,66 | 73,64 | 75,55
Riau

Sumber: Badan Pusat Statistik (BPS) Provinsi Riau Tahun 2024
Tahun 2019-2020 (Metode Lama), Tahun 2021-2023 (Metode Baru)

Perkembangan Indeks Demokrasi Indonesia (IDI) menurut Provinsi Riau dari
tahun 2019 hingga 2023 berkisar dengan kategori sedang memiliki nilai berkisar
antara 60-80. Capaian IDI Provinsi Riau tahun 2023 mengalami kenaikan 1,91 poin
bila dibandingkan dengan capaian tahun 2022. Hal ini disebabkan karena naiknya
penilaian pada aspek kesetaraan. Pada aspek kesetaraan, indikator partisipasi
masyarakat dalam memengaruhi kebijakan publik melalui lembaga perwakilan

merupakan indikator dengan skor tertinggi di Provinsi Riau.
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2.3.4.3 Indeks Kerukunan Umat Beragama

Indeks Kerukunan Umat Beragama (KUB) bertujuan untuk mengukur
tingkat kerukunan masyarakat dalam beragama di Indonesia. Kerukunan
merupakan salah satu pilar penting dalam memelihara persatuan rakyat dan
bangsa Indonesia serta alat penting untuk menilai dan memantau hubungan antar
kelompok agama dalam suatu komunitas atau wilayah. Dengan memahami berbagai
aspek kerukunan, pemerintah dan organisasi dapat merancang dan melaksanakan
kebijakan yang mendukung toleransi, perdamaian, dan harmonisasi sosial.
Implementasi dan penggunaan IKUB harus mempertimbangkan konteks lokal dan
melibatkan berbagai pemangku kepentingan untuk memastikan hasil yang efektif

dan bermanfaat.

Indeks KUB terdiri dari tiga indikator yaitu toleransi, kesetaraan, dan kerja
sama. Secara rinci perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau

dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.106 Perkembangan Indeks Kerukunan Umat Beragama Provinsi Riau
Tahun 2018 - 2023

. Tahun
No Uraian 2018 2019 2020 2021 2022 2023
1 Indeks Dimensi Kesetaraan - 68,30 68,30 76,60 75,99 | 73,59
2 Indeks Dimensi Kerja Sama - 71,18 71,18 | 74,40 | 75,95 68,71
3 Indeks Dimensi Toleransi - 68,30 68,30 74,30 71,03 | 72,50
gﬁ:‘g‘:ﬁ:r“k“nan Umat 68,41 69,26 69,26 75,11 74,32 71,60

Sumber: Badan Litbang dan Dilat Kemenag RI Tahun 2024

Indeks KUB Provinsi Riau pada tahun 2023 mengalami penurunan sebesar
2,72 poin dari tahun 2022. Hal ini disebabkan karena turunnya penilaian dari
indeks dimensi kerja sama. Pada indeks dimensi kerja sama, indikator bersedia
berpartisipasi dalam organisasi yang melibatkan penganut agama lain merupakan

indikator dengan skor terendah di Provinsi Riau.

2.3.4.4 Indeks Rasa Aman

Sesuai dengan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2017 Tentang Pedoman Penyusunan Survei
Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik, rasa aman adalah rasa

yang berkaitan dengan keselamatan dan kenyamanan. Konsep ini sering digunakan
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dalam psikologi untuk menggambarkan tingkat kepercayaan dan kenyamanan
seseorang dalam situasi tertentu. Indeks rasa aman adalah alat yang digunakan
untuk mengukur tingkat rasa aman yang dialami oleh orang-orang di sebuah
wilayah atau komunitas. Beberapa dimensi pengukuran indeks rasa aman dapat
dilihat melalui: (a) dimensi perlindungan dan pemanfaatan kebhinekaan; (b) dimensi
pemenuhan kesejahteraan sosial; (c) dimensi keamanan dan kekerasan. Untuk
proporsi penduduk Provinsi Riau Tahun 2014 - 2020 yang merasa aman di area
tempat tinggalnya dapat dilihat pada tabel berikut.
Tabel 2.107 Indeks Rasa Aman Provinsi Riau Tahun 2014-2020

2014 2017 2020

69,66 51,15 64,80

Sumber: BPS Provinsi Riau, Susenas Modul Hansos, 2020

Pada periode tahun 2020 secara umum, persepsi rasa aman di banyak
daerah termasuk Provinsi Riau mengalami penurunan rasa aman. Tingkat proporsi
penduduk yang merasa aman berjalan sendirian ini selaras dengan indeks
kriminalitas. Turunnya persentase warga yang merasa aman saat berjalan sendiri
termasuk di Provinsi Riau dapat disebabkan hal-hal sebagai berikut:

a. Informasi dari media massa yang meunculkan asosiasi dengan kejadian-
kejadian sebelumnya;
b. Meningkatnya kejahatan di tempat umum yang sifatnya menyerang

Pengalaman masa lalu yang mempengaruhi persepsi di masa kini

2.3.4.5 Indeks Ketentraman dan Ketertiban

Indeks Ketentraman dan Ketertiban terkait dengan Standar Pelayanan
Minimum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
(Trantibumlinmas). Dasar hukum Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan
Perlindungan Masyarakat berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018
tentang Standar Pelayanan Minimal dan diatur lebih lanjut dalam Peraturan
Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Tentang Standar Teknis
Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketentraman dan Ketertiban Umum di Provinsi
dan Kabupaten/Kota. Target pencapaian SPM Provinsi Riau untuk Bidang
Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Tahun 2021 dan

Tahun 2022 mengacu pada target nasional yaitu 100 persen. Secara rinci capaian
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SPM Bidang Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi
Riau Tahun 2021 dan Tahun 2022 dapat dilihat pada tabel di bawah ini.

Tabel 2.108 Capaian Standar Pelayanan Minimum (SPM) Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
Provinsi Riau Tahun 2021 - 2023

JENIS SPM CAPAIAN
NO ' rranTiBUMLINMAs =~ NPIKATOR ' 5521 | 2022 | 2023
1 | Pelayanan ketentraman Persentase 100 100 100
dan ketertiban umum pelayanan
Provinsi ketentraman
dan ketertiban
umum provinsi

Sumber: Satpol PP Provinsi Riau

Capaian Indikator Standar Pelayanan Minimum Bidang Ketentraman,
Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat Provinsi Riau Tahun 2021 sampai

dengan Tahun 2023 telah mencapai hasil yang maksimal.

2.3.4.6 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)

Pembangunan daerah dilakukan dengan salah satu tujuan untuk
meningkatkan daya saing daerah. Hal ini sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23
Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang menyebutkan bahwa Daerah
melaksanakan pembangunan untuk peningkatan dan pemerataan pendapatan
masyarakat, kesempatan kerja, lapangan usaha, meningkatkan akses dan kualitas
pelayanan publik, dan daya saing daerah.Pembangunan daerah dilakukan dengan
salah satu tujuan untuk meningkatkan daya saing daerah. Dengan tujuan sebagai
berikut :

a. Mengukur pencapaian seluruh aktivitas di daerah dalam memanfaatkan segala
potensi yang dimiliki dengan mengoptimalkan ekosisten, potensi dan berbagai
hasil iptek dan inovasi untuk menciptakan daya saing dan kesejahteraan yang
tinggi dan berkelanjutan.

b. Menjadi pendorong kepada seluruh stakeholder terutama para pelaku inovasi
(seluruh lembaga, daerah, dunia usaha dan masyarakat) agar dapat terpacu
dalam mewujudkan ide kreatif dalam penciptaan nilai tambah, baik sebagai

individu maupun melalui kemitraan dan kerjasama antar unsur inovasi dalam
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rangka meningkatkan tingkat daya saing dan kesejahteraan yang tinggi dan
berkelanjutan.
c. Sebagai upaya untuk mendukung kemandirian dan daya saing bangsa
Indonesia;
d. Menjadikan dasar dalam perumusan, penetapan, evaluasi dan monitoring
kebijakan, program dan kegiatan pembangunan daerah.
e. Menjadi alat dalam proses harmonisasi berbagai kebijakan dan program
pembangunan baik pada level nasional dan daerah
Kerangka pengukuran Indeks Daya Saing Daerah mengacu kepada Global
Competitiveness Index (GCI) 2019 (WEF, 2019), yang terdiri dari empat komponen
pembentuk daya saing, yaitu lingkungan pendukung, sumber daya manusia, pasar,
dan ekosistem inovasi. Keempat komponen tersebut ditopang oleh 12 pilar daya
saing seperti pada gambar di bawah ini. Setiap pilar daya saing diukur dengan
menggunakan indikator pembentuk daya saing. Indikator-indikator ini diklasterisasi
berdasarkan dimensi tertentu, yang sifatnya hanya sebagai kerangka konseptual
dan tidak dipertimbangkan dalam penghitungan indeks. Rincian dimensi dan
indikator pembentuk daya saing diurai pada penjelasan pilar.

Tabel 2.109 Perkembangan Indeks Daya Saing Daerah (IDSD)
Provinsi Riau Tahun 2019 - 2023

No Tahun Nilai Kategori

1 2019 9,4226 Sangat Tinggi
2 2020 2,2399 Sedang

3 2021 2,9890 Tinggi

4 2022 3,16 Tinggi

S 2023 3,25 Tinggi

Sumber : Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN) Tahun 2024

Capaian Indeks Daya Saing Daerah kabupaten/kota se-Provinsi Riau tahun
2023 tertinggi diperoleh Kota Pekanbaru, Kabupaten Kampar dan Kota Dumai,
sedangkan capaian yang terendah adalah Kabupaten Kepulauan Meranti. Indeks
daya saing ini menunjukkan maju dan produktivitasnya sebuah daerah dari segala
sektor. Secara rinci capaian IDSD kabupaten/kota tahun 2023 pada dilihat pada

tabel dibawah ini.
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Tabel 2.110 Indeks Daya Saing Daerah (IDSD) Kabupaten/Kota
di Provinsi Riau Tahun 2023

EKOSISTEM
Kode Provinsi/ LINGKUNGAN PENDUKUNG SDM PASAR INOVASI SKOR
Kabupaten/Kota Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar | Pilar IDSD
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
14 RIAU 4,26 2,82 3,41 3,61 3,91 3,93 0,99 3,60 2,15 4,82 3,20 2,31 3,25

14.01 | Kab. Kampar 4,04 2,69 4,09 3,15 3,93 3,55 0,51 3,5 1,68 4,87 2,51 2,16 3,06
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 4,15 1,82 3,86 3,24 3,88 3,2 1,17 2,9 1,02 4,63 2,31 1,43 2,8
14.03 | Kab. Bengkalis 4,28 2,28 4,03 2,88 3,96 3,75 0,61 3,41 0,88 5 2,12 1,85 2,92
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 4,19 1,72 3,97 3,26 3,71 2,9 1,4 2,99 0,75 4,82 2,35 1,46 2,79
14.05 | Kab. Pelalawan 4,07 2,56 4,04 3,29 3,96 3,42 0,42 3,02 0,89 4,7 2,5 0,89 2,81
14.06 | Kab. Rokan Hulu 4,2 2,38 4,2 2,93 3,88 3,23 0,75 3,31 1,46 4,56 2,35 1,55 2,9
14.07 | Kab. Rokan Hilir 4,15 2,04 4,5 2,88 3,89 3,19 0,41 3,02 1,29 4,8 2,23 1,31 2,81
14.08 | Kab. Siak 4,39 2,55 4,23 2,93 3,95 3,75 0,36 3,58 1,04 4,88 2,78 0,27 2,89
14.09 | Kab. Kuantan 431 | 2,56 | 3,95 | 3,32 | 3,75 | 347 | 0,59 | 2,83 | 0,93 | 4,53 | 2,20 | 1,44 | 2,83

Singingi
14.10 | Kab. Kepulauan 42 | 194 | 391 | 279 | 369 |31 |09 |[308 |o027 |42 |205 | 1,27 | 2,62

Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 4,38 1,91 4.9 3,99 4,05 4,3 3,26 3,88 2,24 S, 2,94 4 3,74
14.12 | Kota Dumai 4,39 1,89 4,14 3,19 3,94 3,93 1,5 3,65 0,96 4,56 2,18 2,12 3,04

Sumber Badan Riset Inovasi Nasional (BRIN)

Pilar 1: Institusi Pilar 5: Kesehatan Pilar 9: Sistem Keuangan

Pilar 2: Infrastruktur Pilar 6: Keterampilan Pilar 10: Ukuran Pasar

Pilar 3: Adopsi TIK Pilar 7: Pasar Produk Pilar 11: Dinamisme Bisnis

Pilar 4: Stabilitas Ekonomi Makro Pilar 8: Pasar Tenaga Kerja Pilar 12: Kapabilitas Inovasi

2.3.4.7 Penanaman Modal / Investasi

Penanaman modal adalah segala bentuk kegiatan menanam modal, baik
oleh penanam modal dalam negeri maupun penanam modal asing untuk
melakukan usaha di wilayah negara Republik Indonesia. Penanaman Modal Dalam
Negeri (PMDN) adalah kegiatan menanam modal untuk melakukan usaha yang
dilakukan oleh penanam modal dalam negeri dengan menggunakan modal dalam
negeri, sedangkan Penanaman Modal Asing (PMA) dilakukan oleh penanam modal
asing, baik yang menggunakan modal asing sepenuhnya maupun yang berpatungan
dengan penanam modal dalam negeri. Untuk melihat perkembangan investasi di
Provinsi Riau disajikan pada tabel dibawah ini.

Tabel 2.111 Jumlah Investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan
Penanaman Modal Asing (PMA) di Provinsi Riau Tahun 2019-2023

No Investasi = Rata-rata
2019 | 2020 | 2021 2022 2023 | Pertumbuhan
1 | PMDN
Proyek (Unit) 1.002 3.617 5.526 4.793 7.788 80,28
Nilai (Rp. Milyar) | 26.292,18 | 34.117,80 | 24.997,7 | 43.061,13 | 48.243,30 55,54
Penyerapan TK 55.352 91.010 |  40.003 45.003 50.830 16,88
2 | PMA
Proyek (Unit) ‘ 578 ‘ 903 ’ 809 ‘ 731 ‘ 880 ‘ 14,43
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Perkembangan Rata-rata
No Investasi
2019 2020 2021 2022 2023 Pertumbuhan
Nilai (US$. Juta) 1.034,03 1.077,99 1.921,41 2.748,69 2.042,26 19,99
Penyerapan TK 6.103 32.178 21.385 5.918 14.395 91,78

Sumber: Buku Statistik Investasi DPMPTSP Provinsi Riau

Nilai investasi PMDN Provinsi Riau dalam 5 tahun terakhir mengalami
peningkatan pertumbuhan rata-rata sebesar 55,54% per tahun dengan jumlah
proyek tumbuh sebesar 80,28% dan penyerapan tenaga kerja rata-rata tumbuh
sebesar 16,88% per tahun. Peningkatan jumlah proyek dan nilai investasi pertahun
tidak diikuti dengan peningkatan penyerapan tenaga kerja, hal ini mengindikasikan
bahwa investasi yang dilakukan sudah menggunakan teknologi tinggi sehingga
tidak membutuhkan banyak tenaga kerja manusia, disamping itu realisasi investasi
yang tercatat melalui Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) juga berasal dari
perluasan proyek yang sudah ada dan bukan berasal dari proyek investasi baru.

Nilai investasi PMDN tertinggi pada tahun 2023 dengan sektor terbesar
yaitu: listrik, gas dan air bersih (28%), industri makanan (16%) dan tanaman
pangan, perkebunan dan peternakan (15%). Untuk nilai investasi PMA Provinsi Riau
dalam 5 tahun terakhir dengan rata-rata peningkatan sebesar 12,94% dan rata-rata
peningkatan jumlah proyek sebesar 32,82% serta rata-rata peningkatan penyerapan
tenaga kerja sebesar 78,92%. Investasi PMA berbanding terbalik dengan investasi
PMDN, dimana rata-rata penyerapan tenaga kerja lebih tinggi daripada peningkatan
jumlah proyek dan nilai investasi. Nilai investasi PMA tertinggi pada tahun 2022
dengan sektor terbesar adalah industri kertas dan percetakan (29%), listrik, gas dan

air (22%) dan industri kimia dan farmasi (16%).

2.3.4.8 Ekspor Bersih Perdagangan

Selanjutnya indikator pelayanan penanaman modal dapat dilihat dari
perkembangan ekspor. Pada periode 2019-2023 pertumbuhan nilai ekspor bersih di
Provinsi Riau sebesar 13,26 persen. Hal ini mengindikasikan pelayanan penanaman
modal di Provinsi Riau semakin perlu ditingkatkan untuk dapat menciptakan iklim

usaha yang lebih kondusif.
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Tabel 2.112 Ekspor Bersih Perdagangan Provinsi Riau
(Migas dan Non Migas) Tahun 2019-2023

. Ekspor Tahun (Juta USD) dertumbuhan/
Bersih 2019 2020 2021 2022 2023 Tahun (%)
1 | Perdagangan | 12.412,50 | 13.763,80 | 19.969,90 | 22.596,00 | 18.956,8 13,26

Sumber: Pusat Data dan Sistem Informasi Kementerian Perdagangan RI
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2.4 Aspek Pelayanan Umum
2.4.1 Indeks Reformasi Birokrasi

Reformasi birokrasi merupakan salah satu upaya pemerintah untuk
mencapai good governance dan melakukan pembaharuan dan perubahan mendasar
terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan terutama menyangkut aspek-aspek
kelembagaan (organisasi), ketatalaksanaan dan sumber daya manusia aparatur.
Melalui reformasi birokrasi, dilakukan penataan terhadap sistem penyelangggaraan
pemerintah dimana uang tidak hanya efektif dan efisien, tetapi juga reformasi
birokrasi menjadi tulang punggung dalam perubahan kehidupan berbangsa dan
bernegara. Capaian Indeks Reformasi Birokrasi Pemerintah Daerah Provinsi Riau,

disajikan pada gambar dibawah ini.

61,49 67,11 67,45 67,63 I

2019 2020 2021 2022 2023

Gambar 2.40 Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau Tahun 2019-2023
Sumber: Biro Organisasi Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Indeks Reformasi Birokrasi Provinsi Riau dari tahun 2019 sampai tahun
2023 menunjukkan peningkatan, dimana tahun 2019 dengan nilai 61,49 dan pada
tahun 2023 dengan nilai 74.63. Hal ini menunjukkan bahwa untuk usaha yang
dilakukan pemerintah daerah telah dapat meningkatkan birokrasi pemerintah yang
profesional dengan karakteristik, berintegrasi, berkinerja tinggi, bebas dan bersih
KKN, mampu melayani publik, netral, sejahtera, berdedikasi, dan memegang teguh
nilai-nilai dasar dan kode etik aparatur negara, namun masih memerlukan
perbaikan dan peningkatan untuk kedepannya agar dapat menciptakan
pemerintahan yang profesional dan berintegritas tinggi yang mampu
menyelenggarakan pelayanan prima kepada masyarakat dan manajemen

pemerintahan yang demokratis.
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2.4.2 Indeks Pelayanan Publik

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan
Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pedoman
Penilaian Kinerja Unit Penyelenggaraan Pelayanan Publik, indeks pelayanan publik
adalah indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja pelayanan publik di
lingkungan kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah di Indonesia
berdasarkan Aspek Kebijakan Pelayanan, Aspek Profesionalisme SDM, Aspek
Sarana Prasarana, Aspek Sistem Informasi Pelayanan Publik, Aspek Konsultasi dan
Pengaduan serta Aspek Inovasi.

Tabel 2.113 Perkembangan Indeks Pelayanan Publik di Provinsi Riau
Tahun 2020-2023

. . TAHUN
No. Unit Lokus Evaluasi 2020 2021 2022 2023
1 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 4,28 4.64 4.53 )
Terpadu Satu Pintu (A-) (A) (A)
3,15 2,72 2,88
2 UPT Samsat Pekanbaru Kota ) ’ ) -
(€) (€) (€)
3 | UPT Pengelola Pendapatan Simpang Tiga - - - T’A‘t)s
. . 4,10
4 Dinas Sosial - - - ’
(A-)
5 RSUD Arifin Achmad - - - 3(’5?)6
3,61 3,68 3,62 4,04
Indeks Pelayanan Publik 4 4 4 ’
y (B) (B) (B) | (A)
Ranking Nasional 20 23 - 14

Sumber: Sekretariat Daerah Provinsi Riau Tahun 2024

Pelayanan publik di Provinsi Riau dilihat dari data capaian tahun 2020-2023

cendurung meningkat dengan rata-rata pertumbuhan sebesar 3,97%. Provinsi Riau
pada tahun 2023 menempati peringkat 14 Nasional dari 38 Provinsi. Adapun
Perangkat Daerah yang menjadi objek penilaian pelayanan publik di Provinsi Riau
yaitu Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, UPT Samsat
Pekanbaru Kota, UPT Pengelola Pendapatan Simpang Tiga, Dinas Sosial, RSUD
Arifin Achmad.
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2.4.3 Indeks Inovasi Daerah (IID)

Indeks Inovasi Daerah (IID) adalah sistem pengukuran dan penilaian
terhadap penerapan pembaharuan penyelenggaraan pemerintahan daerah yang
telah dilaporkan kepada menteri dalam negeri sesuai dengan urusan yang menjadi
kewenangan daerah. Inovasi Daerah sebagai petunjuk pelaksanaan bagi pemerintah
daerah dalam melaksanakan praktik-praktik inovatif dalam penyelenggaraan
pemerintahan daerah. Menurut Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 108 tahun
2018 yang dapat digunakan sebagai tolok ukur kemajuan daerah dalam penerapan
hasil riset dan inovasi di daerah. IID merupakan 1 (satu) dari 4 pengukuran kinerja
pemerintah daerah, selain Indeks Kepemimpinan Kepala Daerah (IKKD), Indeks
Pengelolaan Keuangan Daerah (IPKD) dan Indeks Tata Kelola Pemerintahan Daerah
(PTKPD).

Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri pada Badan Strategi
Kebijakan Dalam Negeri mendorong pemerintah daerah untuk melahirkan ide
gagasan berupa inisiatif-inisiatif baru inovasi yang selanjutnya dilakukan uji coba
inovasi sampai pada proses keberhasilan uji coba yang kemudian diterapkan
dengan perda dan perkada. Pengukuran indeks inovasi daerah digunakan oleh
pembuat kebijakan untuk mengarahkan sumber daya dan inisiatif ke wilayah yang
membutuhkan perhatian lebih besar dalam mendorong inovasi. Ini membantu
mengarahkan kebijakan secara efektif untuk meningkatkan ekosistem inovasi.
Disamping itu bermanfaat juga menarik investor dan perusahaan yang mencari
lokasi yang inovatif untuk menanam modal atau berkolaborasi dengan mitra lokal.
Ini dapat meningkatkan daya tarik investasi dan pertumbuhan ekonomi daerah.

Tabel 2.114 Perkembangan Indeks Inovasi Daerah (IID) Provinsi Riau dan
Kabupaten/Kota Tahun 2019 - 2023

Provinsi/ Kategori
Kode Kabupaten
tha / 2019 2020 2021 2022 2022 2023
14 RIAU Sangat. Sangat' Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif
Inovatif Inovatif
14.01 b, Bem”.“. Kurang Inovatif | Inovatif | Inovatif Inovatif
Kampar Mengisi Data | Inovatif
o Belum Kuran
14.02 | Indragiri " g Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif
‘ Mengisi Data | Inovatif
Hulu
Kab. Sangat Sangat ] ] : :
14.03 Semeka Inovatif novatif Inovatif | Inovatif | Inovatif Inovatif
14.04 | Kab. Belum Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
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Provinsi/ Kategori
Kode Kabupaten
tha / 2019 2020 2021 2022 2022 2023
Indragiri Mengisi Data | Inovatif Inovatif | Inovatif | Inovatif | Inovatif
Hilir
Kab. Sangat Sangat . p p .
14.05 Pelalawan Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif | Inovatif Inovatif
14.06 LD, IRpliet Kurang Sangatt Inovatif Inovatif | Inovatif Inovatif
Hulu Inovatif Inovatif
Tidak
14.07 Kab Lol Belum . Dapat Kurang Kurang Inovatif Inovatif
Hilir Mengisi Data S Inovatif | Inovatif
Dinilai
14.08 | Kab. Siak Sanga‘F Kurang Kurang Inovatif | Inovatif Inovatif
Inovatif Inovatif Inovatif
Kab. Sangat
14.09 | Kuantan Inovatif gat Inovatif Inovatif | Inovatif Inovatif
.. Inovatif
Singingi
Kab.
Belum . . . . .
14.10 | Kepulauan . . Inovatif Inovatif | Inovatif | Inovatif Inovatif
M . Mengisi Data
eranti
14.11 Kota Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat Sangat
) Pekanbaru Inovatif Inovatif Inovatif Inovatif | Inovatif Inovatif
14.12 | Kota Dumai Kurang Kurang Kurang Inovatif | Inovatif Inovatif
Inovatif Inovatif Inovatif
Sumber: 1. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-415 Tahun 2019

2. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100-4672 Tahun 2020
3. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.002.6-5848 Tahun 2021
4. Keputusan Menteri Dalam Negeri No.400.10.11-6301.A Tahun 2022

Perhitungan IID mengalami perubahan pada tahun 2021. Perkembangan IID
Provinsi Riau dari tahun 2021 hingga tahun 2023 mengalami peningkatan nilai,
dimana tahun 2023 naik sebesar 4,82 persen bila dibandingkan tahun 2022 dengan
kategori inovatif. Kabupaten/kota pada tahun 2023 yang berperingkat sangat

inovatif adalah Kabupaten Indragiri Hilir dan Kota Pekanbaru.

2.4.4 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE)

Untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, -efektif,
transparan dan akuntabel serta pelayanan publik yang berkualitas dan terpercaya
dilakukan melalui penerapan sistem pemerintahan berbasis elektronik pada
instansi pusat dan pemerintahan daerah. Pemerintah Provinsi Riau terus berupaya
dalam mempertahankan maupun meningkatkan indikator layanan bidang urusan

komunikasi dan informatika. Adapun indikator layanan bidang urusan komunikasi

dan informatika yakni indeks SPBE dapat dilihat pada gambar dibawah ini.
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Gambar 2.41 Indeks Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) di
Provinsi Riau Tahun 2019-2023
Sumber: Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi
(PANRB) Tahun 2024

Pemantauan dan evaluasi berpedoman pada Permenpan RI Nomor 59 Tahun
2020 terdiri dari 4 domain, 8 aspek dan 47 indikator. Indeks SPBE di Provinsi Riau
mengalami peningkatan sekitar 0,01 dari tahun 2023, hal ini menunjukkan
Pemerintah Provinsi Riau berkomitmen dalam peningkatan SPBE. Peningkatan ini
disebabkan karena adanya kenaikan pada aspek kebijakan internal tata kelola
SPBE, aspek perencanaan strategis SPBE, aspek penyelenggara SPBE, aspek
penerapan manajemen SPBE, aspek layanan adminstrasi pemerintahan berbasis
elektronik, aspek layanan publik berbasis elektronik. Secara keseluruhan 4 domain

mengalami peningkatan namun perlu ditingkatkan lagi untuk tahun berikutnya.
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2.5 Evaluasi Hasil RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

Dokumen RPJPD memuat visi, misi, sasaran pokok dan arah kebijakan yang

ingin dicapai pada tahapan periodenya, dan indikator sasaran serta rencana

capaiannya. Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 adalah “Terwujudnya Provinsi

Riau sebagai Pusat Perekonomian dan Kebudayaan Melayu dalam Lingkungan

Masyarakat yang Agamis, Sejahtera Lahir dan Bathin, di Asia Tenggara Tahun

2025”. Visi tersebut diwujudkan melalui 12 misi yaitu:

1.

W o No ok b

Mewujudkan Provinsi Riau sebagai pusat kegiatan perekonomian
Mewujudkan perekonomian yang berkelanjutan dan berdaya saing
Mewujudkan keseimbangan pembangunan antar wilayah
Mewujudkan kerjasama pembangunan antar wilayah

Meningkatkan kemampuan dan kompetensi pemerintah daerah
Mewujudkan dukungan sistem informasi pembangunan yang handal
Mewujudkan masyarakat Riau yang mandiri dan sejahtera
Mewujudkan kebudayaan Melayu sebagai payung kebudayaan
Mewujudkan kehidupan masyarakat yang berakhlak

10. Mewujudkan keamanan dan kenyamanan masyarakat

11. Mewujudkan lingkungan yang lestari

12. Mewujudkan masyarakat madani

Masing-masing misi memiliki arah kebijakan dan sasaran pokok yang harus

dicapai melalui pembangunan yang dilakukan. RPJPD Provinsi Riau 2005-2025

dibagi menjadi 4 (empat) periode RPJMD yaitu:

1.

2
3.
4

Periode Pertama RPJMD Provinsi Riau Tahun 2005-2009
Periode Kedua RPJMD Provinsi Riau Tahun 2009-2014
Periode Ketiga RPJMD Provinsi Riau Tahun 2014-2019
Periode Keempat RPJMD Provinsi Riau Tahun 2019-2024

Sedangkan indikator terhadap target sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau

2005-2025, dilakukan dengan mengelompokkan 12 Misi yang ada ke dalam 4

kelompok yang berkaitan, yaitu:

1.

Kelompok 1, berkaitan dengan infrastruktur, kawasan industri,
keseimbangan pembangunan antar wilayah, dan lingkungan untuk

mendukung pencapaian Misi 1, Misi 3, Misi 4, dan Misi 11.
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2. Kelompok 2, berkaitan dengan perekonomian daerah untuk mendukung
pencapaian Misi 2, Misi 5, Misi 6.

3. Kelompok 3, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung
pencapaian Misi 7.

4. Kelompok 4, berkaitan dengan kebudayaan Melayu untuk mendukung
pencapaian Misi 8, Misi 9, Misi 10, dan Misi 12.

2.5.1 Capaian Kinerja RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025 Per Periode
RPJMD

1. Periode I RPJPD (RPJMD Tahun 2005-2009)

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata capaian kinerja untuk periode I RPJPD
Provinsi Riau tahun 2005-2009 adalah sebesar 94,6 dengan Predikat kinerja Sangat
Tinggi.

2. Periode II RPJPD (RPJMD Tahun 2009-2014)

Berdasarkan hasil analisis di atas, rata-rata capaian kinerja untuk periode II
RPJPD Provinsi Riau tahun 2009-2014 adalah sebesar 90,6 dengan Predikat kinerja
Sangat Tinggi
3. Periode III RPJPD (RPJMD Tahun 2014-2019)

Berdasarkan hasil analisis di atas, rata-rata capaian kinerja untuk periode
III RPJPD Provinsi Riau tahun 2014-2019 adalah sebesar 90,7 dengan Predikat
kinerja Sangat Tinggi
4. Periode IV RPJPD (RPJMD Tahun 2019-2024)

Untuk capaian pada periode akhir RPJPD (periode IV), evaluasi dilakukan
sampai dengan tahun 2022 yang merupakan tahun ke 3 dari periode IV (RPJMD
2019-2024).

a. Kelompok 1, berkaitan dengan infrastruktur, kawasan industri, keseimbangan
pembangunan antar wilayah, dan lingkungan untuk mendukung pencapaian
Misi 1, Misi 3, Misi 4, dan Misi 11. Dengan capaian sebagai berikut:

1. Pembangunan jalan tol Pekanbaru-Dumai telah selesai dibangun dan mulai

fungsional sejak tanggal 25 September 2020.

2. Pembangunan 3 (tiga) kawasan industri tidak mengalami kemajuan yang
signifikan. Sampai dengan tahun 2022 baru Kawasan Industri Dumai yang

sudah berjalan dengan baik. Kawasan Industri Kuala Enok, tidak
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berkembang sesuai dengan harapan, tetapi industri berkembang diluar
Kawasan. Adapun di Kawasan Industri Tanjung Buton baru kegiatan
kepelabuhanan yang sudah berjalan. Sampai dengan tahun 2022 tingkat

capaian dengan realisasi sebesar 33%.

b. Kelompok 2, berkaitan dengan perekonomian daerah untuk mendukung

C.

pencapaian Misi 2, Misi 5, Misi 6. Dengan capaian sebagai berikut:

1. Keberhasilan Provinsi Riau dalam mengurangi ketergantungan pada produk
minyak dan gas bumi yang tercermin dari peningkatan kontribusi sektor non
migas di dalam PDRB. Hal ini dapat dilihat dari tahun 2005 kontribusi
sektor migas dibanding sektor non migas (Atas Dasar Harga Konstan 2000)
adalah 55:45. Pada tahun 2019 perbandingan itu menjadi 17,3:82,7 dan
terus menurun menjadi 14,9:85,1 pada tahun 2022. Hal ini menunjukkan
bahwa Riau sudah bisa lepas dari ketergantungan pada sektor
perekonomian yang berasal dari migas dan beralih ke sektor
pertanian/perkebunan, dan industri pengolahan.

2. Pertumbuhan ekonomi non migas ditargetkan sebesar 4,0-5,0%. Pada akhir
tahun 2022 pertumbuhan ekonomi Provinsi Riau tumbuh sebesar 4,55%,
meskipun pada tahun 2020 dan 2021 Pertumbuhan Ekonomi Provinsi Riau
mengalami kontraksi akibat Pandemi Covid-19.

3. Tingkat inflasi pada Periode IV dengan target 4,0-5,0%. Pada akhir tahun
2022 sedikit melebihi target angka inflasi 6,81%, hal ini bisa dimaklumi
akibat imbas pasca krisis.

Kelompok 3, berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat untuk mendukung
pencapaian Misi 7. Angka Indeks Pembangunan Manusia pada periode IV
dengan target sebesar 73-75 dan pada akhir tahun 2022 terealisasi sebesar
73,52, dengan tingkat capaian 100%. Target penurunan tingkat pengangguran
pada periode IV ditargetkan sebesar 5,5-6,0%. Capaian pada akhir tahun 2022
mengalami penurunan menjadi 4,37%, dengan tingkat capaian 100%. Angka
gini ratio yang menggambarkan kesenjangan kesejahteraan masyarakat pada
akhir periode IV dengan nilai gini ratio 0,34-0,30. Pada akhir tahun 2022 angka
gini ratio berhasil diturunkan menjadi 0,323, dengan tingkat capaian 100%.
Penurunan angka kemiskinan pada akhir periode IV ditargetkan sebesar 5,5-
6,0% dan terealiasi pada tahun 2022 sebesar 6,78%, dengan tingkat capaian
88,5%.
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d. Kelompok 4, berkaitan dengan kebudayaan Melayu untuk mendukung
pencapaian Misi 8, Misi 9, Misi 10, dan Misi 12. Dengan capaian sebagai
berikut:

1. Visi RPJPD Provinsi Riau 2005-2025 salah satunya adalah menjadi Riau
sebagai Pusat Kebudayaan Melayu di Asia Tenggara, sehingga sasaran
pokoknya adalah beroperasinya pusat referensi promosi kebudayaan
Melayu. Meskipun indikator dari sasaran pokok ini tidak mudah
mengukurnya, tetapi beberapa capaian yang dapat ditandai sebagai
berikut.

2. Pengakuan Pantun sebagai Warisan Dunia (World Heritage) dari UNESCO
pada tahun 2021.

3. Dalam upaya melengkapi referensi budaya melayu dilakukan Ekspedisi
Empat Sungai tahun 2019-2024 terhadap empat sungai besar di Riau
yaitu Sungai Rokan, Sungai Siak, Sungai Kampar, dan Sungai Indragiri.

Berdirinya Dinas Kebudayaan Provinsi Riau tahun 2017.

o

Riau menjadi Pusat Pengembangan dan Pelestarian Zapin Melayu Dunia
tahun 2012.

Penggunaan Bahasa melayu diruang publik, mulai tanggal 2 Mei 2018
Pakaian Melayu sudah menjadi seragam sekolah dan pegawai Pemda.

Bangunan kantor dan perdagangan banyak bernuansa Melayu.

© ® N o

Budaya Melayu Riau menjadi muatan lokal di kurikulum sekolah.
Penerapan nuansa budaya Melayu juga dikuatkan dengan Pergub No.46
tahun 2018 tentang Penerapan Muatan Budaya Melayu Riau di Ruang
Umum.

10. Dibangunnya tugu yang bernuansa melayu sebagai icon (tugu songket,

tugu keris, tugu alat musik dan lain-lain).

Berdasarkan hasil analisis, rata-rata capaian kinerja untuk periode IV
RPJPD Provinsi Riau tahun 2019-2024 adalah sebesar 90,2 dengan Predikat kinerja
Sangat Tinggi. Dari hasil capaian 4 (empat) penggalan periode RPJPD Provinsi Riau
diatas, maka rata-rata capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-

2025 adalah sebesar 91,5 dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.
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2.5.2 Capaian Indikator Makro RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025

Capaian indikator kinerja makro pembangunan daerah dapat diukur melalui
beberapa indikator antara lain Indek Pembangunan Manusia (IPM), Angka
Kemiskinan, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT), Pertumbuhan Ekonomi (PE),
Pendapatan Perkapita, Tingkat Ketimpangan dan PDRB Per Kapita. Berikut
disajikan capaian kinerja pembangunan Provinsi Riau secara makro.

Tabel 2.115 Capaian Indikator Kinerja Makro Pembangunan Provinsi Riau
Tahun 2005-2025

Capaian Kinerja Capaian Pada Tingkat
q Awal Periode Tahun Pertumbuhan £ Prediket
No Indikator Kinerja Makro 5 Capaian ot
Perencanaan Berjalan /Penurunan Kineria Kinerja
(2005) (2023) &
| | Indeks Pembangunan 73,63 74,95 1,32 101,79 | Sansat
Manusia Tinggi
Angka Kemiskinan Sangat
2 (Tingkat Kemiskinan %) 12,51 6,68 - 583 187,28 Tinggi
Angka Pengangguran B Sangat
3 (TPT %) 12,16 4,23 7,93 287,47 Tinggi
4 :Zf)r tumbuhan Ekonomi 5,41 4,21 - 1,20 77,82 Tinggi
0
5 Pendapatan Perkapita B B B _ )
(Juta Rp)
Ketimpangan . .
6 Pendapatan 0,283 0,324 0,04 87,35 Tinggi
PDRB Perkapita (Juta
Rp)
7 | 1. Harga Berlaku 28,04 154,52 126,48 551,07 Sangat
Tinggi
2. Harga Konstan 15,92 83,07 67,15 521,80 Sangat
Tinggi

Sumber: BPS Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Tahun 2024

Perkembangan angka IPM Provinsi Riau dengan menggunakan metode lama
dari tahun 2005-2009 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 1,97 poin atau
naik dari 73,63 poin pada tahun 2005 menjadi 75,60 poin tahun 2009 (kategori
tinggi) dengan pertumbuhan sebesar 0,66% per tahun selama tahun 2005-2009.
Sedangkan perkembangan angka IPM Provinsi Riau dengan menggunakan metode
baru dari tahun 2010-2022 menunjukkan terjadi peningkatan sebesar 4,87 poin
atau naik dari 68,65 poin tahun 2010 menjadi 73,52 poin pada tahun 2022
(kategori tinggi) dengan pertumbuhan sebesar 0,57% per tahun selama tahun 2010-
2022.
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Gambar 2.42 Indeks Pembangunan Manusia (IPM)
Nasional dan Provinsi Riau Tahun 2005-2022
Sumber : Buku Hasil Evaluasi RPJPD Provinsi Riau Tahun 2005-2025, Tahun 2023

Persentase penduduk miskin di Provinsi Riau mengalami penurunan dari
pada tahun 12,51% tahun 2005 turun menjadi sebesar 6,84% tahun 2022 atau
sebesar 5,67%. Rata-rata penurunan persentase penduduk miskin selama periode
tahun 2005-2022 sebesar -0,33% per tahun. Tingkat pengangguran terbuka di
Provinsi Riau juga mengalami penurunan yang signifikan dari 12,16% pada tahun
2005 turun menjadi 4,37% pada tahun 2022 dengan penurunan pertumbuhan
sebesar 64,18% selama periode tersebut.

Secara relatif capaian pertumbuhan ekonomi tahun 2022 dengan migas
sebesar 4,55% dan lebih rendah dibandingkan dengan capaian kinerja awal tahun
2005 sebesar 5,41%, namun secara nominal nilai PDRB ADHK dengan migas tahun
2005 hanya senilai Rp. 79.287.586,75 Juta (Rp79,28 triliun) dan meningkat
menjadi Rp529.532.979,00 Juta (Rp529,53 triliun) tahun 2022 atau terjadi
peningkatan sebesar 567,86%.

Terjadinya peningkatan ketimpangan pengeluaran penduduk yang semakin
bertambah antara masyarakat sebesar 0,95% atau naik dari 0,283 poin tahun 2005
menjadi 0,323 poin tahun 2022. Walaupun tingkat ketimpangan mengalami
peningkatan 0,040 poin namun angka tersebut masih dapat kategori dengan tingkat

ketimpangan rendah.
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PDRB ADHB perkapita dengan migas dari tahun 2005 ke 2022 mengalami
peningkatan sebesar 393,79% atau meningkat sebanyak Rpl119,55 juta/kapita.
Kondisi ini menunjukkan bahwa tingkat inflasi sektor migas lebih tinggi
dibandingkan dengan tingkat inflasi sektor non migas. PDRB ADHK perkapita
dengan migas dari tahun 2005 ke 2022 mengalami peningkatan sebesar 362,49%
atau meningkat sebanyak Rp62,75 juta/kapita. Lebih rendahnya pertumbuhan
sektor migas tersebut disebabkan oleh lifting minyak Provinsi Riau yang terus

mengalami penurunan.

2.5.3 Kesimpulan

Berdasarkan hasil identifikasi kinerja sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau

2005-2025, maka dapat disimpulkan beberapa hal sebagai berikut:

a. Semua indikator makro pembangunan selama periode 2005-2022 diperoleh
rata-rata tingkat capaian kinerja di atas 121,43% atau dinyatakan 100%
dengan predikat sangat tinggi.

b. Berdasarkan hasil capaian dari 4 (empat) penggalan periode RPJPD Provinsi
Riau diatas, maka rata-rata capaian sasaran pokok RPJPD Provinsi Riau tahun
2005-2025 adalah sebesar 91,5 dengan predikat kinerja Sangat Tinggi.

c. Peningkatan pembangunan infrastruktur untuk meningkatkan aksesibilitas
dan mengurangi kesenjangan pembangunan antar wilayah di Provinsi Riau.

d. Pemenuhan kebutuhan infrastruktur dasar, terutama di wilayah pesisir dan
pulau sangat penting karena mempengaruhi kualitas kehidupan dan kesehatan
masyarakat.

e. Pemeliharaan jalan dan pengaturan pembatasan angkutan ODOL harus
menjadi prioritas.

f.  Kontribusi sektor non migas di bidang pertanian/perkebunan, pulp/paper, dan
industri pengolahannya perlu ditingkatkan ke arah industri hilirnya, sehingga
pemanfaatan lahan bisa semakin efisien dan efektif sehingga lahan konservasi
lingkungan menjadi lebih banyak untuk meningkatkan kualitas lingkungan.

g. Pengelolaan lahan pertanian/perkebunan baik di tanah mineral maupun di
lahan gambut memerlukan perencanaan, pengawasan dan pertimbangan
lingkungan yang benar untuk mengatasi dampak lingkungan kebakaran
hutan/lahan, banjir, maupun kekeringan yangakan semakin masif di masa

depan.
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h. Penerapan budaya Melayu memerlukan dukungan program dan dana untuk
pemajuan kebudayaan berupa pelindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan

pembinaan.

2.5.4 Rekomendasi

Berdasarkan hal tersebut di atas, untuk penyusunan RPJPD Provinsi Riau
Tahun 2025-2045, direkomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

a. Pengaturan dan pengawasan pemanfaatan lahan gambut;

b. Meningkatkan aksesibilitas wilayah dengan pembangunan jalan,
jembatan, dan penyeberangan kawasan lintas pesisir dan pulau;

c. Meningkatkan ketersediaan infrasturktur dasar di seluruh wilayah
terutama pesisir dan pulau;

d. Pengembangan industri hilir kelapa sawit untuk meningkatkan nilai
tambah; intensifikasi pertanian dan efektifitas penggunaan lahan;
peningkatan konservasi lingkungan dan mitigasi bencana akibat
kerusakan lingkungan;

€. Peningkatan aktifitas pemajuan kebudayaan Melayu Riau.
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2.6 Tren Demografi dan Kebutuhan Sarana Prasarana Pelayanan Publik

Penduduk merupakan modal dasar keberhasilan pembangunan suatu
wilayah. Komposisi dan distribusi penduduk akan mempengaruhi struktur ruang,
kegiatan sosial, dan ekonomi masyarakat. Seluruh aspek pembangunan memiliki
korelasi dan interaksi dengan kondisi kependudukan yang ada sehingga informasi
tentang demografi memiliki posisi strategis dalam penentuan kebijakan. Jumlah
penduduk yang besar dan pertumbuhan penduduk yang tinggi serta rendahnya
kualitas rendah bisa menghambat tercapainya tujuan pembangunan. Sebaliknya
keberhasilan dalam mengendalikan jumlah dan pertumbuhan penduduk serta
mengembangkan kualitas penduduk akan mempercepat terwujudnya masyarakat

yang sejahtera.

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan di Provinsi Riau yang
diinginkan adalah tercapainya jumlah penduduk yang stabil dan dalam jumlah
penduduk yang tidak terlalu besar. Untuk mencapai kondisi ini maka jumlah
kelahiran diharapkan sama dengan jumlah kematian sehingga jumlah penduduk
menjadi stasioner. Indikator pencapaian penduduk tumbuh seimbang (PTS) adalah
dimana angka kelahiran total (Total Fertility Rate) sama dengan 2,1 atau angka

reproduksi bersih (Net Reproduction Rate) sama dengan 1 per perempuan.

2.6.1 Proyeksi Jumlah Penduduk

1,33

6.811,15 7.199,77 7.545,29 7.850,63 8.111,02
2025 2030 2035 2040 2045
Jumlah Penduduk (Ribu) =o—Laju Pertumbuhan (%)
Gambar 2.43 Jumlah Penduduk dan Laju Pertumbuhan Penduduk

Provinsi Riau
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Riau Tahun 2025-2045
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Gambar 2.44 Total Fertility Rate (TFR) dan Umur Harapan Hidup (UHH)
Penduduk Provinsi Riau
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau

Jumlah penduduk Provinsi Riau diproyeksikan mencapai 8,11 juta pada
tahun 2045. Laju pertumbuhan penduduk diperkirakan terus melambat hingga
berada dibawah 0,65 persen pada tahun 2045. Perlambatan ini terjadi akibat
menurunnya tingkat fertilitas (Total Fertility Rate/TFR) dari 2,17 anak lahir hidup
untuk wanita subur pada tahun 2025 menjadi 1,92 pada tahun 2045. Kesehatan
masyarakat juga meningkat sejalan dengan berkurangnya jumlah anak. Hal ini
terlihat dengan meningkatnya Umur Harapan Hidup (UHH) di Provinsi Riau sejak
tahun 2020 dari 73,67 tahun menjadi 84,74 tahun untuk proyeksi skenario low dan
86,56 tahun untuk proyeksi skenario high.

Tabel 2.116 Proyeksi Jumlah Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

- Provinsi/ Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kabupaten/Kota 2025 2030 2035 2040 2045

14 | RIAU 6.811.158 (7.199.743 |7.545.263 |7.850.626 |8.110.994
14.01| Kab. Kampar 908.385 | 972.377 |1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853
14.02| Kab. Indragiri Hulu 474.398 | 503.202 | 529.873 | 554.201 | 575.162
14.03 | Kab. Bengkalis 508.331 | 626.418 | 648.637 | 667.493 | 684.003
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 692.189 | 725.841 | 754.353 | 777.554 | 795.331
14.05| Kab. Pelalawan 421.237 | 451.596 | 480.979 | 509.682 | 536.219
14.06 | Kab. Rokan Hulu 601.632 | 641.046 | 677.452 | 709.022 | 734.281
14.07 | Kab. Rokan Hilir 682.617 | 727.957 | 770.823 | 809.624 | 842.395

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Riau Tahun 2025-2045
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Provinsi/ Jumlah Penduduk (Jiwa)
Kode
Kabupaten/Kota 2025 2030 2035 2040 2045
14.08| Kab. Siak 490.376 | 522.308 | 552.026 | 578.918 | 601.871
14.09| Kab. Kuantan Singingi 352.777 | 369.051 | 382.840 | 394.073 | 402.822

14.10| Kab. Kepulauan Meranti 215.586 224.089 230.864 236.123 240.292

14.11| Kota Pekanbaru ‘ ‘

14.12| Kota Dumai 337.067 355.861 372.483 387.569 401.195

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau
Ket. [Tinggil Sedang

Berdasarkan hasil Long Form Sensus Penduduk 2020 jumlah penduduk
kabupaten/kota terus meningkat. Dimana Kota Pekanbaru dengan jumlah
penduduk terbesar diikuti oleh Kabupaten Kampar. Pada tahun 2030, Kabupaten
Rokan Hilir menjadi kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk terbanyak setelah
Kota Pekanbaru dan Kabupaten Kampar. Pada tahun 2025 Kabupaten Indragiri
Hilir menjadi kabupaten ketiga dengan jumlah penduduk yang terbesar. Jumlah
penduduk terendah terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti, diikuti oleh
Kabupaten Kuantan Singingi dan Kota Dumai. Secara lebih rinci dapat dilihat pada
tabel dibawah.

Tabel 2.117 Klasifikasi Kabupaten/Kota di Provinsi Riau
Kode Kabupaten 2023 2025 2030 2035 2040 2045
/Kota

14.01| Kab. Kampar Besar Besar Besar Metropolitan Metropolitan Metropolitan
14.02| Kab. Indragiri Hulu Sedang Sedang Besar Besar Besar Besar
14.03| Kab. Bengkalis Besar Besar Besar Besar Besar Besar
14.04 | Kab. Indragiri Hilir Besar Besar Besar Besar Besar Besar
14.05| Kab. Pelalawan Sedang Sedang Sedang Sedang Besar Besar
14.06| Kab. Rokan Hulu Besar Besar Besar Besar Besar Besar
14.07 | Kab. Rokan Hilir Besar Besar Besar Besar Besar Besar
14.08 | Kab. Siak Sedang Sedang Besar Besar Besar Besar
14.09 I;;Zif;antan Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
14.10 i(dae?éri?pulauan Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang
14.11| Kota Pekanbaru Metropolitan Metropolitan Metropolitan Metropolitan Metropolitan Metropolitan
14.12| Kota Dumai Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang Sedang

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau (diolah)

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Riau Tahun 2025-2045
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Klasifikasi kota berdasarkan jumlah penduduk, dapat dilihat bahwa Kota
Pekanbaru telah menjadi kota metropolitan (1-5 juta jiwa) mulai dari tahun 2023
hingga tahun 2045. Diperkirakan Kabupaten Kampar mulai memasuki kota
metropolitan pada tahun 2035. Hal ini perlu menjadi perhatian pemerintah dalam
mendukung sarana dan prasarana perkotaan dimana makin banyaknya jumlah

penduduk pada kabupaten/kota tersebut.

Untuk kabupaten Indragiri Hulu dan Kabupaten Siak terdapat perubahan
klasifikasi yang beralih dari klasifikasi sedang pada tahun 2023-2025 kemudian
menjadi klasifikasi besar mulai pada tahun 2030-2045. Dan Kabupaten Pelalawan
juga beralih status kota besar mulai tahun 2040-2045. Sedangkan Kabupaten
Kuantan Singingi, Kabupaten Kepulauan Meranti, dan Kota Dumai tidak berubah,

yakni tetap menjadi kota sedang dari tahun 2023 hingga tahun 2045.

Untuk melihat pertambahan penduduk dari tahun ke tahun dapat dilihat
dari laju pertumbuhan yang juga mencerminkan interaksi komponen perubahan
penduduk yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Pergerakan pertumbuhan
penduduk tentunya akan memberikan pengaruh yang cukup besar bagi
pembangunan terlebih lagi yang berkaitan erat dengan perkembangan ekonomi
masa depan. Laju pertumbuhan penduduk memproyeksikan pertumbuhan
penduduk secara positif di seluruh periode proyeksi meskipun laju pertumbuhan
semakin lama semakin melambat dari waktu ke waktu dengan laju yang berbeda-
beda.

riau S
oums: | ESORINN
pekanbary [INEOSHNN 052
xep. meransi  [NOSANN 078
Rokan Hilir - [NEEEY 1,29
Bengkalis [EEEIN o5z
kampar S
siox 127

naragn ruie IR 0,95
indragn Huy NS 1,18
Kuantan Simgimgi _ 0,91 0,58 0,494

W 2025 2030 m2Z03> m 2040 m 2045

Gambar 2.41 Laju Pertumbuhan Penduduk Kabupaten/Kota (%)
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Riau Tahun 2025-2045
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Dari proyeksi data oleh BPS tersebut, terlihat bahwa meskipun jumlah
penduduk terus bertambah, tetapi laju pertumbuhan penduduk di seluruh
kabupaten/kota di Provinsi Riau terus menurun. Kabupaten Kampar akan
menyusul Kota Pekanbaru menjadi kabupaten/kota dengan penduduk di atas 1
juta jiwa pada tahun 2035. Dengan kondisi saat ini, diperkirakan Kabupaten
Kepulauan Meranti tetap menjadi kabupaten dengan penduduk terkecil di Provinsi
Riau.

Hasil Sensus Penduduk (SP) 2010 menunjukkan pertumbuhan penduduk
Provinsi Riau tahun 2000-2010 sebesar 3,58 persen pertahun. Kemudian
berdasarkan Sensus Penduduk (SP) 2020, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau
tahun 2010-2020 menurun sebesar 1,40 persen pertahun. Berdasarkan proyeksi
BPS Provinsi Riau hingga tahun 2045, pertumbuhan penduduk Provinsi Riau per
tahun terus menurun dari 1,33 persen tahun 2023 menjadi 0,65 persen tahun
2045. Kabupaten Pelalawan, Kampar, Rokan Hilir, Rokan Hulu, dan Siak termasuk
kabupaten dengan pertumbuhan penduduk tertinggi di Riau. Sementara itu,
Kabupaten Kepulauan Meranti dan Kota Pekanbaru menjadi kabupaten/kota

dengan pertumbuhan penduduk terendah di Riau sampai tahun 2045.

2.6.2 Komponen Kependudukan

2.6.2.1 Distribusi Penduduk

Permasalahan penduduk dapat berimbas pada distribusi penduduk yang
tidak merata sehingga akan menimbulkan masalah kepadatan penduduk dan
tekanan penduduk di suatu wilayah. Di satu sisi, wilayah dengan jumlah penduduk
yang besar akan dihadapkan pada persoalan meningkatnya jumlah pengangguran
karena tidak memadainya penyediaan lapangan pekerjaan, permasalahan
kebutuhan lahan untuk pemukiman, tidak memadainya akses dan fasilitas
pendidikan dan kesehatan serta permasalahan sosial lainnya. Sementara di sisi
lainnya, wilayah dengan jumlah penduduk yang kecil akan menimbulkan persoalan
optimalisasi sumber daya alam terkait kekurangan tenaga kerja padahal wilayah

tersebut memiliki sumber daya alam yang melimpah.
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Tabel 2.118 Distribusi Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Distribusi Penduduk (%)

Kode Kabupaten/Kota

2020 2025 2030 2035 2040 2045
14.01 | Kab. Kampar 13,15 13,34 13,51 13,65 13,79 13,95
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 6,95 6,97 6,99 7,02 7,06 7,09
14.03 | Kab. Bengkalis 8,82 8,78 8,7 8,6 8,5 8,43
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 10,24 10,16 10,08 10 9,9 9,81
14.05 | Kab. Pelalawan 6,1 6,18 6,27 6,37 6,49 6,61
14.06 | Kab. Rokan Hulu 8,78 8,83 8,9 8,98 9,03 9,05
14.07 | Kab. Rokan Hilir 9,97 10,02 10,11 10,22 10,31 10,39
14.08 | Kab. Siak 7,16 7,2 7,25 7,32 7,37 7,42
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 5,24 5,18 5,13 5,07 5,02 4,97
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 06 0 96
14.11 | Kota Pekanbaru 14,56 14,37
14.12 | Kota Dumai 4,96 4,95 4,94 4,94 4,94 4,95
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau (Diolah kembali)
Ket. _ Sedang

Dilihat dari pola persebaran penduduk, Provinsi Riau merupakan wilayah
dengan persebaran penduduk antar kabupaten/kota yang masih timpang.
Penduduk Provinsi Riau sebagian besar berada di Kota Pekanbaru dan Kabupaten
Kampar. Kedua kabupaten/kota tersebut menjadi pusat aktivitas perekonomian
dan pendidikan sehingga mempengaruhi mobilitas penduduk. Kabupaten
Kepulauan Meranti merupakan kabupaten dengan distribusi penduduk yang
terkecil dimana pada wilayah tersebut dengan topografi yang sulit dan dataran yang
terbatas serta infrastruktur maupun aksesibilitas yang kurang baik dan tidak
merata antar wilayah.

Tabel 2.119 Kepadatan Penduduk Kabupaten/Kota di Provinsi Riau

Provinsi/ Kepadatan Penduduk (%)
Kode
Kabupaten/Kota 2020 2025 2030 2035 2040 2045

14 RIAU 70,83 75,66 79,98 83,82 87,21 90,1
14.01 | Kab. Kampar 81,16 87,96 94,16 99,75 104,87 109,6
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 56,29 60,26 63,92 67,31 70,4 73,06
14.03 | Kab. Bengkalis 65,29 69,47 72,73 75,31 77,5 79,42
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 48,3 51,19 53,68 55,78 57,5 58,81
14.06 | Kab. Rokan Hulu 72,83 78,3 83,43 88,17 92,27 95,56
14.07 | Kab. Rokan Hilir 70,07 75,27 80,27 85 89,28 92,89
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Provinsi/ Kepadatan Penduduk (%)
Kode
Kabupaten/Kota 2020 2025 2030 2035 2040 2045

14.08 | Kab. Siak 58,49 62,82 66,91 70,72 74,16 77,1
14.09 | Xab. Kuantan 61,21 64,64 67,62 70,14 72,2 73,81

Singingi
A || S8 LRl 56,78 50,5| 61,84| 6371| 65,16 66,31

Meranti
14.11 | Kota Pekanbaru 1.540,24 1.623,87 1.691,91 1.746,50 1.791,20 1.825,97
14.12 | Kota Dumai 153,26| 163,48 172,6| 180,66/ 187,98| 194,59
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau
Ket. [\Jarang Sedang

Kepadatan penduduk di Provinsi Riau terkonsentrasi pada Kota Pekanbaru
yang menjadi pusat perekonomian dan bisnis. Dalam dua puluh tahun ke depan,
kota tersebut masih merupakan kota terpadat di Provinsi Riau. Pemerintah telah
berupaya dalam pemerataan penyebaran penduduk yang dapat dilihat dari
perizinan pembangunan perumahan di wilayah-wilayah yang kurang padat
penduduknya serta peningkatan infrastruktur yang mencakup jaringan

transportasi, akses air bersih, listrik, dan fasilitas pendukung lainnya.

2.6.2.2 Fertilitas (Kelahiran)

Dalam jangka panjang, kondisi kependudukan yang diinginkan adalah
tercapainya penduduk stabil dalam jumlah yang tidak terlalu besar. Diharapkan
jumlah bayi yang dilahirkan sama (seimbang) dengan jumlah kematian sehingga
penduduk menjadi stationer. Indikator pencapaian Penduduk Tumbuh Seimbang
(PTS), adalah angka kelahiran total (Total Fertility Rate) sama dengan 2,1 per wanita
subur dan angka reproduksi bersih (Net Reproduction Rate) sebesar 1 per wanita
subur.

Salah satu proyeksi penduduk dengan menggunakan asumsi indikator Total
Fertility Rate (TFR) adalah rata-rata banyaknya anak yang dilahirkan hidup oleh
seorang perempuan sampai akhir masa reproduksinya. Banyak faktor yang
mempengaruhi Angka Kelahiran Total (TFR) yaitu tingkat pendapatan, tingkat
pendidikan, tingkat kesehatan dan penggunaan alat kontrasepsi, dan tingkat
urbanisasi.

Tingginya angka TFR memberikan tantangan pemerintah dalam
mengintervensi dan lebih menggiatkan pelaksanaan program pengendalian

kelahiran penduduk di masing-masing kabupaten/kota. Kabupaten Bengkalis
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memiliki angka TFR tertinggi hingga tahun 2045. Pencapaiam PTS di Provinsi Riau
ditargetkan tercapai pada tahun 2025 hingga 2030 yang diikuti oleh seluruh
kabupaten/kota lainnya kecuali Kota Pekanbaru dimana kota tersebut telah
mencapai penduduk tumbuh seimbang pada tahun 2020.

Tabel 2.120 Total Fertility Rate (TFR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Kode | Provinsi/Kabupaten/Kota | 2025 2030 2035 2040 2045

14 | RIAU 2,17 2,12 2,07 2,05 2,04
14.01 | Kab. Kampar 2,2 2,14 2,09 2,07 2,05
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 2,14 2,09 2,05 2,03 2,01
14.03 | Kab. Bengkalis 2,45 2,36 2,3 2,26 2,23
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 2,14 2,09 2,05 2,03 2,01
14.05 | Kab. Pelalawan 2,16 2,11 2,06 2,04 2,02
14.06 | Kab. Rokan Hulu 2,14 2,08 2,05 2,03 2,01
14.07 | Kab. Rokan Hilir 2,21 2,15 2,1 2,07 2,05
14.08 | Kab. Siak 2,2 2,14 2,09 2,07 2,05
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 2,16 2,11 2,07 2,04 2,02
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 2,13 2,09 2,04 2,02 2,01
14.11 | Kota Pekanbaru 2,04 2,02 2,00 1,99 1,99
14.12 | Kota Dumai 2,11 2,06 2,02 2,00 1,98

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau
Ket. > 2 :Penduduk Tumbuh Seimbang (PTS)

2.6.2.3 Mortality (Kematian)

Asumsi mortality (kematian) menggunakan indikator Infant Mortality Rate
(IMR) dan Umur Harapan Hidup (UHH) saat lahir. Infant Mortality Rate (IMR)
merupakan banyaknya kematian bayi usia dibawah satu tahun per 1000 kelahiran
hidup pada satu tahun tertentu. Kondisi kesehatan masyarakat juga turut membaik
sejalan dengan menurunnya jumlah anak. Tahun 2025 diproyeksikan 13 kematian
bayi dari 1000 kelahiran hidup. Angka ini diharapkan menurun pada tahun 2045
menjadi 7 kematian bayi dari 1000 kelahiran hidup.

Menurunnya IMR di Provinsi Riau berdampak terhadap peningkatan umur
harapan hidup. Dengan high scenario diperkirakan pada tahun 2025 umur harapan
hidup mencapai 75,94 tahun dan diperkirakan terus meningkat pada tahun 2045

dengan low scenario sebesar 84,74 tahun dan high scenario 86,56 tahun.
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13,57

2025 2030 2035 2040 2045
UHH-Low mmsm UHH-High —e=IMR

Gambar 2.45 Infant Mortality Rate (IMR) dan Umur Harapan Hidup
Provinsi Riau
Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau

Pada tingkat kabupaten/kota diketahui bahwa angka IMR tertinggi
diperkirakan terdapat pada Kabupaten Kepulauan Meranti mulai pada tahun 2025
hingga tahun 2045. Dan Kota Pekanbaru memiliki angka IMR terendah
dibandingkan kabupaten/kota lainnya. Hal ini didukung dengan lengkapnya
layanan kesehatan di Kota Pekanbaru sehingga meningkatkan usia harapan hidup
penduduk. Sedangkan Kabupaten Kepulauan Meranti masih merupakan wilayah
pesisir yang bergantung pada transportasi air sehingga berpengaruh pada
peningkatan angka IMR.

Konsekuensi dari menurunnya kematian bayi dan meningkatnya UHH
adalah semakin membesarnya penduduk lansia, untuk itu perlu dipersiapkan
bagaimana menjadi lansia tangguh ke depan mulai dari sekarang, terutama
bagaimana mempertahankan kualitas hidup, dengan menyiapkan penduduk dari
sejak usia muda agar siap menjadi lansia kelak.

Tabel 2.121 Infant Mortality Rate (IMR) Kabupaten/Kota Provinsi Riau

Kode P"°Vins”Kff:“pat°“/ 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045
14 | RIAU 13,57 | 11,18 | 9,3 8,1 7.4
14.01 | Kab. Kampar 14,81 12,14 9,62 8,27 7,61
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 16,2 | 13,53 | 10,63 | 9,34 8,52
14.03 | Kab. Bengkalis 13,89 11,22 9,3 7,97 7,27
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 16,67 | 14,01 | 10,59 | 9,34 8,56
14.05 | Kab. Pelalawan 12,18 | 10,29 | 8,79 | 7,59 6,86
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Kode P’°"i“s”Kff:“Pate“/ 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045
14.07 | Kab. Rokan Hilir 14,92 | 12,38 | 9,87 | 852 | 7,84
14.08 | Kab. Siak 15,04 | 12,38 | 10,19 | 879 | 801
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 15,32 12,46 10,23 9,03 8,24
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti 21,55 19,75 14,53 12,06 ‘ 10,91
14.11 | Kota Pekanbaru |

14.12 | Kota Dumai 8,03 |

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau
Ket. Sedang Tinggi

2.6.2.4 Penduduk Usia Tua

Provinsi Riau sudah memasuki era ageing population. Dimana jumlah
penduduk lanjut usia (lansia) 65+ tahun sudah mencapai lebih dari sepuluh persen
populasi pada tahun 2040-2045. Pada tahun 2040 terdapat 840 ribu jiwa penduduk
lansia (10,7%) dan 1,03 juta jiwa pada tahun 2045 atau setara dengan 12,7%
persen penduduk. Apabila Provinsi Riau berhasil menyiapkan penduduk lansia yang
sehat dan produktif di masa depan, Provinsi Riau dapat memperpanjang periode
bonus demografi yang berlanjut ke tahap kedua. Proporsi penduduk non-produktif
pada tahap tersebut lebih banyak disumbang oleh penduduk lansia yang jumlahnya
semakin meningkat. Dengan demikian, pemerintah harus mulai menerapkan
kebijakan yang menunjang penuaan penduduk. Beberapa program yang dapat
dipertimbangkan untuk dilaksanakan antara lain perluasan jaminan sosial,
pengembangan program Long-Term Care (LTC), memperpanjang usia pensiun,
mempromosikan jaminan hari tua, serta mengembangkan skema lapangan
pekerjaan ramah lansia.

Distribusi penduduk lansia pada kabupaten/kota berbeda-beda. Kabupaten
Bengkalis memasuki ageing population pada lebih awal yakni tahun 2035 yang
mencapai 10 persen. Kabupaten Kuantan Singingi, Indragiri Hilir, Kepulauan
Meranti dan Kota Pekanbaru memasuki ageing population pada tahun 2040.
Kabupaten/kota lainnya memasuki ageing population pada tahun 2045 kecuali

Kabupaten Pelalawan yang masih berada.
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Tabel 2.122 Distribusi Penduduk Lanjut Usia 65+ Tahun
(Provinsi/Kabupaten/Kota), Persen

Provinsi/
Kode 2020 | 2023 | 2025 | 2030 | 2035 | 2040 | 2045
Kabupaten/Kota

14 RIAU 3,65 4,56 5,04 6,77 8,65 10,7 12,7
14.01 | Kab. Kampar 3,26 3,99 4,56 6,29 8,22 9,71 11,39
14.02 | Kab. Indragiri Hulu 3,44 4,21 4,8 6,53 8,32 9,86 11,52
14.03 | Kab. Bengkalis 4 5,05 5,79 7,83 10 11,88 | 13,89
14.04 | Kab. Indragiri Hilir 4,35 5,21 5,8 7,36 9,21 10,65 | 12,25
14.05 | Kab. Pelalawan 2,25 2,91 3,43 4,94 6,85 8,12 9,65
14.06 | Kab. Rokan Hulu 3,41 4,07 4,58 6,09 7,68 9,01 10,46
14.07 | Kab. Rokan Hilir 3,46 4,23 4,82 6,45 8,11 9,61 11,19
14.08 | Kab. Siak 2,7 3,28 3,77 5,43 7,69 8,95 10,61
14.09 | Kab. Kuantan Singingi 4,88 5,84 6,48 8 9,63 11,16 | 12,72
14.10 | Kab. Kepulauan Meranti | 5,82 6,54 7,09 8,56 9,78 11,2 12,56
14.11 | Kota Pekanbaru 3,8 4,7 5,4 7,53 9,81 11,65 | 13,69
14.12 | Kota Dumai 3,6 4,41 5,02 6,71 8,38 9,93 11,54

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau (diolah)
Ket. > 10% : Memasuki Ageing Population

2.6.3 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin

Proyeksi penduduk Provinsi Riau berdasarkan jenis kelamin masih di
dominasi oleh penduduk laki-laki dengan rasio jenis kelamin 1,04 pada tahun 2023
menjadi 1,00 pada tahun 2045 yang artinya, pada tahun 2045 yang akan datang
jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk perempuan.
Kondisi yang sama juga terjadi pada kabupaten/kota lainnya, seperti Kabupaten
Kuantan Singingi (tahun 2040-2045), Indragiri Hulu (tahun 2045), Pelalawan (tahun
2045), Rokan Hulu (tahun 2045) dan Rokan Hilir (tahun 2045). Untuk Kota
Pekanbaru, jumlah penduduk laki-laki hampir sama dengan jumlah penduduk
perempuan dan diproyeksikan mulai terjadi pada tahun 2025.

Meningkatnya jumlah penduduk perempuan di masa yang akan datang
menjadi perhatian pemerintah. Salah satu kebijakan pemerintah yang dapat diambil
yakni mendorong akses dan partisipasi perempuan dalam pendidikan formal dan
non formal; menyediakan akses yang mudah dan terjangkau pada layanan
kesehatan reproduksi; memberikan pelatihan dan pendidikan keterampilan untuk

meningkatkan partisipasi perempuan di pasar tenaga kerja; menerapkan kebijakan
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yang mendukung keseimbangan antara kehidupan kerja dan keluarga, seperti cuti

orang tua, fasilitas penitipan anak, dan fleksibilitas jam kerja; meningkatkan

perlindungan hukum terhadap hak-hak perempuan, termasuk hak-hak properti,

hak-hak pernikahan, dan perlindungan dari kekerasan berbasis gender.

Tabel 2.123 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin
(Provinsi Riau/Kabupaten/Kota)

Provinsi/ Jumlah
Kode | Kabupaten/ Penduduk 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Kota (Ribu Jiwa)
Laki-laki 3.437,20(3.515,20|3.691,90(3.844,50|3.974,90(4.081,10
14 RIAU Perempuan |3.290,90|3.377,20|3.580,20|3.765,00(3.931,80(4.075,70
Rasio 1,044 1,041 1,031 1,021 1,011 1,001
Laki-laki 450,9 464,2 494.,9 522 546,1 568,1
14.01 Kampar Perempuan 430,2 444 2 477,5 508,1 536,8 563,8
Rasio 1,048 1,045 1,037 1,027 1,017 1,008
Laki-laki 237 2427 256,1 268,1 278,8 287,8
14.02 Ingfﬂ’fri Perempuan | 225,3 | 231,7 | 247,1 | 261,8 | 2754 | 2874
Rasio 1,052 1,048 1,036 1,024 1,013 1,002
Laki-laki 299,5 306 319,3 329,4 337,6 3447
14.03| Bengkalis Perempuan 285,4 292,3 307,1 319,3 329,9 339,3
Rasio 1,049 1,047 1,04 1,032 1,024 1,016
Laki-laki 350,1 357 372,1 384,5 394,1 401,1
14.04 In%ri‘i‘ifiri Perempuan | 327,2 | 3352 | 353,7 | 369,8 | 383,4 | 3943
Rasio 1,07 1,065 1,052 1,04 1,028 1,017
Laki-laki 210,6 216,6 230,9 244 .4 257,3 268,9
14.05| Pelalawan Perempuan 198 204,6 220,7 236,6 252,4 267,3
Rasio 1,064 1,059 1,046 1,033 1,019 1,006
Laki-laki 298.,4 306,3 324,9 341,8 361,8 367,1
14.06| Rokan Hulu | Perempuan 286,8 295,4 316,1 335,6 352,9 367,2
Rasio 1,04 1,037 1,028 1,018 1,025 1
Laki-laki 340 348,9 370,2 389,9 407,4 421,7
14.07| Rokan Hilir | Perempuan 24 333,7 357,8 380,9 402,3 420,7
Rasio 1,05 1,045 1,035 1,023 1,013 1,002
2 S Laki-laki 245,7 252,1 267,2 280,9 292,9 302,7
Perempuan 231,4 238,3 255,1 271,2 286,1 299,1
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Provinsi/ Jumlah
Kode | Kabupaten/ Penduduk 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Kota (Ribu Jiwa)
Rasio 1,062 1,058 1,047 1,036 1,024 1,012
Laki-laki 175,6 178,9 186,5 192,6 197,3 200,7
14.09| Kuantan [p o puan | 170,1 | 173,8 | 182,6 | 190,3 | 196,8 | 202,1
Singingi
Rasio 1,032 1,029 1,021 1,012 1,002 0,993
Laki-laki 9,4 111,4 115,7 119,1 121,5 123,5
14.10| Kepulauan I o uen 2,3 1042 | 1084 | 111,8 | 1146 | 116,8
Meranti
Rasio 1,069 1,069 1,067 1,065 1,061 1,057
Laki-laki 10,7 520 539,4 554,1 565,5 573,6
14.11| Pekanbaru | Perempuan 5,7 516,6 540,6 560,8 S77,9 592
Rasio 1,01 1,007 0,998 0,988 0,978 0,969
Laki-laki 168,7 172,6 181,5 189,2 196 202
14.12 Dumai Perempuan 160,3 164,5 174,3 183,3 191,6 199,2
Rasio 1,052 1,049 1,041 1,032 1,023 1,014

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau

Dari tabel diatas, menunjukkan bahwa hingga tahun 2045, jumlah
penduduk laki-laki di Provinsi Riau lebih banyak daripada perempuan, tetapi
diperkirakan setelah tahun 2045, jumlah penduduk perempuan lebih banyak

dibanding penduduk laki-laki.

2.6.4 Proyeksi Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

Jumlah penduduk di Provinsi Riau pada usia 0-14 tahun diperkirakan
cenderung terus menurun hingga tahun 2045 yang berdampak pada meningkatnya
penduduk usia 65 tahun keatas dengan laju pertumbuhan cukup tinggi sekitar 6,14
persen per tahun. Jumlah penduduk usia tua yang semakin banyak dapat
disebabkan akibat kontribusi kualitas kesehatan masyarakat dan juga pelayanan
kesehatan yang semakin baik. Banyak jumlah penduduk usia tua ini, tentu
memerlukan fasilitas pelayanan yang lebih banyak untuk usia tersebut.

Rasio ketergantungan Provinsi Riau yang tertinggi diproyeksikan terjadi pada
tahun 2045 sebesar 50,56 persen yang artinya bahwa dari 100 jiwa penduduk usia
produktif di Provinsi Riau menanggung 50-51 jiwa penduduk usia tidak produktif.

Pada Kabupaten Bengkalis, rasio ketergantungan terbesar dimulai pada tahun 2030
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hingga 2045. Hal ini berarti bahwa terjadi bonus demografi pada seluruh

kabupaten/kota hingga tahun 2045 kecuali Kabupaten Bengkalis yang berakhirnya

bonus demografi pada tahun 2025 atau memasuki tahun 2030. Tingginya angka

kelahiran di Kabupaten Bengkalis menjadi salah satu penyebab besarnya rasio

ketergantungan di kabupaten tersebut.
Tabel 2.124 Jumlah Penduduk Berdasarkan Kelompok Umur

(Provinsi Riau/Kabupaten/Kota

Provinsi/ Jumlah
Kode | Kabupaten/ Penduduk 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Kota (Ribu Jiwa)
0-14 1.792 | 1.789 1.756 | 1.712 | 1.694 | 1.694
14 RIAU 15 - 64 4556 | 4.679 | 4.957 | 5.181 | 5.316 | 5.387
65+ 295 343 487 653 840 1030
RK 45,8 | 45,558 | 4524 | 4564 | 47,67 | 50,56
0-14 241,5 | 2442 | 2454 | 236,1 | 233,2 | 2354
1401 | Kempar |20 604,4 | 622,7 | 6658 | 709,3 | 738,7 | 758,7
65+ 35,1 41,4 61,2 84,7 111,1 127,77
RK 45,77 | 45,87 | 46,05 | 4523 | 46,61 | 49,17
o014 125,2 | 124,49 | 120,96 | 120,03 | 120,91 | 122,08
8 8 5 4 9 8
Indragiri 327,13 | 349,36 | 365,77 | 376,74 | 383,73
1402 Hulﬁ 15 - 64 317,5 . o . 2 "
65+ 19,46 | 22,769 | 32,871 | 44,061 | 56,534 | 69,34
RK 45,59 | 45,02 | 44,03 | 44,86 47,1 49,89
0-14 160,7 | 162,4 161 151,6 | 145,6 146
. 15 - 64 394,7 | 401,3 | 416,44 | 432,2 | 4415 | 4427
1408 | Bengkalis =7 29,5 34,6 49,1 64,8 80,4 95,3
RK 48,18 | 49,09 | 50,44 | 50,07 | 51,19 | 54,51
0-14 171,6 | 170,9 169,8 | 169,3 | 1655 | 162,5
la03 | ndragiri [ 15-64 470,4 | 481,1 | 502,6 | 515,6 | 5242 | 526,6
Hilir 65+ 35,3 40,1 53,5 69,5 87.8 106,3
RK 43,09 | 43,86 | 44,42 | 46,32 | 48,32 | 51,04
0-14 120,5 | 119,1 113,4 | 108,8 | 111,4 | 1153
15 - 64 276,2 | 287,7 | 315,8 | 3392 | 352,4 360
a0 | | IEE AR 11,9 14,4 22,3 32,9 45,9 60,9
RK 47,93 | 46,43 | 42,99 | 41,78 | 44,61 | 48,95
0-14 1559 | 154.6 152 161,5 | 160,3 | 157,1
15 - 64 405,5 | 419,5 450 463,9 | 486,5 | 491,1
A T 23,8 27,5 39 52,1 67,9 86
RK 4432 | 43,41 | 42,45 | 46,03 | 46,92 | 4951
0-14 182,8 | 181,3 178 182,09 | 1849 | 1845
.. | 15-64 453,1 | 468,5 503 525,4 | 544,8 | 559,9
G | IR EINE | ey 28,1 32,9 47 62,5 79,9 97,9
RK 46,55 | 4572 | 44,74 | 46,71 | 48,62 | 50,45
0-14 131,4 | 130,7 | 1283 | 127,3 | 1285 | 1291
. 15 - 64 330 341,2 | 365,7 | 3823 392 399,3
LaCS Biak 65+ 15,7 18,5 28,4 42,5 58,5 73,5
RK 44,57 | 43,73 | 42,84 44,4 47,69 | 50,75
la01 | Kuantan |0-14 88,67 | 88,68 | 87,77 | 86,47 | 84,44 | 82,96
Singingi | 15 - 64 236,7 | 241,24 | 251,76 | 259,53 | 264,65 | 266,65
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Provinsi/ Jumlah
Kode | Kabupaten/ Penduduk 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Kota (Ribu Jiwa)
6

65+ 20,18 22,86 29,52 36,85 44 .99 53,21

RK 45,97 46,24 46,59 47,51 48 91 51,07

0-14 52,3 52,9 53 50,4 48,9 47,8

1410 Kepulauan 15 - 64 145,6 147.,4 151,9 157,9 160,8 161,6
Meranti 65+ 13,9 15,3 19,2 22,6 26,5 30,9

RK 45,43 46,23 47,51 46,2 46,86 48,71

0-14 268,8 268,1 257,6 236,4 229,9 229,6

15 - 64 699,8 | 712,5 741,1 769,1 772,9 767,2

1471 | Pekanbaru =go7 47,8 55,9 81,3 109,4 | 140,5 | 168,8
RK 45,24 45,48 45,72 44 96 47,93 51,93

0-14 92,2 91,7 88,4 80,8 80,4 81,5

1473 Dumai 15 - 64 222,2 228,4 243,6 260,5 266,8 269,6
65+ 14,5 16,9 23,9 31,2 40,3 50,1

RK 48,02 | 47,57 46,09 43,01 45,25 48,81

Sumber : Hasil Long Form SP 2020 — BPS Provinsi Riau (diolah)
RK : Rasio Ketergantungan (%), > 50% (Tinggi)

Kondisi Provinsi Riau saat ini dapat dikatakan sedang mengalami masa
bonus demografi. Bonus demografi ditandai dengan kenaikan dua kali lipat jumlah
(15-64 tahun)

pertumbuhan usia penduduk muda dan semakin sedikit jumlah penduduk lansia.

penduduk wusia produktif yang diiringi dengan penundaan
Dengan kata lain terjadi penurunan rasio ketergantungan dari penduduk. Provinsi
Riau diperkiran mendapatkan bonus demografi pada tahun 2020-2030 dan
mengalami puncak bonus demografi pada tahun 2030, dimana saat itu angka
ketergantungan merupakan yang paling kecil, yakni sebesar 45,24 persen artinya
jumlah penduduk dibawah 15 tahun dan diatas 65 tahun lebih rendah.

Dalam perencanaan pembangunan, komposisi penduduk yang sering
digunakan adalah komposisi penduduk menurut kelompok umur. Komposisi ini
tidak hanya mencerminkan proses demografi masa lalu tetapi sekaligus
menggambarkan perkembangan penduduk pada masa yang akan datang.
Berdasarkan komposisi penduduk menurut kelompok umur dapat dikembangkan
beberapa indikator yang umum digunakan dalam penyajian data penduduk, salah
satunya adalah rasio ketergantungan (RK).

Rasio ketergantungan Provinsi Riau cenderung menurun dari 2020 sampai
2030, kemudian meningkat dari 2030 sampai 2045. Rasio ketergantungan ini juga
menunjukkan kualitas suatu semakin kecil rasio

demografi wilayah,
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ketergantungan maka semakin baik, artinya lebih sedikit usia non produktif yang

Gambaran Umum

harus ditanggung kebutuhan hidupnya oleh usia produktif.
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Produktif : 68,69%
Non Produktif : 31,31%
Rasio Ketergantungan : 45,58%

Produktif : 68,85%
Non Produktif : 31,15%
Rasio Ketergantungan :

Produktif : 68,66%
Non Produktif : 31,34%
Rasio Ketergantungan : 45,649

Il - 207

45,24%
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Produktif : 67,72%
Non Produktif : 32,28%
Rasio Ketergantungan :

47,67%

Produktif : 66,42%
Non Produktif : 33,58%
Rasio Ketergantungan :

50,56%

Gambar 2.46 Proyeksi Jumlah Penduduk Berdasarkan
Kelompok Umur Provinsi Riau Tahun 2025-2045
Sumber : SP 2020 BPS Provinsi Riau
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2.6.5 Analisis Proyeksi Kebutuhan Sarana dan Prasarana
2.6.5.1 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal

Persentase rumah tangga atau keluarga yang sudah memiliki rumah sendiri
pada tahun 2023 di kabupaten/kota di Provinsi Riau adalah seperti terlihat pada
tabel di bawah ini. Kota Pekanbaru adalah yang paling rendah persentase
kepemilikan rumah sendiri yaitu sekitar 58,84 persen, disusul Pelalawan sekitar
66,15 persen. Kepemilikan rumah sendiri yang paling tinggi justeru ada di
Kabupaten Kepulauan Meranti dengan 89,13 persen, meskipun di sana angka
kemiskinannya paling tinggi di Riau. Secara rata-rata di Provinsi Riau, kepemilikan
rumah sendiri adalah sekitar 76,93 persen. Jika diambil rata-rata jumlah anggota
keluarga dalam satu rumah tangga adalah 4,15 orang, maka jumlah rumah tangga
pada masing-masing tahun proyeksi bisa didapatkan. Demikian pula dengan
proyeksi kebutuhan rumah yang diasumsikan sama dengan jumlah rumah tangga,
dimana satu rumah tangga masing-masing memiliki satu rumah. Jika diharapkan
pada tahun 2045, semua rumah tangga di masing-masing kabupaten/kota di Riau
sudah memiliki rumah sendiri (100 persen), maka target penyediaan rumah untuk

setiap penggalan lima tahun pada masing-masing kabupaten/kota.
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Tabel 2.125 Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Provinsi/Kabupaten/ Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
Kota (Jumlah rumah .
Kode Iu dib Uraian Tahun
yang periu dibangun 2023 2025 2030 2035 2040 2045
sampai 2045)
Jumlah Penduduk 6.642.874 | 6.811.158 | 7.199.743 | 7.545.263 | 7.850.626 | 8.110.994
Jumlah Rumah Tangga 1.600.693 | 1.641.243 | 1.734.878 | 1.818.136 | 1.891.717 | 1.954.456
: ROl LI 1.600.693 | 1.641.243 | 1.734.878 | 1.818.136 | 1.891.717 | 1.954.456
14 Riau Rumah
(722.993 rumah) o
fgﬁgﬁf:ﬁﬁfemlhkan 76,93 77,25 82,41 87,54 92,63 100
Rumah Tangga yang sudah | ; 53 465 | 1.067.811 | 1.420.669 | 1.591.515 | 1.752.312 | 1.954.456
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 881.028 | 908.385 | 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853
Jumlah Rumah Tangga 212.296 | 218.888 | 234.308 | 248214 | 260.962 | 272.736
Kampar gﬁ’é’l 2;51 Kebutuhan 212.296 | 218.888 | 234.308 | 248214 | 260.962 | 272.736
14.01
(101.179 rumah) o
fgﬁ;ﬁﬁjﬁﬁfemmk” 80,81 82 84 86 88 100
i‘;ﬁi?k??&igjhy:enfdﬁdah 171.556 | 179.488 | 196.818 | 213.464 | 229.647 | 272.736
Jumlah Penduduk 462.220 | 474.398 | 503.202 | 520.873 | 554.201 | 575.162
Jumlah Rumah Tangga 111.378 | 114.313 | 121.253 | 127.680 | 133.542 | 138.593
Endragiri Hulu Eﬁ’ri’l 21;51 Kebutuhan 111.378 | 114.313 | 121.253 | 127.680 | 133.542 | 138.593
14.02
(42.128 rumah) =
Persentase k.epemlhkan 86,61 88 91 94 97 100
rumah sendiri
iiﬁ%?k?ﬁﬁlg:‘hy::fdﬁdah 96.465 100.595 | 110.341 | 120.019 | 129.536 | 138.593
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Provinsi/Kabupaten/ . e .
Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
Kota (Jumlah rumah q
Kode Iu dib Uraian Tahun
yang periu civangun 2023 2025 2030 2035 2040 2045
sampai 2045)
Jumlah Penduduk 584.916 598.331 626.418 648.637 667.493 684.003
Jumlah Rumah Tangga 140.944 144.176 150.944 156.298 160.842 164.820
) LPirgrEliEs e e 140.944 | 144.176 | 150.944 | 156.298 | 160.842 | 164.820
14.03 Bengkalis Rumah
. (56.209 rumah) Persentase kepemilikan 77 06 80 85 90 95 100
rumah sendiri ¢
Rumah Tangga yang sudah | 140 617 | 115341 | 128.302 | 140.668 | 152.800 | 164.820
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 677.290 692.189 725.841 754.353 777.554 795.331
Jumlah Rumah Tangga 163.202 166.793 174.901 181.772 187.362 191.646
Proyeksi Kebutuhan
404 Indragiri Hilir Rumah 163.202 | 166.793 | 174.901 | 181.772 | 187.362 | 191.646
’ 49.693 rumah T
( ) Persentase k.e'pemlhkan 86,98 88 91 94 97 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | 4, 953 | 146777 | 159.160 | 170.865 | 181.742 | 191.646
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 408.543 421.237 451.596 480.979 509.682 536.219
Jumlah Rumah Tangga 98.444 101.503 108.818 115.899 122.815 129.209
Proyeksi Kebutuhan
L405 Pelalawan A 98.444 | 101.503 | 108.818 | 115.899 | 122.815 | 129.209
’ 64.089 rumah =
( ) Sersemninge lepenililien 66,15 70 77,5 85 92,5 100
rumah sendiri
vl IEoEee) g SRl || g ripg 71.052 84.334 98.514 113.604 | 129.209
memiliki rumah sendiri
14.06 Rokan Hulu Jumlah Penduduk 585.183 601.632 641.046 677.452 709.022 734.281
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Provinsi/Kabupaten/

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
Kota (Jumlah rumah q
Kode Iu dib Uraian Tahun
yang periu divangun 2023 2025 2030 2035 2040 2045
sampai 2045)
(64.228 rumah) Jumlah Rumah Tangga 141.008 144.972 154.469 163.241 170.849 176.935
Proyeksi Kebutuhan 141.008 | 144.972 154.469 | 163.241 170.849 | 176.935
Rumah
Persentase k.e.pemlhkan 70.93 82 84 36 ’8 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | ., 70 | 118877 | 120.754 | 140.388 | 150.347 | 176.935
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 663.956 682.617 727.957 770.823 809.624 842.395
Jumlah Rumah Tangga 159.989 164.486 175.411 185.740 195.090 202.987
Proyeksi Kebutuhan
1407 Rokan Hilir el 159.989 164.486 175.411 185.740 195.090 202.987
’ (74.883 rumabh) i
e 80,07 82 86,5 91 95,5 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | 55 104 | 134879 | 151.731 | 169.024 | 186.311 | 202.987
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 477.064 490.376 522.308 552.026 578.918 601.871
Jumlah Rumah Tangga 114.955 118.163 125.857 133.018 139.498 145.029
Siak Proyeksi Kebutuhan 114.955 | 118.163 | 125.857 | 133.018 | 139.498 | 145.029
14.08 el N Rumah
. 54.939 ruma e
( ) Persentase k.epemlhkan 78,37 80 85 20 95 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | 4 9 94.530 106.979 | 119.716 | 132.523 | 145.029
memiliki rumah sendiri
14.09 Kuantan Singingi Jumlah Penduduk 345.610 352.777 369.051 382.840 394.073 402.822
) (23.313 rumabh) Jumlah Rumah Tangga 83.280 85.007 88.928 92.251 94.957 97.066
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Provinsi/Kabupaten/

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
Kota (Jumlah rumah q
Kode Iu dib Uraian Tahun
yang periu civangun 2023 2025 2030 2035 2040 2045
sampai 2045)
oIS LGl st 83.280 85.007 88.928 92.251 94.957 97.066
Rumah
Serseminse Lepen il 88,56 90 92,5 95 97,5 100
rumah sendiri
UL WIS GRINE SRR || g o 76.506 82.258 87.638 92.583 97.066
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 211.791 215.586 224.089 230.864 236.123 240.292
Jumlah Rumah Tangga 51.034 51.948 53.997 55.630 56.897 57.902
Proyeksi Kebutuhan
1410 | Kepulauan Meranti | Rumah 51.034 51.948 53.997 55.630 56.897 57.902
’ (12.415 rumah) il
Persentase k.epemlhkan 89,13 60 70 80 90 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | 45 107 | 31169 | 37798 | 44504 | 51.207 | 57.902
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 1.016.366 | 1.036.563 | 1.079.997 | 1.114.843 | 1.143.374 | 1.165.570
Jumlah Rumah Tangga 244.907 249.774 260.240 268.637 275.512 280.860
Proyeksi Kebutuhan
a1 Pekanbaru h S 244.907 | 249.774 | 260.240 | 268.637 | 275.512 | 280.860
’ 136.757 ruma i1
( ) Persentase k'e.pemlhkan 58,84 60 70 80 90 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah | ;44 104 | 149.865 | 182.168 | 214.900 | 247.961 | 280.860
memiliki rumah sendiri
Jumlah Penduduk 328.907 337.067 355.861 372.483 387.569 401.195
14.12 Dumai Jumlah Rumah Tangga 79.255 81.221 85.750 89.755 93.390 96.673
’ 43.161 rumabh) g
( ProyClifiiebtituhan 79.255 81.221 85.750 89.755 93.390 96.673
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Kode

Provinsi/Kabupaten/

Kota (Jumlah rumah

yang perlu dibangun
sampai 2045)

Kondisi Proyeksi Kebutuhan Rumah/Tempat Tinggal (Unit)
Uraian Tahun
2023 2025 2030 2035 2040 2045
Persentase kepemlhkan 67,52 60 70 80 90 100
rumah sendiri
Rumah Tangga yang sudah
a1 .. 53.513 48.733 60.025 71.804 84.051 96.673
memiliki rumah sendiri

Sumber : Data Olahan

2.6.5.2 Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Ketersediaan air bersih sistem perpipaan (leding) di kabupaten/kota di Provinsi Riau berbeda-beda, dimana
secara rata-rata di Provinsi Riau pada tahun 2023 adalah sebesar 3,08%. Jika dipakai standar kebutuhan air bersih
domestik (rumah tangga) per orang 120 liter/hari, maka bisa dihitung proyeksi kebutuhan air minum per harinya. Selain
kebutuhan air domestik, diestimasikan kebutuhan air non domestik sebesar 67% dan kemungkinan kehilangan sekitar
20%. Demikian pula jumlah debit air bersih dari sistem pengolahan air bersih bisa dihitung dalam liter per detiknya.
Pada tahun 2045 proyeksi kebutuhan air minum di Provinsi Riau adalah sekitar 2,03 juta m?3 per hari atau dengan

kapasitas 23.516 liter/detik.
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Tabel 2.126 Proyeksi Kebutuhan Air Minum (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Provinsi/ isi Proyeksi Kebutuhan Air Minum
Kode | Kabupaten Uraian et y
/ Kota Tahun 2023
° 2025 2030 2035 2040 2045
14 Riau Jumlah Penduduk 6.642.874 6.811.158 7.199.743 7.545.263 7.850.626 8.110.994
Proyeksi Kebutuhan 1.664.039.937 |1.706.195.079 [1.803.535.622 |1.890.088.382 | 1.966.581.813 |2.031.803.997
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 19.260 19.748 20.874 21.876 22.761 23.516
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 3,08 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.01 Kampar Jumlah Penduduk 881.028 908.385 972.377 1.030.090 1.082.993 1.131.853
Proyeksi Kebutuhan 220.697.514 | 227.550.443 | 243.580.439 | 258.037.545| 271.289.747| 283.529.177
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 2.554 2.634 2.819 2.987 3.140 3.282
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 1,39 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.02| Indragiri Jumlah Penduduk 462.220 474.398 503.202 529.873 554.201 575.162
A Proyeksi Kebutuhan 115.786.110 | 118.836.699| 126.052.101| 132.733.187| 138.827.351| 144.078.081
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.340 1.375 1.459 1.536 1.607 1.668
dibutuhkan
(liter / detik)
Persentase layanan 8,66 20 40 60 80 100
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Kode ;::Z;‘;:L/n Uraian . Kondisi Proyeksi Kebutuhan Air Minum
/ Kota ahun 2023
2025 2030 2035 2040 2045

air minum perpipaan

14.03| Bengkalis | Jumlah Penduduk 584.916 598.331 626.418 648.637 667.493 684.003
Proyeksi Kebutuhan 146.521.458 | 149.881.916| 156.917.709 | 162.483.569 | 167.206.997 | 171.342.752
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.696 1.735 1.816 1.881 1.935 1.983
dibutuhkan
(liter / detik)
Persentase layanan 2,02 20 40 60 80 100
air minum perpipaan

14.04| Indragiri Jumlah Penduduk 677.290 692.189 725.841 754.353 777.554 795.331

IS Proyeksi Kebutuhan 169.661.145| 173.393.345| 181.823.171| 188.965.427 | 194.777.277| 199.230.416

Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.964 2.007 2.104 2.187 2.254 2.306
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 4,77 20 40 60 80 100
air minum perpipaan

14.05| Pelalawan | Jumlah Penduduk 408.543 421.237 451.596 480.979 509.682 536.219
Proyeksi Kebutuhan 102.340.022 | 105.519.869 | 113.124.798 | 120.485.240| 127.675.341| 134.322.860
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.184 1.221 1.309 1.395 1.478 1.555
dibutuhkan
(liter / detik)
Persentase layanan 0,36 20 40 60 80 100

air minum perpipaan
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Kode ;::Z;‘;:L/n Uraian . Kondisi Proyeksi Kebutuhan Air Minum
/ Kota ahun 2023
2025 2030 2035 2040 2045
14.06 Rokan Jumlah Penduduk 585.183 601.632 641.046 677.452 709.022 734.281
Hulu Proyeksi Kebutuhan 146.588.342 | 150.708.816 | 160.582.023 | 169.701.726| 177.610.011| 183.937.391
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.697 1.744 1.859 1.964 2.056 2.129
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan S 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.07| Rokan Hilir | Jumlah Penduduk 663.956 682.617 727.957 770.823 809.624 842.395
Proyeksi Kebutuhan 166.320.978 | 170.995.559 | 182.353.229| 193.091.162 | 202.810.812| 211.019.948
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.925 1.979 2.111 2.235 2.347 2.442
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 0,16 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.018 Siak Jumlah Penduduk 477.064 490.376 522.308 552.026 578.918 601.871
Proyeksi Kebutuhan 119.504.532 | 122.839.188| 130.838.154 | 138.282.513 | 145.018.959| 150.768.686
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 1.383 1.422 1.514 1.600 1.678 1.745
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 14,6 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.09| Kuantan Jumlah Penduduk 1.016.366 1.036.563 1.079.997 1.114.843 1.143.374 1.165.570
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Kode I::I:Z:;::ln Uraian Kondisi Proyeksi Kebutuhan Air Minum
/ Kota Tahun 2023
2025 2030 2035 2040 2045
Singingi Proyeksi Kebutuhan 254.599.683 | 259.659.032 | 270.539.249 | 279.268.172 | 286.415.187| 291.975.285
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 2.947 3.005 3.131 3.232 3.315 3.379
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 1,84 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.10| Kepulauan | Jumlah Penduduk 211.791 215.586 224.089 230.864 236.123 240.292
Meranti 1750 o1 sl Kebutuhan 53.053.646 | 54.004.293 | 56.134.295| 57.831.432| 59.148.812| 60.193.146
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 614 625 650 669 685 697
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 1,83 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
14.11| Pekanbaru | Jumlah Penduduk 1.016.366 1.036.563 1.079.997 1.114.843 1.143.374 1.165.570
Proyeksi Kebutuhan 254.599.683 | 259.659.032 | 270.539.249 | 279.268.172 | 286.415.187 | 291.975.285
Air Minum (liter /hari)
Kapasitas yang 2.947 3.005 3.131 3.232 3.315 3.379
dibutuhkan
(liter /detik)
Persentase layanan 10 20 50 67 85 100
air minum perpipaan
14.12 Dumai Jumlah Penduduk 328.907 337.067 355.861 372.483 387.569 401.195
Proyeksi Kebutuhan 82.391.204 84.435.284 89.143.181 93.306.992 97.086.035| 100.499.348
Air Minum (liter /hari)
R ana Pembang a angka Panjang Daerah Pro Ria a 9, 04
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Kapasitas yang
dibutuhkan
(liter / detik)
Persentase layanan 0,55 20 40 60 80 100
air minum perpipaan
Sumber: Data Olahan
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2.6.5.3 Proyeksi Kebutuhan Listrik

Di dalam SNI 03-1733-2004 tentang Tata cara perencanaan lingkungan
perumahan di perkotaan, ditetapkan kebutuhan listrik adalah 450 watt per jiwa.
Sedangkan menurut standar kebutuhan listrik negara maju adalah antara 700
hingga 1.200 watt per jiwa. Perkembangan kebutuhan listrik akan terus meningkat
seiring dengan peningkatan kesejahteraan masyarakat. Karena itu diproyeksikan
kebutuhan listrik di Riau meningkat terus hingga menjadi 800 watt per kapita pada

tahun 2045.

Tabel 2.127 Rata-Rata Jumlah Daya Listrik Per Kapita (Watt) Tahun 2021

No Negara Jumlah Rata-Rata Jumlah Daya

Penduduk Listrik per Kapita (Watt)
1 Republik Rakyat Tiongkok 1.425.893.504 624
2 | USA 336.997.632 1.285
3 | India 1.407.563.904 117
4 | Rusia 145.102.752 783
S | Jepang 124.612.528 836
6 | Brazil 214.326.224 307
7 Korea Selatan 51.830.136 1.250
8 | Jerman 83.408.560 700
9 | Meksiko 126.705.136 271
10 | Turki 84.775.408 382
11 | Indonesia 273.753.184 117
12 | Vietnam 97.468.024 268
13 | Malaysia 33.573.872 513

Sumber: Wikipedia (List of Countries by Electricity Consumption)

Daya listrik terpasang dan daya listrik mampu untuk Provinsi Riau tahun
2021 bisa dilihat pada tabel dibawah. Besar daya mampu listrik yang tersalurkan di
Riau adalah sebesar 1.648,51 MW atau sebesar 248 watt per kapita. Dari total
pembangkit tenaga listrik terpasang di Riau tersebut, hanya 1.090 MW yang berasal
dari PLN (43,1%), selebihnya adalah dari pihak swasta. Sedangkan untuk daya
mampu dari PLN lebih besar yaitu 57,7%. Menurut data dari Statistik PLN tahun
2021, daya tersambung di Provinsi Riau 3.716 MW yang terdiri dari rumah tangga
2.069 MW (55,68%), Industri 617 MW (16,6%), Bisnis 736 MW (19,8%), Sosial 169
MW (4,55%), Kantor Pemerintah 86 MW (2,31%), dan Penerangan Jalan Umum 37
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MW (1%). PT Wilmar Nabati di Dumai sendiri merupakan pelanggan PLN dengan
daya tertinggi sebesar 60 MW (masuk kelompok industri).
Tabel 2.128 Besar Daya Listrik (dalam MW) di Provinsi Riau Tahun 2021

Yo Sumber Daya Terpasang Daysl.v lld:mpu
Energi Listrik PLN Non PLN Total PLN PLN Total
1 | PLTU (uap) 238,00 125,00 363,00, 234,00 62,00 296,00
PLTG (gas) 165,80 | 165,80 119,21 T 119,21
PLTGU (gas _ 30,00 30,00 -1 26,00 26,00
uap)
PLTM i
4 o Glmesin | 55790 6,00 363,20 308,84 6,00 314,84
5 | PLTD 214,86 | 214,86 174,86 -1 174,86
6 | PLTA 114,00 -1 114,00 114,00 -1 114,00
7 | PLTMH (micro _ 0,06 0,06 : 0,06 0,06
hydro)
g | PLTBg (blo - 29,94 29,94 | 2420 24,20
gas)
g | PLTBm (bio | 1.249,44 | 1.249,44 -| 577,68 577,68
massa)
10| PLTS - 1.36 1,36 - 1,36 1,36
11| PLT Hybrid - 0,30 0,30 - 0,30 0,30
Jumlah 1.089,86 950,91
(43,1%) 1.442,09 | 2.531,95 (57,7%) 697,60 1.648,51

Sumber: Statistik Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber
Daya Mineral

Sebagai perbandingan, menurut Wikipedia (List of Countries by Electricity
Consumption) konsumsi energi listrik Indonesia adalah sebesar 282.000 Gwh (giga
watt hour) per tahun pada tahun 2021, yang berarti daya listrik perkapita di
Indonesia adalah 117 watt. Sementara itu, menurut data dari Statistik
Ketenagalistrikan Tahun 2021 Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral,
konsumsi energi listrik di Riau dan Kepri adalah sebesar 7.021 Gwh pada tahun
2021, yang berarti daya listrik perkapita yang terpakai di Riau dan Kepri adalah
sebesar 91 watt. Proyeksi kebutuhan daya listrik total di dalam MegaWatt (MW)
adalah sebagai berikut.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang DaerahProvinsi Riau Tahun 2025-2045




Gambaran Umum | Il - 221

Tabel 2.129 Proyeksi Kebutuhan Listrik (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Kode Kzll;?l‘::ts:l/l/ Uraian I'{T:lill‘lili:i Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045

Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik per kapita (watt) 248 300 425 550 675 800
Jumlah Penduduk 6.642.874| 6.811.158 | 7.199.743| 7.545.263 | 7.850.626 8'110'949‘_
14 e E\f&y])ek“ Kebutuhan Daya Listrik total 1.647 2.043 3.060 4.150 5200|  6.489
Jumlah Penduduk 881.028 908.385 972.377| 1.030.090 | 1.082.993 1'131'82
14.01 Kampar f’l\l/”lowy)eksi Kebutuhan Daya Listrik total 218 273 413 567 731 905
Jumlah Penduduk 462.220 474.398 503.202 529.873 554.201| 575.162
14.02 |Indragiri Hulu E\z(a;)eksi Kebutuhan Daya Listrik total 115 142 214 291 374 460
Jumlah Penduduk 584.916 598.331 626.418 648.637 667.493 | 684.003
14.03 | Bengkalis f’l\lj”lowy)eksi Kebutuhan Daya Listrik total 145 179 266 357 451 547
Jumlah Penduduk 677.290 692.189 725.841 754.353 777.554 | 795.331
14.04 | Indragiri Hilir E&%};)eksi Kebutuhan Daya Listrik total 168 208 308 415 595 636
Jumlah Penduduk 408.543 421.237 451.596 480.979 509.682 | 536.219
14.05 | Pelalawan (Pl\l/'&};;ekm Kebutuhan Daya Listrik total 101 126 199 265 344 429
Jumlah Penduduk 585.183 601.632 641.046 677.452 709.022 | 734.281
14.06 | Rokan Hulu f’l\l;[%kaI Kebutuhan Daya Listrik total 145 180 979 373 479 587
14.07 | Rokan Hilir | Jumlah Penduduk 663.956 682.617 727.957 770.823 809.624 | 842.395
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Provinsi/ Kondisi Proyeksi Kebutuhan Listrik
Kode | Kabupaten/ Uraian Tahun
Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
f’l\j[owy)ekﬁ Kebutuhan Daya Listrik total 165 205 309 424 546 674
Jumlah Penduduk 477.064 490.376 522.308 552.026| 578.918| 601.871
14.08 Siak i istri
1 ﬁ\l/‘lowy;ekm Kebutuhan Daya Listrik total 118 147 292 304 391 481
Jumlah Penduduk 345.610 352.777 369.051 382.840| 394.073| 402.822
14.09 Kl_,lar}tar.l Proyeksi Kebutuhan Daya Listrik total
Singingi (MWy) 4 86 106 157 211 266 322
Jumlah Penduduk 211.791 215.586 224.089| 230.864| 236.123| 240.292
14.10 | Kep. Meranti (Pl\zowy;ekm Kebutuhan Daya Listrik total 53 65 95 127 159 192
1.165.57
Jumlah Penduduk 1.016.366| 1.036.563 | 1.079.997| 1.114.843 | 1.143.374 0
14.11 | Pekanbaru : ST
f’l\lj”lowy)ekm Kebutuhan Daya Listrik total 252 311 459 613 779 932
Jumlah Penduduk 328.907 337.067 355.861 372.483| 387.569| 401.195
14.12 D i i istri
umai E&%};)ekm Kebutuhan Daya Listrik total 82 101 151 205 262 321

Sumber: Data Olahan

Dari kapasitas daya mampu sekarang sekitar 1.647 MW di Riau, maka untuk memenuhi kebutuhan pada tahun

2045 dibutuhkan kapasitas daya mampu sekitar 4 kali yang ada saat ini menjadi 6.489 MW kapasitas daya mampu,

dengan daya listrik per kapita sekitar 800 watt. Secara rata-rata dibutuhkan penambahan kapasitas daya mampu sekitar

220 MW per tahun sampai tahun 2045.
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Menurut SNI 3242:2008 tentang Pengelolaan Sampah di Permukiman, jumlah timbulan sampah per orang adalah

2,5 liter per hari untuk sampah rumah tangga, ditambah sepertiganya untuk timbulan sampah sejenis sampah rumah

tangga (sampah kantor, pasar, perdagangan dan lainnya).

provinsi di Riau bisa dihitung sebagai berikut.

Karena itu, proyeksi timbulan sampah kabupaten/kota dan

Tabel 2.130 Proyeksi Kebutuhan Pengelolaan Persampahan (Provinsi Kabupaten/Kota)

Kode Provinsi/ Uraian Kondisi Proyeksi Timbulan Sampah
Kabupaten/Kota Tahun 2023 | 2025 2030 2035 2040 2045
Jumlah Penduduk 6.642.874 | 6.811.158 |7.199.743 |7.545.263 |7.850.626 | 8.110.994
14 Ri i Ti
1au E;‘;ﬁiiflmbman Sampah Total 22.088| 22.647| 23.939| 25088 26.103| 26.969
Jumlah Penduduk 881.028| 908.385| 972.377 |1.030.090 |1.082.993[1.131.853
14.01 Kampar Proyek51. Timbulan Sampah Total 2.929 3.020 3933 3.425 3.601 3.763
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 462.220| 474.398| 503.202| 529.873| 554.201| 575.162
1402 | Indragiri Hulu | Proyeksi Timbulan Sampah Total 1.537 1.577 1.673 1.762 1.843 1.912
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 584.916| 598.331| 626.418| 648.637| 667.493| 684.003
L8 SRk " Gt ST TSR ) ) 1.945 1.989 2.083 2.157 2.219 2.274
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 677.290| 692.189| 725.841| 754.353| 777.554| 795.331
14.04 | 1 iri Hili i Ti
0 LS 52‘?;%1;Srli)nmbulan e fotal 2.252 2.302 2.413 2.508 2.585 2.644
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Kode Provinsi/ Uraian Kondisi Proyeksi Timbulan Sampah
Kabupaten/Kota Tahun 2023 | 2025 2030 2035 2040 2045
Jumlah Penduduk 408.543 421.237| 451.596| 480.979| 509.682| 536.219
14.05 Pelalawan Proyek51. Timbulan Sampah Total 1358 1.401 1.502 1.599 1.695 1.783
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 585.183 601.632| 641.046| 677.452| 709.022| 734.281
14.06 Rokan Hul i Ti
oxan Buu | Proyeksi Timbulan Sampah Total 1.946 2,000 2.131| 2.253| 2357 2.441
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 663.956 682.617| 727.957| 770.823| 809.624| 842.395
14.07 Rokan Hilir E;zzilzi)T1mbulan Sampah Total 2208 2270 2420 2563 2.692 2801
Jumlah Penduduk 477.064 490.376| 522.308 | 552.026| 578.918| 601.871
14.08 Siak Proyek31. Timbulan Sampah Total 1586 1631 1.737 1.835 1.925 2.001
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 345.610 352.777| 369.051| 382.840| 394.073| 402.822
14. K ingingi i Ti
09 | Kuantan Singingl | Proyeksi Timbulan Sampah Total 1.149 1.173| 1227 1273  1.310 1.339
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 211.791 215.586| 224.089| 230.864| 236.123| 240.292
14.1 Kep. M i i Ti
0 ep. Meranti Proyek51. Timbulan Sampah Total 704 717 745 768 785 799
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 1.016.366 | 1.036.563 |1.079.997 |1.114.843|1.143.374|1.165.570
14.11 Pekanb i Ti
N P s an S sranakaloias 3.379 3.447| 3.591| 3707 3.802| 3.876
(m3/hari)
Jumlah Penduduk 328.907 337.067| 355.861| 372.483| 387.569| 401.195
14.1 D i i Ti
2 i Proyeksi Timbulan Sampah Total 1.094 1.121|  1.183| 1.239| 1.289  1.334
(m3/hari)

Sumber: Data olahan

* Konversi dari volume timbulan sampah (dalam m3) ke berat sampah dalam ton, bisa dibuat dengan mengasumsikan rata-rata berat

volume sampah adalah 0,3 kg/ms3.
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2.6.5.5 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan

Menurut standar WHO, untuk 1.000 penduduk harus dipersiapkan 1 tempat tidur rumah sakit. Saat ini, di Provinsi
Riau terdapat 69 rumah sakit dengan 5.402 tempat tidur. Berdasarkan pada standar WHO, maka kebutuhan tempat tidur
rumah sakit di Provinsi Riau tahun 2023 seharusnya sekitar 6.643 tempat tidur, yang berarti masih kurang sekitar 1.241
tempat tidur. Permasalahan pemenuhan tempat tidur rumah sakit bukan hanya pada jumlahnya, tetapi juga pada
penyebarannya. Semua kabupaten/kota di Riau kekurangan tempat tidur rumah sakit dan jumlah rumah sakit. Hanya
Kota Pekanbaru yang memiliki rasio tempat tidur rumah sakit dan jumlah rumah sakit yang berlebih sampai 2,6 kali lipat
dari standar yang diperlukan. Fasilitas rumah sakit dan tempat tidur rumah sakit menumpuk di Pekanbaru dan
menyebabkan pasien-pasien rujukan banyak berdatangan ke Pekanbaru.

Dengan mengasumsikan satu rumah sakit memiliki rata-rata 100 tempat tidur, maka masih diperlukan
penambahan tempat tidur rumah sakit sebanyak 2.709 tempat tidur dan 12 rumah sakit sampai tahun 2045 (123 tempat
tidur dan 1 rumah sakit pertahun). Jumlah Puskesmas di Riau tahun 2023 adalah 239 buah. Standar WHO untuk
Puskesmas adalah 1: 30.000. Jumlah Puskesmas di Riau saat ini memang berlebih 18 buah, tetapi penyebarannya harus
lebih baik, terutama di daerah kabupaten yang terpencil.

Jumlah Puskesmas Pembantu di Riau tahun 2023 adalah 879 buah. Dengan mengasumsikan kebutuhan Puskesmas
Pembantu adalah 1:15.000 penduduk, maka jumlah Puskesmas Pembantu saat ini sudah cukup. Hal yang perlu

ditingkatkan adalah kualitas pelayanannya dan penyebarannya supaya merata.
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Tabel 2.131 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan (Provinsi/Kabupaten/Kota)
Provinsi/ Kondisi Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
Kode Kabupaten Uraian Tahun
/Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Jumlah Penduduk 6.642.874 6.811.158 7.199.743 545.263 7.850.626 8.110.994
Total Tempat Tidur 5.402 6.811 7.200 7.545 7.851 8.111
o \l?;mlah Tempat Tidur 69 69 79 76 79 81
14 Riau -
* Jumlah Tempat Tidur 239 227 240 252 262 270
Puskesmas
¢ Jumlah Tempat Tidur 879 454 480 503 503 541
Pustu
Jumlah Penduduk 881.028 908.385 972.377 | 1.030.090 | 1.082.993 | 1.131.853
Total Tempat Tidur 225 908 972 1.030 1.083 1.132
o ‘qulémlah Tempat Tidur 6 10 10 11 11 12
1406 Kampar -
e Jumlah Tempat Tidur 31 30 392 34 36 38
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 177 61 65 69 79 75
Pustu
Jumlah Penduduk 462.220 474.398 503.202 529.873 554.201 575.162
Total Tempat Tidur 211 474 503 530 554 575
e Jumlah Tempat Tidur
1402 Indragiri RS 3 5 5 6 6 6
Hulu i
e Jumlah Tempat Tidur 20 16 17 18 18 19
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 20 392 34 35 37 38
Pustu
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Provinsi/ Kondisi P ksi Kebutuhan Fasilitas Kesehat
Kode Kabupaten Uraian Tahun royeksl Rebutufan Fastitas Resehatan
/Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Jumlah Penduduk 584.916 598.331 626.418 648.637 667.493 684.003
Total Tempat Tidur 480 598 626 649 667 684
3 élémlah Tempat Tidur 7 6 7 7 7 7
1408 Bengkalis :
e Jumlah Tempat Tidur 19 20 21 29 29 23
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 60 40 42 43 44 46
Pustu
Jumlah Penduduk 677.290 692.189 725.841 754.353 777.554 95.331
Total Tempat Tidur 248 692 726 754 778 795
o ‘qulémlah Tempat Tidur 4 7 g 8 ] 8
1403 | Indragiri Hilir -
e Jumlah Tempat Tidur 29 23 24 25 26 27
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 204 46 48 50 50 53
Pustu
Jumlah Penduduk 408.543 421.237 451.596 480.979 509.682 536.219
Total Tempat Tidur 336 421 452 481 510 536
. él;mlah Tempat Tidur 4 5 5 5 6 6
1404 Pelalawan -
e Jumlah Tempat Tidur 14 14 15 16 17 18
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 37 28 30 392 34 36
Pustu
1407 Rokan Hulu | Jumlah Penduduk 585.183 601.632 641.046 677.452 709.022 734.281
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Provinsi/ Kondisi P ksi K han Fasili Keseh
Kode Kabupaten Uraian Tahun royeksi Kebutuhan Fasilitas Kesehatan
/Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
Total Tempat Tidur 292 602 641 677 709 734
e Jumlah Tempat Tidur 5 6 7 7 7 8
RS
e Jumlah Tempat Tidur 23 20 21 23 24 24
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 85 40 43 45 47 49
Pustu
Jumlah Penduduk 663.956 682.617 727.957 770.823 809.624 842.395
Total Tempat Tidur 273 683 728 771 810 842
. \élémlah Tempat Tidur 6 7 8 8 9 9
1409 Rokan Hilir -
e Jumlah Tempat Tidur 20 23 24 26 27 28
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 83 46 49 51 54 56
Pustu
Jumlah Penduduk 477.064 490.376 522.308 552.026 578.918 601.871
Total Tempat Tidur 170 490 522 552 579 602
o \élémlah Tempat Tidur 2 5 6 6 6 6
1405 Siak :
¢ Jumlah Tempat Tidur 16 16 17 18 19 20
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 94 16 17 18 19 20
Pustu
il Kuantan Jumlah Penduduk 345.610 352.777 369.051 382.840 394.073 402.822
Singingi Total Tempat Tidur 164 353 369 383 394 403
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Provinsi/ Kondisi P ksi Kebutuhan Fasilitas Kesehat
Kode Kabupaten Uraian Tahun royeksl Rebutufan Fastitas Resehatan
/Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
e Jumlah Tempat Tidur 9 4 4 4 4 4
RS
e Jumlah Tempat Tidur 25 12 12 13 13 13
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 56 24 25 26 26 27
Pustu
Jumlah Penduduk 211.791 215.586 224.089 230.864 236.123 240.292
Total Tempat Tidur 94 216 224 231 236 240
e Jumlah Tempat Tidur
1410 Kepulauan RS 1 3 3 3 3 3
Meranti ;
e Jumlah Tempat Tidur 10 7 7 8 ] 8
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 30 14 15 15 16 16
Pustu
Jumlah Penduduk 1.016.366 | 1.036.563 1.079.997 | 1.114.843 1.143.374 1.165.570
Total Tempat Tidur 2.624 1.037 1.080 1.115 1.143 1.166
o gémlah Tempat Tidur 26 11 11 12 12 12
1471 Pekanbaru -
¢ Jumlah Tempat Tidur 21 35 36 37 38 39
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 26 35 36 37 38 39
Pustu
Jumlah Penduduk 328.907 337.067 355.861 372.483 387.569 401.195
1473 Dumai Total Tempat Tidur ' 285 337 356 372 388 401
. élémlah Tempat Tidur 3 4 4 = 4 4
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Provinsi/ Kondisi P ksi Kebutuhan Fasilitas Kesehat
Kode Kabupaten Uraian Tahun royeksi Rebutuhan Hastitas Resehatan
/Kota 2023 2025 2030 2035 2040 2045
e Jumlah Tempat Tidur 11 11 12 12 13 13
Puskesmas
e Jumlah Tempat Tidur 7 11 12 12 13 13
Pustu

Sumber: Data olahan

2.6.5.6 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 137 tahun 2017 tentang standar pendidikan
anak usia dini (PAUD), menyatakan bahwa rasio guru untuk PAUD adalah 1 guru untuk 15 siswa PAUD. Sementara itu,
Permendikbud 22 Tahun 2016 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah menyatakan bahwa jumlah
maksimum peserta didik per rombongan belajar untuk SD/MI adalah 28 orang, untuk SMP/MTs sebesar 32 orang, dan
untuk SMA/SMK/MA 36 orang. Untuk kenyamanan diambil jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar
SD/MI sebesar 25 orang, untuk SMP/MTs sebesar 30 orang, serta untuk SMA/SMK/MA sebesar 35 orang.

PAUD yang terdiri dari Kelompok Bermain dan TK berada pada usia 4 sampai 6 tahun. Sedangkan SD/MI berada
pada rentang usia 7 sampai 12 tahun, untuk SMP/MTs berada pada rentang usia 13 sampai 15 tahun, serta
SMA/SMK/MA pada rentang usia 16 sampai 19 tahun. Jumlah peserta didik pada masing-masing tingkatan ini
diproyeksikan berdasarkan kelompok umur dari data BPS yang ada (kolom 4). Jumlah rombongan belajar ideal (kolom 5)
dengan hitungan jumlah maksimum peserta didik per rombongan belajar masing-masing tingkatan adalah 15, 25, 30, dan

35 didapat dengan membagi jumlah peserta didik (kolom 4) dengan jumlah maksimum peserta didik per rombongan
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belajar. Jumlah sekolah eksisting (kolom 6) dan jumlah murid 2023 eksisting (kolom 7) dicantumkan sebagai baseline
data. Jumlah rombel per sekolah (kolom 8) didapat dengan membagi (7) dengan (6) dan jumlah maksimum peserta didik
per rombongan belajar. Selanjutnya, jumlah rombel per sekolah (asumsi) pada kolom (9) didapat dari pembulatan atau
nilai pendekatan berdasarkan hasil dari kolom (8).

Jumlah peserta didik pada kolom (10) didapat dari proyeksi berdasarkan kelompok umur dari BPS. Jumlah rombel pada
kolom (11) didapat dari membagi kolom (10) dengan jumlah maksimum peserta didik pada masing-masing tingkatan (15,
25, 30, dan 35). Jumlah sekolah yang dibutuhkan (kolom 12) didapat dari membagi rombel (kolom 11) dengan kolom (9).
Begitulah seterusnya untuk tahun-tahun berikutnya. Dari tabel proyeksi kebutuhan fasilitas pendidikan ini didapatkan
bahwa dalam 20 tahun kedepan, untuk PAUD/TK masih dibutuhkan banyak sekali. Untuk pendidikan pada tingkat SD/MI
dan SMP/MTs secara rata-rata sudah memadai pada kabupaten/kota. Permasalahan terletak pada distribusi (pemerataan)
pada daerah-daerah pelosok dan sekolah-sekolah swasta yang minim dana operasional sehingga murid-murid menumpuk
pada sekolah negeri saja. Hanya saja kebutuhan prioritas pada SMP/MTs di Kabupaten Pelalawan cukup mendesak
dengan kekurangan minimal 15 sekolah SMP/MTs saat ini.

Jumlah proyeksi kebutuhan SMA/SMK/MA pada masing-masing kabupaten/kota dapat dilihat pada Tabel 2.116 dan
diringkaskan pada Tabel 2.117 dan Tabel 2.118. Terlihat bahwa Kota Pekanbaru, Kabupaten Bengkalis dan Kabupaten
Pelalawan merupakan kabupaten yang prioritas untuk pembangunan SMA/SMK/MA. Kebutuhan untuk seluruh Provinsi
Riau sampai tahun 2045 dibutuhkan sekitar 190 unit SMA/SMK/MA atau rata-rata 20 unit sekolah harus dibangun setiap

tahun.
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Proyeksi Kebutuhan

¥ i * Y * Y * el
Kondisi Tahun 2023 Jumlah Fn;litn Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan
K:;Wiﬂ:i/ p aan bel 2025 2030 2035 2040 2045
Kode upaten, Uraian Jumlah Per
Kota Jumlah | ber | Jumian [ uTE s | sekolan [Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Didik | (Proyeksi) Sekolah & (Asumsi) | Peserta |Rombel | Sekolah | Peserta |Rombel | Sekolah | Peserta |Rombel | Sekolah Peserta |Rombel | Sekolah | Peserta |Rombel | Sekolah
(Proyelsi) oy (Eksisting)| 2023 Didik Didik Didik Didik Didik
(Eksisting)
gzm‘i’glgan | #9496 3300 432 15.284 2,4 3| s50.588| 3.373 1.124| 47.924| 3.195| 1.065| 46.676| 3.112 1.037 46.543| 3.103 1.034| 45.671| 3.045 1.015
4o < SD/MI 93762  3.750 563 107.187 7,6 8| 98.268| 3.931 491 100440| 4.018 502| 95.694| 3.828 478|  103.600| 4.144 518| 106.215| 4.249 531
d ampar
SMP/MTs 44.328 1.478 249 48.345 6,5 6| 45.502| 1.517 253| 50.150| 1.672 279| 49.776| 1.659 277 54.485| 1.816 303| 57.362| 1.912 319
SMA/SMK/MA 43.926 1.255 144 36.917 8,8 o| 42.852| 1.339 149| 43.506| 1.360 151 46.584| 1.456 162 44.923| 1.404 156 45.233| 1.414 157
g:mﬁ’:ﬁan | 24970 1.665 208 6.566 2,1 3| 24.434| 1.620 543| 23920 1595 532| 23.922| 1.595 532 22.934| 1.529 510| 22.361| 1.491 497
1402 Indragii | SD/MI 51.138|  2.046 337 61.083 7,3 6| 50.772| 2.031 33| 48.798| 1.952 325 47.952| 1.918 320 46.468| 1.859 310| 45.186| 1.807 301
Lt SMP/MTs 25.354 845 112 27.213 8,1 9| 25.664 855 95| 25.230 841 93| 24.338| 811 90 24.649 822 91| 24.450 815 91
SMA/SMK/MA 23.520 672 70 20.750 2,6 10| 24.330 695 70| 24.762 707 71| 26.010| 743 74 27.222 778 78| 28.343 810 81
gzlr‘;‘g’gzan o | 33422| 2208 239 8930 2,5 3| 33.780| 2.252 751| 31.766| 2.118 706| 29.540| 1.969 656 20.252| 1.950 650| 28.097| 1.873 624
1205 | Bengians |_SD/MI 62.100| 2.484 386 79346 8,2 of s1.165| 3.247 361 84.968| 3.399 378| 87.984| 3.519 391 90.520| 3.621 402| 92760 3.710 412
X engkalis
SMP/MTs 28.136 938 162 35.124 7,2 7| 35.9209| 1.198 171| 37.613| 1.254 179| 38.948| 1.208 185 40.071| 1.336 191 41.062| 1.369 196
SMA/SMK/MA 26.184 748 108 31.340 6,9 7| 32.059 891 127| 33.561 932 133| 34.752| 965 138 35.754 993 142| 36.638| 1.018 145
Indrasisi gzm‘i’sl;an x| 34070 2271 117 4.892 2,8 3| 33.866| 2.258 753| 34.468| 2208 766| 33.604| 2.240 747 33.862| 2.257 752| 33.793| 2253 751
ndragiri
1408 Hilir SD/MI 68.784|  2.751 710 84.521 4,8 6| 67.620| 2.705 451| 67.902| 2716 453| 68.334| 2.733 456 67.100| 2.684 447| 66.651| 2.666 444
SMP/MTs 34.722 1.157 289 34.266 4 4| 34510 1.150 288| 33.468| 1.116 279| 34.022| 1.134 284 33.077| 1.108 276| 32.626| 1.088 272
SMA/SMK/MA 34.410 983 130 27.051 7,4 8| 33.756| 1.055 132 34.512| 1.079 135| 33.594| 1.050 131 33.441| 1.045 131| 33.100| 1.034 129
giﬂ?ﬁﬁan o | 24428 1.629 168 7.612 3 3| 23.812| 1.587 520| 21.600| 1.440 480| 21.656| 1.444 481 19.520| 1.301 434 18.164| 1.211 404
1405 | Pelatawan |_SD/MI 49.500 1.980 236 56.265 9,5 o| 49.854| 1.994 222| 46.692| 1.868 208| 43.224| 1.729 192 42.404| 1.696 188 40.437| 1.617 180
SMP/MTs 23.430 781 107 21.067 6,6 7| 24.242 808 122  24.984 833 126 22.850| 762 115 24.789 826 125| 25.155 838 127
SMA/SMK/MA 19.686 562 56 16.663 9,9 10| 20.424 584 58| 22.854 653 65| 25.038| 715 72 27.157 776 78| 29.309 837 84
g:l:n“;‘i’r‘:ian | 29892 1.993 271 9.966 2,5 3| 28.528| 1.902 634| 32.304| 2.154 718| 32.336| 2.156 719 33.005| 2.200 733| 33.874| 2258 753
1406 Rokan SD/MI 64.710|  2.588 397 76.302 7,7 6| 60.360| 2.414 402| s58.788| 2.352 392| 64.446| 2.578 430 57.321| 2.293 382| s5.462| 2218 370
: Huls
e SMP/MTs 34.210 1.140 187 32.654 5,8 6| 33.792| 1.126 188| 28.900 963 161| 30.260| 1.009 168 26.449 882 147| 24.327 811 135
SMA/SMK/MA 33.012 943 106 26.423 8,9 9| 33.882 968 108| 33.624 961 107| 33.414| 955 106 34.909 997 111| 35536 1.015 113
14.07 R}‘;]i‘lfr" g:ﬁn“;ﬁ’r‘:‘;an | 36074 2.405 368 14.043 2,5 3| 34.832| 2322 774| 36.152| 2.410 803| 36.794| 2.453 818 36.099| 2.407 802| 36.171| 2.411 804
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Proyeksi

Proyeksi Kebutuhan

* Y * &4 * Y
Kondisi Tahun 2023 Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan Fasilitas Pendidikan
Jumlah
Provinsi/ Jumlah bel 2025 2030 2035 2040 2045
Kode Eabupaleu/ Uraian Jumlah Per
Kota :::l:t: Rombel | Jumlah l‘l;:lrid Per Sekolah |Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah Jumlah
Didik | (Proyeksi) Sekolah Sekolah (Asumsi) | Peserta |Rombel | Sekolah | Peserta bel lah | Peserta bel lah Peserta |Rombel | Sekolah | Peserta |Rombel | Sekolah
s OYeXSY | (Eksisting) 2023 Didik Didik Didik Didik Didik
(Proyeksi) (Eksisting)
SD/MI 75.768 3.031 455 87.659 7,7 7| 72.786| 2011 416| 70.212| 2.808 401| 72.522| 2.901 414 66.964 | 2.679 383| 64.701| 2.588 370
SMP/MTs 38.418 1.281 212 37.016 5,8 6| 38.376| 1.279 213 35.666| 1.189 198| 35.366| 1.179 196 33.540| 1.118 186 32.153| 1.072 179
SMA/SMK/MA 36.834 1.052 127 32.778 8,3 8| 37.506| 1.044 131| 37.884| 1.052 132| 38.238| 1.062 133 39.662| 1.102 138 40.545| 1.126 141
 GomECl 26.418 1.761 233 8.485 2,4 3| 25.984| 1.732 577| 25.304| 1.687 562| 25.544| 1.703 568 24.587| 1.639 546 24.100| 1.607 536
Bermain dan TK
14.08 Sink SD/MI 53.460 2.138 277 62079 9 9| s3.172| 2.127 236| 51.504| 2.060 229| 50.580| 2.023 225 49.307| 1.972 219 48.176| 1.927 214
8 1
SMP/MTs 26.434 881 158 27.791 5,9 6| 26.554 885 148| 26.428 881 147| 25.496 850 142 25.651 855 143| 25.395 847 141
SMA/SMK/MA 26.046 744 93 23.949 8 8| 26.526 758 95| 25.902 740 93| 26.604 760 95 26.881 768 96| 27.213 778 97
Kelompok 17.792 1.186 235 6.637 1,9 3| 17.750| 1.183 394| 17.656| 1.177 392 17.194| 1.146 382 17.140| 1.143 381| 16.939| 1.129 376
Bermain dan TK
14.00 Kuantan | SD/MI 35.190 1.408 283 41.154 5,8 6| 35.262| 1.250 210| 35.208| 1.408 235| 34.824| 1.393 232 34.942| 1.398 233| 34.852| 1.394 232
Singingl "GN p/MTs 17.488 583 108 17.788 5,5 6| 17.484 546 o1| 17.450 582 97| 17.472 582 97 17.466 582 97| 17.458 582 97
SMA/SMK/MA 17.640 504 49 15.397 10,1 10| 17.628 504 50| 16.974 485 48| 17.202| 491 49 16.773 479 48| 16.554 473 47
Kelom gl 10.762 717 93 2.959 2,1 3| 11.012 734 245| 10.314 688 229 10.036 669 223 9.958 664 221| 9.716 648 216
Bermain dan TK
1410 | Kepulava | SD/MI 20.160 806 184 21.830 4,7 5| 21.252 850 170| 21.534 861 172| 20.394| 816 163 22.038 882 176 22.501 900 180
n Meranti [Ty b MTs 9.828 328 88 9.590 3,6 3| 9.824 327 109| 10774 359 120| 10558 352 117 11.157 372 124| 11.509 384 128
SMA/SMK/MA 11.364 325 52 7.905 6,3 6| 11.274 322 54 9.444 270 45| 9.852 281 47 8.523 244 41| 7.781 222 37
Kelompok 55.448 3.697 399 14.523 2,4 3| ss.522| 3701 1.234| 48912| 3.261 .087| 46.593| 3.106 .035 45.670| 3.045 1.015| 46.239| 3.083 1.028
Bermain dan TK
an Pekanbar | SD/MI 102.619 4.105 354 121.659 13,7 12|124.080| 4.431 369| 120251 5.170 431133440 5.338 4a5|  136.878| 5.475 456| 139.986| 5.599 467
v SMP/MTs 48.357 1.612 202 56.475 9,3 of| 57.509| 1.800 200 59.999|  2.000 222 61.944| 2.065 229 63.540| 2.118 235| 64.982| 2.166 241
SMA/SMK/MA 50.993 1.457 147 61.559 10 10| 62.784| 1.744 174|  65.401 1.817 182| 67.520| 1.876 188 69.260| 1.924 192 70.832| 1.968 197
Mo 19.144 1.276 112 4.450 2,6 3| 19.162| 1.277 426| 16.368| 1.091 364| 16.052| 1.070 357 14.422 961 320| 13.105 874 291
Bermain dan TK
412 Dumai SD/MI 36.852 1.474 115 39.245 13,7 12| 38.514| 1.376 115| 36.894| 1.476 123| 32.520| 1.301 108 34.283| 1.371 114| 33.489| 1.340 112
. umais
SMP/MTs 17.020 567 57 16.304 9,5 10| 17.538 548 55| 19.574 652 65| 17.704 590 59 19.935 664 66| 20.699 690 69
SMA/SMK/MA 16.344 467 42 15.345 11,1 11| 16.182 462 42| 16.374 468 43| 17.712 506 46 17.319 495 45| 17.626 504 46

Sumber : Data olahan
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Tabel 2.133 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan (SMA/SMK/MA) (Provinsi/Kabupaten/Kota)

Existing Proyeksi Kebutuhan SMA/SMK/MA

Kode Kabupaten/Kota 2023 2025 = 2030 | 2035 | 2040 2045

14 Riau 1.124 1.189 1.204 1.240 1.254 1.274
14.01 Kab. Kampar 144 149 151 162 156 157
14.02 Kab. Indragiri Hulu 70 70 71 74 78 81
14.03 Kab. Bengkalis 108 127 133 138 142 145
14.04 Kab. Indragiri Hilir 130 132 135 131 131 129
14.05 Kab. Pelalawan 56 58 65 72 78 84
14.06 Kab. Rokan Hulu 106 108 107 106 111 113
14.07 Kab. Rokan Hilir 127 131 132 133 138 141
14.08 Kab. Siak 93 95 93 95 96 97
14.09 Kab. Kuantan Singingi 49 30 48 49 48 47
14.10 Kab. Kepulauan Meranti 352 54 45 47 41 37
14.11 Kota Pekanbaru 147 174 182 188 192 197
14.12 Kota Dumai 42 42 43 46 45 46

Sumber : Data olahan
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Tabel 2.134 Proyeksi Kebutuhan Fasilitas Pendidikan
(Proyeksi Tambahan SMA/SMK/MA)
Proyeksi Kebutuhan Tambahan SMA/SMK/MA

Hode Kabupaten/Kota 2025 2030 2035 2040 2045

14 Riau 34 41 39 37 190
1406 Kampar 4 4 4 3 19
1402 Indragiri Hulu 2 3 3 11
1408 Bengkalis 7 7 8 8 37
1403 Indragiri Hilir 2 3 - - 5
1404 Pelalawan 3 7 6 6 28
1407 Rokan Hulu 1 2 2 2 9
1409 Rokan Hilir 2 3 3 3 14
1405 Siak 2 1 1 1 6
1401 Kuantan Singingi 1 - - -
1410 Kepulauan Meranti 1 1 1 1
1471 | Pekanbaru H 10 10 10
1473 Dumai 1 1 1 - 4

Sumber : Data olahan
Ket.  [Rendah' Sedang

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045



Gambaran Umum | Il - 236

2.7 Pengembangan Pusat Pertumbuhan Wilayah

Wilayah Sumatera berkontribusi pada perekonomian Indonesia sebesar 22
persen pada tahun 2023. Selanjutnya, berdasarkan proyeksi, pada tahun 2045
Sumatera berpotensi meningkatkan kontribusinya terhadap PDB nasional menjadi
25,9 hingga 27,3 persen apabila rata - rata pertumbuhan pulau terjaga pada sekitar
5,6-6,4 persen per tahun.

Peluang kontribusi ekonomi Wilayah Sumatera bersumber dari letak
geografis yang dilalui oleh jalur sutra (silk road) dan wilayah ALKI I serta SLOC (Sea
Line of Communication) sebagai jalur perdagangan internasional yang
menghubungkan antara wilayah timur dan barat dunia. Terdapat beberapa
kawasan strategis yang dapat dikembangkan sebagai kawasan pengungkit ekonomi
baru, seperti kawasan strategis industri, pertanian agroindustri, pariwisata,
perkotaan dan kawasan konservasi strategis. Termasuk, optimalisasi beberapa
kawasan pengungkit ekonomi yang sudah ada, seperti Kawasan Industri (KI),
Kawasan Ekonomi Khusus (KEK), Wilayah Metropolitan (WM), dan Destinasi
Pariwisata Prioritas (DPP). Salah satu tujuan utama dari pembangunan wilayah
pertumbuhan ini adalah mendorong upaya hilirisasi dan peningkatan nilai tambah
komoditas unggulan.

Untuk mendukung ini, backward dan forward linkage serta konektivitas
untuk efisiensi biaya produksi perlu terus ditingkatkan. Pusat - pusat pertumbuhan
harus lebih diintegrasikan dengan simpul - simpul transportasi melalui upaya
peningkatan jaringan infrastruktur jalan dan pelabuhan di sekitarnya, serta kereta
api terutama untuk angkutan barang. Sementara itu, pada beberapa wilayah di
Sumatera telah diterapkan rintisan smart city, creative financing dan pusat - pusat
pertumbuhan ekonomi kreatif berbasis digital yang menjadi cikal bakal pendorong
inovasi dan teknologi dalam optimasi industri dan pemanfaatan sumber daya alam
yang berkelanjutan.

Wilayah Sumatera diarahkan menjadi "Mata Rantai Utama Bioindustri dan
Kemaritiman yang Berdaya Saing, Berkelanjutan, serta Hub Ekonomi Biru di
Kawasan Barat Indonesia". Tema pembangunan Provinsi Riau “Gerbang Integrasi
ekonomi Indonesia dan ASEAN serta Penumpu Ketahanan Biolndustri Sumatera”.

Oleh karena itu, dalam kurun waktu 20 tahun ke depan, pengembangan

Wilayah Sumatera diarahkan ke dalam 6 (enam) prioritas, yaitu:
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1. Peningkatan kualitas dan daya saing sumber daya manusia (SDM) lokal yang
akan menjadi modal dasar pembangunan, serta percepatan pengentasan
kemiskinan ekstrem pada kawasan afirmasi/3T;

2. Pengembangan pusat pertumbuhan baru dan optimalisasi kawasan strategis
yang sudah terbangun, seperti pengembangan industri pengolahan terpadu
ramah lingkungan berbasis komoditas unggulan; pengembangan kawasan
strategis pertanian mendukung kemandirian pangan dan pertanian herbal,
yang terintegrasi dengan pusat riset dan inovasi pertanian; pengembangan
kawasan strategis pariwisata yang dilengkapi atraksi yang unik, serta
amenitas, aksesibilitas, dan ancillary yang baik dan biru pengembangan
ekonomi terutama perikanan baik tangkap maupun budidaya, termasuk
pengembangan dan pemanfaatan potensi blue energy;

3. Penguatan pembangunan berbasis pembangunan hijau, sirkuler, dan
berkelanjutan, serta penguatan kawasan konservasi strategis pada kawasan-
kawasan lindung dan geopark, termasuk optimalisasi potensi energi baru dan
terbarukan:

4. Pengembangan infrastruktur pendukung, seperti penglambangan multi-
infrastruktur backbone dan feeder, serta maritime backbone, yang
menciptakan interkoneksi antarkawasan strategis; pengembangan jalur
konektivitas antar wilayah dan jalur khusus logistik; pengembangan
infrastruktur ketenagalistrikan dan digital; penguatan infrastruktur perkotaan
dan pengelolaan kawasan perkotaan; serta peningkatan akses dan kualitas
infrastruktur dasar.

5. Meningkatkan kolaborasi dengan dunia internasional melalui skema-skema
kerja sama regional seperti IMT-GT; dan

6. Penuntasan RDTR kabupaten/kota dan perencanaan tata ruang dengan
mempertimbangkan risiko bencana, terutama mitigasi risiko pada wilayah

perkotaan, perdesaan, dan wilayah sepanjang pantai barat Sumatera.

Kebijakan Utama Pengembangan Wilayah Riau tahun 2025-2029 yaitu:
» Kawasan Perkotaan sebagai growth pole dan pusat pengembangan industri

berbasis keunggulan wilayah: Kota Pekanbaru dan Kota Dumai
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» Kawasan Strategis Industri: Kota Medan-Kota Dumai-Kota Pekanbaru
(klaster industri hilirisasi bioproduct, industri hilirisasi sumber daya
mineral, industri mesin, dan industri pengolahan minyak dan gas bumi)

» Kawasan Afirmasi Wilayah Tertinggal, Terluar, Terdepan dan Perbatasan

(3TP) prioritas: Kabupaten Kepulauan Meranti, Kabupaten Rokan Hilir

(Pulau Jemur, Kecamatan Pasir Limau Kapas).

Multiinfrastructure Corridor & Key Logistics Infrastructure

Jalan tol Kisaran-Dumai

Jalan tol Pekanbaru-Padang

Jalan tol Pekanbaru-Jambi

Jalan arteri lingkar barat Kota Dumai

Peningkatan kualitas jalan pada Kawasan Afirmasi Kep. Meranti

BRT Kawasan Perkotaan Pekanbaru

vV V VY V V V V VY

Optimalisasi, integrasi, dan peningkatan layanan sistem transportasi publik
di Kawasan Perkotaan Pekanbaru dan Kawasan Perkotaan Dumai

Jaringan kereta api logistik Rantauprapat-Kotapinang-Dumai-Pekanbaru

Peningkatan Pelabuhan Dumai

Peningkatan Pelabuhan Selatpanjang

YV V V V

Peningkatan pelabuhan-pelabuhan intrakawasan antarpulau di Kawasan
Afirmasi Kep. Meranti

Optimalisasi Bandara SSK II

A\

» Peningkatan Bandara Pinang Kampai (Dumai)
» Pembangunan baru Bandara Selatpanjang (Kep. Meranti)
Pra-FS/FS/DED Direct Interconnection Dumai-Rupat-Malaka

2.7.1 Pusat-Pusat Pertumbuhan Wilayah Provinsi Riau
2.7.1.1 Konsep Pengembangan Wilayah

Berdasarkan Revisi RTRW Provinsi Riau 2023-2043 Konsep pengembangan
wilayah RTRW Provinsi Riau dilakukan dengan pendekatan cluster wilayah promosi
pusat pertumbuhan untuk pemerataan pembangunan melalui pengembangan
ekonomi lokal dan inovasi wilayah yang didukung oleh infrastruktur wilayah
terintegrasi berbasis wilayah sungai yang memperhatikan hubungan kawasan hulu

— tengah — hilir (berorientasi hubungan daratan, pesisir dan laut) di Provinsi Riau.

Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Riau Tahun 2025-2045
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Pendekatan cluster atau Wilayah Pengembangan (WP) ini bertujuan untuk
mengintegrasikan potensi ekonomi wilayah ke dalam potensi urban region sehingga
tercipta kawasan perkotaan yang terintegrasi antar wilayah sesuai dengan potensi
ekonomi lokal dan daya dukung lingkungan. Dengan konsep pengembangan
wilayah ini, maka wilayah Provinsi Riau dibagi menjadi 3 (tiga) WP, yaitu:

1. WP Pilar Meranti, sebagai pengembangan Kawasan perkotaan berbasis
perdagangan/jasa, agrobisnis dan agroindustri meliputi Kota Pekanbaru,
Kabupaten Siak, Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Kampar, dan Kabupaten
Kepulauan Meranti;

2. WP Bernilai, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber
daya alam minyak/gas bumi dan Kawasan industri terpadu meliputi
Kabupaten Bengkalis, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Rokan Hulu dan
Kota Dumai; dan

3. WP Gasing, sebagai pengembangan kawasan perkotaan berbasis sumber daya
alam perkebunan dan agroindustri, meliputi Kabupaten Indragiri Hulu,

Kabupaten Indragiri Hilir dan Kabupaten Kuantan Singingi.

Gambar 2.47 Peta Wilayah Pengembangan Provinsi Riau
Sumber: RTRW Provinsi Riau
Pengembangan wilayah Provinsi Riau tersebut secara spesifik terdiri dari 4

pengembangan wilayah terintegrasi, yaitu (1) Pendekatan Berbasis Kawasan
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